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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance) 

merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk 

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita–cita dan tujuan 

berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good 

Governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntablitas, 

Transparasi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut: 

a. Akuntabilitas artinya penyelengaraan fungsi-fungsi pemerintah harus 

dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Transparasi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus 

memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua 

pihak. 

c. Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah 

diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta 

melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar 

utama kekuatan negara.   

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat 

dipertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme . 

Untuk mewujudkan itu Pemerintah Kabupaten Bantul harus  

memiliki Visi dan misi serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai 

tujuan dan sasarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

kinerjanya sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 

Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, yang memberikan 

kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pelaksanaan 

pembangunan daerah untuk tahun 2011-2015, Visi Pemerintah Kabupaten 

Bantul untuk 5 (lima) tahun ke depan masih relevan. Oleh karena itu Visi 

Pemerintah Kabupaten Bantul masih tetap sama yaitu : ‘BANTUL 
PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN AGAMIS’. 

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi yaitu: 

1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah menuju tata kelola 

pemerintahan yang empatik. 

2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang 

sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan 

memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoloogi. 

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas 

pertumbuhan ekonomi,pemertaan pendapatan berbasis 

pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang 

responsif gender. 

4. Meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi bencana dan upaya 

pengurangan pengurangan resiko bencana dengan memeperhatikan 

penataan ruang dan pelestarian lingkungan. 

Misi-misi tersebut di atas masing-masing mempunyai tujuanyang 

dijabarkan berikut ini: 

1. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola 

pemerintah yang empatik, memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Meningkatnya kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola 

pemerintahan yang empatik. 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan 

pelayanan.  

c. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat 

d. Mewujudkan pembebasan tanah untuk membangun infrastruktur. 
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2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang 

sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan 

memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta 

sarana dan prasarana kesehatan; 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan 

menghadapi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih dan 

sehat; 

c. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan; 

d. Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang meliputi 

layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah, pendidikan 

dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan 

berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal; 

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal; 

f. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga; 

g. Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi; 

h. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan; 

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas 

pertumbuhan ekonomi,pemertaan pendapatan berbasis 

pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang 

responsif gender, memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 

berkesinambungan; 

b. Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan; 

c. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta 

petani, dan pengembangan program usaha tani; 

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pendukung ekonomi; 
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e. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan 

perdagangan; 

f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan 

kebudayaan dan pariwisata; 

g. Meningkatkan pengembangan kawasan strategis; 

h. Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, 

penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta 

perlindungan dan pengawasan tenaga kerja; 

i. Memantapkan program pengarusutamaan gender dan 

perlindungan anak; 

j. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat 

komunitas (desa), keluarga dan individu; 

4. Meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi bencana dan upaya 

pengurangan pengurangan resiko bencana dengan memperhatikan 

penataan ruang dan pelestarian lingkungan, memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

a. Memantapkan program penanggulangan bencana; 

b. Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan, 

pengelolaan, dan perlindungan sumberdaya alam; 

Secara spesifik tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran-sasaran 

dan ditetapkan pula cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk 

kebijaksanaan, program dan kegiatan yang sifatnya strategik yang 

merupakan target tahunan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013. 

Berdasar tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran–

sasarannya yaitu:  

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah 

daerah dan desa serta lembaga pemerintah; 

2. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi; 

3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan 

daerah; 
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4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

5. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin 

6. Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan 

7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

8. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat 

9. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM 

10. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas 

kepentingan umum 

11. Meningkatnya pelayanan kesehatan 

12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

13. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri) 

14. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat 

15. Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan 

16. Meningkatnya kualitas pendidikan. 

17. Meningkatnya kualitas perpustakaan 

18. Meningkatnya sekolah berkualitas 

19. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal 

20. Meningkatkan prestasi pemuda Kabupaten Bantul di bidang 

olahraga secara kuantitaif dan kualitatif 

21. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan profesional  

22. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua 

sektor  

23. Pengembangan sistem informasi yang berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) 

24. Tersedianya informasi melalui media massa tepat guna 

25. Meningkatnya jumlah DBKS 

26. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama 

27. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah 

28. Mempermudah  akses dan sarana distribusi pangan serta akses 

sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan 

kelautan 
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29. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan 

perikanan serta agropolitan 

30. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian 

31. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan 

petani dan penyuluh 

32. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, 

terminal, jalan, dan lain-lain 

33. Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan 

penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan 

serta perluasan jangkauan pemasaran 

34. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, penghargaan 

budaya, kelompok kesenian. 

35. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata  

36. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan 

37. Berkembangnya kawasan KPY, pantai selatan 

38. Meningkatnya keterampilan pencari kerja 

39. Meningkatnya lapangan pekerjaan 

40. Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga kerja. 

41. Terjaminnya hak-hak pekerja 

42. Terciptanya penempatan transmigran 

43. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di 

semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga 

kemasyarakatan. 

44. Meningkatnya partisipasi kompetensi keterampilan organisasi 

pemerintahan, masyarakat dan individu. 

45. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya 

korban NAPZA dan penduduk usia lanjut. 

46. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya  masyarakat 

miskin 

47. Meningkatnya Kualitas keluarga  

48. Mantapnya penanggulangan bencana 

49. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik 
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50. Terwujudanya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi 

lingkungan dan keanegaraman hayati. 

51. Terkelolanya sumberdaya hutan. 

Pada tahun 2013 Kabupaten Bantul telah melaksanakan 

perencanaan strategisnya tahun kedua. Secara umum pencapaian 

sasaran dapat terealisir dengan baik (mencapai keberhasilan) sesuai 

dengan perencanaan . 

Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir 

sebagai alat untuk mengevaluasi demi perbaikan di masa 

mendatang.Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk menggambarkan 

suatu tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian 

wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Pelaporan tersebut dalam 

bentuk LAKIP sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 

29 tahun 2010. 

Untuk merealisasikan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas 

pelaksanaan APBD tahun 2013 sebagai implementasi dari SAKIP tersebut 

Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan pendekatan perencanaan 

kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis  

tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka pencapaian sasaran 

atau target yang telah ditetapkan. 

Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran srategis Pemerintah 

Kabupaten Bantul dapat dijelaskan bahwa nilai capaian kinerja rata-rata 

sasaran diperoleh angka sebesar 83,65 dengan kategori Berhasil. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 

2013 sudah dilaksanakan dengan baik. Beberapa sasaran nilai capaian 

kinerjanya belum optimal dikarenakan dalam pelaksanaannya mengalami 

kendala/hambatan. Dalam pelaporan LAKIP Kabupaten Bantul disamping 

mengungkapkan keberhasilan juga mengungkapkan mengenai kegagalan 

dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
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Adapun keberhasilan dan kegagalan tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Penyelesaan Ijin Rata-Rata Pertahun. 

Target tahun 2013 sebanyak 10.370 ijin terealisir sebanyak 6.074 ijin, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 59,57% dengan 

kategori cukup berhasil. Hal ini disebabkan oleh target yang ditetapkan 

belum direvisi mengingat perubahan aturan yang menyebabkan 

berkurangnya jenis izin yang dilayani oleh Dinas Perijinan, yaitu ijin los 

kios saat ini ditangani oleh Kantor Pengelola Pasar, ijin kesehatan 

sebagian ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Ijin gangguan (HO) yang 

sebelumnya harus diperpanjang setiap tahun, mulai tahun 2011 ijin 

gangguan hanya diterbitkan satu kali selama tidak ada perubahan 

usaha, adanya perbedaan pemahaman terhadap regulasi antar instansi 

terkait yang menghambat dalam proses penetapan jin serta bentuk 

kelembagaan terkadang menjadi kendala karena menyebabkan 

keterbatasan kewenangan dalam proses penetapan ijin. 

2. Keberhasilan Pelayanan. 

Target tahun 2013 sebesar 75,60 terealisir sebesar 75,62 terealisir 

sebesar 77,20 maka nilai capaian ini sebesar 102,08%  dengan kategori 

sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator 

sasaran ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan melalui 

perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan, 

pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia, dan perbaikan fasilitas 

dan sarana prasarana pelayanan serta responsifitas terhadap hasil 

survey IKM yang bernilai rendah untuk dievaluasi dan diperbaiki 

3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin. 

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 112,86%, maka nilai capaian 

indikator sasaran ini sebesar 112,86%, dengan kategori sangat berhasil. 

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 

1 sebanyak 533.206 orang, sedangkan jumlah seluruh masyarakat 
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miskin sebanyak 472.445 orang. Hal ini didukung adanya peningkatan 

kualitas SDM, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan 

manajemen, peningkatan pemberdayaan tenaga kesehatan serta 

kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan ke Puskesmas. 

4. Angka Kematian Bayi (AKB). 

Target tahun 2013 sebesar 8/1.000 KH, terealisir sebesar 9,39/1.000 

KH, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 90,60% dengan 

kategori sangat berhasil. Jumlah bayi (berumur <1 tahun) yang 

meninggal tahun 2013 sebanyak 126 bayi sedangkan jumlah kelahiran 

hidup di wilayah pada tahun 2013 sebanyak 13.425 bayi. Faktor yang 

menghambat keberhasilan indikator sasaran ini adalah banyaknya 

kasus bayi lahir dengan komplikasi. Upaya pemecahan terhadap 

permasalahan ini dengan peningkatan kualitas Anternatal Care (ANC). 

5. Angka Kematian Ibu (AKI). 

Target tahun 2013 sebesar 80/100.000 KH terealisir sebesar 

96,83/100.000 KH, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

78,96% dengan kategori berhasil. Jumlah ibu yang meninggal karena 

hamil, bersalin, dan nifas pada tahun 2013 sebanyak 13 orang, 

sedangkan jumlah kelahiran hidup tahun 2013 sebanyak 13.425 orang. 

Tercapainya indikator sasaran ini didukung adanya peningkatan kualitas 

SDM dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara mencegah 

selama kehamilan, bersalin dan nifas, perawatan kesehatan serta 

pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawat daruratan. 

6. Penyembuhan Kasus TBC. 

Target tahun 2013 sebesar 88%, terealisir 79,75%, maka nilai capaian 

indikator sasaran ini sebesar 90,62% dengan kategori sangat berhasil. 

Jumlah penderita TB Paru BTA yang sembuh sebanyak 198 orang, 

sedangkan jumlah penderita TB Paru BTA yang diobati sebanyak 237 

orang. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah keteraturan minum OAT Suplemen pendukung seperti PMT dan 
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multivitamin, Follow up pasien, sosialisasi cara minum OAT yang baik 

dan benar, evaluasi kegiatan rutin setiap bulan. 

7. Angka Melek Huruf.  

Target tahun 2013 sebesar 90,34% terealisir 97,51%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 107,46% dengan kategori sangat 

berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya 

komitment dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemberantasan 

buta huruf. 

8. Tingkat Kelulusan SD/MI.  

Target tahun 2013 sebesar 99,99% terealisir 100,00%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100,01% dengan kategori sangat 

berhasil. Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 11.657 siswa, 

sedangkan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada 

tahun ajaran sebelumnya sebanyak 11.657 siswa. 

9. Tingkat kelulusan SMP/MTs.  

Target tahun 2013 sebesar 97,5% terealisir 99,66%, maka nilai capaian 

indikator sasaran ini sebesar  103,28 % dengan kategori sangat berhasil. 

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/Mts. sebanyak 11.205 siswa, 

sedangkan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada 

tahun ajaran sebelumnya sebanyak 11.243 siswa. 

10. Tingkat Kelulusan SMA/SMK.  

Target tahun 2013 sebesar 98,25% terealisir sebesar 100% maka nilai 

capaian ini indikator sasaran ini sebesar 101,78% dengan kategori 

sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan tingkat kelulusan 

SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK ini adalah dukungan dari seluruh 

pemangku pendidikan untuk sukses UN, disamping itu didukung pula 

adanya penyelenggaraan bedah SKL dan Tryout UN 

11. Tingkat Pengangguran. 

Target tahun 2013 sebanyak 6.1% terealisir 5.01% maka nilai capaian 

indikator sasaran ini sebesar 117,87 % dengan kategori sangat berhasil. 
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Jumlah pengangguran pada tahun 2013 sebanyak 26.188 orang, 

sedangkan jumlah angkatan kerja pada sebanyak 522.558 orang. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah 

terlaksanannya pogram peningkatan kesempatan kerja dan perluasan 

kerja di Kabupaten Bantul. 

12. Meningkatnya Kunjungan Wisata Nusantara. 

Target tahun 2013 sebanyak 1.649.462 orang terealisir 2.153.404 

orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 130,55% 

dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan 

indikator sasaran ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas 

pelayanan dan daya tarik destinasi wisata, pengembangan kawasan-

kawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisatawan dan 

ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan 

pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan 

dalam promosi pariwisata. 

13. Meningkatnya Kunjungan Wisata Mancanegara. 

Target tahun 2013 sebanyak 16.661 orang terealisir sebanyak 2.153 

orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 12,92% dengan 

kategori tidak berhasil. Untuk mengatasi hambatan tercapainya indikator 

sasaran ini adalah pengembangan kawasan-kawasan wisata baru 

sebagai alternatif tujuan wisatawan. 

14. Tingkat Kemiskinan Turun. 

Target tahun 2013 sebesar 11% terealisir 14,24 % maka nilai capaian 

indikator sasaran ini sebesar 129,45% dengan kategori sangat berhasil. 

Realisasi tahun 2011 sebanyak 2,79%, tahun 2012 sebanyak 15,69% 

sedangkan pada tahun 2013 terealiser sebanyak 14,24 %. Jumlah KK 

miskin tahun 2013 sebanyak 39.39.424 KK dengan jumlah keseluruhan 

KK sebanyak 276.804 KK. Faktor yang mendukung keberhasilan 

indikator sasaran ini adalah dengan penggalakan berbagai program dan 

kegiatan dalam rangka penurunan kemiskinan di Kabupaten Bantul.   
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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten 

Bantul, serta terselesaikannya penyusunan LAKIP Kabupaten Bantul 

Tahun 2013. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang 

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi 

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai 

tujuan/sasaran strategis instansi. 

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 

untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan 

yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan 

satu dengan yang lainnya yaitu transparan, partisipasi dan akuntabilitas.  

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 memuat informasi secara 

transparan tentang pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dengan 

sasaran dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul yang 

Projotamansari Sejahtera, Demokratis  dan Agamis.  

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam 

penyusunan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013. 

Bantul,        Maret  2014 

Bupati Bantul 

 

 

Hj. SRI SURYAWIDATI  
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BAB I.  
PENDAHULUAN 

A. Gambaran Umum Daerah 

1. Kondisi Geografis 

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat 

kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentang alam 

Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada 

bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian 

Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi 

bentang alam tersebut relatif membujur dari Utara ke Selatan. 

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 

14º04'50"-27º50'50" Lintang Selatan dan 110º10'41"-110º34'40" 

Bujur Timur. Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten 

Gunungkidul di sebelah Timur, dengan Kota Yogyakarta dan 

Kabupaten Sleman di sebelah Utara, dengan Kabupaten Kulon 

Progo di sebelah Barat, dan dengan Samudra Indonesia di sebelah 

Selatan. 

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km2, terdiri 

dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. 

Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 

55,87 Km2, sementara Srandakan adalah kecamatan dengan 

wilayah paling sempit, yaitu 18,32 Km2. Jumlah desa dan pedukuhan 

terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 

72 pedukuhan dan paling sedikit di Kecamatan Srandakan dengan 

dua desa dan 43 pedukuhan.  

Berdasarkan kondisi lahan terdapat luas lahan 506,85 km 

persegi yang terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan 
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yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur (Tabel 

I.1). Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan 

sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul (Peta 

I.1). Dalam Tabel I.1 ditampilkan bahwa penggunaan lahan terbesar 

adalah untuk kebun campur sebesar 32,75% dan sawah sebesar 

31,61%, sedangkan yang terkecil adalah tambak sebesar 0,05%. 

Terlihat bahwa pemanfaatan kebun campur terbesar ada di 

Kecamatan Sedayu yaitu seluas 1.841,038 Ha. Adapun persawahan 

terluas terdapat di Kecamatan Sewon dengan luas 1.420,198 Ha. 

Sementara itu, pemanfaatan tambak hanya berada di wilayah 

Kecamatan Srandakan seluas 30 Ha. 

Tabel I.1 
Penggunaan Lahan Tahun 2013 (Ha) 

No. Kecamatan 
Luas Lahan (Ha) 

Perkam 
pungan Sawah Tegal Kebun 

Campur Hutan Tanah 
Tandus Tambak Lainnya Total 

1. Srandakan 75,2077 484,5723 53,0000 694,0000 - 99 30 396,2200 1.832 

2. Sanden 51,5028 837,3742 123,000 896,0000 - 119 - 289,1230 2.316 

3. Kretek 38,1221 955,3603 209,5549 470,0000 - 302 - 701,9627 2.677 

4. Pundong 82,3787 875,9949 456,000 733,5000 - - - 220,1264 2.368 

5. Bambanglipuro 174,9176 1.164,9950 - 819,0000 - - - 111,0870 2.270 

6. Pandak 89,4752 985,4768 44,000 1.063,0000 - - - 248,0480 2.430 

7. Bantul 169,3113 1.218,0910 2,000 689,0000 - - - 116,5975 2.195 

8. Jetis 406,3249 1.384,4010 104,9429 513,000 - - - 38,3317 2.447 

9. Imogiri 238,8202 923,6876 2.128,0000 1.186,0000 187 23 - 762,4922 5.449 

10. Dlingo 121,5498 261,0000 1.705,4250 1.460,0000 1.198 - - 841,0250 5.587 

11. Pleret 231,3356 721,3832 634,9888 356,0000 - - - 353,2924 2.297 

12. Piyungan 335,328 1.330,0620 551,4380 716,9385 - - - 320,2336 3.254 

13. Banguntapan 417,2825 1.354,8890 7,6798 655,9475 - - - 412,2015 2.848 

14. Sewon 470,2619 1.420,1980 2,000 645,8800 - - - 177,6600 2.716 

15. Kasihan 548,6676 868,4517 107,1530 1.568,0000 - - - 145,7277 3.238 

16. Pajangan 111,4019 282,3052 433,4387 2.295,0000 - - - 202,8542 3.325 

17. Sedayu 273,9449 981,1837 72,1321 1.841,0380 - - - 267,7011 3.436 
JUMLAH 3.835,8327 16.049,4259 6.634,7532 16.602,3040 1.385 543 30 5.604,6842 50.685 

Persentase (%) 7,56 31,.61 13,08 32,75 2,73 1,07 0,05 11,15 100 
Sumber: Kantor BPN, 2014 
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Peta I.1 
Penggunaan Lahan 

 
Sumber: Bappeda KabupatenBantul, 2014 (data diolah) 

2. Kondisi Umum Daerah 

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2013 

sebanyak 938.433 jiwa (Tabel I.2), terdiri dari laki-laki sebanyak 

467.504 jiwa dan perempuan sebanyak 470.929 jiwa. Pada tahun 

2012 jumlah angkatan kerja tercatat 501.993 jiwa, sementara tahun 

2013 menjadi 496.370 jiwa. Jumlah penganggur pada tahun 2012 

sebanyak 28.075 jiwa, turun menjadi 26.188 jiwa pada tahun 2013. 

Jumlah keluarga miskin tahun 2012 sebanyak 40.551 KK, turun 

menjadi 39.424 KK pada tahun 2013, sementara jumlah orang miskin 

pada tahun 2012 sebanyak 126.980 jiwa, turun menjadi 122.021 jiwa 

pada tahun 2013. 
Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut 

pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan 

penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, 

kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan 

penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu 
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daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk 

geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat 

kepadatan penduduk di suatu daerah (Tabel I.2 dan Peta I.2). 

Berdasarkan Tabel I.2 terlihat bahwa penyebaran penduduk 

tidak merata. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk 

geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang 

berbatasan dengan kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan 

Banguntapan (4.458 jiwa/km2), Sewon (3.978 jiwa/km2), dan Kasihan 

(3.581 jiwa/km2), sedangkan kepadatan penduduk geografis 

terendah terletak di Kecamatan Dlingo (643 jiwa/km2). 

Tabel I.2 
Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2013 

No. Kecamatan Luas 
(km2) 

Jumlah 
Penduduk 

Kepadatan/ 
Km2 

1 Srandakan 18,32 28.832 1.574 

2 Sanden 23,16 29.876 1.290 

3 Kretek 26,77 29.600 1.106 

4 Pundong 23,68 31.971 1.350 

5 Bambanglipuro 22,70 37.737 1.662 

6 Pandak 24,30 48.278 1.987 

7 Bantul 21,95 60.583 2.760 

8 Jetis 24,47 52.985 2.165 

9 Imogiri 54,49 57.081 1.048 

10 Dlingo 55,87 35.950 643 

11 Pleret 22,97 44.536 1.938 

12 Piyungan 32,54 50.782 1.561 

13 Banguntapan 28,48 126.971 4.458 

14 Sewon 27,16 108.039 3.978 

15 Kasihan 32,38 115.961 3.581 

16 Pajangan 33,25 33.850 1.018 

17 Sedayu 34,36 45.401 1.321 

Jumlah 506,85 938.433 1.852 

 Sumber: BPS, 2014 
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Peta I.2 
Kepadatan Penduduk Geografis 

 
Sumber: Bappeda KabupatenBantul, 2014 (data diolah) 

Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten 

Bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor 

pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu 

diketahui agar tercapai akurasi kebijakan. Secara rinci kepadatan 

penduduk agraris dapat dilihat pada Tabel I.3. 

Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang 

menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah 

dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Berdasarkan data 

kepadatan penduduk agraris yang ada diketahui bahwa setiap tahun 

terjadi penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada 

berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dengan melihat 

kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan 

pertanian, maka perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan 

kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya langkah-
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langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju 

penyusutannya. Penyusutan lahan banyak terjadi di daerah 

aglomerasi perkotaan seperti di Sewon, Banguntapan, dan Kasihan. 

Hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota Yogyakarta. 

Tabel I.3 
Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan 

Tahun 2013 

No. Kecamatan Luas Areal 
Pertanian (Ha) 

Jumlah 
Penduduk (Jiwa) 

Kepadatan/
Ha 

1 Srandakan 1.261,5723 28.832 23 
2 Sanden 1.856,3742 29.876 16 
3 Kretek 1.634,9152 29.600 18 
4 Pundong 2.065,4949 31.971 15 
5 Bambanglipuro 1.983,9950 37.737 19 
6 Pandak 2.092,4768 48.278 23 
7 Bantul 1.909,0910 60.583 32 
8 Jetis 2.002,3439 52.985 26 
9 Imogiri 4.424,6876 57.081 13 

10 Dlingo 4.624,4250 35.950 8 
11 Pleret 1.712,3720 44.536 26 
12 Piyungan 2.598,4385 50.782 20 
13 Banguntapan 2.018,5163 126.971 63 
14 Sewon 2.068,0780 108.039 52 
15 Kasihan 2.543,6047 115.961 46 
16 Pajangan 3.010,7439 33.850 11 
17 Sedayu 2.894,3538 45.401 16 

Jumlah (rata-rata) 2.394,2049 938.433 25 
Sumber: BPN dan BPS 

Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk 

mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti 

tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran 

penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka dapat 

dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk 

pengembangan wilayah tesebut (Tabel I.4). 
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Tabel I.4 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok UmurTahun 2013 

No. Kecamatan 
Kelompok Umur 

Jumlah 
0-9 10-14 15-19 20-24 25-39 40+ 

1 Srandakan 4.429 2.046 2.192 2.371 6.775 11.019 28.832  
2 Sanden 4.589 2.120 2.272 2.457 7.020 11.418 29.876  
3 Kretek 4.547 2.101 2.251 2.434 6.955 11.312 29.600  
4 Pundong 4.911 2.269 2.431 2.629 7.512 12.218 31.971  
5 Bambanglipuro 5.797 2.678 2.870 3.104 8.867 14.422 37.737  
6 Pandak 7.416 3.426 3.671 3.970 11.344 18.450 48.278  
7 Bantul 9.306 4.299 4.607 4.982 14.235 23.153 60.583  
8 Jetis 8.139 3.760 4.029 4.358 12.450 20.249 52.985  
9 Imogiri 8.768 4.051 4.341 4.694 13.413 21.815 57.081  
10 Dlingo 5.522 2.551 2.734 2.957 8.447 13.739 35.950  
11 Pleret 6.841 3.160 3.387 3.663 10.465 17.020 44.536  
12 Piyungan 7.801 3.604 3.862 4.176 11.932 19.407 50.782  
13 Banguntapan 19.504 9.010 9.655 10.442 29.835 48.524 126.971  
14 Sewon 16.596 7.667 8.216 8.885 25.386 41.289 108.039  
15 Kasihan 17.813 8.229 8.818 9.537 27.248 44.317 115.961  
16 Pajangan 5.200 2.402 2.574 2.784 7.954 12.936 33.850  
17 Sedayu 6.974 3.222 3.452 3.734 10.668 17.351 45.401  

Jumlah 144.152 66.595 71.361 77.178 220.508 358.639 938.433 
Persentase 15,36 7,10 7,60 8,22 23,50 38,22 100.00 

Sumber: BPS, 2014  
*Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010 

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur 

menunjukkan proporsi umur berdasarkan kelompok umur. Jumlah 

terbesar ada pada kelompok umur 40 tahun ke atas (38,22%), 

kedua pada kelompok umur 25-39 tahun (23,50%), sedangkan 

proporsi terendah pada kelompok umur 10-14 tahun (7,10%). 

Berdasarkan tabel tersebut dalam perencanaan 

pembangunan khususnya di bidang kesehatan, kelompok umur 40 

tahun ke atas harus mendapatkan prioritas dan perhatian lebih. 

Pada usia 25-39 tahun yang proporsinya juga cukup besar dan 

merupakan kelompok umur produktif, kebijakan ekonomi menjadi 

lebih dominan. 
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Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka 

sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk 

berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk 

yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya 

berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. 

Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Secara rinci 

data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin disajikan pada 

Tabel I.5 dan Peta I.3. 

Tabel I.5 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan 

Tahun 2013 
No  Kecamatan  Laki-laki Perempuan  Jumlah  
1 Srandakan 14.285 14.547 28.832 
2 Sanden 14.682 15.194 29.876 
3 Kretek 14.244 15.356 29.600 
4 Pundong 15.634 16.337 31.971 
5 Bambanglipuro 18.656 19.081 37.737 
6 Pandak 24.096 24.182 48.278 
7 Bantul 30.055 30.528 60.583 
8 Jetis 26.192 26.793 52.985 
9 Imogiri 28.262 28.819 57.081 
10 Dlingo 17.749 18.201 35.950 
11 Pleret 22.302 22.234 44.536 
12 Piyungan 25.231 25.551 50.782 
13 Banguntapan 64.253 62.718 126.971 
14 Sewon 54.590 53.449 108.039 
15 Kasihan 58.007 57.954 115.961 
16 Pajangan 16.787 17.063 33.850 
17 Sedayu 22.479 22.922 45.401 

Jumlah 467.504 470.929 938.433 
Persentase 49,82 50,18 100 

Sumber: BPS, 2014  
*Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010 
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Peta I.3 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Sumber: Bappeda KabupatenBantul, 2014 (data diolah) 

3. Kondisi Ekonomi 

Perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2013 berada 

pada kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,46%, lebih tinggi dibandingkan 

dengan tahun 2012 sebesar 5,34% dan merupakan capaian yang 

tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sembilan sektor 

mengalami pertumbuhan positif. Sumber menguatnya pertumbuhan 

ekonomi tahun 2013 di Kabupaten Bantul terutama didukung oleh 

kinerja pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan 

dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan 

jasa-jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik 

dibandingkan tahun 2012. Adapun sektor pertanian dan sektor 

industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam aktivitas 

perekonomian Kabupaten Bantul mengalami perlambatan laju 

pertumbuhan. Nilai tambah dari kedua sektor ini dalam menyumbang 

perekonomian Kabupaten Bantul tidak sebaik tahun sebelumnya. 
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Pada tahun 2013 ,Bantul belum mengalami perubahan dan 

masih didominasi oleh empat sektor meliputi sektor pertanian 

sebesar 19,84%; industri pengolahan sebesar 18,77%; 

perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 18,33%; serta sektor jasa-

jasa sebesar 15,23%. 

Grafik I.1 
Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2009-2013 

 
Sumber: BPS, 2014 (data diolah) 

Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2013 juga 

ditandai dengan terjadinya transformasi struktural yaitu pergeseran 

struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan 

lapangan usaha pada tiga sektor. Ketiga sektor tersebut adalah yang 

pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) pertanian 

dan (2) pertambangan dan penggalian. Kedua, sektor sekunder yang 

terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) listrik, gas, 

dan air bersih; dan (3) bangunan. Ketiga, sektor tersier yang terdiri 

dari lapangan usaha (1) perdagangan, hotel, dan restoran; (2) 

pengangkutan dan komunikasi; (3) keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan; dan (4) jasa-jasa. Peran sektor primer dan sekunder 
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mengalami penurunan dan sudah mengalami pergeseran ke arah 

sektor tersier (Grafik I.1) 

Berdasarkan Grafik I.1 dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul menunjukkan 

perkembangan yang positif, khususnya pada sektor tersier sebagai 

sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian 

Kabupaten Bantul. Sedangkan sektor primer menunjukkan 

pertumbuhan yang kontraktif yang didominasi oleh penurunan 

kontribusi dari sektor pertanian. 

4. Inovasi Daerah 

Beberapa hal yang mendasari implementasi inovasi daerah 

Kabupaten Bantul adalah terjadinya pergeseran perekonomian 

global dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi 

berbasis pengetahuan (knowledge based economy); adanya daya 

saing daerah yang ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan 

potensi daerah melalui inovasi; karakteristik pasar yang dinamis, 

kompetisi global, dan cenderung membentuk jejaring; posisi tenaga 

kerja dengan upah tinggi, ketrampilan luas dengan berbagai disiplin, 

pembelajaran tanpa kenal waktu, dan pengelolaan SDM kolaboratif; 

serta rendahnya entrepreneurship masyarakat. Fakta-fakta tersebut 

harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul. 

Mengabaikan hal-hal tersebut bisa mengakibatkan tertinggalnya 

Kabupaten Bantul dalam kompetisi dengan daerah-daerah lainnya. 

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bantul 

senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, 

masyarakat, swasta, dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama 

mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk 

menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan diupayakan selalu menjadi mindset semua elemen 
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kabupaten, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk 

menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi 

pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga 

pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan 

masyarakat di daerah. 

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, 

Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa menjalin kerjasama 

dengan daerah lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, 

swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan 

senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul agar 

terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi 

daerah yang saling terkait dan berkelanjutan. Kerjasama yang telah 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka sistem 

inovasi daerah adalah : 

a. Dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Lapan, dan 

UGM berupa kegiatan pendayagunaan dan pemasyarakatan 

Iptek serta implementasi SIDa dalam pengembangan energi 

listrik tenaga hybrid (PLTH), yaitu perpaduan tenaga angin dan 

tenaga surya di Pantai Baru, Pandansimo, Srandakan; 

b. Dengan Kementerian ESDM berupa pengembangan energi 

listrik tenaga hybrid (PLTH) di Pantai Goa Cemara, Sanden; 

c. Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta menyelenggarakan kompetisi kincir 

angin tingkat nasional yang diikuti oleh 31 perguruan tinggi se-

Indonesia di Pantai Baru, Poncosari, Srandakan; 

d. Dengan Bakosurtanal dan UGM berupa kegiatan pengelolaan 

laboratorium geospasial pesisir Parangtritis dan kegiatan 

pemetaan; 
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e. Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) berupa kerjasama penguatan tata kelola pemerintahan 

yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 

f. Dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

berupa kegiatan pengkajian, penerapan, dan pemasyarakatan 

teknologi untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten 

Bantul, dengan melakukan kegiatan pengolahan air layak 

konsumsi di Dusun Lemah Bang, Desa Mangunan, Dlingo. 

g. Dengan beberapa perguruan tinggi antara lain: 

1) Kegiatan peningkatan dan pengembangan potensi sumber 

daya daerah Kabupaten Bantul dalam bidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui bidang 

penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi 

informatika dan dan komputer di Kabupaten Bantul; 

3) Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan 

kesehatan di Kabupaten Bantul dan program pendidikan 

kesehatan tenaga kesehatan dan pendidikan kesehatan; 

4) Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) UGM dengan 

tema percepatan pengembangan kawasan berbasis 

kearifan dan potensi lokal melalui penghiliran hasil riset 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten 

Bantul untuk kesejahteraan yang berkelanjutan sebagai 

model pembangunan nasional, selama tiga tahun berakhir 

di tahun 2013. 

Berkaitan dengan tata kelola pemerintah daerah yang baik 

(good governance), inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul 

berorientasi pada layanan kepada masyarakat melalui peningkatan 

kualitas layanan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan. 

Perbaikan layanan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik 

antara lain berupa pelayanan perijinan dan non perijinan, pelayanan 
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publik di bidang kesehatan, dan pelayanan publik di bidang 

pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencantumkan 

secara transparan syarat, biaya, dan prosedur layanan melalui 

pemanfaatan teknologi informasi. 

Tabel I.6 
Jumlah Penelitian/Survey dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Tahun 2013 

No. Uraian Jumlah  
1 Penelitian/Survey, oleh:   
 - Perguruan Tinggi 3.159 
 - Lembaga Survey 58 
2 Pengabdian Kepada Masyarakat :  
 - Kuliah Kerja Nyata (KKN) 38 
 - Praktek Kerja Lapangan (PKL) 157 

Jumlah 3.412 
Sumber: Bappeda, 2014 

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk 

memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, 

serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut juga 

e-government (e-gov) dan online government dan telah berjalan di 

Kabupaten Bantul. E-government telah diaplikasikan didukung 

dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, 

menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang 

demokratis. Keuntungan dari e-government adalah peningkatan 

efisiesi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari 

pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan aplikasi e-gov 

melalui website, Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah 

menerapkan 37 sistem informasi, baik yang bersifat intranet, 

desktop, maupun online (Tabel 1.7). 
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Tabel I.7 
Sistem Informasi  

No. Tahun Nama Aplikasi 
1 2001 SIM Pengolahan Gaji PNS 
2 2002 SIM Pelayanan Satu Atap (Perijinan) 
3 2003 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 
4 2003 SIM Keuangan Daerah 
5 2004 SIM Barang Daerah 
6 2005 SIM Monografi Online 
7 2005 SIM Kependudukan 
8 2006 SIM Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006) 
9 2007 Sistem Cetak KK dan KTP 
10 2007 Sistem Keluarga Berencana  
11 2007 SistemTenaga Kerja dan Nakertrans 
12 2007 Sistem Informasi Pariwisata 
13 2007 Sistem Informasi Layanan Data KPDE 
14 2007 Sistem informasi Presensi PNS 
15 2008 SIM Keluarga Miskin 
16 2008 SIM Kesehatan Ibu, Anak, dan TBC 
17 2008 SIM Potensi Kecamatan 
18 2008 SIM Pelayanan Perpustakaan 
19 2009 SIM Keuangan Daerah 
20 2009 SIM Barang Daerah 
21 2009 SIM Investasi Daerah 
22 2009 SIM Kepegawaian 
23 2009 SIM Pengendalian Pembangunan Daerah 
24 2009 SIM Pelayanan Pajak Reklame 
25 2009 SIM Pelayanan BPHTB 
26 2010 SIM Perijinan Online 
27 2010 SIM Cetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 
28 2011 SIM Kewilayahan 
29 2012 SIM Penanggulangan Kemiskinan 
30 2012 SIM Perencanaan Pembangunan 

31 2012 
Sistem Informasi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi 

32 2012 Pengembangan Sistem Perijinan On-line 
33 2012 Sistem Informasi Pedagang Pasar 
34 2012 Sistem Informasi Barang Milik Daerah 
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No. Tahun Nama Aplikasi 
35 2012 Sistem Informasi PBB 
36 2013 Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Dampak 

Lingkungan Kabupaten Bantul 
37 2013 Interroperabilitas Sistem Keuangan Kabupaten Bantul 

Sumber: KPDT Kab. Bantul, 2014 

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan 

manajemen kinerja antara lain diterapkan pada pengadaan barang 

dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektonik 

(LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk tahun 

2013 bisa diakses melalui http://eproc.jogjakarta.go.id. 

Pemanfaatan IT oleh Pemerintah Kabupaten Bantul juga 

berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan 

masyarakat, di antaranya melalui: 

a. Pemanfaatan media telematika, seperti: SMS Center, email dan 

informasi melalui website daerah (www.bantulkab.go.id), sub 

domain tiap SKPD, Warintek (Warung Informasi dan Teknologi), 

dan Teleconference (rapat komprehensif dan rapat Forkopinda); 

b. Pemanfaaatan media elektronika, seperti siaran informasi dan 

komunikasi melalui televisi (Taman Gabusan dan Gardu 

Projotamansari) serta dialog interaktif di RRI dan Bantul FM; 

c. Pemanfaatan media cetak, seperti Jurnal Riset Daerah, buletin 

serta beberapa leaflet program-program kegiatan dari setiap 

SKPD. 

Tabel I.8 
Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat 

No. Media Uraian 
1 SMS Center Januari sd Desember: 818 SMS 
2 Siaran Taman 

Gabusan 
TVRI Yogyakarta 

48x siaran di studio dan 2x siaran di luar 
studio 

3 Website daerah 
(www.bantulkab.go.id)  

33 sub domain dengan 242.435 
pengunjung berasal dari 62 negara 
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No. Media Uraian 
4 Dialog Interaktif Radio 

Bantul FM 
Setiap SKPD 10x siaran menyampaikan 
program pemerintah  

5 Jurnal Riset Daerah Penerbitan 3 edisi reguler (bulan April, 
Agustus, dan Desember) dan Edisi 
Khusus 
tahun 2013 ada 12 tema penelitian sains 
dan 13 penelitian terapan/teknologi tepat 
guna 

Sumber: Bappeda, 2014 (data diolah) 

Peran masyarakat dalam pengembangan inovasi dan 

penerapan Iptek cukup besar. Banyak ide kreatif muncul dari 

masyarakat hingga menjadi sebuah industri kreatif dengan sentuhan 

inovasi dan Iptek. Industri kreatif yang berkembang di masyarakat 

berupa wisata kuliner, produk kerajinan, seni pertunjukan, desain 

produk, pasar barang dan seni (Pasar Seni Gabusan), hingga 

berkembang sampai pengembangan bersama kawasan GMT 

(Gabusan, Manding, Tembi) dan Kawasan Kajigelem (Kasongan, 

Jipangan, Gendeng, Lemahdadi). 

Peran teknologi tepat guna sangat besar dalam mendukung 

berkembangnya industri kerajinan. Teknologi tepat guna adalah 

teknologi yang dirancang untuk masyarakat yang disesuaikan 

dengan aspek-aspek lingkungan dan ekonomi, dengan menerapkan 

metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak 

polutif minimal. Beberapa Teknologi Tepat Guna telah ditemukan di 

Kabupaten Bantul (Tabel 1.9). 

Tabel I.9 
Teknologi Tepat Guna dan Penemu  

No. Teknologi Tepat Guna Penemu 

1 Rekayasa teknologi filter 
aktif 

Ir. Edi Haryanto, MP, Retno 
Susetyaningsih, ST, MP, Irene 
Arum Anggarawati S, ST, MT 

2 Sistem penjemuran alat 
tenda kemah 

Balai Benih Barongan 
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No. Teknologi Tepat Guna Penemu 

3 Pemanfaatan limbah kulit 
pisang menjadi kerupuk 

Lasiyo Syaifudin 
 

4 Pembuatan Mesin tetas 
(inkubator) hemat listrik 

Maman Lesmana 

5 Penanaman Padi di Lahan 
Pasir  

Slamet Subandi 

6 Alat press biji jarak 
(expeller) 

Arief Budiyanto MT 

7 Penciptaan alat panjat 
pohon kelapa  

Supri Handoko, S.Pd 

Sumber: Bappeda, 2014 

Berkaitan dengan Energi Baru Terbarukan (EBT), peranan 

sumber energi ini makin tinggi seiring disahkannya Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang 

menempatkan sumber EBT sebagai energi prioritas. Menurut 

pengelompokannya, EBT terdiri dari panas bumi, bioenergi, hidro, 

sinar matahari, angin, dan samudra. Pemerintah Kabupaten Bantul 

dalam RPJMD Tahun 2011-2015 telah menetapkan salah satu 

strategi pengembangan Iptek adalah pengembangan teknologi EBT. 

Adapun jenis potensi EBT dan lokasinya bisa dilihat pada Tabel I.10. 

Tabel I.10 
Potensi Energi Baru Terbarukan  

No. Jenis Energi Lokasi 
1 Tenaga Air 

(Mikrohidro) 
S.Mruwe, Banguntpan; S.Opak, Piyungan; 
S.Krusuk, Sedayu; S.Code, Jetis; S.Opak, 
Imogiri; S.Opak, Kretek 

2 Matahari Pantai Kwaru, Srandakan; Pantai Samas 
Sanden; Pantai Parangtritis, Kretek. 

3 Angin Pantai Samas, Sanden; Pantai Baru, 
Srandakan; Pantai Parangtritis, Kretek 

4 Biomasa/Bahan 
Bakar Nabati 

Sewon, Dlingo, Jetis 

5 Sampah Piyungan 
6 Biogas Pajangan, Dlingo 
7 Panas Bumi Parangtritis, Parangkusumo, Parangwedang 

Sumber: Bappeda dan Dinas SDA, 2014 
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B. Potensi Unggulan Daerah 

Potensi unggulan daerah sebagai pengungkit kegiatan ekonomi 

adalah pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pertanian 

Hingga akhir tahun 2013, pertanian masih menjadi sektor 

yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul, yaitu 19,84%. Besarnya 

sumbangan sektor pertanian tersebut dimungkinkan oleh luas lahan 

pertanian yang terdiri dari sawah, tegal, kebun campur, tambak dan 

hutan yang mencapai 80,22% dari luas wilayah Kabupaten Bantul. 

Beberapa hal yang perlu dicatat dalam bidang pertanian di 

Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 

a. Luas panen padi sawah adalah 32.494 ha per tahun (dua kali 

panen) dengan produktivitas 63,18 Kw/ha (GKG) dan produksi 

sebesar 205.298 ton GKG atau sebesar 129.207,39 ton beras;  

b. Luas panen padi ladang adalah 71 ha dengan produktivitas 

28,03 Kw/ha (GKG) dan produksi sebesar 199 ton GKG atau 

sebesar 124,852 ton beras; 

c. Luas panen jagung adalah 3.370 ha dengan produktivitas 

sebesar 56,59 Kw/ha pipilan kering dan rata-rata produksi 

sebesar 19.070 ton pipilan kering; 

d. Luas panen kedelai adalah 1.412 ha dengan produktivitas 15,60 

Kw/ha wose kering dan produksi sebesar 2.203 ton wose kering; 

e. Luas panen kacang tanah adalah 2.451 ha dengan produktivitas 

sebesar 14,28 Kw/ha wose kering dan produksi sebesar 3.500 

ton wose kering; 
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f. Luas panen bawang merah adalah 604 ha, dengan produktivitas 

13,225 ton/ha umbi basah dan produksi sebesar 7.988 ton umbi 

basah; 

g. Luas panen cabe merah adalah 399 ha, dengan produktivitas 

sebesar 5,49 ton/ha buah basah dan produksi sebesar 2.189,5 

ton buah basah; 

h. Luas panen cabe rawit adalah 39 ha, dengan produktivitas 

sebesar 2,8 ton/ha buah basah dan produksi sebesar 469,9 ton 

buah basah; 

i. Luas panen kacang panjang adalah 13 ha, dengan produktivitas 

sebesar 2,58 ton/ha buah basah dan produksi sebesar 33,6 ton 

buah basah; 

j. Luas panen jamur adalah 4.460 m2, dengan produktivitas 

sebesar 10,04 kg/m2 buah basah dan produksi sebesar 44.820 

kg buah basah. 

Komoditas unggulan tanaman pertanian berdasarkan 

peringkat adalah padi, bawang merah, dan jagung. Kriteria 

komoditas unggulan secara kuantitatif adalah mempunyai nilai jual 

tinggi, dapat dan mudah dibudidayakan, volume produksi tinggi, laju 

nilai penjualan, dan perkiraan keuntungan produk setiap ton. 

Beberapa permasalahan pokok sektor pertanian adalah 

adanya alih fungsi lahan dan pertambahan penduduk yang 

mengakibatkan berkurangnya rata-rata kepemilikan lahan. Masalah 

lainnya adalah kejenuhan lahan terhadap pupuk kimia dan 

kesadaran masyarakat menggunakan benih bermutu yang masih 

rendah. 

Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah 

peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang 

cukup besar meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas (Tabel 

I.11). 
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Berdasarkan Tabel I.11, unggas (ayam dan itik) tampak masih 

menjadi ternak yang dominan di Kabupaten Bantul, disusul sapi dan 

kambing. Potensi peternakan menghasilkan beberapa produk, di 

antaranya daging, susu, dan telur (Tabel I.12). 

Tabel I.11 
Populasi Ternak Tahun 2012-2013 

No. Jenis 2012 (ekor) 2013 (ekor) 
1 Sapi potong 84.423 51.142 
2 Sapi perah 230 156 
3 Kerbau 236 274 
4 Kuda 1.234 1.387 
5 Babi 4.237 4.498 
6 Kambing 66.081 74.462 
7 Domba 43.563 52.085 
8 Ayam buras 638.655 719.652 
9 Ayam ras petelur 649.903 689.980 
10 Ayam ras pedaging 844.999 897.117 
11 Itik 117.587 185.735 

Sumber: Dispertahut, 2014 

Hasil produksi peternakan meliputi telur dan daging. Telur 

yang dihasilkan terdiri dari telur ayam buras, telur ayam ras petelur 

dan telur itik. Sedangkan daging yang dihasilkan terdiri dari daging 

sapi, kuda, kambing/domba, ayam dan itik. 

Tabel I.12 
Produksi Daging, Telur, dan Susu  

Tahun 2012-2013 

No. Komoditas 2012 (kg) 2013 (kg) 
 1 Daging 12.230.565 12.549.141 

2 Telur 6.261.707 6.601.460 
3 Susu 304.901 243.353 

Sumber: Dispertahut, 2014 

 

LAKIP |  

PENDAHULUAN 
21 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Kabupaten Bantul Tahun 2013 

Peningkatan produksi hasil peternakan dilakukan antara lain 

melalui : 

a. Kegiatan penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak 

(pengawasan mutu pakan ternak); 

b. Bimbingan dan pemberdayaan kelompok melalui lomba 

kelompok ternak, petugas inseminator, dan dokter hewan; 

c. Peningkatan mutu genetik sapi melalui pembelian semen, 

speculum, dan inseminator gun. 

Pada tahun 2013 produksi peternakan tersebut ternyata telah 

mampu untuk mencukupi bahkan melebihi kebutuhan masyarakat 

Kabupaten Bantul sebesar 4.319,16 kg daging (pengeluaran per 

kapita 3,53), sedangkan kebutuhan telur dan susu sebesar 

8.040.350 kg (kebutuhan per kapita 8,83) atau masih kekurangan 

2.395.460,76 kg. Oleh karena itu diperlukan intensifikasi peternakan. 

Potensi yang cukup besar di Kabupaten Bantul adalah potensi 

laut yang sangat memberikan harapan untuk peningkatan ekonomi 

masyarakat nelayan (Tabel I.13). 

Tabel I.13 
Produksi Perikanan Tahun 2012-2013 

No. Perikanan  2012 (ton) 2013 (ton) 

1 Perikanan Tangkap 1.151,00 1.202,14 

2 Perikanan Budidaya 10.980,67 11.806,94 

Jumlah 12.130,67 13.008,08 
Sumber: DKP, 2014 

2. Perindustrian 

Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul 

cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam 

mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan 

kehutanan. Secara umum industri yang terdapat di Kabupaten 

Bantul merupakan industri kecil, sedangkan untuk industri besar 
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jumlahnya tidak banyak. Sentra terbanyak adalah untuk industri 

aneka, sedangkan industri yang menyerap tenaga kerja banyak 

adalah industri kecil dan industri aneka (lihat Tabel I.14). 

Komoditas terpilih industri kecil diklasifikasikan menjadi tiga 

golongan yaitu komoditas unggulan, komoditas andalan, dan 

komoditas yang diunggulkan. Penentuan komoditas industri terpilih 

tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

a. Komoditas unggulan : pemakaian bahan baku lokal >70%, 

menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor >US$1 juta, 

tujuan ekspor >3 negara, pertumbuhan ekspor >10% selama lima 

tahun terakhir; 

b. Komoditas andalan : pemakaian bahan baku lokal 60-69%, 

menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor US$0.5-1 juta, 

dengan tujuan ekspor dua negara, pertumbuhan ekspor 5-10% 

selama lima tahun terakhir; 

c. Komoditas yang diunggulkan : pemakaian bahan baku lokal 

50-59%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor 

<US$0.5 juta, tujuan ekspor satu negara, dan pertumbuhan 

ekspor <5% selama lima tahun terakhir. 

Tabel I.14 
Komoditas Industri Terpilih Tahun 2013 

Kel.Ind KBLI Lokasi 
Kec 

Bahan 
BakuLokal(%) 

Tenaga 
Kerja 
(Org) 

Ekspor 

Nilai(US$Juta) %Total 
Ekspor 

Growth 
(%) 

Negara 
Tujuan Trend 

Unggulan: 
Pakaian Jadi 
 
 

18101 

Imogiri, 
Bantul, 
Kasihan 

100 3.112 
 

14,526 26,7
2 

120 United 
Kingdom, 
Perancis, 

USA, 
Belanda 

naik 

Mebel Kayu 

36101 

Bantul, 
Sewon, 
Kasihan 
Bangunt
apan 

100 1.729 4,235 7,72 7 USA, 
Jerman, 

Perancis, 
Turki 

naik 

Andalan: 
Produk Tekstil 
Lainnya 
 

17211 

        

Kerajinan 
Kertas 
 
 

21019 

 100 2.740 2,963 5,54 0,1 USA, 
Austrlia, 
Jerman, 

Perancis, 
Turki 

naik 
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Kel.Ind KBLI Lokasi 
Kec 

Bahan 
BakuLokal(%) 

Tenaga 
Kerja 
(Org) 

Ekspor 

Nilai(US$Juta) %Total 
Ekspor 

Growth 
(%) 

Negara 
Tujuan Trend 

Diunggulkan: 
Kerajinan 
Batu dan 
Gerabah 

 

Kasihan, 
Piyungan 
Bangunt
apan 

100 5.203 1,154 2,12  150 Korea, 
Inggris, 

Belanda, 
Vietnam, 
Thailand 

naik 

Sumber: Disperindagkop, 2014 

Beberapa hal yang perlu dicatat dalam pengembangan sektor 

industri adalah kurangnya daya saing hasil industri pada pasar 

internasional, yang disebabkan oleh antara lain standar mutu dan 

desain yang belum dapat dicapai oleh para pengrajin serta kondisi 

penurunan permintaan pangsa pasar akibat dari penurunan 

perekonomian global. Sementara itu pasar domestik kurang 

berkembang akibat kondisi perekonomian domestik yang kurang 

stabil. Peningkatan daya saing dapat diintervensi melalui 

penyediaan sarana penunjang produksi (bahan, modal, teknologi), 

kemampuan inovasi desain, finishing, dan packing serta perluasan 

jaringan pemasaran. 

3. Perdagangan 

Potensi perdagangan di Kabupaten Bantul diprioritaskan 

pada pengembangan pasar tradisional. Pada tahun 2013 terdapat 29 

pasar desa, 31 pasar kabupaten, dan satu pasar seni. Potensi pasar 

kabupaten yang cukup memadai untuk menuju pasar tradisional 

yang modern ada tujuh yaitu pasar Bantul, pasar Imogiri, pasar 

Niten, pasar Dlingo, pasar Jejeran, pasar Pijenan, dan pasar 

Piyungan. 

Permasalahan dalam pasar tradisional banyak disebabkan 

oleh munculnya rentenir yang menjanjikan uang dengan banyak 

kemudahan. Permasalahan tersebut sudah mulai diatasi melalui 

pinjaman modal dengan bunga lunak tanpa agunan. 
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4. Pariwisata 

Salah satu potensi ekonomi daerah yang sangat mendukung 

dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal serta dalam 

memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah adalah 

sektor pariwisata, yang didukung dengan keanekaragaman jenis 

obyek wisata alam, religius, budaya, dan buatan. Kawasan pantai 

selatan yang menjadi ikon utama pariwisata Kabupaten Bantul, 

dikelompokkan menjadi tiga zona dan dikembangkan sesuai dengan 

peruntukannya yaitu sebagai (1) kawasan wisata alam pantai, (2) 

wisata budaya/religius, dan (3) wisata buatan/minat khusus. 

Pengembangan kawasan pantai Selatan khususnya pantai Samas 

dan pantai Pandansimo saat ini juga diarahkan pada pemanfaatan 

potensi energi listrik hybrid untuk pengembangan pertanian lahan 

pesisir, perikanan lahan pesisir, pariwisata, dan pendidikan. Di pantai 

tersebut telah didirikan sumber energi terbarukan dengan 

memanfaatkan potensi angin dan sinar matahari yaitu sebanyak 41 

kincir dan empat unit solar cell, dengan kapasitas 55.500 watt. Pada 

tahun 2013 di lokasi ini telah selesai dibangun komponen energi 

biogas dengan memanfaatan kotoran 300 ekor ternak sapi. 

Direncanakan kawasan tersebut akan dijadikan kawasan 

percontohan pemanfaatan energi listrik hybrid nasional. 

Selain itu pengembangan desa-desa wisata sebagai 

alternative tourism di Kabupaten Bantul juga menunjukkan 

pertumbuhan yang cukup baik, di mana pada tahun 2013 jumlah 

desa wisata telah mencapai 33 lokasi, meningkat dari tahun 2012 

yang berjumlah 26 lokasi. Kemunculan desa wisata ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang nyata dan positif terhadap 

peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Data tentang potensi pariwisata dapat dilihat pada Tabel I.15.  
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Tabel I.15 
Potensi Pariwisata Tahun 2012-2013 

No. Obyek Wisata Tahun Satuan 
2012 2013 

1. Wisata Alam 210 210 Lokasi 

2. Wisata Budaya/religius  87 87 Lokasi 

3. Wisata Buatan/minat khusus 155 155 Lokasi 

Jumlah 452 452 Lokasi 
Sumber: Disbudpar, 2014 

C. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Produk Domestik Regional Bruto 

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat 

dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita (Tabel I.16 dan Tabel I.18). 

Tabel I.16 
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto  

(Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000) 
Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 

No Lapangan Usaha PDRB 
(juta Rp) 

2012 
(%) 

PDRB 
(juta Rp) 

2013**) 
(%) 

1 Pertanian 955.730 21,72 969.910 19,84 

2 Pertambangan dan 

 

39.568 0,9 40.539 0,83 

3 Industri Pengolahan 692.762 15,74 715.653 18,77 

4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 40.373 0,92 43.132 1,07 

5 Bangunan 511.749 11,63 538.336 11,65 

6 Perdagangan, Hotel, dan 

 

901.754 20,49 969.070 18,33 

7 Pengangkutan dan 

 

333.271 7,57 357.152 7,19 

8 Keuangan, Persewaan, dan 
Jasa Perusahaan 

305.347 6,94 333.732 7,09 

9 Jasa-jasa 619.758 14,09 672.852 15,23 

PDRB 4.400.313 100,00 4.640.376 100,00 
Sumber: BPS, 2014     **) Angka sangat sementara 
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Dari Tabel I.16 dapat dilihat bahwa empat sektor yang 

memiliki kontribusi terbesar adalah pertanian; industri pengolahan, 

perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor jasa-jasa. Berdasarkan 

data perkembangan PDRB tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat bahwa 

kondisi perekonomian Kabupaten Bantul relatif stabil. Laju 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul pada tahun 2013 

berdasarkan harga konstan sebesar 5,46%, mengalami peningkatan 

bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012 sebesar 5,34%. 

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 

1.17. 

Tabel I.17 
Pertumbuhan PDRB  

(Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000) 
Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 

No Tahun 
Harga Berlaku Harga Konstan tahun 

 Nilai 
(Juta Rp) 

Pertumbuh
an (%) 

Nilai 
(Juta Rp) 

Pertumbuh
an (%) 

1 2012 11.242.15

 

11,34 4.400.313 5,34 
2 2013**) 12.716.74

 

13,12 4.640.376 5,46 
Sumber: BPS, 2013    **) Angka sangat sementara 

Dari tahun ke tahun pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul 

selalu dipicu oleh beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi. 

Pada tahun 2013 sektor yang memiliki kecenderungan pertumbuhan 

paling tinggi adalah sektor keuangan dan jasa perusahaan, sektor 

jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor 

industri pengolahan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut 

jaga memberi pengaruh terhadap peningkatan PDRB per kapita di 

Kabupaten Bantul. Perkembangan PDRB per kapita selama dua 

tahun terakhir disajikan pada Tabel I.18. 
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Tabel I.18 
Perkembangan PDRB Per Kapita  

(Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000) 
Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 

No Tahun 
Harga Berlaku Harga Konstan tahun 

2000 
Nilai (Rp) Pertumbuhan Nilai (Rp) Pertumbuhan 

1 2012 12.114.961 10,31 4.741.942 4,37 
2 2013**) 13.551.037 11,85 4.944.813 4,28 

Sumber: BPS, 2013    **) angka sangat sementara 

2. Inflasi 

Laju inflasi Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari 4,13% 

pada tahun 2012 menjadi 7,59% pada tahun 2013. Secara umum 

kenaikan yang cukup signifikan ini terjadi karena harga kebutuhan 

pokok, yaitu bahan makanan dan bahan pangan mengalami 

kenaikan yang cukup tinggi akibat kondisi alam dan musim yang 

kurang mendukung, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di 

pertengahan tahun 2013, peningkatan tarif dasar listrik, dan 

kenaikan harga LPG, yang pada akhirnya menurunkan daya beli 

masyarakat. Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam 

kriteria inflasi ringan, yang mempunyai dampak positif dalam arti 

dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan 

pendapatan dan investasi). Laju inflasi Kabupaten Bantul pada tahun 

2013 berada di bawah laju inflasi nasional, namun lebih tinggi 

daripada laju inflasi Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan laju inflasi 

pada tahun 2013 mengalami kenaikan baik di tingkat nasional, Kota 

Yogyakarta, maupun Kabupaten Bantul (Tabel I.19). 
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Tabel I.19 
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta  

dan Nasional Tahun 2012-2013 

No Tahun Laju Inflasi Kab. 
Bantul 

Laju Inflasi 
Kota 

Yogyakarta 
Laju Inflasi 

nasional 

1 2012 4,13 4,31 4,30 

2 2013*) 7,59 7,32 8,38 
Sumber: BPS, 2013    *) angka sementara 

3. Distribusi Pendapatan 

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk 

mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. 

Koefisien Gini pada tahun 2012 sebesar 0,2492 dan pada tahun 

2013, dengan faktor perkalian baru yang ditentukan oleh BPS Pusat, 

diprediksikan sebesar 0,2495. Koefisien Gini tahun 2013 mengalami 

kenaikan dan merupakan prediksi yang didasarkan adanya kenaikan 

BBM dan TDL pada tahun 2013 sehingga berimplikasi terhadap 

meningkatnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan 

ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi 

dan penduduk berpendapatan rendah. 

D. Struktur Organisasi  

Organisasi Pemerintah Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala 

Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  Dinas 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Badan, Kantor, 

Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Perangkat Daerah dimaksud 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala 

Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.  

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 

dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagai berikut : 
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1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul. Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas: 

a. Sekretariat Daerah 

1) Assisten Pemerintahan, terdiri dari : 

• Bagian Tata Pemerintahan  

• Bagian Pemerintahan Desa 

• Bagian Hukum 

2) Assisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 

• Bagian Administrasi Pembangunan 

• Bagian  Kerjasama dan Pengembangan Pitensi Daerah 

• Bagian Hubungan Masyarakat 

3) Assisten Administrasi Umum, terdiri dari : 

• Bagian Organisasi 

• Bagian Umum 

• Bagian Protokol 

4) Kelompok Jabatan Fungsional. 

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bantul, terdiri dari : 

1) Sekretaris Dewan 

2) Bagian Persidangan dan Risalah 

3) Bagian Hukum 

4) Bagian Keuangan, Rumah Tangga dan Aset 

5) Kelompok Jabatan Fungsional 

2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Organisasi Lembaga Tehnis Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bantul yang meliputi :  
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a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

b. Badan Lingkungan Hidup 

c. Badan Kepegawaian Daerah 

d. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana 

e. Inspektorat 

f. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati 

g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa 

h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  

i. Kantor Perpustakaan Umum 

j. Kantor Arsip 

k. Kantor Pengelolaan Pasar 

l. Kantor Pengelolaan Data dan Telematika 

m. Kantor Pemuda dan Olahraga 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 

Penyuluhan Kabupaten Bantul. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan 

Kabupaten Bantul, yang meliputi : 

a. Dinas Pendidkan Dasar ; 

b. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal 

c. Dinas Kesehatan 

d. Dinas Sosial 

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

f. Dinas Perhubungan 

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

i. Dinas Pekerjaan Umum 

j. Dinas Sumber Daya Air 
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k. Dinas Penrindustrian, Perdagangan dan Koperasi  

l. Dinas Pertanian dan Kehutanan 

m. Dinas Kelautan dan Perikanan  

n. Dinas Pengelolaan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

dan 

o. Dinas Perijinan 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  Nomor 16 tahun 2009 

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu Kelembagaan 

Bapeda. 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Bantul. 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2010 tentang 

Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bantul. 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

16 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 
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BAB II.  
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 

A. Rencana Strategis 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan 

oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan 

strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem 

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan 

perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih 

dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan 

kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas 

kinerjanya. 

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Bantul mengacu 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 

merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan 

dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang 

menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan 

daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang 

diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana 

pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga 

dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas 

dan kemampuan anggaran pembiayaan.  

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul 

Tahun 2011–2015 selengkapnya disajikan sebagai berikut : 
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1. Visi 

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan 

masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan 

instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa 

untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul 

ditetapkan visi daerah yaitu : ‘BANTUL PROJOTAMANSARI 
SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN AGAMIS’.  

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi 

Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang 

adalah Bantul yang produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, 

sehat dan asri, sejahtera dan demokratis diwarnai oleh nilai-nilai 

religius dan budi pekerti luhur yang semuanya itu akan diwujudkan 

melalui  misi. 

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik 

sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat 

berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap 

pembangunan daerah.  

Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya 

dari berbagai profesi agar mereka betul-betul matang dan ahli di 

bidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalisme ini dapat 

dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi 

penggunaan dana sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan. 

Ijo royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang 

diterlantarkan sehingga baik dimusim hujan maupun dimusim 

kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal 

ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa 

bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai 

kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh 

kembangnya sektor industri yang kuat dimasa mendatang. 
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Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar 

menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-

baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan 

kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman 

pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial  

untuk terciptanya disiplin nasional. 

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan 

tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya 

keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu 

ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah. 

Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan 

dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi 

masyarakat/manusia penghuninya.  

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa 

dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-

kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan 

perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung 

memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas 

manusiawi. 

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat 

Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin. 

Demokratis dalam arti bahwa adaya kebebasan 

berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang 

lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus 

dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten 

Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiliusitas dan budi 

pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai 

bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus 
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diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut semua 

agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-

hari. 

2. Misi 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah 

ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota 

organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui daan 

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan 

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-

2015 adalah: 

MISI 1: Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata 

kelola pemerintahan yang empatik 

MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat 

Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan 

berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

MISI 3: Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan 

kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan 

berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan 

pemberdayaan masyarakatyang responsif gender 

MISI 4: Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana 

dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian 

lingkungan 

Dari keempat misi itu didukung oleh tujuan dan setiap tujuan 

didukung oleh sasaran yaitu sebagai berikut : 
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3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta 

didasarkan isu dan analisis strategis.Tujuan akan mengarahkan 

perumusan sasaran,kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka 

merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai 

secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur,dalam kurun 

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula 

indikator sasaran. 

a. Misi 1 

Misi 1, yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah 

menuju tata kelola pemerintahan yang empatik. Misi ini didukung 

dengan 4 (empat) tujuan, yaitu : 

1) Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata 

kelola pemerintah yang empatik. Tujuan ini didukung dengan 

3 (tiga) sasaran, yaitu : 

a. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur 

pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah; 

b. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi 

birokrasi; 

c. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan 

kekayaan daerah. 

2) Meningkatkan kualitas layanan publik dengan 

penyederhanaan pelayanan. Tujuan ini didukung dengan 4 

(empat) sasaran, yaitu : 

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; 

b. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin; 

c. Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan; 

d. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 
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3) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan 

ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : 

a. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban 

masyarakat; 

b. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum 

dan HAM 

4) Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan 

infrastruktur daerah. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) 

sasaran, yaitu : 

Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan 

fasilitas kepentingan umum dan pemda. 

b. Misi 2 

Misi 2 yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju 

masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan 

berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini 

didukung dengan 8 (delapan) tujuan, yaitu : 

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan 

serta sarana dan prasarana kesehatan. Tujuan ini didukung 

dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : 

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan; 

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan 

menghadapi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih 

dan sehat. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu 

: 

a. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan 

Mandiri); 

b. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat. 
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3) Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan 

kesehatan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, 

yaitu : 

Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan 

4) Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang 

meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah, 

pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang 

bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan 

memperhatikan kearifan lokal. Tujuan ini didukung dengan 3 

(tiga) sasaran, yaitu : 

a. Meningkatnya kualitas pendidikan; 

b. Meningkatnya kualitas perpustakaan; 

c. Meningkatnya sekolah berkualitas. 

5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal. 

Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu : 

Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan 

informal. 

6) Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga. Tujuan ini 

didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : 

a. Meningkatnya prestasi pemuda Kabupaten Bantul di 

bidang olahraga secara kuantitatif dan kualitatif; 

b. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan 

professional. 

7) Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Tujuan 

ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu : 

a. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di 

semua sektor; 
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b. Pengembangan Sistem Informasi yang berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 

c. Tersedianya informasi melalui media massa tepat guna; 

8) Memantapkan fungsi dan peran agama dalam 

pembangunan. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, 

yaitu : 

a. Meningkatnya jumlah Desa Binaan Keluarga 

Sakinah(DBKS);  

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama. 

c. Misi 3 

Misi 3 yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 

peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan 

pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.Misi ini 

didukung dengan 10 (sepuluah) tujuan, yaitu : 

1) Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 

berkesinambungan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) 

sasaran, yaitu : 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah; 

2) Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan 

pangan. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu: 

a. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan 

serta akses sarana dan prasarana produksi pertanian 

serta perikanan dan kelautan; 

b. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, 

peternakan dan perikanan serta agropolitan. 

3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran 

serta petani, dan pengembangan program usaha tani. 

Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : 
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a. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian; 

b. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas 

kelembagaan petani dan penyuluh. 

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pendukung ekonomi. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) 

sasaran, yaitu : 

Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain 

pasar, terminal, jalan,dan lain-lain. 

5) Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan 

perdagangan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, 

yaitu : 

Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan 

mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi 

produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan 

pemasaran. 

6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Tujuan ini 

didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu : 

a. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, 

peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok 

kesenian; 

b. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata; 

c. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan. 

7) Meningkatkan pengembangan kawasan strategis. Tujuan ini 

didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu : 

Berkembangnya kawasan KPY dan  Pantai selatan 

8) Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, 

penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta 
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perlindungan dan pengawasan tenaga kerja. Tujuan ini 

didukung dengan 5 (lima) sasaran, yaitu : 

a. Meningkatnya keterampilan pencari kerja; 

b. Meningkatnya lapangan pekerjaan; 

c. Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga 

kerja; 

d. Terjaminnya hak-hak pekerja; 

e. Terciptanya penempatan transmigran. 

9) Memantapkan program pengarusutamaan gender dan 

perlindungan anak. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) 

sasaran, yaitu : 

Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan 

anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah 

dan lembaga kemasyarakatan. 

10) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat 

komunitas (desa), keluarga dan individu. Tujuan ini didukung 

dengan 4 (empat) sasaran, yaitu : 

a. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan 

organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu; 

b. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta 

tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut; 

c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin; 

d. Meningkatnya kualitas keluarga. 

d. Misi 4 

Misi 4 yaitu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko 

bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan 

pelestarian lingkungan. Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, 

yaitu : 

1) Memantapkan program penanggulangan bencana. Tujuan 

ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : 
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a. Mantapnya penanggulangan bencana; 

b. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik. 

2) Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan dan 

pengelolaan sumberdaya alam. Tujuan ini didukung dengan 

2 (dua) sasaran, yaitu : 

a. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, 

perlindungan fungsi lingkungan dan keanekaragaman 

hayati; 

b. Terkelolanya sumberdaya hutan. 

B. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah 

sebagaipenjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 

ditetapkan. Indikator Kinerja Utama merupakan dokumen lima tahunan 

tetapi akan di review secara berkala menyesuaikan dengan 

perkembangan yang ada.  

Pengaturan tentang Indikator Kinerja Utama di Kabupaten Bantul 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 B Tahun 2011 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 

2011 – 2015. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk 

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan 

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja 

dan peningkatan akuntabilitas kinerja.  

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 

2013 sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah 

daerah dan desa serta lembaga pemerintah. 
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Sasaran strategis 1 ini terdiri dari 11 indikator kinerja, yaitu : 

a. Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3 

b. Jumlah SKPD yang telah di ketahui beban kerja dan formasi 

jabatan. 

c. Peningkatan disiplin kerja aparatur pemerintahan desa 

d. Peningkatan disiplin kerja PNS. 

e. Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah 

f. Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian. 

g. Peningkatan kapasitas kelembagaan  

h. Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. 

i. Meningkatnya tertib administrasi kecamatan. 

j. Aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan manajemen 

pemerintahan desa. 

k. Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden. 

Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR-RI, DPRD, Departemen, 

Lembaga Pemerintah Non Depertemen dan lembaga lainnya 

2. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi. 

Sasaran strategis 2 ini terdiri dari 11 indikator kinerja, yaitu : 

a. Turunnya indikasi penyimpangan anggaran. 

b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 

SKPD 

c. Temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 

d. Temuan  pemeriksaan internal yg selesai ditindaklanjuti 

e. SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan. 

f. Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD. 

g. Siaran Taman Gabusan di TVRI Jogja. 
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h. Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta. 

i. Frekuensi pelaksanaan public hearing baik di kecamatan, desa 

maupun dusun 

j. Jumlah penyelenggaraan Bantul Expo 

k. Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD 

3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan 

daerah. 

Sasaran strategis 3 ini terdiri dari 7 indikator kinerja, yaitu : 

a. Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah. 

b. Rasio PAD terhadap penerimaan APBD. 

c. Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD 

d. Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset 

daerah 

e. Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun. 

f. Jumlah Perbub tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun 

g. Rasio pertumbuhan belanja modal 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 

Sasaran strategis 4 ini terdiri dari 6 indikator kinerja, yaitu : 

a. Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan dan 

kearsipan.  

b. Penyusun Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penanganan 

pengaduan masyarakat. 

d. SKPD yang menerapkan SPM 

e. Cakupan penerbitan KTP ber NIK 

f. Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia  0 – 1 tahun 
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5. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin. 

Sasaran strategis 5 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Penyelesaian ijin rata-rata pertahun 

6. Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan 

Sasaran strategis 6 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Penyelesaian pengaduan. 

7. Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Sasaran strategis 7 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Keberhasilan pelayanan 

8. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. 

Sasaran strategis 8 ini terdiri dari 4  indikator kinerja, yaitu : 

a. Jumlah produk hukum daerah yang telah disusun berupa raperda 

menjadi  perda 

b. Menurunnya penyakit masyarakat 

c. Menurunnya pelanggaran perda  

d. Capaian penyelesaian hukum 

9. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM 

Sasaran strategis 9 ini terdiri dari 4  indikator kinerja, yaitu : 

a. Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah 

b. Pemantauan situasi dan kondisi ekpoleksosbudhankam 

c. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN 

d. Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham 

e. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN 

f. Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham 

10. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas 

kepentingan umum 

Sasaran strategis 10 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 
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Luas tanah yang dibebaskan 

11. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 

Sasaran strategis 11 ini terdiri dari 9 indikator kinerja, yaitu : 

a. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 

b. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan. 

c. Penderita DBD yang ditangani 

d. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 

e. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan 

penyedikan Epidiomologi < 24 jam 

f. Bed Occupation Rate (BOR) 

g. Length Of Stay (LOS) 

h. Bed Turn Over(BTO) 

i. Turn Over Internal 

12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

Sasaran strategis 12 ini terdiri dari 7 indikator kinerja, yaitu : 

a. Angka Kematian Bayi (AKB) 

b. Angka Kematian Ibu (AKI) 

c. Gizi buruk 

d. Total KEP balita 

e. Angka kesakitan DBD 

f. Penemuan kasus TB 

g. Penyembuhan kasus TBC 

13. Meningkatnya desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri) 

Sasaran strategis 13 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu : 

a. Cakupan desa siaga aktif 
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b. Desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri) 

14. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat.   

Sasaran strategis 14 ini terdiri dari 5 indikator kinerja, yaitu : 

a. Jamban sehat 

b. Meningkatnya cakupan air bersih.   

c. Meningkatnya cakupan rumah sehat 

d. Pengembangan IPAL komunal 

e. Penanganan sampah 

15. Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan 

Sasaran strategis 15 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 

16. Meningkatnya kualitas pendidikan 

Sasaran strategis 16 ini terdiri dari 20 indikator kinerja, yaitu : 

a. Angka melek huruf 

b. APK TK/PAUD 

c. APK SD/MI 

d. APK SMP/MTs 

e. APK SMA/SMK 

f. APM SD/MI 

g. APM SMP/MTS 

h. APM SMA/SMK 

i. Tingkat kelulusan SD/MI 

j. Tingkat kelulusan SMP/MTs 

k. Tingkat kelulusan SMA/SMK 

l. Nilai NEM rata-rata SD/MI 
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m. Nilai NEM rata-rata SMP/MTs 

n. Nilai NEM rata-rata SMA/SMK 

o. Angka putus sekolah SD/MI 

p. Angka putus sekolah SMP/MTs 

q. Angka putus sekolah SMA/SMK 

r. Angka rata-rata lama sekolah SD/MI 

s. Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs 

t. Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/SMK 

17. Meningkatnya kualitas perpustakaan 

Sasaran strategis 17 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu : 

a. Jumlah koleksi buku 

b. Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk perpustakaan 

keliling) 

18. Meningkatnya sekolah berkualitas 

Sasaran strategis 18 ini terdiri dari 6 indikator kinerja, yaitu : 

a. Rasio ruang kelas – siswa. SD/MI 

b. Rasio ruang kelas – siswa SMP/MTs 

c. Rasio ruang kelas –siswa SMA/SMK 

d. Rasio guru – siswaSD/MI  

e. Rasio guru-siswaSMP/MTs 

f. Rasio guru – siswaSMA/SMK 

19. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal 

Sasaran strategis 19 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu : 

a. Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan 

kegiatan 
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b. Jumlah lembaga pendidikan informal yang aktif melaksanakan 

kegiatan 

20. Meningkatnya prestasi pemuda Kabupaten Bantul dibidang olahraga 

secara kuantitatif dan kualitatif 

Sasaran strategis 20 ini terdiri dari 5 indikator kinerja, yaitu : 

a. Jumlah perolehan emas melalui kompetisi PORprovinsi 

b. Kompetisi olahraga tingkat provinsi 2 tahun sekali (POP).  

c. Paskibraka  

d. Pemuda pelopor 

e. MTQ tingkat pelajar umum 

21. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan profesional 

Sasaran strategis 21 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Prosentase cabang olah raga yang menjalankan kompetisi 

secara teratur 

22. Meningkatnya kualitas data base dalam format digital disemua sektor 

Sasaran strategis 22 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor 

23. Pengembangan sistem informasi yang berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi(TIK) 

Sasaran strategis 23 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu : 

a. Prosentase penyusunan SOP pengembangan sistem informasi. 

b. Prosentase pengembangan pusat data  

24. Tersedianya informasi melalui media massa tepat guna 

Sasaran strategis 24 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 

25. Meningkatnya jumlah DBKS 

Sasaran strategis 25 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Jumlah DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah) 
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26. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama. 

Sasaran strategis 26 ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu : 

a. Jumlah dai dan pemuka agama yang diberikan pembekalan 

masalah kerukunan umat beragama 

b. Jumlah lembaga agama yang diberikan pembinaaan 

c. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama  

27. Meningkatnya pertumbuan ekonomi daerah. 

Sasaran strategis 27 ini terdiri dari 10 indikator kinerja, yaitu : 

a. Pertumbuan PDRB (ekonomi) 

b. PBRD atas dasar harga konstan 

c. PBRD atas dasar harga berlaku 

d. Penerimaan daerah 

e. Pertumbuhan investasi PMA 

f. Pertumbuhan investasi PMDN 

g. Pertumbuhan investasi masyarakat 

h. Inflasi 

i. Peningkatan kualitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan 

investas 

j. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi 

28. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses 

sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan 

kelautan. 

Sasaran strategis 28 ini terdiri dari 9 indikator kinerja, yaitu : 

a. Ketersediaan pangan 

b. Desa mandiri pangan 

c. Akses pangan 
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d. PPH (Pola Pangan Harapan) 

e. Konsumsi ikan perkapita 

f. Saluran irigasi dalam kondisi baik 

g. Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi 

h. Pembangunan Bantul sead centre 

i. Penanganan dalam rangka kestabilan harga jual hasil pertanian 

(program paska panen) antara lainpadi, kedelai, jagung, kacang 

tanah, cabe dan bawang merah) 

29. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan 

perikanan serta agropolitan. 

Sasaran strategis 29 ini terdiri dari 26 indikator kinerja, yaitu : 

a. Jumlah produksi perikanan budi daya. 

b. Jumlah produksi perikanan tangkap 

c. Jumlah Pokdakan (kelompok budidaya ikan) 

d. Produktifitas Gabah Kering Pungut (GKP) 

e. Produktifitas jagung (pipil kering) 

f. Produktifitas kedelai (wose) 

g. Produktifitas kacang tanah (wose) 

h. Produktifitas bawang merah 

i. Produktifitas cabe merah 

j. Produktifitas pisang 

k. Produktifitas jamur 

l. Produktifitas tebu (hablor gula) 

m. Produktifitas kelapa  (kopra) 

n. Produktifitas tembakau (rajang kering) 
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o. Produktifitas jambu mete (glondong mete) 

p. Produksi daging (kambing, sapi, domba, dan unggas) 

q. Produksi telur ( ayam dan itik) 

r. Produksi susu (sapi perah dan kambing PE) 

s. Populasi sapi potong 

t. Populasi sapi perah 

u. Populasi kambing 

v. Populasi domba 

w. Populasi ayam buras 

x. Populasi ayam ras petelur 

y. Populasi ayam ras pedaging 

z. Populasi itik 

30. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian 

Sasaran strategis 30 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Konversi lahan 

31. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani 

dan penyuluh. 

Sasaran strategis 31 ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu : 

a. Peningkatan aktifitas kelembagaan petani 

b. Peningkatan kualitas penyuluh 

c. Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi 

32. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, 

terminal, jalan, dan lain-lain. 

Sasaran strategis 32 ini terdiri dari 9 indikator kinerja, yaitu : 

a. Prosentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik. 

b. Prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi 
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c. Prosentase keselamatan lalulintas (rambu) 

d. Prosentase keselamatan lalulintas (marka) 

e. Prosentase keselamatan lalulintas (APILL) 

f. Daya angkut angkutan umum. 

g. Load factor penumpang angkutan  umum 

h. Jumlah TPA sampah dengan system sanitary landfill 

i. Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik. 

33. Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan 

penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan 

serta perluasan jangkauan pemasaran. 

Sasaran strategis 33 ini terdiri dari 13 indikator kinerja, yaitu : 

a. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDI 

b. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber IUI 

c. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber SIUP 

d. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDP 

e. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDG 

f. Peningkatan kapasitas SDM UKM 

g. Fasiltasi peningkatan IRT 

h. Fasiltasi peningkatan koperasi ber BH 

i. Meningkatnya penyerapan modal UKM 

j. Peningkatan promosi melalui pameran 

k. Peningkatan kualitas pasar tradisional 

l. Peningkatan ketrampilan pelaku usaha eksport/pemasokan 

produk eksport 

m. Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM. 
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34. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, 

penghargaan budaya, kelompok kesenian. 

Sasaran strategis 34 ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu : 

a. Jumlah desa wisata 

b. Jumlah peristiwa budaya 

c. Jumlah kelompok kesenian 

35. Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata 

Sasaran strategis 35 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu : 

a. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara 

b. Meningkatnya kunjungan wisata manca negara 

36. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan 

Sasaran strategis 36 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu : 

a. Naiknya PAD pariwisata 

b. Jumlah usaha pariwisata 

37. Berkembangnya kawasan KPY, pantai selatan. 

Sasaran strategis 37 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu : 

a. Pengembangan kawasan KPY 

b. Pengembangan kawasan pantai selatan 

38. Meningkatnya ketrampilanpencari kerja. 

Sasaran strategis 38 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Pelatihan bagi pencari kerja 

39. Meningkatnya lapangan pekerjaaan. 

Sasaran strategis 39 ini terdiri dari 5 indikator kinerja, yaitu : 

a. Jumlah angkatan kerja 

b. Penempatan tenaga kerja 

c. Perluasan kerja 
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d. Tingkat pengangguran 

e. Prosentase bekerja terhadap angkatan kerja 

40. Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga kerja. 

Sasaran strategis 40 ini terdiri dari 5 indikator kinerja, yaitu : 

a. Jumlah serikat pekerja 

b. Jumlah peraturan perusahaan 

c. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama(PKB) 

d. Jumlah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit 

e. Angka sengketa kerja per tahun 

41. Terjaminnya hak-hak pekerja. 

Sasaran strategis 41 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Kepesertaan Jamsostek 

42. Terciptanya penempatan transmigran 

Sasaran strategis 42 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Jumlah transmigran yang ditempatkan. 

43. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak 

disemua lapisan masyarakat, organisasi pemerintahan dan lembaga 

kemasyarakatan. 

Sasaran strategis 43 ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu : 

a. Indeks Pembangunan Gender 

b. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan 

c. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang. 

44. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi 

pemerintah masyarakat dan individu. 

Sasaran strategis 44 ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu : 

a. Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan  
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b. Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

desa. 

c. Jumlah desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas 

LKD. 

45. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya 

korban NAPZA dan penduduk usia lanjut. 

Sasaran strategis 45 ini terdiri dari 6 indikator kinerja, yaitu : 

a. Cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia ) 

b. Cakupan penanganan para penyandang cacat. 

c. Peningkatan penyuluhan P4GN 

d. Peningkatan program BSK untuk anggota masyarakat 

e. Bimbingan mental sosial bagi PMKS 

f. Fasilitasi pembinaan anak yatim. 

46. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat 

miskin 

Sasaran strategis 46 ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu : 

a. Tingkat kemiskinan turun 

b. Membaiknya indek gini 

c. Data base keluarga dan keluarga miskin 

47. Meningkatnya kualitas keluarga 

Sasaran strategis 47 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu : 

a. Prosentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari tiga 

b. Prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan dengan jumlah 

total keluarga 

48. Mantapnya penanggulangan bencana 

Sasaran strategis 48 ini terdiri dari 4 indikator kinerja, yaitu : 

a. Peningkatan relokasi lokasi tanah longsor 
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b. Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan 

evakuasi, rambu evakuasi. 

c. Penambahan rambu rambu bahaya, pengeras suara di 

sepanjang pantai dan togor EWS. 

d. Peningkatan kualitas SDM 

49. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik 

Sasaran strategis 49 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu : 

a. Peningkatan jalur evakuasi 

b. Jumlah sarana evakusai 

50. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi 

lingkungan dan keaneka ragaman hayati. 

Sasaran strategis 50 ini terdiri dari 6 indikator kinerja, yaitu : 

a. Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun 

b. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya 

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 

ditindak lanjuti. 

c. Informasi status kerusakan lahan 

d. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. 

e. Pencegahan pencemaran air 

f. Rasio ruang terbuka hijau per satu wilayah. 

51. Terkelolanya sumberdaya hutan. 

Sasaran strategis 51 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu : 

Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan 

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai 

penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2011-2015. Dokumen Rencana 
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kinerja merupakan jembatan yang akan menghubungkan antara 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). 

Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Bantul Tahun 2013 

disajikan dalam sebagai berikut : 

Tabel II.1 

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 

No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya 
kapasitas dan 
profesionalisme 
aparatur pemerintah 
daerah dan desa 
serta lembaga 
pemerintah. 

1.  Tingkat pendidikan aparat D3, 
D4, S1, S2, S3 

58 % 

2.  Jumlah SKPD yang telah di 
ketahui beban kerja dan formasi 
jabatan. 

48% 

3.  Peningkatan displin kerja 
aparatur pemerintahan desa. 

100% 

4.  Peningkatan displin kerja PNS 100% 
5.  Pelaksanaan tatalaksana 

perangkat daerah 
100% 

6.  Penanganan pelanggaran 
disipin kepegawaian. 

100% 

7.  Peningkatan kapasitas 
kelembagaan  

100% 

8.  Jumlah fasilitasi koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan  

30 kali 

9.  Meningkatnya tertib administrasi 
kecamatan. 

90% 

10.  Aparatur pemerintah desa yang 
mengikuti pelatihan manajemen 
pemerintahan desa 

75 Desa 

11.  Frekuensi pelayanan 
penerimaan kunjungan kerja 
Presiden. Wakil Presiden, 
Menteri Negara, DPR-RI, 
DPRD, Departemen, lembaga 
Pemerintah Non Depertemen 
dan lembaga lainnya 

223 kali 

2. Meningkatnya 
Transparansi, 
Efektifitas dan 
Efisiensi Birokrasi 
 

1 Turunnya indikasi 
penyimpangan anggaran 

238 LHP 

2 Penerapan system 
pengendalian intern pemerintah 
(SPIP) pada SKPD jumlah 
SKPD yang menerapkan 

25 SKPD 

3 Temuan pemeriksaan eksternal 
yang ditindaklanjuti. 

100% 
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No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 

4 Temuan  pemeriksaan internal 
yg selesai di tindaklanjuti 

100% 

5 SKPD yang telah melaksanakan 
tata kearsipan  

56 SKPD 

6 Jumlah ketersediaan petugas 
arsip pada SKPD 

70 orang 
 

7 Siaran Taman Gabusan di TVRI 
Jogja 

100% 

8 Dialog interaktif di radio, baik 
pemerintah maupun swasta. 

100% 

9 Frekuensi pelaksanaan 
PublicHearing baik di 
Kecamatan, Desa maupun 
Dusun 

24 kali 

10 Jumlah penyelenggaraan Bantul 
Expo 

1 kali 

11 Kesesuaian program kerja 
SKPD dengan RPJMD 

95 % 

3. Meningkatnya 
kemampuan 
pengelolaan 
keuangan dan 
kekayaan daerah. 

1 Prosentase kenaikan pajak dan 
retribusi daerah. 

5 % 

2 Rasio PAD terhadap 
penerimaan APBD 

10.97% 

3 Rasio PAD terhadap 
pengeluaran APBD 

10.58% 

4 Jumlah peraturan tentang 
pengelolaan keuangan dan aset 
daerah 

3 buku 

5 Jumlah Perda tentang APBD 
yang ditetapkan dalam 1 tahun. 

6 buku 

6 Jumlah Perbub tentang APBD 
yang ditetapkan dalam 1 tahun 

6 buku 

7 Rasio pertumbuhan belanja 
modal 

1,37% 

4. Meningkatnya 
Kualitas pelayanan 
publik. 

1 Terwujudnya tertib administrasi 
ke tatausahaan, persuratan dan 
kearsipan  

100% 

2 Penyusun indek kepuasan 
masyarakat 

74% 

3 Peningkatan kualitas pelayanan 
publik melalui penanganan 
pengaduan masyarakat. 

26% 

4 SKPD yang menerapkan SPM 100% 
5 Cakupan penerbitan KTP ber 

NIK 
100% 

6 Cakupan penerbitan akta 
kelahiran anak usia  0 – 1 tahun 

100% 

5. Penyingkatan waktu 
penyelesaian ijin 

1 Penyelesaian ijin rata-rata 
pertahun 

10.370 ijin 
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No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 

6. Penyingkatan waktu 
penyelesaian 
pengaduan 

1 Penyelesaian pengaduan   16 pengadu 

7. Meningkatnya Indek 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

1 Keberhasilan pelayanan 75.62 nilai angka 

8. Terciptanya 
kepastian hukum dan 
ketertiban 
masyarakat. 
 

1 Jumlah produk hukum daerah 
yang telah disusun berupa 
Raperda menjadi Perda 

25 buah 

2 Menurunnya penyakit 
masyarakat 

20% 

3 Menurunnya pelanggaran Perda 15% 
4 Capaian penyelesaian Hukum 100% 

9. Meningkatnya 
pemahaman Prinsip-
prinsip dasar Hukum 
dan HAM 

1 
 

Peningkatan partisipasi pemilu 
legislatif 

- 

2 Peningkatan partisipasi pemilu 
presiden 

- 

3 Peningkatan kedisiplinan pelajar 
sekolah 

90% 

4 Pemantauan situasi dan kondisi 
ekpoleksosbudhankam 

90% 

5 Jumlah peserta yang mengikuti 
sosialisasi PTUN 

120 Orang 

6 Jumlah peserta yang mengikuti 
pelaksanaan sosialisasi ranham 

200 orang 

10. Tersedianya sarana 
berupa tanah untuk 
pembangunan 
fasilitas kepentingan 
umum 

1 Luas tanah yang dibebaskan 28.137 m² 

11. Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
kesehatan 

1 Cakupan desa/kelurahan 
Universal Child Immunization. 
(UCI) 

100% 

2 Cakupan balita gizi buruk yang 
mendapat perawatan. 

100% 

3 Penderita DBD yang ditangani 100% 
4 Cakupan pelayanan kesehatan 

dasar masyarakat miskin 
100% 

5 Cakupan Desa/Kelurahan 
mengalami KLB yang dilakukan 
penyedikan Epidiomologi < 24 
jam. 

100% 

6 Bed Occupation Rate (BOR) 75–85% 
7 Length Of Stay(LOS) 4-9 hari 
8 Bed Turn Over(BTO) 40–50 hari 
9 Turn Over  Internal 1 - 5 hari 

12. 1 Angka Kematian Bayi (AKB) 8/1000 KH 
2 Angka Kematian Ibu (AKI) 80/ 100.000 KH 
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No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 

Meningkatnya 
derajat kesehatan 
masyarakat 

3 Gizi buruk 0,3 % 
4 Total KEP Balita 85 % 
5 Angka kesakitan DBD 52/100.000 penduduk 
6 Penemuan Kasus TB 65% 
7 Penyembuhan Kasus TB 88% 

13. Meningkatnya  desa 
siaga kategori baik 
(Purnama dan 
mandiri) 

1 Cakupan desa siaga aktif 100% 
2 Desa siaga kategori baik 

(purnama dan mandiri) 
20% 

14. Meningkatnya 
prosentase rumah 
dan lingkungan 
sehat.   
 

1 Jamban sehat 75% 
2 Meningkatnya cakupan air 

bersih. 
81% 

3 Meningkatnya cakupan rumah 
sehat 

75% 

4 Pengembangan IPAL komunal 2 unit 
5 Penanganan sampah 17 kecamatan 

15. Semua penduduk 
memiliki jaminan 
kesehatan 

1 Persentase penduduk yang 
memiliki jaminan kesehatan 

55 % 

16. Meningkatnya 
kualitas pendidikan 
 

1 Angka melek huruf 90,74% 
2 APK  TK/PAUD 58,00% 
3 APK  SD/MI 105,15% 
4 APK  SMP/MTS 99 % 
5 APK  SMA/SMK 84% 
6 APM  SD/MI 95,35% 
7 APM  SMP/MTS 83.5% 
8 APM  SMA/SMK 66,00% 
9 Tingkat  kelulusan SD/MI 99.99% 
10 Tingkat  kelulusan SMP/MTS 97.5% 
11 Tingkat  kelulusan SMA/SMK 98,25% 
12 Nilai NEM rata-rata SD/MI 7.30(nilai) 
13 Nilai NEM rata-rata SMP/MTS 7.20(nilai) 
14 Nilai NEM rata-rata SMA/SMK 7,31(nilai) 
15 Angka putus sekolah  SD/MI 0.01% 
16 Angka putus sekolah  SMP/MTS 0.07% 
17 Angka putus sekolah    

SMA/SMK 
0,80% 

18 Angka rata-rata lama sekolah 
SD/MI 

6.22 tahun 

19 Angka rata-rata lama sekolah 
SMP/MTS 

3.01tahun 

20 Angka rata-rata lama sekolah  
SMA/MA/SMK 

3.01tahun 

17. Meningkatnya 
kualitas 
perpustakaan. 
 

1 Jumlah koleksi buku  50.000 buku 
2 Jumlah pengunjung 

perpustakaan (termasuk 
perpustakaan keliling) 
 

700 orang 
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No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 

18. Meningkatnya 
sekolah berkualitas 

1 Rasio ruang kelas–siswa. SD/MI 28 siswa 
2 Rasio ruang kelas–siswa 

SMP/MTS 
28 siswa 

3 Rasio ruang kelas–siswa 
SMA/SMK 

32 siswa 

4 Rasio guru-siswa SD/MI  12,9 angka 
5 Rasio guru-siswa SMP/MTS 19,1 angka 
6 Rasio guru-siswa SMA/SMK 9 angka 

19. Meningkatnya jumlah 
lembaga pendidikan 
non formal dan 
informal 

1 Jumlah lembaga pendidikan non 
formal yang aktif melaksanakan 
kegiatan 

37 buah 

2 Jumlah lembaga pendidikan in 
formal yang aktif melaksanakan 
kegiatan 

2 buah 

20. Meningkatnya 
Prestasi pemuda 
Kab. Bantul dibidang 
olahraga secara 
kuantitatif dan 
kualitatif 

1 Jumlah perolehan emas melalui 
kompetisi POR Prov. 

130 Medali Emas 

2 Kompetisi olahraga tingkat 
propinsi 2 tahun sekali (POP) 

49 medali emas 

3 Paskibraka  8 orang 
4 Pemuda pelopor 2 orang 
5 MTQ tingkat pelajar umum 18 medali emas 

21. Meningkatnya 
kualitas pemuda dan 
olahragawan 
Profesional 

1 Prosentase cabang olah raga 
yang menjalankan kompetisi 
secara teratur 

22 cabor 

22. Meningkatnya 
kualitas data base 
dalam format digital 
disemua sektor 

1 Analisa dan perancangan 
database terintegrasi semua 
sektor 

50 % 

23. Pengembangan 
sistem informasi 
yang berbasis 
teknologi Informasi 
dan Komunikasi(TIK) 

1 Prosentase penyusunan SOP 
pengembangan sistem 
informasi. 

- 

2 Prosentase pengembangan 
pusat data  

75 % 

24. Tersedianya 
Informasi melalui 
med ia massa tepat 
guna 

1 Prosentase sosialisasi 
penyelenggaraan pemerintah 
daerah. 

60% 

25. Meningkatnya jumlah 
DBKS 

2 Jumlah DBKS (Desa Binaan 
Keluarga Sakinah) 

51 desa. 

26. Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
kehidupan 
beragama. 

1 Jumlah dai dan pemuka agama 
yang diberikan pembekalan 
masalah kerukunan umat 
beragama 

6.100 orang 

2 Jumlah lembaga agama yang 
diberikan pembinaaan 

35 lembaga 

3 Peningkatan kerukunan hidup 
umat beragama  

90% 
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No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 

27. Meningkatnya 
pertumbuan ekonomi 
daerah. 
 

1 Pertumbuhan ekonomi PDRB 
(Pertumbuhan Domestik 
Regional Bruto) 

5,66% 

2 PBRD atas dasar harga konstan 4,42 trilyun 
3 PBRD atas dasar harga berlaku 12,57 trilyun 
4 Penerimaan daerah Rp.1.004.757.471.000 
5 Pertumbuhan investasiPMA Rp.565.882.948.039 
6 Pertumbuhan investasiPMDN Rp.183.983.137.541 
7 Pertumbuhan investasi 

masyarakat 
Rp.41.759.817.622 

8 Inflasi 4,7% 
9 Peningkatan kualitas SDM 

BUMD guna peningkatan 
pelayanan investasi 

20 orang 

10 Fasilitasi  dan koordinasi 
kerjasama bidang investasi 

15 badan hukum 

28. Mempermudah 
akses dan sarana 
distribusi pangan 
serta akses sarana 
dan prasarana 
produksi pertanian 
serta perikanan dan 
kelautan. 

1 Ketersediaan pangan  3,650 gr/kap/hr 
2 Desa mandiri pangan 12 % 
3 Akses pangan 7% 
4 PPH (Pola Pangan Harapan) 90 % 
5 Konsumsi ikan perkapita 23,55 Kg/Kapita/ 

Tahun 
6 Saluran irigasi dalam kondisi 

baik 
83.25% 

7 Prosentase luasan DI yang 
terlayani air irigasi 

82% 

8 Pembangunan Bantul sead 
centre 

5 komoditas 

9 Penanganan dalam rangka 
kestabilan harga jual hasil 
pertanian (program paska 
panen) all: padi, kedelai, jagung, 
kacang tanah, cabe dan bawang 
merah 

6 komoditas 

29. Meningkatnya 
produksi bahan 
pangan, pertanian, 
peternakan dan 
perikanan serta 
agropolitan 
 

1 Jumlah produksi perikanan budi 
daya 

51.282 ton 

2 Jumlah produksi perikanan 
tangkap 

1.643 ton 

3 Jumlah Pokdakan (kelompok 
budidaya) 

410 pokdakan 

4 Produktifitas Gabah Kering 
Pungut (GKP) 

76,50 kw/ha 

5 Produktifitas jagung (pipil 
kering) 

53,45 kw/ha 

6 Produktifitas kedelai (wose) 15,50 kw/ha 
7 Produktifitas kacang tanah 

(wose) 
10,30 kw/ha 

8 Produktifitas bawang merah 10,24 ton/ha 
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No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 

9 Produktifitas cabe merah 8,16 ton/ha 
10 Produktifitas pisang 25,50 kg/pohon 
11 Produktifitas jamur 12,15 kg/m² 
12 Produktifitas tebu (hablor gula) 50,72 kw/ha 
13 Produktifitas kelapa  (kopra) 20 kw/ha 
14 Produktifitas tembakau (rajang 

kering) 
6,66 kw/ha 

15 Produktifitas jambu mete 
(glondong mete) 

3,82 kw/ha 

16 Produksi daging (kambing, sapi, 
domba, dan ungggas) 

11.414.739 kg 

17 Produksi telur (ayam dan itik) 6.717.258 kg 
18 Produksi susu (sapi perah dan 

kambing PE) 
300.000 liter 

19 Populasi sapi potong 56.252 ekor 
20 Populasi sapi perah 225 ekor 
21 Populasi kambing 66.333 ekor 
22 Populasi domba 35.474 ekor 
23 Populasi ayam buras 548.215 ekor 
24 Populasi ayam ras petelur 761.895 ekor 
25 Populasi ayam ras pedaging 757.204 ekor 
26 Populasi itik 236.599 ekor 

30. Terkendalinya laju 
alih fungsi lahan 
pertanian 
 

1 Konversi  lahan 0.2 % 

31. Meningkatnya 
program usaha tani 
dan aktivitas 
kelembagaan petani 
dan penyuluh. 

1 Peningkatan aktifitas 
kelembagaan petani 

26 kelompok 

2 Peningkatan kualitas penyuluh 73 orang 
3 Peningkatan kapasitas SDM 

P3A dalam pengelolaan irigasi 
292 kelompok 

32. Meningkatnya 
sarana dan 
prasarana ekonomi 
antara lain pasar, 
terminal, jalan, dan 
lain-lain. 
 

1 Prosentase panjang jaringan 
jalan beraspal dalam kondisi 
baik. 

92% 

2 Prosentase peningkatan 
penyediaan simpul transportasi 

25 % 

3 Prosentase keselamatan 
lalulintas  (rambu ) 

20% 

4 Prosentase keselamatan 
lalulintas  (marka ) 

20% 

5 Prosentase keselamatan 
lalulintas  ( APILL ) 

20% 

6 Daya angkut angkutan umum. 1.763.022 
orang/pertahun 

7 Load Factorpenumpang 
angkutan  umum 

0,7% 

8 Jumlah TPA sampah dengan 
system sanitary landfill 

1unit 
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9 Kondisi setiap pasar  dalam 
keadaan baik. 

68,75% 

33. Meningkatnya unit-
unit usaha industri 
kecil dengan 
mengoptimalkan 
penggunaan bahan 
baku lokal, inovasi 
produk, akses 
permodalan serta 
perluasan jangkauan 
pemasaran. 
 

1 Fasilitasi dan pembinaan unit 
usaha ber - TDI 

50 unit usaha 

2 Fasilitasi dan pembinaan unit 
usaha ber -IUI 

18 unit usaha 

3 Fasilitasi dan pembinaan unit 
usaha ber -SIUP 

18 unit usaha 

4 Fasilitasi dan pembinaan unit 
usaha ber -TDP 

18 unit usaha 

5 Fasilitasi dan pembinaan unit 
usaha ber -TDG 

18 unit usaha 

6 Peningkatan kapasitas SDM 
UKM 

270 orang 

7 Fasiltasi peningkatan IRT 80 unit usaha 
8 Fasiltasi peningkatan koperasi 

ber-BH 
11 unit 

9 Meningkatnya penyerapan 
modal UKM 

92 unit 

10 Peningkatan promosi melalui 
pameran 

8 kali 

11 Peningkatan kualitas pasar 
tradisional 

3 unit 

12 Peningkatan ketrampilan pelaku 
usaha Eksport/pemasokan 
produk Eksport 

50 unit usaha 

13 Monitoring evaluasi dan 
pelaporan pameran produk 
UMKM. 

3 kegiatan 

34. Meningkatnya 
Jumlah desa wisata, 
desa budaya, 
peristiwa budaya, 
penghargaan 
budaya, kelompok 
kesenian. 

1 Jumlah desa wisata 22 desa 
2 Jumlah peristiwa budaya 132 event budaya 
3 Jumlah kelompok kesenian 715 kelompok 

35. Meningkatnya jumlah 
pengunjung obyek 
wisata 

1 Meningkatnya kunjungan wisata 
nusantara 

1.666.123 orang 

2 Meningkatnya kunjungan wisata 
manca negara 

16.661 orang 

36. Meningkatnya jumlah 
investasi 
kepariwisataan 

1 Naiknya PAD pariwisata Rp.4.654.156.675  
2 Jumlah usaha pariwisata 15 Unit 

37. Berkembangnya 
kawasan KPY, pantai 
selatan. 

1 Pengembangan kawasan KPY 5 paket 
2 Pengembangan kawasan pantai 

selatan 
5 paket 
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38. Meningkatnya 
ketrampilan pencari 
kerja. 

1 Pelatihan bagi pencari kerja 960 orang 

39. Meningkatnya 
lapangan 
pekerjaaan. 

1 Jumlah angkatan kerja  489.500 orang 
2 Penempatan tenaga kerja 2.500 orang 
3 Perluasan kerja 400 orang 
4 Tingkat pengangguran 6,1% 
5 Prosentase bekerja terhadap 

angkatan kerja 
 

93,90% 

40. Meningkatnya 
keamanan dan 
perlindungan tenaga 
kerja. 

1 Jumlah serikat pekerja 55 perusahaan 
2 Jumlah peraturan perusahaan 173 perusahaan 
3 Jumlah Perjanjian Kerja 

Bersama(PKB) 
52 perusahaan 

4 Jumlah Lembaga Kerjasama 
(LK) Bipartit 

70 perusahaan 

5 Angka sengketa kerja per tahun 75 kasus 
41. Terjaminnya hak-hak 

pekerja. 
1 Kepesertaan Jamsostek 20.400 orang 

42. Terciptanya 
penempatan 
Transmigran 

1 Jumlah transmigran yang 
ditempatkan. 

100 KK 

43. Menyatukan 
pemahaman 
program PUG dan 
perlindungan anak di 
semua lapisan 
masyarakat, 
organisasi 
pemerintahan dan 
lembaga 
kemasyarakatan. 

1 Indeks Pembangunan Gender 71.50 % 
2 Penurunan kekerasan terhadap 

anak dan perempuan 
6,30 % 

3 Peningkatan peran perempuan 
dalam berbagai bidang. 

12,00% 

44. Meningkatnya 
partisipasi 
kompetensi 
ketrampilan 
organisasi 
pemerintah 
masyarakat dan 
individu. 

1 Pelatihan ketrampilan usaha 
ekonomi masyarakat pedesaan   

75 desa 

2 Fasilitasi jumlah partisipasi 
masyarakat dalam 
pembangunan desa. 

90 kali 

3 Jumlah desa yang diberikan 
sosialisasi peningkatan kualitas 
LKD. 

75 desa 

45. Meningkatnya 
kesejahteraan 
PMKS/tuna sosial 
serta tertanganinya 
korban NAPZA dan 
penduduk usia lanjut. 

1 Cakupan layanan bagi  Lanjut 
Usia (Lansia ) 

190 orang 

2 Cakupan penanganan para 
penyandang cacat. 

428 orang 

3 Peningkatan penyuluhan P4GN 250 orang 
4 Peningkatan program BSK 

untuk anggota masyarakat 
3.000 orang/kelompok 
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5 Bimbingan mental sosial  bagi 
PMKS 

25 orang 

6 Fasilitasi pembinaan anak 
yatim. 

1.500 orang 

46. Meningkatnya 
kesejahteraan 
masyarakat 
khususnya 
masyarakat miskin 

1 Tingkat kemiskinan turun 11 % 
2 Menbaiknya indek gini 0,2458 % 
3 Data base keluarga dan 

keluarga miskin 
51 buku 

47. Meningkatnya 
kualitas keluarga 

1 Prosentase keluarga dengan 
jumlah anak kurang dari 3 

3,2% 

2 Prosentase keluarga 
prasejahtera dibandingkan 
dengan jumlah total keluarga 

29,16% 

48. Mantapnya 
penanggulangan 
bencana 

1 Peningkatan relokasi lokasi  
tanah lonsor 

5 rumah 

2 Penambahan dan pemeliharaan 
sarana prasarana dan peralatan 
evakuasi, rambu evakuasi. 

20% 

3 Penambahan rambu rambu 
bahaya, pengeras suara di 
sepenjang pantai dan togor 
EWS. 

7 unit 

4 Peningkatan kualitas SDM 50 orang 
49. Mantapnya 

pengelolaan sarana 
dan prasarana publik 

1 Peningkatan jalur evakuasi 2 km 

2 Jumlah sarana Evakuasi 1 unit 
50. Terwujudnya 

peningkatan 
pengelolaan SDA, 
perlindungan fungsi 
lingkungan dan 
keaneka ragaman 
hayati. 

1 Tingkat kerusakan akibat 
penggalian dan penambangan 
turun 

5 Ha 

2 Prosentase jumlah pengaduan 
masyarakat akibat adanya 
dugaan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup 
yang ditindak lanjuti. 

80% 

3 Informasi status kerusakan 
lahan 

40% 

4 Pencegahan pencemaran udara 
dari sumber tidak bergerak. 

75% 

5 Pencegahan pencemaran air 70% 
6 Rasio ruang terbuka hijau per 

satu wilayah. 
35% 

51. Terkelolanya 
Sumberdaya hutan. 

1 Pencegahan dan pengendalian 
kerusakan hutan dan lahan 

17 kecamatan 
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D. Penetapan Kinerja 

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen 

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan 

dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan 

pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. 

Penetapan Kinerja Kabupten Bantul Tahun 2013 merupakan 

suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini 

merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari 

perencanaan dan di akhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP). Penetapan Kinerja merupakan rencana 

tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-

2015 yang berjangka waktu 5 tahunan.  

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013  

disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). Target Indikator Kinerja akan menjadi 

tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah 

dalam upaya pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasarannya. 

Penetapan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2013 disajikan 

dalam Tabel II.2 sebagai berikut : 

Tabel II.2 
Penetapan Kinerja Tahun 2013 

No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya 
kapasitas dan 
profesionalisme 
aparatur pemerintah 
daerah dan desa 
serta lembaga 
pemerintah. 

12.  Tingkat pendidikan aparat D3, 
D4, S1, S2, S3 

58 % 

13.  Jumlah SKPD yang telah di 
ketahui beban kerja dan formasi 
jabatan. 

48% 

14.  Peningkatan displin kerja 
aparatur pemerintahan desa. 

100% 

15.  Peningkatan displin kerja PNS 100% 
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16.  Pelaksanaan tatalaksana 
perangkat daerah 

100% 

17.  Penanganan pelanggaran 
disipin kepegawaian. 

100% 

18.  Peningkatan kapasitas 
kelembagaan  

100% 

19.  Jumlah fasilitasi koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan  

30 kali 

20.  Meningkatnya tertib administrasi 
kecamatan. 

90% 

21.  Aparatur pemerintah desa yang 
mengikuti pelatihan manajemen 
pemerintahan desa 

75 Desa 

22.  Frekuensi pelayanan 
penerimaan kunjungan kerja 
Presiden. Wakil Presiden, 
Menteri Negara, DPR-RI, DPRD, 
Departemen, lembaga 
Pemerintah Non Depertemen 
dan lembaga lainnya 

223 kali 

2. Meningkatnya 
Transparansi, 
Efektifitas dan 
Efisiensi Birokrasi 
 

1 Turunnya indikasi 
penyimpangan anggaran 

238 LHP 

2 Penerapan system 
pengendalian intern pemerintah 
(SPIP) pada SKPD jumlah SKPD 
yang menerapkan 

25 SKPD 

3 Temuan pemeriksaan eksternal 
yang ditindaklanjuti. 

100% 

4 Temuan  pemeriksaan internal 
yg selesai di tindaklanjuti 

100% 

5 SKPD yang telah melaksanakan 
tata kearsipan  

56 SKPD 

6 Jumlah ketersediaan petugas 
arsip pada SKPD 

70 orang 
 

7 Siaran Taman Gabusan di TVRI 
Jogja 

100% 

8 Dialog interaktif di radio, baik 
pemerintah maupun swasta. 

100% 

9 Frekuensi pelaksanaan 
PublicHearing baik di 
Kecamatan, Desa maupun 
Dusun 

24 kali 

10 Jumlah penyelenggaraan Bantul 
Expo 

1 kali 

11 Kesesuaian program kerja 
SKPD dengan RPJMD 

95 % 

3. Meningkatnya 
kemampuan 

1 Prosentase kenaikan pajak dan 
retribusi daerah. 

5 % 
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pengelolaan 
keuangan dan 
kekayaan daerah. 

2 Rasio PAD terhadap 
penerimaan APBD 

10.97% 

3 Rasio PAD terhadap 
pengeluaran APBD 

10.58% 

4 Jumlah peraturan tentang 
pengelolaan keuangan dan aset 
daerah 

3 buku 

5 Jumlah Perda tentang APBD 
yang ditetapkan dalam 1 tahun. 

6 buku 

6 Jumlah Perbub tentang APBD 
yang ditetapkan dalam 1 tahun 

6 buku 

7 Rasio pertumbuhan belanja 
modal 

1,37% 

4. Meningkatnya 
Kualitas pelayanan 
publik. 

1 Terwujudnya tertib administrasi 
ke tatausahaan, persuratan dan 
kearsipan  

100% 

2 Penyusun indek kepuasan 
masyarakat 

74% 

3 Peningkatan kualitas pelayanan 
publik melalui penanganan 
pengaduan masyarakat. 

26% 

4 SKPD yang menerapkan SPM 100% 
5 Cakupan penerbitan KTP ber 

NIK 
100% 

6 Cakupan penerbitan akta 
kelahiran anak usia  0 – 1 tahun 

100% 

5. Penyingkatan waktu 
penyelesaian ijin 

1 Penyelesaian ijin rata-rata 
pertahun 

10.370 ijin 

6. Penyingkatan waktu 
penyelesaian 
pengaduan 

1 Penyelesaian pengaduan   16 pengadu 

7. Meningkatnya Indek 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

1 Keberhasilan pelayanan 75.62 nilai angka 

8. Terciptanya 
kepastian hukum dan 
ketertiban 
masyarakat. 
 

1 Jumlah produk hukum daerah 
yang telah disusun berupa 
Raperda menjadi Perda 

25 buah 

2 Menurunnya penyakit 
masyarakat 

20% 

3 Menurunnya pelanggaran Perda 15% 
4 Capaian penyelesaian Hukum 100% 

9. Meningkatnya 
pemahaman Prinsip-
prinsip dasar Hukum 
dan HAM 

1 
 

Peningkatan partisipasi pemilu 
legislatif 

- 

2 Peningkatan partisipasi pemilu 
presiden 

- 

3 Peningkatan kedisiplinan pelajar 
sekolah 

90% 
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4 Pemantauan situasi dan kondisi 
ekpoleksosbudhankam 

90% 

5 Jumlah peserta yang mengikuti 
sosialisasi PTUN 

120 Orang 

6 Jumlah peserta yang mengikuti 
pelaksanaan sosialisasi ranham 

200 orang 

10. Tersedianya sarana 
berupa tanah untuk 
pembangunan 
fasilitas kepentingan 
umum 

1 Luas tanah yang dibebaskan 28.137 m² 

11. Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
kesehatan 

1 Cakupan desa/kelurahan 
Universal Child Immunization. 
(UCI) 

100% 

2 Cakupan balita gizi buruk yang 
mendapat perawatan. 

100% 

3 Penderita DBD yang ditangani 100% 
4 Cakupan pelayanan kesehatan 

dasar masyarakat miskin 
100% 

5 Cakupan Desa/Kelurahan 
mengalami KLB yang dilakukan 
penyedikan Epidiomologi < 24 
jam. 

100% 

6 Bed Occupation Rate (BOR) 75–85% 
7 Length Of Stay(LOS) 4-9 hari 
8 Bed Turn Over(BTO) 40–50 hari 
9 Turn Over  Internal 1 - 5 hari 

12. Meningkatnya 
derajat kesehatan 
masyarakat 

1 Angka Kematian Bayi (AKB) 8/1000 KH 
2 Angka Kematian Ibu (AKI) 80/ 100.000 KH 
3 Gizi buruk 0,3 % 
4 Total KEP Balita 85 % 
5 Angka kesakitan DBD 52/100.000 

penduduk 
6 Penemuan Kasus TB 65% 
7 Penyembuhan Kasus TB 88% 

13. Meningkatnya  desa 
siaga kategori baik 
(Purnama dan 
mandiri) 

1 Cakupan desa siaga aktif 100% 
2 Desa siaga kategori baik 

(purnama dan mandiri) 
20% 

14. Meningkatnya 
prosentase rumah 
dan lingkungan 
sehat.   
 

1 Jamban sehat 75% 
2 Meningkatnya cakupan air 

bersih. 
81% 

3 Meningkatnya cakupan rumah 
sehat 

75% 

4 Pengembangan IPAL komunal 2 unit 
5 Penanganan sampah 17 kecamatan 
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15. Semua penduduk 
memiliki jaminan 
kesehatan 

1 Persentase penduduk yang 
memiliki jaminan kesehatan 

55 % 

16. Meningkatnya 
kualitas pendidikan 
 

1 Angka melek huruf 90,74% 
2 APK  TK/PAUD 58,00% 
3 APK  SD/MI 105,15% 
4 APK  SMP/MTS 99 % 
5 APK  SMA/SMK 84% 
6 APM  SD/MI 95,35% 
7 APM  SMP/MTS 83.5% 
8 APM  SMA/SMK 66,00% 
9 Tingkat  kelulusan SD/MI 99.99% 
10 Tingkat  kelulusan SMP/MTS 97.5% 
11 Tingkat  kelulusan SMA/SMK 98,25% 
12 Nilai NEM rata-rata SD/MI 7.30(nilai) 
13 Nilai NEM rata-rata SMP/MTS 7.20(nilai) 
14 Nilai NEM rata-rata SMA/SMK 7,31(nilai) 
15 Angka putus sekolah  SD/MI 0.01% 
16 Angka putus sekolah  SMP/MTS 0.07% 
17 Angka putus sekolah    

SMA/SMK 
0,80% 

18 Angka rata-rata lama sekolah 
SD/MI 

6.22 tahun 

19 Angka rata-rata lama sekolah 
SMP/MTS 

3.01tahun 

20 Angka rata-rata lama sekolah  
SMA/MA/SMK 

3.01tahun 

17. Meningkatnya 
kualitas 
perpustakaan. 
 

1 Jumlah koleksi buku  50.000 buku 
2 Jumlah pengunjung 

perpustakaan (termasuk 
perpustakaan keliling) 

700 orang 

18. Meningkatnya 
sekolah berkualitas 

1 Rasio ruang kelas–siswa. SD/MI 28 siswa 
2 Rasio ruang kelas–siswa 

SMP/MTS 
28 siswa 

3 Rasio ruang kelas–siswa 
SMA/SMK 

32 siswa 

4 Rasio guru-siswa SD/MI  12,9 angka 
5 Rasio guru-siswa SMP/MTS 19,1 angka 
6 Rasio guru-siswa SMA/SMK 9 angka 

19. Meningkatnya jumlah 
lembaga pendidikan 
non formal dan 
informal 

1 Jumlah lembaga pendidikan non 
formal yang aktif melaksanakan 
kegiatan 

37 buah 

2 Jumlah lembaga pendidikan in 
formal yang aktif melaksanakan 
kegiatan 

2 buah 

20. Meningkatnya 
Prestasi pemuda 

1 Jumlah perolehan emas melalui 
kompetisi POR Prov. 

130 Medali Emas 

LAKIP |  

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 
73 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Kabupaten Bantul Tahun 2013 

No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 

Kab. Bantul dibidang 
olahraga secara 
kuantitatif dan 
kualitatif 

2 Kompetisi olahraga tingkat 
propinsi 2 tahun sekali (POP) 

49 medali emas 

3 Paskibraka  8 orang 
4 Pemuda pelopor 2 orang 
5 MTQ tingkat pelajar umum 18 medali emas 

21. Meningkatnya 
kualitas pemuda dan 
olahragawan 
Profesional 

1 Prosentase cabang olah raga 
yang menjalankan kompetisi 
secara teratur 

22 cabor 

22. Meningkatnya 
kualitas data base 
dalam format digital 
disemua sektor 

1 Analisa dan perancangan 
database terintegrasi semua 
sektor 

50 % 

23. Pengembangan 
sistem informasi 
yang berbasis 
teknologi Informasi 
dan Komunikasi(TIK) 

1 Prosentase penyusunan SOP 
pengembangan sistem 
informasi. 

- 

2 Prosentase pengembangan 
pusat data  

75 % 

24. Tersedianya 
Informasi melalui 
med ia massa tepat 
guna 

1 Prosentase sosialisasi 
penyelenggaraan pemerintah 
daerah. 

60% 

25. Meningkatnya jumlah 
DBKS 

2 Jumlah DBKS (Desa Binaan 
Keluarga Sakinah) 

51 desa. 

26. Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
kehidupan 
beragama. 

1 Jumlah dai dan pemuka agama 
yang diberikan pembekalan 
masalah kerukunan umat 
beragama 

6.100 orang 

2 Jumlah lembaga agama yang 
diberikan pembinaaan 

35 lembaga 

3 Peningkatan kerukunan hidup 
umat beragama  

90% 

27. Meningkatnya 
pertumbuan ekonomi 
daerah. 
 

1 Pertumbuhan ekonomi PDRB 
(Pertumbuhan Domestik 
Regional Bruto) 

5,66% 

2 PBRD atas dasar harga konstan 4,42 trilyun 
3 PBRD atas dasar harga berlaku 12,57 trilyun 
4 Penerimaan daerah Rp.1.004.757.471.000 
5 Pertumbuhan investasiPMA Rp.565.882.948.039 
6 Pertumbuhan investasiPMDN Rp.183.983.137.541 
7 Pertumbuhan investasi 

masyarakat 
Rp.41.759.817.622 

8 Inflasi 4,7% 
9 Peningkatan kualitas SDM 

BUMD guna peningkatan 
pelayanan investasi 

20 orang 

10 Fasilitasi  dan koordinasi 
kerjasama bidang investasi 

15 badan hukum 
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28. Mempermudah 
akses dan sarana 
distribusi pangan 
serta akses sarana 
dan prasarana 
produksi pertanian 
serta perikanan dan 
kelautan. 

1 Ketersediaan pangan  3,650 gr/kap/hr 
2 Desa mandiri pangan 12 % 
3 Akses pangan 7% 
4 PPH (Pola Pangan Harapan) 90 % 
5 Konsumsi ikan perkapita 23,55 Kg/Kapita/ 

Tahun 
6 Saluran irigasi dalam kondisi 

baik 
83.25% 

7 Prosentase luasan DI yang 
terlayani air irigasi 

82% 

8 Pembangunan Bantul sead 
centre 

5 komoditas 

9 Penanganan dalam rangka 
kestabilan harga jual hasil 
pertanian (program paska 
panen) all: padi, kedelai, jagung, 
kacang tanah, cabe dan bawang 
merah 

6 komoditas 

29. Meningkatnya 
produksi bahan 
pangan, pertanian, 
peternakan dan 
perikanan serta 
agropolitan 
 

1 Jumlah produksi perikanan budi 
daya 

51.282 ton 

2 Jumlah produksi perikanan 
tangkap 

1.643 ton 

3 Jumlah Pokdakan (kelompok 
budidaya) 

410 pokdakan 

4 Produktifitas Gabah Kering 
Pungut (GKP) 

76,50 kw/ha 

5 Produktifitas jagung (pipil kering) 53,45 kw/ha 
6 Produktifitas kedelai (wose) 15,50 kw/ha 
7 Produktifitas kacang tanah 

(wose) 
10,30 kw/ha 

8 Produktifitas bawang merah 10,24 ton/ha 
9 Produktifitas cabe merah 8,16 ton/ha 
10 Produktifitas pisang 25,50 kg/pohon 
11 Produktifitas jamur 12,15 kg/m² 
12 Produktifitas tebu (hablor gula) 50,72 kw/ha 
13 Produktifitas kelapa  (kopra) 20 kw/ha 
14 Produktifitas tembakau (rajang 

kering) 
6,66 kw/ha 

15 Produktifitas jambu mete 
(glondong mete) 

3,82 kw/ha 

16 Produksi daging (kambing, sapi, 
domba, dan ungggas) 

11.414.739 kg 

17 Produksi telur (ayam dan itik) 6.717.258 kg 
18 Produksi susu (sapi perah dan 

kambing PE) 
300.000 liter 

19 Populasi sapi potong 56.252 ekor 
20 Populasi sapi perah 225 ekor 
21 Populasi kambing 66.333 ekor 
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22 Populasi domba 35.474 ekor 
23 Populasi ayam buras 548.215 ekor 
24 Populasi ayam ras petelur 761.895 ekor 
25 Populasi ayam ras pedaging 757.204 ekor 
26 Populasi itik 236.599 ekor 

30. Terkendalinya laju 
alih fungsi lahan 
pertanian 
 

1 Konversi  lahan 0.2 % 

31. Meningkatnya 
program usaha tani 
dan aktivitas 
kelembagaan petani 
dan penyuluh. 

1 Peningkatan aktifitas 
kelembagaan petani 

26 kelompok 

2 Peningkatan kualitas penyuluh 73 orang 
3 Peningkatan kapasitas SDM 

P3A dalam pengelolaan irigasi 
292 kelompok 

32. Meningkatnya 
sarana dan 
prasarana ekonomi 
antara lain pasar, 
terminal, jalan, dan 
lain-lain. 
 

1 Prosentase panjang jaringan 
jalan beraspal dalam kondisi 
baik. 

92% 

2 Prosentase peningkatan 
penyediaan simpul transportasi 

25 % 

3 Prosentase keselamatan 
lalulintas  (rambu ) 

20% 

4 Prosentase keselamatan 
lalulintas  (marka ) 

20% 

5 Prosentase keselamatan 
lalulintas  (APILL) 

20% 

6 Daya angkut angkutan umum. 1.763.022 
orang/pertahun 

7 Load Factorpenumpang 
angkutan  umum 

0,7% 

8 Jumlah TPA sampah dengan 
system sanitary landfill 

1unit 

9 Kondisi setiap pasar  dalam 
keadaan baik. 

68,75% 

33. Meningkatnya unit-
unit usaha industri 
kecil dengan 
mengoptimalkan 
penggunaan bahan 
baku lokal, inovasi 
produk, akses 
permodalan serta 
perluasan jangkauan 
pemasaran. 
 

1 Fasilitasi dan pembinaan unit 
usaha ber - TDI 

50 unit usaha 

2 Fasilitasi dan pembinaan unit 
usaha ber -IUI 

18 unit usaha 

3 Fasilitasi dan pembinaan unit 
usaha ber -SIUP 

18 unit usaha 

4 Fasilitasi dan pembinaan unit 
usaha ber -TDP 

18 unit usaha 

5 Fasilitasi dan pembinaan unit 
usaha ber -TDG 

18 unit usaha 

6 Peningkatan kapasitas SDM 
UKM 

270 orang 

7 Fasiltasi peningkatan IRT 80 unit usaha 
8 Fasiltasi peningkatan koperasi 

ber-BH 
11 unit 
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No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 

9 Meningkatnya penyerapan 
modal UKM 

92 unit 

10 Peningkatan promosi melalui 
pameran 

8 kali 

11 Peningkatan kualitas pasar 
tradisional 

3 unit 

12 Peningkatan ketrampilan pelaku 
usaha Eksport/pemasokan 
produk Eksport 

50 unit usaha 

13 Monitoring evaluasi dan 
pelaporan pameran produk 
UMKM. 

3 kegiatan 

34. Meningkatnya 
Jumlah desa wisata, 
desa budaya, 
peristiwa budaya, 
penghargaan 
budaya, kelompok 
kesenian. 

1 Jumlah desa wisata 22 desa 
2 Jumlah peristiwa budaya 132 event budaya 
3 Jumlah kelompok kesenian 715 kelompok 

35. Meningkatnya jumlah 
pengunjung obyek 
wisata 

1 Meningkatnya kunjungan wisata 
nusantara 

1.666.123 orang 

2 Meningkatnya kunjungan wisata 
manca negara 

16.661 orang 

36. Meningkatnya jumlah 
investasi 
kepariwisataan 

1 Naiknya PAD pariwisata Rp.4.654.156.675  
2 Jumlah usaha pariwisata 15 Unit 

37. Berkembangnya 
kawasan KPY, pantai 
selatan. 

1 Pengembangan kawasan KPY 5 paket 
2 Pengembangan kawasan pantai 

selatan 
5 paket 

38. Meningkatnya 
ketrampilan pencari 
kerja. 

1 Pelatihan bagi pencari kerja 960 orang 

39. Meningkatnya 
lapangan 
pekerjaaan. 

1 Jumlah angkatan kerja  489.500 orang 
2 Penempatan tenaga kerja 2.500 orang 
3 Perluasan kerja 400 orang 
4 Tingkat pengangguran 6,1% 
5 Prosentase bekerja terhadap 

angkatan kerja 
 

93,90% 

40. Meningkatnya 
keamanan dan 
perlindungan tenaga 
kerja. 

1 Jumlah serikat pekerja 55 perusahaan 
2 Jumlah peraturan perusahaan 173 perusahaan 
3 Jumlah Perjanjian Kerja 

Bersama(PKB) 
52 perusahaan 

4 Jumlah Lembaga Kerjasama 
(LK) Bipartit 

70 perusahaan 

5 Angka sengketa kerja per tahun 75 kasus 
41. Terjaminnya hak-hak 

pekerja. 
1 Kepesertaan Jamsostek 20.400 orang 

LAKIP |  

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 
77 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Kabupaten Bantul Tahun 2013 

No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 

42. Terciptanya 
penempatan 
Transmigran 

1 Jumlah transmigran yang 
ditempatkan. 

100 KK 

43. Menyatukan 
pemahaman 
program PUG dan 
perlindungan anak di 
semua lapisan 
masyarakat, 
organisasi 
pemerintahan dan 
lembaga 
kemasyarakatan. 

1 Indeks Pembangunan Gender 71.50 % 
2 Penurunan kekerasan terhadap 

anak dan perempuan 
6,30 % 

3 Peningkatan peran perempuan 
dalam berbagai bidang. 

12,00% 

44. Meningkatnya 
partisipasi 
kompetensi 
ketrampilan 
organisasi 
pemerintah 
masyarakat dan 
individu. 

1 Pelatihan ketrampilan usaha 
ekonomi masyarakat pedesaan   

75 desa 

2 Fasilitasi jumlah partisipasi 
masyarakat dalam 
pembangunan desa. 

90 kali 

3 Jumlah desa yang diberikan 
sosialisasi peningkatan kualitas 
LKD. 

75 desa 

45. Meningkatnya 
kesejahteraan 
PMKS/tuna sosial 
serta tertanganinya 
korban NAPZA dan 
penduduk usia lanjut. 

1 Cakupan layanan bagi  Lanjut 
Usia (Lansia ) 

190 orang 

2 Cakupan penanganan para 
penyandang cacat. 

428 orang 

3 Peningkatan penyuluhan P4GN 250 orang 
4 Peningkatan program BSK untuk 

anggota masyarakat 
3.000 

orang/kelompok 
5 Bimbingan mental sosial  bagi 

PMKS 
25 orang 

6 Fasilitasi pembinaan anak yatim. 1.500 orang 
46. Meningkatnya 

kesejahteraan 
masyarakat 
khususnya 
masyarakat miskin 

1 Tingkat kemiskinan turun 11 % 
2 Menbaiknya indek gini 0,2458 % 
3 Data base keluarga dan 

keluarga miskin 
51 buku 

47. Meningkatnya 
kualitas keluarga 

1 Prosentase keluarga dengan 
jumlah anak kurang dari 3 

3,2% 

2 Prosentase keluarga 
prasejahtera dibandingkan 
dengan jumlah total keluarga 

29,16% 

48. Mantapnya 
penanggulangan 
bencana 

1 Peningkatan relokasi lokasi  
tanah lonsor 

5 rumah 

2 Penambahan dan pemeliharaan 
sarana prasarana dan peralatan 
evakuasi, rambu evakuasi. 

20% 

3 Penambahan rambu rambu 
bahaya, pengeras suara di 

7 unit 
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No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 

sepenjang pantai dan togor 
EWS. 

4 Peningkatan kualitas SDM 50 orang 
49. Mantapnya 

pengelolaan sarana 
dan prasarana publik 

1 Peningkatan jalur evakuasi 2 km 

2 Jumlah sarana Evakuasi 1 unit 
50. Terwujudnya 

peningkatan 
pengelolaan SDA, 
perlindungan fungsi 
lingkungan dan 
keaneka ragaman 
hayati. 

1 Tingkat kerusakan akibat 
penggalian dan penambangan 
turun 

5 Ha 

2 Prosentase jumlah pengaduan 
masyarakat akibat adanya 
dugaan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup 
yang ditindak lanjuti. 

80% 

3 Informasi status kerusakan 
lahan 

40% 

4 Pencegahan pencemaran udara 
dari sumber tidak bergerak. 

75% 

5 Pencegahan pencemaran air 70% 
6 Rasio ruang terbuka hijau per 

satu wilayah. 
35% 

51. Terkelolanya 
Sumberdaya hutan. 

1 Pencegahan dan pengendalian 
kerusakan hutan dan lahan 

17 kecamatan 
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BAB III.  
AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta keterangan atau pertanggung jawaban secara tepat, jelas dan 

terukur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan 

pertanggung jawaban tersebut kepada yang memberikan amanah yaitu 

masyarakat dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud 

pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah 

serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan 

berhasil guna. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaporan (LAKIP) 

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013 disusun sesuai dengan 

ketentuan  yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 15 Juni 1999, Keputusan 

Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Bantul tahun 2013 adalah memberikan gambaran penilaian tingkat 

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 dan Sasaran-Sasaran 

startegis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 yang 
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sesuai dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2011-2015 maupun yang tertuang dalam Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 yang diukur melalui formulir 

Pengukuran Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 29 Tahun 2010.  

A. Pengukuran Kinerja. 

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya 

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana 

atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan 

dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian sasaran srategisyang dtietapkan dalam 

mewujudkan visi, misi instansi pemerintahsebagaimana ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Bantul tahun 2011-2015.   

Pengukuran kinerja pada tahun 2013 dilaksanakan dengan 

membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator 

kinerja sasaran dan selanjutnya membandingkan capaian indikator 

kinerja tersebut dengan capaian indikator kinerja sasaran dengan tahun 

sebelumnya sampai dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang 

direncanakan. 

1. Kerangka Pengukuran Kinerja 

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten 

Bantul dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN 

Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun  

pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut : 

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya 

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin 

rendahnya kinerja, digunakan rumus: 
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      Realisasi 
Capaian indikator kinerja =      x 100% 
      Rencana  

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin 

rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan 

semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: 

  Rencana – (Realisasi – Rencana) 
Capaian indikator kinerja =       x 100% 
    Rencana  

Atau: 

  (2 x Rencana ) – Realisasi 
Capaian indikator kinerja =      x 100% 

   Rencana  

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja 

sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran 

dengan skala ordinal yaitu : 

Tabel III.1 
Pengukuran dengan Skala Ordinal 

Skala Ordinal Predikat/Kategori 
>85 Sangat Berhasil 

70<X ≤ 85 Berhasil 
55< X ≤ 70 Cukup Berhasil 

<  55 Tidak Berhasil 

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran. 

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran 

disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. 

Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini : 

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan 

mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, 

berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap 

kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari 
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setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok 

sasaran tersebut.  

 Jumlah Indikator  untuk setiap kategor x Nilai mean setiap kategori 
Capaian Sasaran =  
    Jumlah Indikator kinerja sasaran  

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : 

Sangat Berhasil : 92,5 

Berhasil  : 77,5 

Cukup Berhasil : 62,5 

Tidak Berhasil : 27,5 

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala 

pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, 
cukup berhasil, dan tidak berhasil. 

B. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, 
Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja 

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah 

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 sebagaimana 

juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 

2011 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.  

Perlu diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Pemerintah Kabupaten Bantul dan Penetapan Kinerja (PK) memiliki 
target kinerja yang sama sehingga dalam pengukuran  juga sama. 
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Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai 

pada tahun 2013 yang membandingkan antara target dan realisasi pada 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator sasaran per Sasaran 

Strategis adalah sebagai berikut : 

1. Sasaran 1 

Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur 
Pemerintah dan Desa serta Lembaga Pemerintah.  

Tabel III.2 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Tingkat pendidikan aparat 
D3, D4, S1, S2, S3. 

59% 
 

62% 
 

58% 
 

65% 
 

112% 

 

Sangat 
Berhasil 

2 Jumlah SKPD yang telah 
diketahui beban kerja dan 
formasi jabatan . 

36% 100% - - - - 

3 Peningkatan Disiplin kerja 
Aparatur Pemerintah Desa. 

93 % 92% 100% 62% 62% Cukup 
Berhasil 

4 Peningkatan Disiplin kerja 
PNS. 

96% 
 

98% 100% 87% 87% Sangat 
Berhasil  

5 Pelaksanaan tata laksana 
perangkat daerah . 

58% 
 

75% 100% 75% 75% Berhasil  

6 Penanganan Pelanggaran 
Disiplin Pegawai. 

100% 100% 
 

100% 112% 112% Sangat 
Berhasil 

7 Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan 

143 % 90,91%, 100% 110% 
 

110% Sangat 
Berhasil 

8 Jumlah Fasilitasi Koordinasi 
penyelenggaraan 
Pemerintahan. 

65 kali  63Kali 30 kali  67 kali 223%  Sangat 
Berhasil 

9 Meningkatnya tertib 
administrasi Kecamatan 

100% 100% 90% 100% 111,11
% 

Sangat 
Berhasil 

10 Aparatur Pemerintah Desa 
yang mengikuti pelatihan 
manajemen pemerintahan 
desa. 

75 
Desa 

75 Desa 75 
Desa 

75 
Desa 

100% Sangat 
Berhasil 

11 Frekuensi pelayanan 
penerimaan kunjungan kerja 
Presiden, Wakil Presiden, 
Menteri Negara, DPR – RI,  
DPRD, Departemen, 
Lembaga Pemerintah Non 

203 
Kali 

235 Kali 223 
kali 

 

265 
kali 

118,83
% 

Sangat 
Berhasil 
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No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Departemen dan lembaga 
lainnya 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (8x 92,5) / 10    = 74 
Capaian Sasaran (Kategori  Berhasil) = (1 x 77,5 ) / 10  =   7,75 
Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = (1 x62,5) / 110  =   6,25 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 1 (satu) sebesar = 88 

Pada sasaran 1 (satu) terdiri dari 11 (sebelas) indikator 

sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata 

capaian sasaran sebesar 88 dengan kategori Sangat Berhasil. 

Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 1 (satu) sesuai 

hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :  

1. Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3. 

Target tahun 2013 sebesar 58% terealisir 65%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 112% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah pegawai yang berpendidikan D3, D4, S1, 

S2, S3 sebanyak 7.358 orang, sedangkan jumlah keseluruhan 

pegawai sebanyak 11.330. Jumlah pegawai berpendidikan D3, 

D4, S1, S2, S3 sebanyak 7.358 orang tersebut terdiri dari yang 

berpendidikan D.III sebanyak 1.062 orang, D.IV sebanyak 94 

orang, S1 sebanyak 5.079 orang, S2 sebanyak 492 orang dan S3 

sebanyak 1 orang. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 terjadi 

peningkatan sebanyak 2 orang dan tahun 2012 dibandingkan 

tahun 2013 terjadi peningkatan sebanyak 59 orang atau sebesar 

0,80%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemberian 

kesempatan melanjutkan studi bagi PNS di Kabupaten Bantul, 

sehingga diharapkan pada akhir RPJMD tahun 2015 jumlah 

pegawai yang berpendidikan D3, D4, S1, S2, S3 dapat mencapai 

59% atau sebanyak 6.684 orang. Akan tetapi target ini justru telah 

tercapai sejak tahun 2011, bahkan melebihi target. 
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Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 Program 

dengan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembinaan 

dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan antara lain: 

a. Pembangunan Pengembangan Sistim Informasi 

Kepegawaian (SIMPEG).  

Kegiatan ini berupa pengelolaan dan peremajaan data 

dilaksanakan antara lain mutasi  pegawai, kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, penambahan/pengurangan jumlah 

keluarga, pendidikan, kursus dan lain sebagainya. Hal ini 

dilaksanakan diantaranya untuk mengetahui tingkat 

pendidikan pegawai. 

b. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ijin Belajar D-4, S1, 

S2, S3/Spesialis). 

Disamping memberikan kesempatan PNS untuk tugas belajar 

juga memberikan kesempatan kepada PNS untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan 

diberikan Ijin Belajar. Pada tahun 2013 PNS yang Tugas 

Belajar sebanyak 28 orang dan yang mendapat surat ijin 

belajar sebanyak 175 orang. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini 

adalah mengukur pegawai sesuai dengan tingkat pendidikan. 

2. Jumlah SKPD yang telah diketahui beban kerja dan formasi 

jabatan.  

Pada tahun 2013 indikator sasaran ini tidak diukur lagi 

dikarenakan jumlah SKPD yang telah diketahui beban kerja dan 

formasi jabatannya telah selesai dilaksanakan pada tahun 2012, 

sebesar 100%. 

3. Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa.  

Target tahun 2013 sebesar 100%, teralisir 62% sebesar maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 62% dengan kategori 
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cukup berhasil. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang 

melanggar sebanyak 38% atau 783 orang dari jumlah 

keseluruhan aparat desa sebanyak 2.062 orang. Dengan 

demikan dapat diasumsikan sisa dari aparat yang melanggar 

tersebut ada sebesar 62% (1.278 orang) merupakan aparat desa 

yang disiplin. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 terdapat 

penurunan sebesar 1% dan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

terjadi penurunan yang signifikan yaitu sebesar 30%. Hal ini 

diasumsikan kurangnya kesadaran akan disiplin jam kerja dari 

aparatur pemerintah desa disamping itu terbatasnya aparat 

pengawasan di Inspektorat sehingga belum dapat menjangkau  

keseluruh wilayah. 

Selanjutnya pada akhir RPJMD di tahun 2015 diharapkan disiplin 

kerja Aparatur Pemerintah Desa dapat tercapai sebesar 100%. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur tingkat kepatuhan aparatur Pemerintahan Desa 

dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

4. Peningkatan Disiplin Kerja PNS.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir sebesar 87%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 87% dengan kategori 

sangat berhasil. Data PNS yang melanggar sebanyak 13% atau 

1.413 orang, sedangkan jumlah keseluruhan pegawai PNS 

sebanyak 11.300 orang. Dengan demikan dapat diasumsikan 

sisa dari aparat yang melanggar tersebut ada sebesar 87% 

(9,831 orang) merupakan aparat PNS yang disiplin.  

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 terjadi 

peningkatan sebesar 2% sedangkan jika dibandingkan tahun 

2013 terjadi penurunan sebesar 11%. Hal ini disebabkan 

kesadaran akan disiplin jam kerja aparatur PNS menurun 
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disamping itu terbatasnya aparat pengawasan di Inspektorat 

sehingga belum dapat menjangkau keseluruh wilayah.  

Upaya pemecahan terhadap permasalahan ini adalah 

menambah personil aparat pengawasan. Selanjutnya pada akhir 

RPJMD di tahun 2015 diharapkan disiplin kerja Aparatur 

Pemerintah Desa dapat tercapai sebesar 100%. 

Indikator sasaran pada point 3 dan 4 di atas dilaksanakan melalui 

1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program 

Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pembinaan 

Disiplin Aparatur. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan 

sidak/ceking jam kerja. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur tingkat kepatuhan PNS dalam menjalankan 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

5. Pelaksanaan Tata Laksana Perangkat Daerah.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir sebesar 75%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 75% dengan kategori 

berhasil. Jumlah kegiatan di lingkup tatalaksana Perangkat 

Daerah yang telah dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bantul 

sebanyak 9 kegiatan, sedangkan jumlah seluruh kegiatan 

dilingkup tata laksana Perangkat Daerah sejumlah 12 kegiatan 

sehingga terealisir sebesar 75%. Adapun sejumlah 9 kegiatan 

yang telah terlaksana  tersebut yaitu : 

• Pelaksanaan forkompanda,  

• Pengadaan id card PNS 

• Tata naskah dinas,  

• Pengaturan hari libur,  

• Pengaturan hari kerja (monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lima hari kerja) 

• Pengaturan pakaian kerja,  
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• Penyusunan SOP. 

• Reformasi birokrasi. 

• Fasilitasi SMM. 

Sedangkan yang belum terlaksana ada 3 kegiatan antara lain: 

• Standar Pelayanan Publik (SPP),  

• Pembuatan pola koordinasi,  

• Budaya kerja 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 terjadi 

peningkatan sebesar 17% dan tahun 2012 dibandingkan tahun 

2013 tidak ada peningkatan, tetapi dari sisi pelaksanaannya 

terdapat kegiatan yang baru terlaksana pada tahun ini yaitu 

kegiatan Fasilitasi Standart Manajemen Mutu (SMM). Diharapkan 

pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi Pelaksanaan Tata 

Laksana Perangkat Daerah dapat tercapai sebesar 100%. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 11 Program dan 11 

Kegiatan antara lain : 

a. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur 

Pemerintahan dengan kegiatan Pelaksanaan Forkumpanda. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan 

pertemuan untuk membahas berbagai permasalahan di 

bidang aparatur pemerintah daerah. Kegiatan dilaksanakan 

secara bergiliran baik oleh Pemerintah DIY maupun 5 

kabupaten/kota se DIY.  

b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan 

Pengadaan swakelola kartu ID Card PNS. Bentuk kegiatan ini 

adalah dengan membuat kartu identitas pegawai di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 

c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan 

kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan (Reformasi Birokrasi). Bentuk dari kegiatan ini 
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adalah melaksanakan rapat dan sosialisasi pelaksanaan 

reformasi birokirasi di Kabupaten Bantul. 

d. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah 

dengan kegiatan Fasilitasi Penyusunan SOP. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah dengan melaksanakan monitoring dan 

evaluasi penyusunan SOP yang dilakukan oleh SKPD se 

Kabupaten Bantul 

e. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah 

dengan kegiatan Fasilitasi Pendampingan Standar 

Manajemen Mutu (SMM). Bentuk dari kegiatan ini adalah 

melaksanakan fasilitasi pendampingan Standar Manajemen 

Mutu (SMM) dari Kementrian PAN kepada beberapa SKPD. 

f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan 

kegiatan Pengaturan Tata Naskah Dinas. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah melaksanakan sosialisasi tentang 

pedoman tata naskah dinas di Kabupaten Bantul dalam 

berbagai kegiatan. 

g. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah 

dengan kegiatan Pengaturan Hari Libur. Bentuk dari kegiatan 

ini adalah menyusun edaran tentang hari libur. 

h. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah 

dengan kegiatan Pengaturan Hari Kerja. Bentuk dari kegiatan 

ini adalah menyusun edaran tentang pengaturan hari kerja. 

i. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah 

dengan kegiatan Pengaturan pakaian kerja Bentuk dari 

kegiatan ini adalah menyusun peraturan pengaturan pakaian 

kerja. 

j. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah 

dengan kegiatan Implementasi Road Map Reformasi 

Birokrasi di Kabupaten Bantul. Bentuk dari kegiatan ini adalah 
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melakukan asistensi dan evaluasi pelaksanaan reformasi 

birokrasi di Kabupaten Bantul. 

k. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah 

dengan kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perubahan. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan 

program dan kegiatan dalam rangka manajemen perubahan 

reformasi birokrasi di Kabupaten Bantul. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur pelaksanaan ketatalaksanaan organisasi 

perangkat daerah di Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.  

6. Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir sebesar 100%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah pelanggaran disiplin pegawai sebanyak 

17 kasus, tertangani sebanyak 17 kasus sehingga tercapai 100%. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator ini adalah adanya 

dukungan konseling dari Tim Assesment.  

Bentuk pelanggaran disiplin pegawai terrsebut terdiri dari kasus 

pelanggaran disiplin pegawai dengan rincian SK Hukuman berat  

sebanyak 10 kasus, SK Hukuman sedang sebanyak 7 kasus.  

Realisasi tahun 2011 jumlah pelanggaran disiplin yang tertangani 

sebanyak 19 kasus sedangkan jumlah kasus pada tahun 2012 

yang tertangani 32 kasus mengalami peningkatan signifikan yaitu 

sebanyak 13 kasus atau sebesar 68,42% dan selanjutnya jika 

dibandingkan tahun 2013 jumlah kasus yang tertangani 

mencapai sebanyak 17 kasus sehingga terjadi penurunan 

sebanyak 15 kasus atau sebesar 46,87%. Diharapkan pada akhir 

RPJMD di tahun 2015 dari kasus-kasus yang ada juga dapat 

terselesaikan 100%. 

LAKIP |  

AKUNTABILITAS KINERJA 
91 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Kabupaten Bantul Tahun 2013 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Proses Penanganan 

Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. Bentuk kegiatan ini 

adalah melakukan Pembinaan Disiplin PNS yang diatur melalui 

PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 32 

Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS serta PP Nomor 10 

Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan 

dan Perceraian PNS. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya 

untuk menertibkan PNS dan memberikan sanksi bagi yang 

melanggarnya. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

mengukur efektifitas kebijakan dalam peningkatan disiplin PNS 

7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 110%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 110% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah kelembagaan yang terbentuk di 

Kabupaten Bantul hanya sebanyak 50 SKPD, sedangkan SKPD 

yang seharusnya terbentuk berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah 

sebanyak 55 SKPD.  

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan kelembagaan 

perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan 

efisiensi (miskin struktur kaya fungsi) karena seharusnya 

dibentuk kelembagaan sebanyak 55 SKPD namun hanya 

dibentuk sebanyak 50 SKPD sehingga urusan yang ada bisa 

diampu oleh SKPD yang telah terbentuk tersebut.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melaui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dengan kegiatan 
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Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kelembagaan. Bentuk dari 

kegiatan ini dengan melakukan evaluasi kelembagaan, yaitu 

dengan studi pustaka, penyesuaian kebijakan pemerintah pusat, 

analisis hasil ABK, perumusan hasil, penyususan peraturan 

daerah tentang kelembagaan suatu organisasi pemerintah dan 

penyusunan peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi 

serta evaluasi dari pihak ketiga (pengadaan). 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini 

adalahuntuk mengukur jumlah SKPD yang telah diatur struktural 

kelembagaan dan tugas pokok fungsinya. 

8. Jumlah Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.  

Target tahun 2013 sebanyak 30 kali terealisir sebanyak 67 kali, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 223% dengan 

kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan 

indikator sasaran ini adalah pemahaman dari dinas otonom 

maupun vertikal akan pentingnya koordinasi untuk pemecahan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 terjadi penurunan 

sebanyak 2 kali sedangkan pada tahun 2012 dibandingkan tahun 

2013 terjadi peningkatan sebanyak 4 kali. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 3 

Kegiatan yaitu : 

a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

1) Rapat Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah 

(MUSPIDA) dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam 

setahun. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan rapat 

koordinasi antar anggota Muspida/Forkopinda (Forum 
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Koordinasi Pimpinan Daerah) di Kabupaten Bantul yaitu 

Bupati Bantul, Kapolres Bantul, Kejaksanaan Negeri 

Bantul, Komandan Kodim 0729 Bantul, Ketua Pengadilan 

Negeri, Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Wakil Bupati 

Bantul dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dalam 

rangka menjaga stabilitas keamanan nasional dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

2) Rakor Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. Kegiatan 

ini dalam bentuk sebagai berikut : 

 Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) 

dilaksanakan sebanyak 1 kali setahun dengan peserta 

dari Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan. 

 Rapat Koordinasi Rutin Sekretariat Daerah 

dilaksanakan sebanyak 48 kali yang dilaksanakan 

setiap hari Senin, sehingga sampai akhir tahun telah 

terlaksana sebanyak 48 kali rapat dengan peserta dari 

semua Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bantul. 

 Rapat Komprehensif yang dlaksanakan sebanyak 1 

kali, dengan peserta dari Dinas, Badan, Kantor, 

Kecamatan, Muspida, Muspika, Puskesmas, UPT 

Pendidikan dan Lurah Se Kabupaten Bantul. 

b. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah 

dengan kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspika 

dilaksanakan 4 kali dalam setahun. 

Rapat koordinasi ini dengan peserta dari Muspida, Muspika 

se Kabupaten Bantul (Camat, Kapolsek, Danramil) dan dinas 

terkait. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum/sarana 

dalam rangka menciptakan dan menjaga keamanan dan 

ketertiban di masyarakat sehingga tercipta stuasi yang 

kondusif di Kabupaten Bantul. 
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Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini 

adalah oleh karena dari Bagian Tata Pemerintahan 

mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

di bidang penyelenggaraan pemerintahan 

9. Meningkatnya Tertib Administrasi Kecamatan.  

Target tahun 2013 sebesar 90% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 111,11% dengan kategori 

sangat berhasil. Faktor penentu keberhasilan indikator sasaran 

ini adalah karena adanya peningkatan pemahaman aparatur 

terhadap pengisian-pengisian form-form register-register 

Kecamatan. Dari keseluruhan 17 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Bantul dari hasil evaluasi secara keseluruhan sudah 

tertib pengisiannya sesuai aturan yang ada.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan dengan dukungan 1 Program 

dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Bimbingan 

Tehnis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan 

pemberdayaan bagi aparat kecamatan dalam mengisi form-form 

register di Kecamatan.  

Realisasi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sudah tercapai 

100%, namun demikian kegiatan untuk mendukung indkator 

sasaran ini dari tahun ke tahun tetap berjalan, meskipun sudah 

tercapai 100%. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator 

sasaran ini untuk mengukur tingkat ketertiban administrasi 

kecamatan 

10. Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen 

Pemerintahan Desa.  

Target tahun 2013 sebanyak 75 desa terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 
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sangat berhasil. Aparatur pemerintah desa yang mengikuti 

pelatihan manajemen pemerintahan desa mulai tahun 2011 

sampai tahun 2013 terealisir 75 Desa. Selanjutnya sampai 

dengan akhir tahun RPJMD tahun 2015 diharapkan realisasi 

pelatihan manajemen pemerintah desa tercapai sebanyak 75 

Desa. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah komitmen dari Desa-Desa untuk meningkatkan 

pemahaman mengenai manajemen pemerintahan Desa yang 

diikuti sebanyak 200 orang pamong Desa dari 75 Desa di 

Kabupaten Bantul. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan 

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen 

Pemerintah Desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terdiri dari Lurah dan 

Pamong Desa khususnya pemahaman terhadap perturan 

perundang-undangan yang mengalami perubahan secara 

dinamis dan semakin kompleks, pelaksanan tugas pokok dan 

fungsi Lurah dan Pamong Desa. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran untuk 

peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparat  

pemerintah Desa 

11. Frekwensi Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden, 

Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR–RI, DPRD, Departemen, 

Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lainnya.  

Target tahun 2013 sebanyak 223 kali terealisir sebanyak 265 kali, 

maka nilai capaian ini sebesar 118,83% dengan kategori sangat 

berhasil. Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 terjadi 
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peningkatan 32 kali atau 15,76% dan tahun 2012 dibandingkan 

tahun 2013 meningkat sebanyak 30 kali atau 12,76%. Realisasi 

kunjungan tamu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 

sudah tercapai sebanyak 703 kali atau sebesar 62,82% dari 

target akhir RPJMD sebanyak 1.119 kali. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini oleh 

karena adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam 

penerimaan dan pelayanan terhadap tamu. Indikator sasaran ini 

dilaksanakan melalui 2 Program dan 2 kegiatan. Program 

tersebut yaitu : 

a. Program Pelayan administrasi Perkantoran dengan kegiatan 

Penyediaan bahan logistik kantor (pembelian cinderamata). 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dalam rangka menjalin 

hubungan yang baik dengan tamu dari luar, maka diberikan 

cinderamata.  

b. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala 

daerah/wakil kepala daerah dengan kegiatan penerimaan  

kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga 

pemerintah non departemen. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur tingkat kunjungan tamu ke Pemerintah 

Kabupaten Bantul 

2. Sasaran 2 

Meningkatnya Transparasi , Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi 
Tabel III.3 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Turunnya indikasi 
penyimpangan anggaran. 

219 
LHP 

209  
LHP 

238 
LHP 

208 
LHP 

112,6% Sangat 
Berhasil 
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No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

2 Penerapan Systim 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) pada 
SKPD yang menerapkan  

- - 25 
SKPD 

45 
SKPD 

180% - 

3 Temuan pemeriksaaan 
Eksternal yang selesai 
ditindaklanjuti. 

95% 95% 100% 100% 100% Sangat 
Berhasil 

4 Temuan pemeriksaaan 
Internal yang selesai 
ditindaklanjuti. 

95% 94,99% 100% 92% 92% Sangat 
Berhasil 

5 SKPD yang telah 
melaksanakan tata 
kearsipan  

56 
SKPD 

56 
SKPD 

56 
SKPD 

157 
SKPD 

280,35 Sangat 
Berhasil 

6 Jumlah ketersediaan 
petugas arsip pada SKPD 

70 
Orang 

70 
Orang 

70 
Orang 

80 
Orang 

114,28 Sangat 
Berhasil 

7 Siaran Taman Gabusan di 
TVRI Yogyakarta. 

100% 100% 100% 100% 100% Sangat 
Berhasil 

8 Dialog Interaktif di Radio 
baik Pemerintah maupun 
Swasta. 

100% 100% 100% 100% 100% Sangat 
Berhasil 

9 Frekuensi pelaksanaan 
public hearing baik di 
Kecamatan, Desa maupun 
Dusun. 

24 kali  28 kali 24 kali  15 kali 62,5% Cukup 
Berhasil 

10 Jumlah penyelenggaraan 
Bantul Ekspo. 

100% 100% 100% 100% 100 Sangat 
Berhasil  

11 Kesesuaian Program Kerja 
SKPD dengan RPJMD. 

100% 72,53% 95% 73,95% 81,27 Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (9 x 92,5) /11  = 75,68 
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)  = (1 X77,5)/11  =   7,05 
Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil ) = (1 x62,5)/ 11  =   5,68 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 2 (dua) sebesar  = 88,41 

 

Sasaran 2 (dua) terdiri dari 11 (sebelas) indikator sasaran, 

sebanyak 11 indikator dengan nilai capaian rata-rata sasaran 

sebesar 88,41 dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai 

capaian indikator sasaran pada sasaran 2 (dua) sesuai hasil 

pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :  

1. Turunnya Indikasi Penyimpangan Anggaran.  

Target tahun 2013 sebanyak 238 LHP terealisir 208 LHP, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 112,6% dengan 
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kategori sangat berhasil. Adapun rincian total sebanyak 208 LHP 

tersebut terdiri dari : 

• Pemeriksaan Reguler sebanyak 96 LHP 

• Pemeriksaan sewaktu-waktu sebanyak 64 LHP 

• Pemeriksaan kasus sebanyak 48 LHP 

Realisasi pada tahun 2011 mencapai 219 LHP pada tahun 2012 

terjadi penurunan sebanyak 10 LHP dan pada tahun 2012 

dibandingkan tahun 2013 terjadi penurunan sebanyak 1 LHP,  

sehingga diasumsikan/diindikasikan bahwa terjadi penurunan 

penyimpangan anggaran. Hal ini disebabkan adanya komitmen 

dari pimpinan SKPD untuk meminimalisir adanya suatu 

penyimpangan anggaran. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 7 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Sistim 

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 

KDH dengan kegiatan sebagai berikut  : 

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala. Kegiatan 

ini dalam bentuk pemeriksaan reguler 

b. Pengawasan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya. 

Kegiatan ini adalah dalam bentuk pemeriksaan kasus.  

c. Percepatan Pemberantasan KKN. Bentuk dari kegiatan ini 

adalah dengan melaksanakan sosialisai Perundang-

undangan tentang pemberantasan KKN. 

d. Review laporan Keuangan dan Kinerja Pemda. Kegiatan ini 

dalam bentuk Review LKPD  

e. Evaluasi Kinerja Instansi. Bentuk dari kegiatan ini adalah 

dalam bentuk Evaluasi LAKIP SKPD. 

f. Koordinasi Penyusunan PKPT. Bentuk dari kegiatan ini 

adalah menyusun rencana pengawasan. 

LAKIP |  

AKUNTABILITAS KINERJA 
99 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Kabupaten Bantul Tahun 2013 

g. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 

Online. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan 

penilaian  reformasi  birokrasi online. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur tingkat indikasi penyimpangan anggaran. 

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 

SKPD. 

Target tahun 2013 penerapan SPIP di 25 SKPD terealisir 

sebanyak 45 SKPD, maka nilai capaian indikator sasaran ini 

sebesar 180% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang 

mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya  

komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP. SKPD yang telah 

melaksanakan Pemetakaan Resiko dalam Pelaksanaan SPIP 

terdiri dari 45 SKPD tersebut terdiri dari 6 Bagian, 13 Dinas, 7 

Badan, 7 Kantor dan 12 Kecamatan.  

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Peningkatan Sistem 

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 

KDH dengan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan SPIP. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah dengan melaksanakan pembinaan terhadap 

penerapan SPIP di SKPD se Kabupaten Bantul. 

3. Temuan Pemeriksaaan Eksternal yang selesai ditindaklanjuti. 

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir sebesar 100%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah 

ditindaklanjuti sebanyak 44 dari jumlah seluruh temuan sebanyak 

44 temuan. Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah 

adanya dukungan anggaran yang optimal untuk kegiatan tindak 

lanjut  dan komitmen pimpinan SKPD. 
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Realisasi tahun 2011 dan 2012 hanya dapat tercapai 95%, 

mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu sebesar 100%. 

Diharapkan pada tahun 2015 di akhir tahun RPJMD realisasi 

temuan pemeriksaaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti 

diharapkan juga dapat tercapai sebesar 100%. 

4. Temuan Pemeriksaaan Internal yang selesai ditindaklanjuti.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir sebesar 92%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 92% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah 

ditindaklanjuti sebanyak 370 temuan, sedangkan jumlah seluruh 

temuan sebanyak 403 temuan. Faktor yang mendukung 

keberhasilan ini adalah adanya dukungan anggaran yang optimal  

untuk kegiatan tindak lanjut dan komitmen pimpinan.  

Realisasi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 belum dapat 

menyelesaikan jumlah temuan yang harus ditindaklanjuti sebesar 

100%. Selanjutnya pada akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi 

temuan pemeriksaaan Internal yang selesai ditindaklanjuti 

diharapkan tercapai sebesar 100%.  

Indikator sasaran pada point 3 dan 4 di atas dilaksanakan melalui 

1 Program dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program 

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan sebagai berikut : 

a. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah Tindak Lanjut temuan 

b. Pemutakhiran Data. Bentuk dari kegiatan ini adalah koordinasi 

temuan pengawasan 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran pada point 3 

dan 4 di atas adalah agar supaya hasil-hasil pemeriksaan oleh 

aparat pemeriksa internal dan eksternal dapat ditindak lanjuti 

secara tepat. 
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5. SKPD yang telah melaksanakan Tata Kearsipan.  

Target tahun 2013 sebanyak 56 SKPD terealisir 157 SKPD, maka 

nilai capaian inikator sasaran ini sebesar 280,35% dengan 

kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan 

indikator sasaran ini adalah dengan adanya pembinaan dan diklat 

bagi petugas arsiparis di Kabupaten Bantul untuk meningkatkan 

SDM sehingga dalam pengelolaan tata kearsipan sesuai dengan 

aturan yang berlaku.  

Realisasi tahun 2011 dan 2012 belum ada peningkatan masih 

sebanyak 56 SKPD tetapi pada tahun 2013 terjadi peningkatan 

yang signifikan sebanyak 101 SKPD, sehingga total sebanyak 157 

SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan 

Kecamatan, 75 Desa dan UPT Dinas Kesehatan sebanyak 27 

Puskesmas. Indikator sasaran ini didukung melalui 2 Program dan 

4 Kegiatan. Program tersebut yaitu : 

a. Program Perbaikan Sistim Administrasi Keuangan dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

1) Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan. 

Kegiatan ini dimulai tahun 2013 dengan kegiatan berupa 

kunjungan dalam rangka studi model Pembangaunan Data 

Base Informasi Kearsipan ke Arsip Nasional Republik 

Indonesia di Jakarta. Hasil dari studi model ini pada tahun 

2014 Kantor Arsip Kabupaten Bantul akan menyusun 

Grand Design Pembangunan Data Base Informasi 

Kearsipan untuk mewujudkan Jaringan Informasi 

Kearsipan Daerah Kabupaten Bantul.  

2) Kajian Sistim Administrasi Kearsipan.  

Kegiatan ini adalah penyusunan manual kearsipan berupa 

draf/rancangan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi 

Arsip (JRA) Fasilitatif Non Keuangan dan Non 
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Kepegawaian, draft/rancangan Peraturan Bupati tentang 

Pengelolaan Arsip Dinamis dan draft/rancangan Keputusan 

Kepala Kantor Arsip tentang Penyusunan Pedoman Tata 

Kearsipan Sekolah. 

b. Program Perbaikan Sistim Administrasi Keuangan dengan 2  

kegiatan sebagai berikut : 

1) Pendataan dan Penataan dokumen/arsip daerah. 

Saat ini proses pengolahan sampai dengan tahap manuver 

berkas untuk dikelompokkan berdasarkan masalah yang 

sama menjadi satu berkas definitif. Berkas arsip yang 

dikelola sebanyak 51.375 berkas.  

2) Akuisi dan pengelolaan arsip. 

Kegiatan Akuisisi dan Pengelolaan Arsip untuk tahun 2013 

ini adalah akuisisi arsip gempa 2006, kegiatan telah 

dilaksanakan dengan mengakhuisisi arsip gempa 2006 di 

75 Desa. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk 

mengukur kemampuan dalam tata kearsipan. 

6. Jumlah Ketersediaan Petugas Arsip pada SKPD.  

Target tahun 2013 sebanyak 70 orang terealisir 80 orang, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 114,28% dengan 

kategori sangat berhasil. Jumlah ketersediaan arsip petugas arsip 

pada SKPD tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 belum ada 

peningkatan masih sebanyak 70 orang, tetapi pada tahun 2013 

terjadi peningkatan sebanyak 10 orang. Hal ini disebabkan 

adanya peningkatan kesadaran dari petugas arsiparis terhadap 

pentingnya dokumen di tingkat SKPD di Kabupaten Bantul. 

Indikator sasaran ini didukung melalui 2 Program dan 7 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu : 
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a. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi arsip 

daerah dengan kegiatan sebagai berikut : 

1) Penyusunan naskah sumber arsip.  

Kegiatan ini berupa penelusuran arsip Kepemimpinan 

Bantul dari masa ke masa. Dari hasil penelusuran arsip baru 

dapat disusun  sebanyak 5 orang Bupati dan mantan Bupati 

dari 27 Bupati yang memerintah dan menjabat di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 

2) Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan di lingkungan 

pemerintah. Kegiatan ini berupa monitoring kearsipan 

dengan sasaran 8 SKPD/Kecamatan dan 30 Desa.  

3) Penyediaan sarana layanan informasi. Kegiatan ini berupa 

pameran kearsipan yang dilaksanakan bersamaan dengan 

agenda tahun Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Bantul 

Ekspo. 

4) Seleksi arsiparis berprestasi. Seleksi terhadap 19 Arsiparis 

yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul. Dari hasil seleksi 

terpilih 3 (tiga) personil yang terpilih dan maju ke tingkat 

propinsi DIY. 

5) Apresiasi kearsipan di lingkungan instansi pemerintah. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengubah mind set kepala 

SKPD/Camat/Lurah mengenai arti pentingnya arsip 

sehingga memahami pelaksanaan dan pengelolaan arsip di 

SKPD menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD. 

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

1) Bimtek Implementasi Perundang-undangan. Bimbingan 

Teknis kearsipan ini dapat terlatih sebanyak 75 orang 

petugas arsip desa. 

2) Pembinaan, pengembangan dan PAK Jabatan Fungsional 

Arsiparis. Kegiatan ini melakukan Penilaian Angka Kredit 
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Jabatan Fungsional Arsiparis bagi pejabat fungsional 

arsiparis di Kabupaten Bantul sejumlah 19 orang 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk 

mengukur kemampuan SKPD dalam mengelola arsip. 

7. Siaran Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil, target siaran sebanyak 50 kali terealisir 50 kali. 

Siaran Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta mulai tahun 2011 

sampai dengan tahun 2013 dapat tercapai 100%. Hal ini 

disebabkan adanya Komitmen dan koordinasi yang baik antara 

Pemkab Bantul dan TVRI Yogyakarta. Pada perencanaan akhir 

RPJMD tahun 2015 juga diharapkan tercapai sebesar 100% 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Kerjasama Informasi dan Media 

Massa dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi 

Pembangunan Daerah. Bentuk kegiatan ini adalah dengan 

melaksanakan Siaran Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta yang 

ditayangkan setiap hari Selasa sore mulai pukul 16.00-17.00 WIB, 

dengan tema yg berbeda setiap kali tayang.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk 

menyebarluasan informasi pemerintahan, pembangunan dan 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul. 

8. Dialog Interaktif di Radio, baik Pemerintah maupun Swasta. 

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Frekuensi pelaksanaan siaran di radio 

pemerintah dan radio swasta target sebanyak 60 kali dalam 

setahun terealisir 60 kali. Adapun realisasi sebanyak 60 kali 

tersebut sebagai berikut : 
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 Radio Persatuan Bantul dengan tema "Silaturahmi Bupati." 

Acara disiarkan setiap hari Sabtu jam 06.00 WIB terlaksana 

sebanyak 12 kali.  

 RRI Stasiun Yogyakarta dengan tema "Bupati Menyapa." 

Acara disiarkan setiap hari Selasa jam 07.00 WIB terlaksana 

sebanyak 24 kali. 

 Bantul FM dengan tema "Gerbang Projo Tamansari”  

terlaksana sebanyak 24 kali. 

Realisasi mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat 

tercapai sebesar 100%, dan diharapkan pada perencanaan akhir 

RPJMD tahun 2015 juga tercapai sebesar 100%. Faktor yang 

mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah koordinasi 

yang baik antara Pemkab Bantul dengan radio yang terlibat serta 

materi dialog yang cukup bagus. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kerjasama Informasi 

dan Media Massa dengan kegiatan Kerjasama informasi dan 

media massa. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk 

menyebarluasan Informasi pemerintahan, pembangunan dan 

kebijakan Pemda. 

9. Frekuensi Pelaksanaan Public Hearing baik di Kecamatan, Desa 

maupun Dusun.  

Target tahun 2013 sebanyak 24 kali terealisir 15 kali, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 62,5% dengan kategori 

cukup berhasil. Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 

terdapat peningkatan sebanyak 4 kali sedangkan pada tahun 

2012 dibandingkan tahun 2013 terjadi penurunan sebanyak 4 kali.  

Pelaksanaan Public Hearing baik di Kecamatan, Desa maupun 

Dusun mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sudah 
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terlaksana sebanyak 67 kali atau sebesar 55,83% dari target 

sampai akhir RPJMD  sebanyak 120 kali. 

Indikator sasaran dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat dengan kegiatan Hearing/dialog dan 

koordinasi dengan Pejabat Pemda dan tokoh masyarakat/agama.  

Bentuk dari kegiatan ini antara lain: 

• Melakukan peninjauan lapangan/koordinasi dengan tokoh 

masyarakat dalam rangka untuk menyerap aspirasi untuk 

dijadikan bahan kajian sebagai penentu arah kebijakan . 

• Melakukan mediasi dan fasilitasi terkait dengan 

permasalahan/gejolak antara masyarakat dengan 

pemerintah maupun dengan pihak lain untuk mencari 

solusi/pemecahan yang terbaik bagi kedua balah pihak yang 

bersengketa.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

dengan terlaksananya Public Hearing akan semakin banyak 

masukan permasalahan yang ada di masyarakat dan 

penanganannya/solusinya akan lebih efektif dan bermakna. 

Realisasi publik hearing sebanyak 15 kali tersebut sebagai 

berikut: 

Tabel III.4 
Realisasi Public Hearing Tahun 2013 

No  Hari,Tanggal Kegiatan Ket 
1 Jumat, 11 

Januari 2013 
Audensi terkait dengan proses 
legislasi Perda Kabupaten Bantul 
tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

 

2 Rabu, 9 
Januari 2013 

Audensi bersama dengan Komunitas 
Seni Kabupaten Bantul 

 

3 Kamis,31 
Januari 2013 

Audensi terkait dengan Fasilitas 
Umum dan Fasilitas Sosial Perumnas 
Guwosari Pajangan,Bantul 

Komisi 
C 

4 Kamis, 31 
Januari 2013 

Audensi terkait dengan pembahasan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)  

Komisi 
B 

5 Kamis, 28 
Maret 2013 

Audensi terkait dengan limbah ternak 
ayam dengan warga masyarakat 

Komisi 
C 
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No  Hari,Tanggal Kegiatan Ket 
Pedukuhan Ngaglik, Patalan, Jetis, 
Bantul 

6 Kamis, 28 
Maret 2013 

Audensi bersama warga masyarakat 
pendukuhan Cepoko, terkait dengan 
permasalahan Dukuh Cepoko, 
Trirenggo, Bantul 

Komisi 
A 

7 Selasa, 23 
April 2013 

Audensi terkait dengan proses 
terbentuknya perda bersama dengan 
siswa SD Bantul I  

 

8 Selasa, 14 
Mei 2013 

Audensi untuk kependudukan dan 
pembangunan bersama dengan 
Ketua Koalisi Indonesia untuk 
kependudukan dan pembangunan 
DIY 

 

9 Selasa ,14 
Mei 2013 

Audensi terkait dengan kunjungan 
lapangan mahasiswa program study 
Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) 
UMY 

 

10 Senin, 20 Mei 
2013 

Audensi terkait dengan 
menyelamatkan keluarga miskin 
dengan islam bersama ketua 
Muslimat Hisbuttahir Indonesia DPD II 
Kabupaten Bantul 

 

11 Selasa, 25 
Juni 2013 

Audensi terkait dengan program 
pemberdayaan perempuan bersama 
dengan Yayasan Teratai Putih 
Yogyakarta 

Komisi 
D 

12 Jumat, 28 
Juni 2013 

Audensi terkait dengan implementasi 
produk legislasi DPRD kab. Bantul di 
Bidang Pendidikan bersama 
Paguyuban Sekolah Negeri (PKSNB) 

Komisi 
D 

13 Senin, 22 Juli 
2013 

Audensi terkait perlindungan hukum 
dan dengar pendapat crew mobil 
tangki yang bekerja di wilayah 
terminal BBM Rewulu, Sedayu, Bantul 

 

14 Senin, 19 
Agustus 2013 

Audensi bersama dengan Ketua 
Forum Pedagang kaki lima terkait 
keberadaan pedangan kaki lima di 
Bantul 

 

15 Selasa, 10 
September 
2013 

Audensi terkait dengan pemanfaatan 
lahan bekas SD Inpres untuk 
Budidaya ayam buras bersama 
dengan klp.Makmur Rejeki 
Jambidan,Banguntapan. 

 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2014 
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11. Jumlah Penyelenggaraan Bantul Ekspo.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Penyelenggaraan Bantul Ekspo target 1 kali 

dilaksanakan dalam 1 tahun, sehingga realisasi dari tahun 2011 

sampai 2013 sebesar 100%. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya koordinasi yang baik antara panitia dan pihak 

yang terlibat dan dukungan media massa. 

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Kerjasama Informasi dan Media 

Massa dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi 

Pembangunan Daerah. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan 

melaksanakan Bantul Ekspo merupakan agenda rutin Pemkab 

Bantul yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Kegiatan ini 

telah terbukti mampu menjadi ajang hiburan masyarakat dan juga 

media pemasaran hasil produksi masyarakat  Bantul. 

12. Kesesuaian Program Kerja SKPD dengan RPJMD.  

Target tahun 2013 sebesar 95% terealisir 73,95%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 77,84%, dengan kategori 

berhasil. Program kerja SKPD yang sesuai dengan RPJMD 

sebanyak 169 program, sedangkan jumlah program kerja dalam 

RPJMD sebanyak 233 program.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran adalah 

konsistensi SKPD dalam perencanaan program kegiatan 

mengacu pada RPJMD. Selanjutnya pada akhir perencanaan 

RPJMD tahun 2015 diharapkan realisasi dapat tercapai 100 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan 
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pembangunan daerah dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur keseuaian program kerja yang telah tetapkan 

dalam RPJMD. 

3. Sasaran 3 

Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan 
Kekayaan Daerah 

Tabel III.5 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Prosentase kenaikan pajak 
dan retribusi daerah’ 

62,57% 36,88% 5,00% 52,55% 1.051 Sangat 
Berhasil  

2 Rasio PAD terhadap 
Penerimaan APBD. 

10,92% 12,45% 10,97% 14,87% 135 Sangat 
Berhasil 

3 Rasio PAD terhadap 
pengeluaran APBD. 

11,19% 12,99% 10,58% 16,29% 153,97 Sangat 
Berhasil 

4 Jumlah Peraturan tentang 
Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah. 

10 
Perturan  

25 
Perturan 

3 
Perturan 

17 
Perturan 

567 Sangat 
Berhasil 

5 Jumlah Perda tentang 
APBD yang ditetapkan 
dalam 1 tahun. 

3 perda 3 Perda 3 perda 3 perda 100 
 

Sangat 
Berhasil 
 

6 Jumlah Peraturan Bupati 
tentang APBD yang 
ditetapkan dalam 1 tahun. 

3 
Perbub 

3 
Perbub 

3 
perbub 

3 
perbub 

100 Sangat 
Berhasil 
 

7 Rasio pertumbuhan Belanja 
Modal. 

-3,11 17,33 1,37 32,21 2.351 Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)             = (7x92.5)/7    = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 3 sebesar  = 92,5 

Pada sasaran 3 (tiga) terdiri dari 7 (tujuh) indikator sasaran 

dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori 

sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada 

sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  
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1. Prosentase Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah.  

Target tahun 2013 sebesar 5,00% terealisir sebesar 52,55%, 

maka nilai capain indikator sasaran ini sebesar 1.051% dengan 

kategori sangat berhasil. Pendapatan Pajak dan Retribusi 

Daerah pada tahun 2013 mencapai Rp.110.391.882.186,20, 

Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2012 

sebanyak Rp.72.363.450.982,50, Pendapatan Pajak dan 

Retribusi Daerah pada tahun 2012 sebanyak 

Rp.72.363.450.982,50. 

Realisasi tahun 2011 dibanding dengan tahun 2012 terjadi 

penurunan sebesar 25,69%, sedangkan pada tahun 2012 

dibanding dengan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 

47,55%. Selanjutnya di akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan 

peningkatan Pajak dan Retribusi daerah dapat tercapai sebesar 

6,58%. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur intensifikasi dan ektensisifikasi peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi 

daerah 

2. Rasio PAD terhadap Total Penerimaaan APBD.  

Target tahun 2013 sebesar 10,97% terealisir sebesar 14,87%, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 135% dengan 

kategori sangat berhasil. Jumlah PAD pada tahun 2013 mencapai 

sebesar Rp.226.400.771.218,16, Penerimanaan Daerah pada 

tahun 2013 yang mencapai sebesar Rp.1.522.505.602.689,16. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 terjadi 

peningkatan sebesar 1,53% sedangkan tahun 2012 

dibandingkan tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 2,42%. 

Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 Rasio PAD 

terhadap total penerimaaan APBD diharapkan mencapai sebesar 

13,49%. 
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Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur intensitas, efektifitas dan trasparansi, 

pemungutan sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah. 

3. Rasio PAD terhadap Total Pengeluaran APBD.  

Target tahun 2013 mentargetkan sebesar 10,58%, terealisir 

16,29%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

153,97% dengan kategori sangat berhasil.  

Jumlah PAD pada tahun 2013 mencapai sebesar 

Rp226.400.771.218,16, jumlah total pengeluaran daerah sebesar 

Rp.1.389.922.084.514,92. Realisasi tahun 2011 dibandingkan 

tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 1,8%, sedangkan tahun 

2012 dibandingkan tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 

3,3%. Pada akhir RPJMD tahun 2015 Rasio PAD terhadap total 

pengeluaran APBD diharapkan mencapai sebesar 13,02%. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur kemampuan pemerintah kabupaten dalam 

menyelenggarakan desentralisasi dengan melihat tingkat 

konstribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan 

daerah.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada 

point 1, 2 dan 3 di atas antara lain : 

• Adanya proses berkelanjutan dalam penataan peraturan 

perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah. 

• Adanya sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-

undangan pajak daerah dan retribusi daerah 

• Adanya proses berkelanjutan intensifikasi dan ekstensifikasi 

sumber-sumber pendapatan daerah. 

Indikator sasaran pada point 1, 2 dan 3 di atas dilaksanakan 

melalui 1 Program dan 15 Kegiatan. Program tersebut yaitu 

Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 

dengan kegiatan : 
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a. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan 

pemanfaatan uang daerah yang sementara belum digunakan 

diinvestasikan jangka pendek dalam bentuk deposito di bank-

bank. Target pendapatan bunga deposito dari kegiatan 

Manajemen Investasi Daerah sebesar Rp.7.000.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp.12.504.424.987,21 atau 178,63%. 

Terlaksananya kegiatan Manajemen Investasi Daerah 

membutuhkan dukungan dana sebesar Rp.71.772.125,00 

dibiayai dari APBD Kabupaten Bantul.   

b. Pengelolaan Dana Perimbangan. 

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen 

pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang 

memberi kontribusi paling besar terhadap pendapatan 

daerah. Melalui kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan 

telah memperlancar penyaluran dana perimbangan dari 

pemerintah pusat dan pemerintah propinsi ke Kas Daerah 

dengan telah ditransfer dana perimbangan sebesar 

Rp.1.296.104.831.471,00 dari target sebesar 

Rp.1.298.458.255.877,60 atau 100,90% sebagai berikut : 

• Pemerintah Pusat sebesar Rp.938.492.077.341,00 dari 

target sebesar Rp.938.968.131.005,00 atau 99,95% ; dan  

• Pemerintah Propinsi sebesar Rp.357.612.754.130,00 dari 

target sebesar Rp.359.490.124.872,60 atau 99,48%. 

c. Operasional Pajak daerah . 

Terdapat 11 (sebelas) pajak daerah yang dikelola dengan 

target pendapatan sebesar Rp.64.487.000.000,00 terealisasi 

sebesar Rp.83.252.017.500,20 atau 129,07%. Terealisasinya 

pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah 

telah memberi kontribusi yang cukup besar terhadap realisasi 

pendapatan asli daerah yaitu sebesar  36,76%.  
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d. Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21). 

Pajak penghasilan orang pribadi pasal 21 yang disumbangkan 

oleh wajib pajak mempunyai peran dalam APBD Kabupaten 

Bantul. Bentuk peran tersebut yaitu semakin besar dan tertib 

wajib pajak PPh OP (PPh Pasal 21) dalam menyetor dan 

melaporkan pajak atas penghasilan yang telah diterima 

memiliki dampak secara langsung atas jumlah pendapatan 

daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak 

Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Negeri. Kegiatan yang telah dilaksanakan 

antara lain dengan melaksanakan sosialisasi pajak 

penghasilan orang pribadi pasal 21 dan pasal 25 dengan 

narasumber dari Kantor Pajak Pratama Kabupaten Bantul.  

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerima Dana Bagi 

Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 

sebesar Rp.15.915.949.920,00. 

e. Pengendalian PAD. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan koordinasi melibatkan 16 

(enambelas) SKPD penghasil dalam bentuk rekonsiliasi dan 

evaluasi atas realisasi pendapatan asli daerah. Kegiatan ini 

juga telah melaksanakan pelatihan pemeriksaan pajak daerah 

dengan peserta seluruh staf bidang Penagihan, bidang 

Pendaftaran dan Penetapan dan 17 Koordinator Pendapatan 

Kecamatan (KPK).  

Output (keluaran) dari kegiatan ini target pendapatan asli 

daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2013 sebesar 

Rp.205.407.209.787,07 terealisasi sebesar 

Rp.226.400.771.218,16 atau 110,22%.  
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f. Pemberantasan Cukai Ilegal/Sosialisasi di Bidang Cukai dan 

Pemberantasan Cukai Ilegal 

Bentuk kegiatan ini telah melaksanakan pemantauan 

peredaran cukai illegal di pasar-pasar tradisional dengan 

sasaran penjual rokok produksi lokal serta tidak diditemukan 

penjual rokok yang menjual rokok bercukai illegal. Selain itu 

kegiatan ini juga telah mengadakan Sosialisasi Ketentuan 

Bidang Cukai bertempat di desa Wonolelo dengan peserta 

kelompok tani tembakau.  

Melalui kegiatan ini penerimaan daerah yang bersumber dari 

Dana Bagi Hasil dari Cukai Tembakau terealisasi sebesar 

Rp.4.480.604.673,00 dari target sebesar 

Rp.4.068.386.363,00 atau terealisasi 110,13%. 

g. Optimalisasi pendapatan daerah. 

Kegiatan ini telah melaksanakan rapat koordinasi dengan 

melibatkan semua SKPD penghasil dalam upaya mencapai 

terealisasinya target pendapatan asli daerah yang diampu 

oleh masing-masing SKPD penghasil, mengevaluasi atas 

kinerja pendapatan asli daerah dan melaksanakan 

rekonsiliasi atas data pendapatan asli daerah dari masing-

masing SKPD penghasil dengan data pendapatan asli daerah 

yang dihimpun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. 

Sebagai output dari kegiatan Optimalisasi Pendapatan 

Daerah adalah mendukung tercapainya pendapatan asli 

daerah sebesar Rp.226.400.771.218,16 dari target sebesar 

Rp.205.407.209.787,07 atau terealisasi sebesar 110,22%.  

h. Pelayanan Pajak Daerah.  

Terwujudnya kepuasan wajib pajak telah dilaksanakan 

melalui pelayanan kepada wajib pajak daerah sesuai dengan 

Standard Operating Procedure (SOP); telah dilaksanakan 
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sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak tentang 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah; tersedianya ruangan pelayanan pajak 

daerah yang nyaman antara lain dengan dilengkapi dengan 

pervorator karcis serta tersedianya SIM pendapatan yang 

terintegrasi sampai proses pelaporan; memberikan piagam 

pengukuhan wajib pajak dan piagam yang berisi 

pengumuman tarif pajak restoran kepada pengelola hotel dan 

restoran di wilayah Kabupaten Bantul; serta menyediakan 

berbagai blangko antara lain blangko permohonan pajak 

daerah, surat setoran pajak daerah, blangko validasi SSPD 

BPHTB.  

Selama tahun 2013 kegiatan pelayanan pajak daerah telah 

memberi pelayanan kepada wajib pajak sebanyak 20.782 

wajib pajak, terdiri sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel III.6 
Pelayanan Wajib Pajak 

No. Uraian Jumlah Wajib 
Pajak 

1. Pajak Reklame 1.149 
2. Pajak Mineral bukan Logam 310 
3. Pajak Air Bawah Tanah 84 
4. Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 10.314 

Jumlah 20.782 

Sumber :  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah, 2014 

i. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Mulai 

tanggal 1 Januari 2013 Pemerintah Kabupaten Bantul telah 
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melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB P2 yang 

mempunyai arti bahwa mulai tanggal 1 Januari 2013 Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

melaksanakan semua kegiatan dari proses pendataan, 

penagihan dan pelayanan PBB P2. 

j. Pendataan dan penetapan wajib pajak. 

Terlaksananya pendataan wajib pajak antara lain wajib pajak 

air tanah (cucian mobil), wajib pajak hotel, wajib pajak 

restorant, wajib pajak hiburan, wajib pajak reklame, wajib 

pajak mineral bukan logam, wajib pajak BPHTB, wajib pajak 

PBB. Melalui kegiatan ini dapat diketahui jumlah wajib wajak 

sebanyak 13.348 wajib pajak dari 10 (sepuluh) jenis pajak 

daerah. 

k. Pengelolaan arsip wajib pajak. 

Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan pengelolaan arsip 

wajib pajak yang baik dengan menggunakan aplikasi 

sehingga berkas wajib pajak daerah terdata dan tertata 

dengan tertib. Terdata dan tertatanya berkas wajib pajak 

daerah khususnya wajib pajak PBB P2 sebanyak 10.314 dan 

BPHTB sebanyak 8.925 dengan baik. 

l. Pengembangan SIMPATDA. 

Kegiatan ini telah mengembangkan pengelolaan pendapatan 

daerah dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi 

Manajemen Pendapatan (SIMPATDA) yang merupakan 

sistem informasi yang dapat membantu mengolah informasi 

dasar Pendapatan Asli Daerah menjadi alat untuk 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemungutan 

PAD, terutama dalam hal komunikasi SIMPATDA merupakan 

alat yang dapat  mempermudah komunikasi antara sub-sub 

bagian dalam mengelola pendapatan daerah.  
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m. Pengelolaan aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi. 

Terdapat korelasi antara pengelolaan PBB P2 dan BPHTB, 

dimana BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas 

perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikarenakan 

adanya peristiwa hukum misalnya pemindahan hak karena 

jual beli, tukar menukar, hibah. Sedang PBB merupakan pajak 

yang dipungut atas tanah dan bangunan yang dimilki dikuasai 

dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan. Kegiatan ini 

telah mengadakan software/aplikasi program penerapan 

pengelolaan BPHTB dan PBB yang terintegrasi. 

n. Penilaian Bangunan khusus. 

Telah dilakukan pendataan atas menara telekomunikasi yang 

tersebar di 17 kecamatan di wilayah Bantul sebanyak 45 

menara untuk dilakukan identifikasi guna dilaksanakan 

penilaian individu menara telekomunikasi berupa 45 

dokumen. Hasil penilaian menara telekomunikasi tersebut 

akan dituangkan dalam Sistem Manajemen Informasi Obyek 

Pajak (Sismiop), sehingga pada tahun berikutnya semua 

menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Bantul 

memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Hal ini merupakan 

potensi pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul 

khususnya pendapatan yang bersumber dari Pajak PBB dan 

sebagai dasar untuk menentukan tarif retribusi jasa umum 

yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 

4. Jumlah Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah.  

Target tahun 2013 sebanyak 3 peraturan terealisir sebanyak 18 

peraturan, maka nilai capaian ini sebesar 600% dengan kategori 

sangat berhasil.  
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Realisasi tahun 2011 sebanyak 10 peraturan dibandingkan tahun 

2012 sebanyak 25 peraturan meningkat sebanyak 15 peraturan 

pada taun 2012, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 

2013 menurun sebanyak 7 peraturan. Pada akhir RPJMD tahun 

2015 diarapkan dapat terealisir sebanyak 3 peraturan.  

Adapun realisasi sebanyak 18 Peraturan tentang Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah yaitu : 

a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 

2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Bantul. 

b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 

tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana 

Bergulir. 

c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2013 tentang 

Mekanisme Pencairan dan Pengembalian Dana Bergulir bagi 

Pedagang Pasar Tradisional. 

d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang 

Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2014. 

e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Pertauran Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 

2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 

2013. 

f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang 

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran. 

g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 
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Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah. 

h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.2 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 

Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial. 

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang 

Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Bantul. 

j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang 

Perporasi. 

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. 

l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan. 

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2013 Perubahan 

atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan. 

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pengenaan Pajak Reklame yang Telah Berakhir Jangka 

Waktu Penyelenggaraan Reklame. 

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. 
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p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2013 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Pajak. 

q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bantul; dan 

r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Bantul. 

Keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 3 

Program dan 7 Kegiatan. Program tersebut yaitu : 

a. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

1) Penyusunan Standar Satuan Harga . 

Salah satu pedoman SKPD dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Bantul Tahun Anggaran 2014 secara tertib administrasi 

yaitu perlu adanya Peraturan Bupati Bantul tentang 

Standarisasi Harga Barang dan Jasa. Kegiatan ini telah 

menyusun 2 (dua) rancangan peraturan bupati dan telah 

ditetapkan menjadi peraturan bupati yaitu sebagai berikut: 

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 

Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan 

Jasa Tahun 2013;  

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang 

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 

2014. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 

telah digandakan dalam bentuk buku sebanyak 150 

buku dan didistribusikan seluruh SKPD sebagai 
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pedoman melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun 

2014. 

2) Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

Kegiatan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah 

sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap 

pengelolaan dana bergulir. Sebagai tindak lanjut atas 

temuan tersebut telah tersusun 3 (tiga) peraturan Bupati 

Bantul yaitu sebagai berikut : 

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 73 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Bantul;  

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 

tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Dana Bergulir;dan  

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2013 

tentang Mekanisme Pencairan dan Pengembalian 

Dana Bergulir bagi Pedagang Pasar Tradisional 

3) Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan 

APBD.  

Kegiatan ini menyusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 

Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman 

Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 

2014 yang mengatur dan menjadi acuan seluruh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan 

berbagai kegiatan seperti yang tercantum dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun Anggaran 2014. 
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4) Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKAD. 

Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD telah 

menfasilitasi penyaluran belanja tidak langsung yang 

dianggarkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD) kepada penerima sesuai dengan aturan yang 

berlaku dan menfasilitasi penyaluran pengeluaran 

pembiyaan daerah yang dianggarkan pada pengeluaran 

pembiayaan daerah PPKD berdasarkan aturan yang 

berlaku. 

b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

1) Regulasi Peraturan Retribusi Daerah.  

Kegiatan ini dalam bentuk peninjauan kembali atas 

peraturan perundang-undangan (Perda/Perbup) tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut : 

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2013 

tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai 

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul; 

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2013 

tentang Perporasi; 

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 14 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan 

Reklame; 

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Hiburan; 

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2013 

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 
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Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;  

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2013 

tentang Pengenaan Pajak Reklame yang Telah 

Berakhir Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame; 

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;  

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2013 

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak 

2) Regulasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah.  

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan telah disusun dan 

ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 73 Tahun 2013 sebagai pengganti 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2007. 

c. Program Pengelolaan Barang Daerah dengan kegiatan 

Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan menyusun Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bantul. 

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : 

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD. Bentuk kegiatan ini adalah menyusun Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor  16 Tahun 2013 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun Anggaran 2014. 
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2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Perubahan APBD. Bentuk kegiatan ini adalah 

penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

12 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2013. 

3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD. Bentuk 

kegiatan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan 

daerah dan aset daerah. 

5. Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.  

Target tahun 2013 sebanyak 3 Perda terealisir 3 Perda, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sampai tahun 2013 

sebanyak 3 Perda sertiap tahunnya.  

Adapun realisasi sebanyak 3 Perda  pada tahun 2013 sebagai 

berikut: 

 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  16 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.  

 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.  

 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2013 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2012. 

Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program 

dan 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 
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dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai 

berikut :  

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD .  

Kegiatan ini telah menyusunan rancangan peraturan daerah 

tentang APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2014 

dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan 

telah ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor  16 Tahun 2013 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun Anggaran 2014. 

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan disusun dan 

ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur ketepatan waktu dalam penetapan APBD. 

6. Jumlah Peraturan Bupati tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 

tahun.  

Target tahun 2013 mentargetkan sebanyak 3 Peraturan Bupati 

terealisir sebanyak 3 Peraturan Bupati, maka nilai capaian 

indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat 

berhasil. Realisasi tahun 2011 sampai 2013 Jumlah Peraturan 

Bupati tentang APBD yang ditetapkan juga terealisir sebanyak 3 

Peraturan Bupati.  

Realisasi Peraturan Bupati pada tahun 2013 sebagai berikut : 

 Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014. 
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 Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. 

 Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2012. 

Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program 

dan 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran 

APBD. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan disusun dan 

ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati menjadi 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. TA. 2014, yaitu 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014.  

b. Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan 

APBD.  

Bentuk kegiatan ini dengan menyusun Rancangan Peraturan 

Bupati menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran 

perubahan APBD TA. 2013, yaitu Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2013. 

c. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah menyusun Draft Peraturan 

Bupati dan ditetapkannya dokumen tersebut menjadi 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD TA. 2012 yaitu Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran 
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Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 

2012. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur ketepatan waktu dalam penetapan APBD. 

7. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal.  

Target tahun 2013 sebesar 11,37 terealisir 32,21%, maka  nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 2.351% dengan kategori 

sangat  berhasil. Jumlah belanja modal pada tahun 2013 sebesar 

Rp.185.236.265.847,00, jumlah belanja modal tahun 2012 

sebesar Rp. 140.106.752.810,00. Realisasi tahun 2011 

dibandingkan tahun 2012 meningkat sebesar 14,33% sedangkan 

tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 mengalami peningkatan 

sebesar 14,88%.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah :  

• Adanya proses berkelanjutan dalam penataan peraturan 

perundang-undangan  pajak daerah dan retribusi daerah; 

• Adanya sosialisasi ketentuan dan peraturan per Uuan pajak 

daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak dan wajib 

retribusi; 

• Adanya proses berkelanjutan dalam intensifikasi dan 

ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah. 
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengetahui jumlah belanja modal yang diadakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bantul.  
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4. Sasaran 4 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. 
Tabel III.7 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Terwujudnya tertib 
administrasi ketatausahaan, 
persuratan dan kearsipan. 

100% 100,2% 100% 91,8% 91,8% Sangat 
Berhasil 
 

2 Penyusunan Indeks 
Kepuasan Masyarakat.  

3,06% 73,19% 74,00% 73,86%, 99,81% Sangat 
Berhasil 

3 Peningkatan kualitas 
Pelayanan Publik melaluI 
Penanganan Pengaduan 
Masyarakat.  

15% 18,18% 26% 20% 76,92% Berhasil 
 

4 SKPD yang menerapkan 
Standart Pelayanan Minimal 
(SPM). 

100% 100% 100% 100% 100% Sangat 
Berhasil 
 

5 Cakupan penerbitan KTP ber 
NIK. 

90% 90% 100% 98,95%, 98,95%, Sangat 
Berhasil 

6 Cakupan penerbitan Akta 0 – 
1 tahun   

91,38% 91,62% 100% 91,50% 91,50%, Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (5x92,5)/6  = 77,08 
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)   = (1x77,5) /6 = 12,92 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 4 sebesar  = 90 

Pada sasaran 4 (empat) terdiri dari 6 (enam) indikator sasaran 

dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 90 dengan kategori 

Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada 

sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :  

1. Terwujudnya Tertib Administrasi Ketatausahaan, Persuratan dan 

Kearsipan.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 91,8%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 91,8% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah surat masuk dan keluar yang terkendali 

sebanyak 16.790 buah, sedangkan rencana jumlah surat masuk 

dan keluar sebanyak 18.290.  

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini 

adalah kemampuan SDM meningkat, sarana dan prasarana 
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memadahi serta meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan 

SKPD. Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 terjadi 

kenaikan sebesar 2% dan jika dibandingkan tahun 2013 terjadi 

penurunan sebesar 8,4%. Selanjutnya di akhir tahun RPJMD 

tahun 2015 realisasi tertib administrasi ketatausahaan, 

persuratan dan kearsipan diharapkan dapat tercapai sebesar 

100%. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan jasa 

surat menyurat.  

Bentuk dari kegiatan ini antara lain : 

a. Menerima, mencatat, mengendalikan dan menyampaikan 

surat masuk ke tujuan sesuai disposisi pimpinan dan 

menyampaiakan ke tujuan sesuai disposisi.  

b. Memberikan nomor surat keluar. 

c. Menyampaikan surat-surat masuk dari Pos/Caraka ke alamat 

tujuan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.  

d. Melayani konfirmasi/penelusuran surat/penemuan kembali 

surat.   

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur tingkat ketertiban administrasi ketatausahaan 

dan kearsipan.   

2. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).  

Target tahun 2013 sebesar 74,00% terealisir sebesar 73,86%, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 99,81% dengan 

kategori sangat berhasil. 

Realisasi pada tahun 2012 mencapai 73,19 %, sedangkan tahun 

2013 sebesar 73,86% sehingga terjadi peningkatan 0,67%. Hal 
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ini disebabkan adanya komitmen dari pemerintah daerah dan 

dukungan anggaran yang memadahi. Selanjutnya di akhir tahun 

RPJMD tahun 2015 realisasi penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) diharapkan dapat tercapai sebesar 74%. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dengan kegiatan 

Penyusunan IKM di Unit Pelayanan. Bentuk dari kegiatan ini 

adalah melaksanakan analisis dengan berbasis data quisioner 

dengan sampel beberapa Unit Pelayanan Publik (UPP).  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP) 

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penanganan 

Pengaduan Masyarakat.  

Target tahun 2013 sebesar 26% terealisir 20,%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 76,92% dengan kategori  

berhasil. Jumlah UPP yang sudah dilakukan penyusunan Indek 

Pengaduan Masyarakat (IPM) sebanyak 11 UPP, sedangkan 

jumlah keseluruhan UPP sebanyak 55 sehingga terealisir 

sebesar 20%. 11 Unit Pelayanan Publik (UPP) tersebut terdiri dari 

1 Dinas, 1 Kantor, 7 Kecamatan dan 2 Puskesmas. Sedangkan 

Unit Pelayanan Publik (UPP) sebanyak 55 terdiri dari 27 

Puskesmas, 17 Kecamatan dan 11 Dinas/LTD. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebesar 3,18%, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

meningkat sebesar 1,82%. Hal ini disebabkan adanya komitmen 

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Selanjutnya di akhir tahun RPJMD 

tahun 2015 realisasi peningakatan kualitas pelayanan publik 
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melalui penanganan pengaduan masyarakat diharapkan dapat 

tercapai sebesar 38% atau di 19 SKPD. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program mengintensifkan 

penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan 

Peningkatan pelayanan masyarakat (Penyusunan Indek 

Kepuasan Masyarakat). Bentuk dari kegiatan ini adalah 

melakukan analisis data dengan berbasis data, membuat janji 

perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan publik serta 

penyusunan rekomendasi perbaikan pelayanan kepada SKPD 

terkait. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalahuntuk 

mengukur kemampuan UPP (Unit Pelayanan Publik) dalam 

menangani pengaduan masyarakat. 

4. SKPD yang menerapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM). 

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100%, maka nlai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah SKPD pengampu Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang telah menerapkan SPM sebanyak 18 SKPD 

dibanding dengan SKPD pengampu SPM  sebanyak 18 SKPD 

sehingga terealisir 100%. 

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini  

adalah adanya komitmen SKPD pengampu SPM termasuk 

penganggarannya dan terintegrasnya indikator SPM dalam 

dokumen perencanaan dalam penganggaran 

Dalam SPM tersebut terdapat 15 urusan yang telah diampu oleh 

SKPD, yaitu :  
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a. Urusan Kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan. 

b. Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh Badan Lingkungan 

Hidup. 

c. Urusan Pemerintahan Dalam Negeri diampu oleh beberapa 

SKPD yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD). 

d. Urusan Sosial diampu Dinas Sosial. 

e. Urusan Ketahanan Pangan diampu Badan Ketahanan 

Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKP3). 

f. Urusan Layanan Terpadu bagi Perempuan Anak Korban 

Kekerasan diampu oleh Badan Kesejahteraan Keluarga 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BKKPP dan KB).  

g. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diampu 

oleh Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPP dan KB).  

h. Urusan Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan Dasar. 

i. Urusan Ketenagakerjaan diampu oleh Dinas Tenaga dan 

Transmigrasi.  

j. Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang diampu oleh 

beberapa SKPD yaitu Dinas Sumber Daya Air, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Dinas Perijinan.   

k. Urusan Perumahan Rakyat diampu oleh Dinas Pekerjaan 

Umum 

l. Urusan Komunikasi dan Informatika diampu oleh Kantor 

Pengolahan Data Elektronik dan Bagian Humas 
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m. Urusan Kesenian diampu oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. 

n. Urusan Perhubungan diampu Dinas Perhubungan. 

o. Urusan Penanaman Modal diampu Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dan Koperasi. 

Penerapan SPM di Kabupaten Bantul jika dibanding dengan 

tahun 2011, 2012 dan 2013 masih dilaksanakan oleh 18 SKPD 

oleh karena belum ada penambahan urusan baru dari 

Pemerintah Pusat.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 2 

Kegiatan yaitu : 

a. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur 

Pemerintah, dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan Pencapaian SPM.  

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melakukan fasilitasi 

dan koordinasi dengan SKPD pengampu SPM yang diwadahi 

dalam Sekber SPM Kabupaten Bantul. 

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

dengan kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan 

(Bimtek E Costing SPM).  

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan 

bimbingan tehnis kepada seluruh SKPD pengampu SPM 

(sebanyak 18 SKPD) serta melaksanakan pendampingan 

dalam penyusunan E Costing SPM. 

Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi 

menerapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) diharapkan 

dapat tercapai sebesar 100% juga. Maksud dilaksanakan 

pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur penerapan 

SPM oleh SKPD pengampu SPM. 
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5. Cakupan Penerbitan KTP ber NIK.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 98,95%,maka nilai 

capain indikator sasaran ini sebesar 98,95% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan tahun 

2013 sebanyak 634.650 penduduk, sedangkan jumlah wajib KTP 

Elektronik tahun 2013 sebanyak 641.375 jiwa  

Realisasi pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 tidak 

mengalami peningkatan, hanya tercapai sebesar 90%, 

sedangkan jika dibandingkan tahun 2013 terjadi peningkatan 

sebesar 8,95%. Namun demikian meskipun realisasi Cakupan 

Penerbitan KTP ber NIK pada tahun 2013 cenderung mengalami 

peningkatan tetapi tidak dapat terealisir 100%. Hal ini disebabkan 

oleh : 

• Data dengan penggunaan SIAK Online yang didukung 

dengan perekaman sidik jari dan iris mata dalam perekaman 

E-KTP belum semua WKTP terekam dalam E-KTP  sehingga 

tidak masuk dalam Data Base Nasional; 

• Banyaknya masyarakat penduduk Bantul yang berstatus 

penduduk Bantul namun bekerja di luar Bantul sehingga 

banyak yang tidak melaksanakan perekaman. 

Upaya pemecahan terhadap permasalahan di atas dalah dengan 

mengoptimalkan perekaman E-KTP sampai semua wajib KTP  

terekam. Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi 

cakupan penerbitan KTP ber NIK diharapkan dapat tercapai 

sebesar 100%. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dengan 4 

kegiatan Program tersebut yaitu Program Penataan Administrasi 

Kependudukan dengan kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi 

kependudukan. Bentuk dari kegiatan ini adalah penyusunan 
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data kependudukan dan arsip capil secara sistematis secara 

sehingga tersedianya data laporan administrasi 

kependudukan dan capil yang valid. 

b. Pengembangan data base kependudukan. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah melakukan koordinasi sampai tingkat desa 

tentang pendataan perubahan data penduduk dan 

melaksanakan verifikasi penduduk yang belum melaksakan 

perekaman E-KTP. 

c. Pelaksanaan penerapan E-KTP. Bentuk dari kegiatan ini yaitu 

terlayaninya masyarakat di 17 Kecamatan dengan 

menggunakan Aplikasi SIAK. 

d. Pelaksanaan Perekaman E–KTP. Pelaksanaan perekaman 

E-KTP di 17 kecamatan. Perekaman E-KTP mobile untuk 

penduduk jompo, cacat mental, dan cacat permanen.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur jumlah kepemilikan KTP bagi penduduk 

Kabupaten Bantul dalam rangka Tertib Adminduk. Jenis 

pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan pada tahun 

2013 sebagai berikut:  

Tabel III.8 
Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2013 

No Pelayanan Jumlah 
(eks) 

1. KTP 46.997 

2. Kartu Keluarga 58.643 

3. Surat Keterangan Pindah 6.592 

4. Surat Keterangan Pindah Datang 9.674 

5. Surat Keterangan Pendaftaran 
Penduduk Sementara 

33 

6. Surat Keterangan Pendaftaran 
Penduduk Tetap 

2 

7. Surat Keterangan Tempat Tinggal 
Sementara 

28 
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No Pelayanan Jumlah 
(eks) 

8. Surat Keterangan Kependudukan 3 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014 

6. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0 – 1 tahun.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 91,50%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 91,50% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah penduduk usia 0-1 tahun yang memilki 

akta kelahiran pada tahun 2013 sebanyak 7.892  jiwa, sedangkan 

jumlah seluruh penduduk usia 0 – 1 tahun pada tahun 2013 

sebanyak 8.625 jiwa.  

Meskpun realisasi ini dengan kategori sangat berhasil tetapi dari 

sisi target belum tercapai 100%. Hal ini disebabkan antara lain: 

a. Pemahaman masyarakat tentang sistem, prosedur, dan biaya 

pengurusan akta masih kurang sehingga masih ada penduduk 

Bantul yang enggan mengurus akta sendiri dan menggunakan 

jasa pihak ketiga akibatnya pemohon terbebani biaya. 

b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta 

c. Sumber Daya Manusia yang ada terbatas sehingga tidak bisa 

menjangkau pelayanan ditingkat Desa. 

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan di 

atas sebagai berikut :  

a. Adanya petugas registrasi di Desa untuk mencatatat peristiwa 

penting  

b. Dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul baik secara moril 

maupun materi untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi 

kepada masyarakat tentang arti pentingnya administrasi 

kependudukan dan pencatatan peristiwa penting dan 

mudahnya prosedur pengurusan pencatatan sipil sampai 

tingkat RT. 
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Realisasi pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebesar 9,24%, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

justru terjadi penurunan sebesar 0,12%. Selanjutnya di akhir 

tahun RPJMD tahun 2015 realisasi cakupan penerbitan akta 

kelahiran anak 0 – 1 tahun diharapkan dapat tercapai sebesar  

100%. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 4 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan Administrasi 

Kependudukan dengan kegiatan sebagai berikut : 

a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan. Bentuk 

dari kegiatan ini adalah dengan melakukan pendataan Anak 

Balita umur 0-1 Tahun yang ber akta kelahiran . 

b. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan. Bentuk dari kegiatan ini 

adalah sosialisasi atau penyuluhan di 17 Kecamatan se 

tentang arti pentingnya administrasi kependudukan dan 

pencatatan peristiwa penting dan mudahnya prosedur 

pengurusan pencatatan sipil dan sosialisasi pelayanan 

Administrasi Kependudukan melalui Radio berupa interaktif 

tanya jawab dengan masyarakat. 

c. Pengurusan Administrasi kependudukan bagi warga miskin. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan 

kerjasama antara petugas Registrasi di Desa untuk 

mencatatat peristiwa-peristiwa penting yang ada di desa dan 

tercetaknya Blanko Registrasi Desa. 

d. Sinkronisasi Pelayanan Akta Catatan Sipil. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah melaksanakan koordinasi dalam rangka 

sinkronisasi data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. 

Pelaksanakan Entri data Akta catatan Sipil dalam rangka 

Digitalisasi Dokumen Akta Catatan Sipil. Pengentrian dimulai 

dari Akta Kelahiran Tahun 2009. 
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Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur jumlah kepemilikan akte kelahiran bagi anak 

usia 0-1 tahun dalam rangka tertib adminduk. 

5. Sasaran 5 

Penyingkatan Waktu Penyelesaian Ijin 
Tabel III.9 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Penyelesaan Ijin Rata-rata  
pertahun 

9.300 
ijin 

5.089  
ijin 

10.370 
ijin  

 

6.074 
Ijin  

59,57  
 

Cukup 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Cukup  Berhasil)  = (1x62,5/1)   = 62,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 5   = 62,5 

Pada sasaran 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran 

dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 62,5 dengan kategori 

cukup berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 5 (lima) 

sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Penyelesaan Ijin Rata-Rata Pertahun.  
Target tahun 2013 sebanyak 10.370 ijin terealisir sebanyak 

6.074 ijin, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

59,57% dengan kategori cukup berhasil. Realisasi tahun 2011 

dibandingkan tahun 2012 terjadi penurunan sebanyak 4.211 ijin, 

sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 terjadi 

peningkatan sebanyak 985 ijin. Meskipun terjadi peningkatan 

pada tahun 2013 tetapi dari sisi realisasi masih jauh dari 

targetnya. Hal ini disebabkan oleh :  

• Target yang ditetapkan belum direvisi mengingat perubahan 

aturan yang menyebabkan berkurangnya jenis ijin yang 

dilayani oleh Dinas Perijinan, yaitu ijin los kios saat ini 

ditangani oleh Kantor Pengelola Pasar, sesuai Perda 
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Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2010 Tentang Penetapan 

ijin los kios ditetapkan oleh Kantor Pengelolaan Pasar. 

• Sesuai Perda Kabupaten Bantul nomor 04 Tahun 2010 

Tentang Penetapan ijin kesehatan sebagian ditetapkan oleh 

Dinas Kesehatan. 

• Ijin gangguan (HO) yang sebelumnya harus diperpanjang 

setiap tahun, mulai tahun 2011 ijin gangguan hanya 

diterbitkan satu kali selama tidak ada perubahan usaha. Hal 

ini secara otomatis menurunkan jumlah permohonan dan 

penetapan ijin oleh  Dinas Perizinan. 

• Masih adanya perbedaan pemahaman terhadap regulasi 

antar instansi terkait yang menghambat dalam proses 

penetapan ijin. 

• Bentuk kelembagaan terkadang menjadi kendala karena 

menyebabkan keterbatasan kewenangan dalam proses 

penetapan ijin. 

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas 

yaitu : 

• Penyesuaian target merupakan hal pertama sebagai upaya 

pencapaian target. 

• Penyamaan persepsi atas regulasi oleh para pihak ditempuh 

melalui koordinasi yang intensif dan Focus Grup Discussion. 

• Evaluasi terhadap bentuk kelembagaan Dinas Perizinan yang 

didalamnya mencakup kewenangan dalam proses penetapan 

izin. 

Selanjutnya di akhir perencanaan RPJMD jumlah perijinan yang 

diselesaikan diharapkan dapat tercapai sebanyak 51.840 ijin dan 

hingga tahun 2013 sudah terealisir sebanyak 20.463 ijin. Indikator 

sasaran ini dlaksanakan melalui 1 Program dan 2 kegiatan. Program 

tersebut yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan dengan 

kegiatan : 
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a. Operasional Pelayanan Perizinan. Bentuk dari kegiatan ini 

adalah berupa pengadaan sarana penunjang pelayanan 

perizinan dalam rangka menciptakan pelayanan prima perijinan. 

b. Pendataan dan Penetapan Izin. Bentuk dari kegiatan ini adalah 

melakukan pendataan dan verifikasi data perijinan dari 

permohonan ijin yang terdiri dari pengecekan dan pendataan 

persyaratan administrasi perijinan, penjadwalan dan 

survei/verifikasi lokasi, pembuatan berita acara tinjauan 

lapangan dan rekomendasi teknis atas temuan lapangan, serta 

tindak lanjut proses permohonan ijin.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator ini adalah untuk 

Percepatan pelayanan perijinan menggambarkan kualitas pelayanan 

publik yang baik. 

6. Sasaran 6 
Penyelesaian Waktu Penyelesaian Pengaduan 

Tabel III.10 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisas
i 2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Penyelesaian Pengaduan 
pengaduan 

21 
pengadu 

17 
Pengadu 

16  
pengadu 

17 
pengadu 

93,75 Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori  Berhasil)  = (1x92,5 /1) = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 6 = 92,5 

Pada sasaran 6 (enam) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran 

dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori 

sangat berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 6 

(enam) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Penyelesaian Pengaduan.  

Target tahun 2013 sebanyak 16 pengaduan terealisir sebanyak 

17 pengaduan, maka nilai capaian ini sebesar 93,75% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 dibandingkan 
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tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 4 pengaduan, 

sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 realisasi 

pengaduan tetap. Hal ini disebabkan adanya ketelitian dalam 

pencermatan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis 

dan meninimalisir intervensi dari pemohon sehingga mampu 

memperkecil jumlah pengaduan. Pada akhir perencanaan 

RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah pengaduan sebanyak 10 

pengadu.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan  melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

Pengelolaan Perijinan dengan kegiatan Penyelesaian 

Pengaduan. Wujud dari kegiatan ini adalah menyediakan 

berbagai media pengaduan, yaitu melalui kotak pengaduan, 

telpon, SMS, SIM Pengaduan, atau pun datang langsung ke 

petugas pengaduan 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur kecepatan pelayanan/penyelesaian pengaduan 

semakin cepat penyelesaian pengaduan menggambarkan 

kualitas pelayanan publik yang baik. 

7. Sasaran 7 

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 
Tabel III.11 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Keberhasilan pelayanan 81,88 75,10 75,62 77,20 102,08 Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (1x92,5)/1 = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 7          = 92,5 

Pada sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran 

dengan nilai rata-ratacapaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori 
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sangat berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 7 

(tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :  

1. Keberhasilan Pelayanan.  

Target tahun 2013 sebesar 75,60 terealisir sebesar 75,62 

terealisir sebesar 77,20 maka nilai capaian ini sebesar 102,08%  

dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung 

keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah meningkatnya 

kualitas pelayanan perizinan melalui perbaikan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan, pendidikan 

dan pelatihan Sumber Daya Manusia, dan perbaikan fasilitas dan 

sarana prasarana pelayanan serta responsifitas terhadap hasil 

survey IKM yang bernilai rendah untuk dievaluasi dan diperbaiki. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 menurun sebesar 

6,78, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

meningkat sebesar 2,1. Selanjutnya pada akhir perencanaan 

RPJMD tahun 2015 diharapkan nilai keberhasilan pelayanan 

dapat tercapai sebesar 75,67 dan telah tercapai di tahun 2013, 

bahkan telah melampaui target  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui melalui 1 Program dan 

1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

Pengelolaan Perijinan dengan kegiatan Survei Kepuasan 

Masyarakat.  

Bentuk dari kegiatan ini adalah melaksanakan Survei Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Kuesioner survei IKM yang 

diberikan kepada setiap pemohon izin, kemudian hasil kuesioner 

tersebut diolah dan dianalisis datanya per semester. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), 

semakin tinggi nilai pelayanan berarti kualitas pelayanan 

terhadap publik semakin baik. 
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8. Sasaran 8 

Terciptanya Kepastian Hukum dan Ketertiban Masyarakat 

Tabel III.12 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Jumlah Produk Hukum 
Daerah yang telah disusun 
berupa Raperda menjadi 
Perda.  

23 
Perda 

24 
Perda 

25 
Perda  

16 
Perda  

64 Cukup 
Berhasil  

2. Menurunnya penyakit 
masyarakat 

127,77
% 

15,79% 20% 90 450 Sangat 
Berhasil  

3. Menurunnya pelanggaran 
Perda 

37,38% 13,63% 15% 133,83
% 

-692,2 
 

Tidak 
Berhasil  

4. Capaian penyelesaian 
hukum 

100% 
(20 

kasus) 

100% 
(20 

kasus) 

100% 
(20 

kasus) 

100% 100 
 

Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2x 92,5) / 4 = 46,25 
Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil)    = (1x62,5) / 4 = 15,63 
Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil )     = ( 1x27,5) /4 =   6,88   
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 8  = 68,76  

Pada sasaran 8 (delapan) terdiri dari 4 (empat) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 68,76 

dengan kategori cukup berhasil. Selengkapnya nilai capaian 

indikator sasaran pada sasaran 8 (delapan) sesuai hasil pengukuran 

kinerja sebagai berikut : 

1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah disusun berupa 

Raperda menjadi Perda.  

Target tahun 2013 sebanyak 25 Perda terealisir 16 Perda, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 64% dengan kategori 

sangat berhasil. Faktor yang menghambat tercapainya target ini 

adalah mundurnya jadwal pembahasan prolegda, untuk 

mengatasi permasalahan ini dilakukan kerjasama dengan SKPD 

pengusul dan mengikuti jadwal dari DPRD. 
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Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 terjadi 

peningkatan 1 Perda, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 

2013 terjadi penurunan sebanyak 8 Perda. Jumlah Perda dari 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sudah mencapai 

sebanyak 63 Perda dari target di akhir RPJMD tahun 2015 yaitu 

sebanyak 125 Perda. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan 

Perundang-Undangan dengan kegiatan Legislasi Rancangan 

Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini merupakan 

kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah menjadi 

Perda dengan melalui tahapan mulai dari penyusunan draft yang 

bisa diambil dari aturan diatasnya maupun kearifan lokal 

dilanjutkan dengan partisipasi masyarakat hingga pembahasan 

dengan legislatif sampai tahap penetapan menjadi peraturan 

daerah. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur terwujudnya produk hukum daerah yang berupa 

Perda. 

2. Menurunnya Penyakit Masyarakat.  

Target tahun 2013 sebesar sebesar 20% terealisir sebesar 90%, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 450% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2012 sebanyak 80 

pelanggar dibanding dengan tahun 2013 sebanyak 8 pelanggar,  

sehingga diperoleh angka sebesar 90%. Selanjutnya pada akhir 

perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan penurunan 

penyakit masyarakat dapat tercapai sebesar 25%, dimana target 

ini telah terlampaui pada tahun 2013. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran yaitu 

meningkatnya kerjasama lintas sektor, meningkatnya 
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kemampuan penyelidikan dan penyidikan serta tersedianya 

dukungan anggaran dan sarana operasi pekat. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

dengan semakin kecilnya penyakit masyarakat, maka 

ketentraman dan ketertiban semakin kondusif. 

3. Menurunnya Pelanggaran Perda. 

Target tahun 2013 sebesar 15% terealisir sebesar 133,83% maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar -692,2% dengan 

kategori tidak berhasil. Jumlah pelanggar Perda pada tahun 2012 

sebanyak 133 pelanggar, jumlah pelanggar Perda tahun 

2013sebanyak 311. Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 

diharapkan penurunan pelanggaran Perda tercapai sebesar 

15%. 

Faktor yang menghambat keberhasilan indikator sasaran yaitu 

kurangnya jumlah personil yang melakukan operasi. Upaya yang 

dilakukan mengatasi permasalahan ini dengan penambahan 

jumlah personil SatPol PP maupun PPNS 

Indikator sasaran pada point 2 dan 3 di atas dilaksanakan melalui 

1 Program dan 1 kegiatan. Program tersebut yaitu Program 

Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal 

dengan kegiatan operasional penegakan perda. Kegiatan ini 

secara merupakan kegiatan operasi penegakan perda baik 

secara yustisi maupun non yustisi.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui ketaatan masyarakat terhadap Perda/Perbub 

yang berlaku.  

Penegakan Perda yang dilaksanakan melalui operasi Yustisi dan 

non Yustisi pada tahun 2013 sebagai berikut : 
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• Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Ijin Gangguan sebanyak 231 pelangar 

• Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan pelarangan 

Penjualan Minuman beralkohol di Kabupaten Bantul 

sebanyak 8 pelangar.  

• Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Bangunan Gedung sebanyak 18 pelanggar 

• Perda Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi 

Persampahan/Kebersihan sebanyak 23 pelanggar.  

• Perda Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang 

Pengamanan Pasir, Kerikil dan  Batu di lingkungan Sungai 

dan pesisir sebanyak 31 pelanggar. 

4. Capaian Penyelesaian Hukum.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi penyelesaian hukum dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2013 dari tahun ke tahun tetap, sebanyak 

20 kasus. Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator 

sasaran ini karena kehadiran para pihak yang berperkara yang 

ingin diselesaikan melalui mediasi lewat pemerintah Kabupaten 

Bantul. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dengan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan 

Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan Koordinasi 

kerja sama penanganan permasalahan peraturan perundang-

undangan. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa konsultasi 

mediasi, pendampingan sebelum masuk persidangan dengan 
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sasaran permasalahan dari masyarakat atau aparatur 

pemerintah. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengetahui jumlah kasus hukum yang tertangani dari 

kasus hukum yang ada. 

9. Sasaran 9 

Meningkatnya Pemahaman Prinsip-Prinsip Dasar Hukum dan 
HAM 

Tabel III.13 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Peningkatan partsisipasi 
Pemilu Legislatif 

- - - - - - 

2. Peningkatan Partisipasi 
Pemilu Presiden 

- - - - - - 

3. Peningkatan kedisiplinan 
pelajar sekolah 

100 100% - - - - 

4. Pemantauan situasi dan 
kondisi Epoleksosbud 
hankam  

50% 100% 90% 100 111 Sangat 
Berhasil 

5 Jumlah peserta yang 
mengikuti sosialisasi PTUN 

100 
Orang 

50 
Orang 

120 
orang 

50 
orang 

42 Tidak 
Berhasil  

6 Jumlah peserta yang 
mengikuti  pelaksanaan 
sosialisasi Ranham   

100 
Orang 

120 
Orang 

200 
orang 

200 
orang 

100 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (2x 92,5)/3)  = 30,83 
Capaian Sasaran (Kategori Tidak berhasil)    =  (1x27,5)/3   =   9,17 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 9   = 40,00 

Pada sasaran 9 (sembilan) terdiri dari 6 (enam) indikator 

sasaran, tetapi ada 3 (tiga) indikator sasaran yang tidak diukur pada 

tahun 2013 karena kegiatan akan dilaksanakan tahun 2014 sehingga 

untuk nilai rata-rata capaian sasaran hanya didasarkan pada 3 (tiga)  

indikator sasaran. nilai capaian sasaran rata-rata pada sasaran 9 

(sembilan) sebesar 40,00 dengan kategori tidak Berhasil.  

Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 9 

(sembilan) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 
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1. Peningkatan Partisipasi Pemilu Legislatif.  

Pada indikator sasaran ini belum bisa diukur karena baru  

dilaksanakan pada  tahun 2014. 

2. Peningkatan Partisipasi Pemilu Presiden.  

Pada indikator sasaran ini belum bisa diukur karena baru 

dilaksanakan pada tahun 2014. 

3. Peningkatan Kedisiplinan Pelajar Sekolah.  

Pada indikator sasaran ini belum bisa diukur karena baru 

dilaksanakan pada tahun 2014. 

4. Pemantauan Situasi dan Kondisi Epoleksosbudhankam.  

Target tahun 2013 sebesar 90% terealisir sebesar 100%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 111% dengan kategori 

sangat berhasil. Hal ini disebabkan adanya kuota peserta dan 

penyediaan anggaran yang optimal. Realisasi tahun 2011 baru 

tercapai sebesar 50%, sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 

dapat tercapai sebesar 100%. Selanjutnya di akhir RPJMD tahun 

2015 diharapkan dapat tercapai 90%, tetapi target ini sudah 

tercapai bahkan terlampaui di tahun 2012 dan 2013. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Politik 

Masyarakat dengan kegiatan Forkom ipoleksosbud dan 

keamanan. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa FGD  (Forum 

Grup Diskusi) yang diikuti sebanyak 100 peserta. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah guna 

mengantispasi terhadap potensi kerawanan sejak dini. 

5. Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PTUN.  

Target tahun 2013 sebanyak 120 orang terealisir sebanyak 50 

orang, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 42% dengan 
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kategori berhasil. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang 

tersedia sehingga di tahun 2013 hanya dapat melakukan 

sosialisasi PTUN sebanyak 100 orang dari target 120 orang. 

Upaya yang dilakukan adalah dengan cost sharing/kerjasama 

kegiatan dengan instansi lain yang terkait (Kanwil Kumham, 

Kejari, PTUN).  

Realisasi pada tahun 2011 dibanding dengan tahun 2012  terjadi 

penurunan sebanyak 50 orang, sedangkan pada tahun 2012 

sama dengan tahun 2013 yaitu 50 orang. Pada akhir 

perencanaan RPJMD tahun 2015 jumlah peserta yang mengikuti 

Sosialisasi PTUN diharapkan dapat tercapai 540 orang.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan 

Perundang-Undangan dengan kegiatan Koordinasi Pemberian 

Bantuan Hukum. Bentuk kegiatan ini adalah menyelesaikan 

perkara/permasalahan hukum/perkara pidana/PTUN dengan 

berkoordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi PTUN, 

sosialisasi perjanjian Kejari dan sosialisasi Ranham. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalahuntuk 

peningkatan pemahaman aparatur terhadap PTUN. 

6. Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi 

Ranham.  

Target tahun 2012 sebanyak 200 orang terealisir 200 orang, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan 

kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan 

dari indikator sasaran ini adalah dibentuknya Panitia Pelaksana 

Ranham dan Pokja Pelaksanaan Ranham sehingga dalam 

pelaksanaan tugasnya setiap SKPD menjunjung tinggi HAM. 

Realisasi pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 terjadi 

peningkatan sebanyak 20 orang, pada tahun 2012 dibandingkan 
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tahun 2013 terjadi peningkatan sebanyak 80 orang, sehingga 

sampai dengan tahun 2013 realisasi sudah tercapai 520 orang. 

Diharapkan di akhir RPJMD jumlah peserta yang mengikuti 

pelaksanaan sosialisasi Ranham dapat tercapai sebanyak 1.000 

orang.  

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan perundang-

Undangan dengan kegiatan Sosialisasi Rencana Nasional Hak 

Asasi Manusia. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan 

sosialisasi kepada Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional 

Hak Asasi Manusia dan masyarakat lainnya. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

tercapainya kinerja organiisasi dalam melaksanakan sosialisasi 

ranham 

10. Sasaran 10 

Tersedianya Sarana Berupa Tanah untuk Pembangunan 
Fasilitas Kepentingan Umum 

Tabel III.14 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Luas tanah yang 
dibebaskan  

29.691 m² 10.020 m² 28.137 m² 9.848 m² 35 Tidak 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 27,5 ) /1) = 27,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 10   = 27,5 

Pada sasaran 10 (sepuluh) terdiri dari 1 (satu) indikator 

sasaran, sehingga nilai rata-rata capaian sasaran hanya didasarkan 

pada 1 (satu) indikator sasaran yaitu sebesar 27,5 dengan kategori 

tidak berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 10 

(sepuluh) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 
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1. Luas Tanah yang Dibebaskan.  

Target tahun 2013 seluas 28.137 m² terealisir 9.848 m², maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 35% dengan kategori 

tidak berhasil. Faktor yang menghambat terealisirnya indikator 

sasaran ini antara lain : 

a. Pasar Pijenan sampai dengan akhir RPJMD 2015 akan 

dibebaskan seluas 16.000 m², tahun 2012 telah terbebaskan 

4.000 m² dan tahun 2013 telah dibebaskan 4.000 m² jadi 

sampai tahun 2013 telah terbebaskan 8.000 m² dan sisanya 

seluas 8.000 m² baru akan dilaksanakan pada tahun 2014 . 

b. Pengadaan tanah untuk Dam Pacar seluas 2.150 m²  belum 

sampai pada tahap pembayaran ganti rugi tanah dikarenakan 

Pemerintah Desa Wonokromo Kecamatan Pleret kesulitan 

melakukan inventarisasi bidang tanah antara tanah milik 

warga dan tanah kas desa yang menjadi penggantinya. 

Kesulitan tersebut disebabkan proses tukar menukar terjadi 

pada tahun 1999 sehingga data fisik di lapangan dengan data 

yuridis di buku desa banyak berubah. Upaya yang perlu 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah agar 

supaya dari pihak Pemerintahan Desa Wonokromo 

Kecamatan Pleret untuk memberikan data administrasi tanah 

yang valid terlebih dahulu, baru kegiatan pengadaan tanah 

untuk Dam Pacar bisa diusulkan lagi.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan, 

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah 

dengan kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan dan pemanfaatan tanah. Realisasi luas tanah yang 

dibebaskan pada tahun 2013 seluas 9.848 m² dengan rincian 

sebagai berikut : 
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 Pengadaan Tanah Kas Desa Wijirejo untuk pembangunan 

Pasar Pijenan seluas 4.000 m² 
 Pengadaan tanah warga untuk pengembangan Puskesmas 

Bambanglipuro seluas 470 m² 
 Pengadaan tanah warga untuk pembangunan Boulevard 

Pemerintah Kabupaten seluas 631 m² 
 Pengadaan tanah warga untuk pembangunan jembatan 

Soka seluas 532 m² 

Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 

realisasi pengadaan tanah diharapkan dapat tercapai seluas 

86.775m². Sampai tahun 2013 secara akumulasi dari tahun 2011 

sampai tahun 2013 realisasi luas tanah yang dibebaskan 

mencapai 49.559 m². 
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan 

sarana kepentingan umum. 

11. Sasaran 11 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 
Tabel III.15 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Cakupan Desa/  Kelurahan 
Universal Child 
immunization 
(UCI)Cakupan Desa  

100% 100% 100% 100% 100 Sangat 
Berhasil 

2. Cakupan balita gizi buruk 
yang mendapat 
perawatan. 

100% 100% 100% 100% 100 Sangat 
Berhasil 

3. Penderita  DBD yang 
ditangani  

100% 100% 100% 100% 100 Sangat 
Berhasil 

4. Cakupan pelayanan 
kesehatan dasar 
masyarakat miskin 

81,08% 101,47
% 

100% 100% 112,86 Sangat 
Berhasil 

5. Cakupan Desa/Kelurahan 
mengalami KLB yang 

100% 100% 100% 100% 100 Sangat 
Berhasil 
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No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

dilakukan penyelidikan 
Epidiomologi < 24 jam  

6 Bed Ocupation Rate 
(BOR) 

73,13% 75,79% 75-85% 79, 86% 106,48 Sangat 
Berhasil  

7. Lenght Of Stay (LOS) 4,37 
hari 

4,53 
hari 

4-9 hari 4,39% 109,75 Sangat 
Berhasil 

8. Bed Turn Over (BTO)  61,08 
kali 

61,23 
kali  

40-50 
kali  

66,3
9 kali 

165,98 Sangat 
Berhasil 

9. Turn Over Internal (TOI) 1,36Hari 1,20 
Hari 

1-5 Hari  0,9 hari 90 Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 9 x 92,5 ) /9)  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 11  = 92,5 

Pada sasaran 11 (sebelas) terdiri dari 9 (sembilan) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 11 (sebelas) sesuai hasil pengukuran kinerja 

sebagai berikut : 

1. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child immunization (UCI).  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. 

Jumlah desa/kelurahan UCI tahun 2013 sebanyak 75 Desa. 

Realisasi mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat 

tercapai 100%, sampai pada akhir RPJMD diharapkan juga 

terealisir 100%. Hal ini disebabkan tingginya kesadaran 

masyarakat serta adanya kemitraan dengan institusi pelayanan 

kesehatan negeri dan swasta. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 3 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Pencegahan dan 

penanggulangan penyakit menular, dengan kegiatan yaitu : 

a. Peningkatan Imunisasi Pelaksanaan BIAS. Bentuk dari 

kegiatan ini yaitu Pelatihan Kejadian Khusus Pasca Imunisai 

(KIPI) untuk pemberi layanan imunisasi; pertemuan kemitraan 

dengan Rumah Sakit (RS), Bidan Praktek Swasta (BPS) dan 
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Rumah Bersalin (RB) serta pertemuan untuk membahas 

mengenai perencanaan dan evaluasi program imunisasi 

dengan Puskesmas. 

b. Diseminasi Informasi BIAS. Bentuk dari kegiatan ini yaitu 

diseminasi Informasi BIAS tingkat Kabupaten; evaluasi BIAS 

serta monitoring dan bimtek BIAS ke SD di 25 wilayah kerja 

Puskesmas. 

c. Monitoring dan bimbingan teknis BIAS. Bentuk dari kegiatan 

ini adalah konsultasi program dan pengambilan logistik ke 

Pemerintah DIY serta Bimtek tentang BIAS 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

mengukur kemampuan manajemen dalam memberikan imunisasi 

kepada seluruh bayi yang ada sehingga semua bayi mendapatkan 

Imunisasi lengkap. 

2. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan.  

Target tahun 2013 sebanyak100% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. 

Jumlah Balita gizi buruk yang dirawat di sarana pelayanan 

kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu 

yang sama yaitu pada tahun 2013 sebanyak 50 balita. Realisasi 

Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan mulai 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tercapai 100%. 

Diharapkan sampai akhir perencanaan RPJMD yaitu tahun 2015 

realisasi tercapai 100% juga. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini yaitu 

adanya komitmen petugas tinggi, survelians gizi sudah berjalan 

baik dalam menangani kasus gizi buruk serta balita gizi buruk 

mendapatkan makanan tambahan dan dirawat jalan/inap. 

Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan perhatian khusus 

terhadap kasus gizi buruk. Semakin tinggi jumlah balita dengan 
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status gizi buruk di suatu daerah semakin buruk kondisi 

kesehatan penduduk di daerah tersebut dalam menyediakan 

layanan akses kesehatan bagi penduduk. Oleh karena itu dapat 

dianggap sebagai rendahnya kemampuan daerah tersebut untuk 

menjalankan otonomi daerah.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu program perbaikan gizi 

masyarakat dengan kegiatan penyusunan peta informasi 

masyarakat kurang gizi. Bentuk dari kegiatan ini yaitu 

pembahasan Pekan Survey Gizi (PSG) balita dan anak sekolah 

serta surveillans gizi 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur kemampuan manajemen program gizi dalam 

menangani balita gizi buruk, sehingga bayi dengan gizi buruk 

dapat ditangani secara cepat. 

3. Penderita DBD yang ditangani.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. 

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP pada tahun 

2013 sebanyak 1.181 penderita. Realisasi dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2013 dapat tercapai sebesar 100%, 

diharapkan sampai akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 

realisasi dapat tercapai sebesar 100% juga. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini  

antara yaitu peran serta masyarakat musim ABJ dan adanya 

pertemuan update knowledge tatalaksana DBD. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur persentase penderita DBD yang ditangani 

sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun 
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dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang 

ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. 

4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 112,86%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 112,86%, dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di 

sarana kesehatan strata 1 sebanyak 533.206 orang, sedangkan 

jumlah seluruh masyarakat miskin sebanyak 472.445 orang. 

Realisasi mulai tahun 2011 dan 2012 sebesar 100%, sedangkan 

di tahun 2013 tercapai 112,86%, terjadi peningkatan 12,86.%. 

Hal ini didukung adanya peningkatan kualitas SDM, peningkatan 

kualitas kesehatan, peningkatan manajemen, peningkatan 

pemberdayaan tenaga kesehatan serta kesadaran masyarakat 

untuk memeriksakan kesehatan ke Puskesmas. Selanjutnya 

pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 Cakupan pelayanan 

kesehatan dasar masyarakat miskin diharapkan juga dapat 

tercapai 100%, namun demikian jika realisasi melebihi target 

100% maka akan jauh lebih baik. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan 

peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan kemitraan 

pengobatan bagi pasien kurang mampu.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur kunjungan pelayanan kesehatan dasar pasien 

masyarakat miskin disarana kesehatan strata pertama. 

5. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan 

penyelidikan Epidiomologi < 24 jam 

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 
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sangat berhasil. Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani 

<24 jam pada tahun 2013 sebanyak 25 Desa. 

Realisasi mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat 

tercapai 100%. Hal ini disebabkan respon yang cepat untuk 

penanggulangan wabah dan koordinasi instansi vertikal. 

Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan 

penyelidikan Epidiomologi < 24 jam dapat tercapai 100%. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pencegahan dan 

Penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan 

Peningkatan Surveilans Epidomologi dan penanggulangan 

wabah.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

guna mengukur manajemen penanganan KLB pada Desa yang 

mengalami KLB sehingga harus dilakukan penyelidikan 

epidemilogi. 

6. Bed Occupation Rate (BOR).  

Target tahun 2013 sesuai standar yang ditetapkan Kementerian 

Kesehatan BOR ideal sebesar 75-85% dan terealisir 79,86%, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 106,48% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 dibandingkan 

tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 2,66%, sedangkan pada 

tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 meningkat 4,07%. 

Selanjutnya diharapkan sampai dengan akhir RPJMD tahun 2015 

realisasi Bed Occupation Rate (BOR) dapat tercapai sebesar 75-

85%. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengetahui tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur. 
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7. Length Of Stay (LOS) . 

Target tahun 2013 sesuai standar yang ditetapkan Kementerian 

Kesehahatan selama 4-9 hari dan terealisir 4,39 hari, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 109,75% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 

terjadi peningkatan 0,16 hari, sedangkan pada tahun 2012 

dibandingkan tahun 2013 terjadi penurunan selama 0,14 hari. 

Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapakan Length 

Of Stay (LOS ) tercapai selama  4-9 hari. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalahuntuk 

mengukur tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. 

8. Bed Turn Over (BTO).  

Target tahun 2013 sesuai standar yang ditetapkan Kementerian 

Kesehatan sebanyak 40-50 kali terealisir 66,39 kali, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 165,98% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 dibandingkan  tahun 2012 

terjadi peningkatan 0,15 kali, sedangkan realisasi di tahun 2012 

dibandingkan tahun 2013 terjadi peningkatan 5,16 kali. Pada 

akhir tahun RPJMD yaitu tahun 2015 Bed Turn Over (BTO ) 

diharapkan juga terealisir sebanyak 40-50 kali. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah 

untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. 

9. Turn Over Internal. 

Target tahun 2013 sesuai standar yang ditetapkan Kementerian 

Kesehatan selama 1-3 hari terealisir 0,9 hari, maka nilai capaian 

indikator sasaran ini sebesar 90% dengan kategori sangat 

berhasil. Realisasi  tahun 2011 dibandingkan tahun 2012  terjadi 

penurunan 0,16 hari, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 

2013 terjadi peningkatan selama 0,3 hari. Pada akhir tahun 

RPJMD yaitu tahun 2015 diharapkan terealisir selama 1-7 hari. 
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Berdasarkan capaian-capaian di atas pada point 6 sampai 

dengan 9 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator 

sasarannya terlihat bahwa secara umum hasil capaian BOR, LOS, 

BTO sangat baik karena sesuai standar yang ditetapkan, bahkan 

untuk indikator BTO capaiannya diatas standar. Hal ini menggambarkan 

pemanfaatan pelayanan baik dan sisi kualitas pelayanan sesuai 

standart. Sedangkan untuk TOI capaiannya masih dibawah standar, 

disebabkan tingginya perputaran tingkat penggunaan tempat tidur di 

RSUD Panembahan Senopati Bantul yang disebabkan oleh naiknya 

jumlah pengunjung rawat inap.  

Selanjutnya Indikator-indikator sasaran diatas pada point 6 

sampai 9 sesuai kaidah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit 

dengan kegiatan antara lain : 

a. Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. 

b. Kegiatan pendukung peningkatan kualitas pelayanan rumah 

sakit. 

12. Sasaran 12 
Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat. 

Tabel III.16 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Angka Kematian Bayi 
(AKB) 

8,5/  
1.000 

KH 
(114 
bayi) 

8,47/ 
1.000 

KH 
(116 
bayi) 

8 /1.000 
KH 

9,39/ 
1.000 

KH 
(126 
bayi) 

90,60 Sangat 
Berhasil 

2. Angka Kematian Ibu (AKI) 111,5/ 
100.rb 

KH 
(15 ibu) 

52,18/ 
100.rb    
(7 ibu) 

KH 

80/ 
100 rb 

KH 

96,83/ 
100 rb 

KH 
(13 ibu) 

59,00
% 

Cukup 
Berhasil 

3. Gizi Buruk 0,52% 0,26 0.3 0,22 126,67 Sangat 
Berhasil 

4. Total KEP Balita  11,24% 10,14 8,5 9,71 85,76 Sangat 
Berhasil 
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No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

5. Angka Kesakitan DBD 27 
/100 rb 

Pendduk  

29,8/ 
100 rb 

Pendduk 

52 128,19/ 
100 rb 

Pendduk 

40,56 Tidak 
Berhasil 

6 Penemuan kasus TB 46,02 % 
(209 

orang) 

51,02% 
(237 

orang) 

65 52,68% 
(314 

orang) 

81,04
% 

Berhasil 

7. Penyembuhan kasus TB 86 %  
(180 

orang) 

86,12% 
(189 

orang) 

88 79,75 
(189 

orang) 

90,62 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 4 x 92,5 )/7  =  52,86 
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)              = (1 x 77,5 )/7 =  11,07 
Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil)   = (1x62,5 )/7     =    8,93 
Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil)     = (1 x 27,5)/7    =    3,93 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 12   =  76,79 

Pada sasaran 12 (dua belas) terdiri dari 7 (tujuh) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 76,79 

dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 12 (dua belas) sesuai hasil pengukuran 

kinerja sebagai berikut :  

1. Angka Kematian Bayi (AKB).  

Target tahun 2013 sebesar 8/1.000 KH, terelaisir sebesar 

9,39/1.000KH, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 

90,60% dengan kategori sangat berhasil. Jumlah bayi (berumur 

<1 tahun) yang meninggal tahun 2013 sebanyak 126 bayi 

sedangkan jumlah kelahiran hidup di wilayah pada tahun 2013 

sebanyak 13.425 bayi. 

Realisasi tahun 2011 terealisir 8,58/1.000 KH dengan jumlah 

kematian sebanyak 114 bayi, jika dibandingkan tahun 2012 

realisasi 8,47/1.000 KH dengan kematian sebanyak 116 bayi 

berarti terjadi peningkatan sebanyak 2 bayi pada tahun 2012, 

sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 realisasi angka 

kematian bayi sebesar 9,39/1.000 KH dengan jumlah kematian 

sebanyak 126 bayi berarti terjadi peningkatan sebanyak 12 bayi 

pada tahun 2013.  Pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi angka 
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kematian bayi diharapkan dapat ditekan sehingga mencapai 

7/1.000 KH. 

Kematian bayi sebanyak 126 disebabkan oleh kelainan bawaan 

(20 kasus), asphyxia (47 kasus), BBLR (18 kasus), lain-lain (13 

bayi), sepsis (10 bayi), aspirasi (8 bayi), diare (5 bayi), pneomonia 

(5 kasus) dan lain-lain (36 kasus). Faktor yang menghambat 

keberhasilan indikator sasaran ini adalah banyaknya kasus bayi 

lahir dengan komplikasi. Upaya pemecahan terhadap 

permasalahan ini dengan peningkatan kualitas Anternatal Care 

(ANC). 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

pelayanan kesehatan balita, dengan kegiatan Pelatihan dan 

pendidikan perawatan anak balita. Bentuk dari kegiatan ini 

adalah Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

sebagai gambaran kualitas pelayanan material perinatal di 

institusi pelayanan kesehatan. 

2. Angka Kematian Ibu (AKI).  

Target tahun 2013 sebesar 80/100.000 KH terealisir sebesar 

96,83/100.000 KH, maka nilai capaian indicator sasaran ini 

sebesar 78,96% dengan kategori berhasil. Jumlah ibu yang 

meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas pada tahun 2013 

sebanyak 13 orang, sedangkan jumlah kelahiran hidup tahun 

2013 sebanyak 13.425 orang. Selanjutnya pada akhir 

perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan AKI hanya terealisir 

70/100.000 KH. 

Realisasi tahun 2011 sebesar 111,5/1.000.000 KH dengan 

jumlah kematian sebanyak 15 ibu, jika dibandingkan tahun 2012 

dengan 52,18/1.000.000 KH, jumlah kematian ibu sebanyak 7 
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ibu, berarti terjadi penurunan kematian sebanyak 8 ibu pada 

tahun 2012. Tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 sebesar 

96,83/100.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 13 ibu 

sehingga terjadi peningkatan sebanyak 6 ibu pada tahun 2013.  

Adapun penyebab angka kematian sebanyak 13 ibu tersebut 

disebabkan kematian langsung dan tidak langsung. Untuk 

kematian langsung disebabkan oleh pendarahan (6 orang), 

eclampsia (3 orang), infeksi (1 orang) dan Syok Hipovolemik o/k 

Hyperemesis (1 orang). Sedangkan kematian tidak langsung 

disebabkan oleh kelainan jantung (1 orang) dan keracunan 

Natrium Florida (NAF) (1 orang). Meskipun realisasi indikator 

sasaran ini berhasil, tetapi dari sisi realisasi belum memenuhi 

target.  

Indikator sasaran ini adalah belum tercapai 100% karena belum 

berjalannya jejaring dengan baik. Upaya pemecahan terhadap 

permasalahan dengan peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan 

pengenalan tanda bahaya dan cara mencegah selama 

kehamilan, bersalin dan nifas, perawatan kesehatan serta 

pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawat 

daruratan serta peningkatan program kesehatan pra kehamilan 

termasuk kesehatan remaja, anak usia sekolah dan calon 

pengantin 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan dan 

keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan 

Peningkatan pelayanan kesehatan. Bentuk dari kegiatan ini 

adalah melaksanakan Fasilitasi Problem solving PWSKIA di 27 

Puskesmas, Audit maternal Perinatal Kasus Kematian Ibu 13 

kasus, Desiminasi hasil AMP yang dilaksanakan 2 kali, 

Sosialisasi jejaring KIBBLA bagi Puskesmas. 
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Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

sebagai gambaran kualitas pelayanan material perinatal di 

institusi pelayanan kesehatan. 

3. Angka Gizi Buruk 

Target tahun 2013 sebesar 0,3% terealisir sebesar 0,22%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 126,67% dengan 

kategori sangat berhasil. Jumlah balita gizi buruk tahun 2013 

sebanyak 141 balita, sedangkan jumlah seluruh balita tahun 2013 

sebanyak 62.003 balita. Realisasi tahun 2011 dibandingkan 

tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 0,26%, sedangkan tahun 

2012 dibandingkan tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 0,04%. 

Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD pada tahun 2015 

diharapkan Angka Gizi buruk dapat ditekan hingga sebesar 

0,28%. Faktor yang mendukung adalah adanya pelacakan kasus 

baru, penanganan kasus gizi buruk baru, monitoring status gizi 

balita, pendampingan balita gizi buruk pasca perawatan serta 

kerjasama lintas program dan lintas sektoral. 

Keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 

Program dan 4 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program 

Perbaikan Gizi masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut : 

a. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Balita 

Gizi buruk. Kegiatan ini dalam rangka peningkatan status gizi 

anak balita gizi buruk. 

b. Pemeriksaan dan kunjungan dokter ahli anak. Kegiatan ini 

dalam rangka screening kesehatan balita gizi buruk 

c. Pendampingan di tingkat Posyandu yang dilakukan oleh 

kader kesehatan. Kegiatan ini dalam rangka pemantauan BB 

anak, makan anak, status gizi anak. 
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d. PMT-P Bumil Kurang Energi Kronis (KEK). Peningkatkan 

status gizi ibu hamil KEK supaya menghasilkan bayi yang 

sehat dan tidak BBLR. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

bahwa penderita Balita  Gizi buruk berdampak pada penurunan 

kualitas SDM dimasamendatang jadi perlu penanganan yang 

serius. 

4. Total KEP Balita.  

Target tahun 2013 sebesar 98,5%, terealisir sebesar 9,71%, 

maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 85,76%  dengan 

kategori sangat berhasil. Jumlah balita gizi kurang dan buruk 

yang ditemukan sebanyak 4.743 balita, sedangkan jumlah 

seluruh balita ditimbang sebanyak 48.849 balita. Realisasi tahun 

2011 dibandingkan tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 1,1%, 

sedangkan pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 terjadi 

penurunan sebesar 0,43%. Pada akhir perencanaan RPJMD 

tahun 2015 diharapkan Total KEP Balita dapat tercapai sebesar 

7,5%. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adanya tata laksana balita KEP dan adanya Tim asuhan gizi. 

Meskipun dikatakan capaian ini berhasil tapi kenyataannya di 

masyarakat masih ditemuinya perbaikan kasus balita gizi buruk 

yang menambah kasus gizi kurang dan  PMT bagi balita KEP. 

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan 

melakukan monitoring status gizi balita KEP, pemberian  

makanan tambahan bagi balita KEP, pemberdayaan masyarakat 

dengan memanfaatkan potensi lokal, kemitraan dengan  LSM 

dan swasta, kerjasama lintas sektoral dan lintas program dalam 

peningkatan ekonomi keluarga dan KB.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perbaikan gizi 
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masyarakat dengan kegiatan penyusunan peta informasi 

masyarakat kurang gizi dan penaggulangan KEP, Anemia gizi, 

Gangguan Kekurangan Yodum (GAKY), kekurangan vitamin A, 

dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah  

bahwa penderita Balita Gizi buruk berdampak pada penurunan 

kualitas SDM dimasa mendatang jadi perlu penanganan yang 

serius. 

5. Angka Kesakitan DBD.  

Target tahun 2013 sebesar 52/100.000 penduduk, terealisir 

sebesar 128,19/100.000 penduduk, maka nilai capaian indikator 

ini sebesar 40,56% dengan kategori tidak berhasil. Jumlah 

penderita DBD sebanyak 1.203 jiwa, sedangkan jumlah 

penduduk sebanyak 938.433 jiwa. Realisasi tahun 2011 sebesar 

27/100.000 Penduduk dengan jumlah penderita sebanyak 247 

jiwa, dibandingkan tahun 2012 sebesar 29,8/100.000 Penduduk 

dengan jumlah penderita DBD sebanyak 251 jiwa, terjadi 

peningkatan sebanyak 4. Tahun 2012 jika dibandingkan tahun 

2013 sebesar 128,19/100.000 Penduduk dengan penderita 

sebanyak 1.203 jiwa, terjadi peningkatan sebanyak 952 jiwa. 

Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan 

realisasi angka kesakitan DBD dapat ditekan sebesar 50/100.000 

Penduduk 

Faktor yang menghambat ketidakberhasilan indikator sasaran ini 

adalah peningkatan kasus DBD, khususnya di daerah daerah 

perbatasan kota dikarenakan mobilitas yang sangat tinggi, 

sebenarnya penderita digigitnya nyamuk bukan dari Bantul tetapi 

penderita bertempat tinggal di Bantul. 
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Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Program Pencegahan 

dan penanggulangan penyakitdengan kegiatan antara lain : 

a. Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk. Bentuk dari kegiatan 

ini adalah dengan melaksanakan fogging focus guna 

penanggulangan penyakit DBD 

b. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan 

wabah. Bentuk dari kegiatan ini meliputi Pembelian 

insektisida, koordinasi petugas, pembelian suplemen untuk 

petugas fogging, Gertak PSN, dan penyelidikan epidemiologi 

kasus. 

Maksud dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran ini 

adalah untuk menilai efektifitas program pemberantasan DBD 

karena DBD masih merupakan penyakit endemic di Kabupaten 

Bantul. 

6. Penemuan Kasus TB.  

Target tahun 2013 sebesar 65% terealisir 52,68%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 118,95% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah pasien baru TB BTA positif yang 

ditemukan dan diobati sebanyak 314 penderita, sedangkan 

jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif sebanyak 596 

penderta. 

Realisasi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 cenderung 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 46,02% atau 

209 penderita, dibandingkan tahun 2012 sebesar 51,02% atau 

237 penderita, berarti terjadi peningkatan sebesar 5% atau 28 

penderita. Realisasi tahun 2013 sebesar 52,68% atau 314 

penderita berarti terjadi peningkatan lagi sebesar 1,66% atau 

sebanyak 77 penderita. Pada akhir RPJMD tahun 2015 
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diharapkan penemuan kasus TB tercapai sebesar 70%. Faktor 

yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah: 

a. Semua Fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan strategi 

DOTs  

b. Sosialisasi TBC secara rutin dan merata sampai ke tingkat 

RT, Error rate  < 5 %. 

c. Ketersediaan Obat Anti TBC (OAT) dan logistik  laborat yang 

memadai  

d. Recording dan Reporting (pencatatan dan pelaporan) yang 

teratur dan baik . 

Maksud dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran ini 

adalah untuk mengukur penemuan TB BTA positif, dan semua 

penderita TB dapat diobati dengan cepat, maka  angka 

kesembuhan TB meningkat. 

7. Penyembuhan Kasus TBC.  

Target tahun 2013 sebesar 88%, terealisir 79,75%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 90,62% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah penderita TB Paru BTA yang sembuh 

sebanyak 198 orang, sedangkan jumlah penderita TB Paru BTA 

yang diobati sebanyak 237 orang.  

Realisasi tahun 2011 sebesar 86% atau 180 orang, pada tahun 

2012 sebesar 86,12% atau 189 orang, terjadi peningkatan 

sebanyak 9 orang, sedangkan tahun 2013 sebesar 79,75% atau 

180 orang. Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 

diharapkan dapat tercapai sebesar 90% 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah keteraturan minum OAT Suplemen pendukung seperti 

PMT dan multivitamin, Follow up pasien, sosialisasi cara minum 

OAT yang baik dan benar, evaluasi kegiatan rutin setiap bulan. 
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Meskipun indikator sasaran ini dikategorikan sangat berhasil, 

namun juga ditemui kendala-kendala yaitu ditemuinya beberapa 

pasien yang berobat di luar wilayah Kabupaten Bantul, tapi Drop 

Out (DO) atau putus pengobatan. Upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dengan melaksanakan sosialisasi 

dampak tidak minum OAT secara teratur serta sarasehan untuk 

pasien, mantan  pasien dan petugas TB. 

Indikator sasaran 6 dan 7 dllaksanakan melalui 1 Program dan 5 

kegiatan Program tersebut yaitu Program pencegahan dan 

pencegahan penyakit menular dengan kegiatan sebagai berikut: 

a. Active selective finding. Bentuk dari kegiatan ini adalah 

dengan melaksanakan penyuluhan dan periksa dahak gratis 

bagi Suspek TB. 

b. Sarasehan TB. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan 

melaksanakan sarasehan bagi petugas TB 

c. Pemeriksaan kroscek 

d. Monitoring evaluasi. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan 

melaksanakan monitoring dan evaluasi TB 

e. Validasi data. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan 

melaksanakan validasi data TB 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk 

mengukur efektifitas pengobatan pasien TB baru.   
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13. Sasaran 13 

Meningkatnya Desa Siaga Katagori Baik (Purnama dan 
Mandiri) 

Tabel III.17 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Cakupan Desa Siaga Aktif 100% 100% 100% 100 100 
 

Sangat 
Berhasil  

2. Desa Siaga Kategori Baik  29,6% 10% 20% 33,33 167 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (2 x92,5/2)  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 13  = 92,5 

Pada sasaran 13 (tiga belas) terdiri dari 2 (dua) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 13 (tiga belas) sesuai hasil pengukuran 

kinerja sebagai berikut :  

1. Cakupan Desa Siaga Aktif.  

Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. 

Jumlah desa siaga yang aktif sebanyak 75 desa, terealisir mulai 

tahun 2011 sampai tahun 2013. Pada akhir RPJMD tahun 2015 

diharapkan dapat terealisir 100% juga.  

Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk sudah dapat 

mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang 

memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa 

(Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah 

Kabupaten Bantul, yaitu 27 Unit Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas), 67 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), dan sarana 

kesehatan lainnya diseluruh wilayah Kabupaten Bantul dan 

pengembangan UKBM yang telah melaksanakan surveylans 
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berbasis masyarakat meliputi pemantauan penyakit, kesehatan 

ibu dan anak, gizi, lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS). 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui  Program 1 dengan 

kegiatan 4 kegiatan. Program tersebut yaitu Program 

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 

(UKBM) dengan kegiatan antara lain : 

a. Temu Kader. Bentuk dari kegiatan ini adalah temu kader desa 

siaga peserta 150 orang tiap-tiap desa 2 kader 

b. Jambore Kader. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan 

melaksanakan  Jambore Kader Desa Siaga tingkat Provinsi 

dengan peserta dari Kabupaten 20 Kader Desa Siaga 

c. Rakor Poskesdes. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan 

melaksanakan Rakor Poskeskes dengan peserta 75 bidan 

desa. 

d. Rakor Pokjanal Desa Siaga. Rapat koordinasi Pokjanal desa 

siaga tingkat Kabupaten. peserta Lintas Sektoral dan Lintas 

Program 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk menghitung jumlah desa yang mempunyai Pos Kesehatan 

Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan 

fungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, 

penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, surveilance 

berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan 

(gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya 

menerapkan Perilaku Hidup Besih dan Sehat (PHBS). 

2. Desa Siaga Kategori Baik (Purnama dan Mandiri).  

Target tahun 2013 sebanyak 20% terealisir 33,33%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 167% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah Desa siaga aktif kategori Purnama dan 
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Mandiri sebanyak 25 Desa. Faktor yang mendukung 

keberhasilan indikator sasaran ini adalah dukungan dan 

komitmen pemerintah desa. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 terjadi penurunan 

sebesar 19,6%, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

terjadi peningkatan sebesar 23,33%. Pada akhir RPJMD tahun 

2015 diharapakan Desa dapat tercapai 40%.\ 

ndikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program 1 dengan 

kegiatan 1 kegiatan. Program tersebut yaitu Promosi kesehatan 

pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan Sosialisasi desa 

siaga. Bentuk kegiatan ini meliputi sosialisasi Desa Siaga, 

pelatihan konselor berhenti merokok, evaluasi kawasan bebas 

rokok, studi pengembangan Kategori Desa Mandiri (KDM) dan 

pelatihan konselor berhenti merokok 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah: 

• Untuk menilai cakupan desa yang mempunyai kesiapsiagaan 

menghadapi masalah kesehatan. 

• Untuk mengukur cakupan Strata UKBM yang mempunyai 

kemandirian dalam upaya surveilans berbasis masyarakat 

pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, 

lingkungan dan perilaku, penanggulangan bencana dan 

kegawat daruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan. 

14. Sasaran 14 

Meningkatnya Prosentase Rumah dan Lingkungan Sehat 
Tabel III.18 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 14 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Jamban sehat  81,93% 77,23% 75% 79,76% 106,35 Sangat 
Berhasil 
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No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

2. Meningkatnya cakupan 
rumah sehat  

65,58% 60,74% 75% 65,90% 87,87 Sangat 
Berhasil 

3. Meningkatnya cakupan air 
bersih  

81,02% 88% 81% 92,42% 114,10 Sangat 
Berhasil 

4. Pengembangan IPAL 
Komunal 

9  Unit 4 Unit 2 Unit 5 Unit 250 Sangat 
Berhasil  

5. Penanganan sampah 16 Kec 16 Kec. 17 Kec 16 Kec 94,12 Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = (5x92,5)/5 = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 14  = 92,5 

Pada sasaran 14 (empat belas ) terdiri dari 5 (lima) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 14 (empat belas) sesuai hasil pengukuran 

kinerja sebagai berikut : 

1. Jamban Sehat.  

Target tahun 2013 sebesar 75% terealisir 79,76%, maka nilai 

capaian indicator sasaran ini sebesar 106,35 dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah penduduk dengan fasilitas jamban sehat 

sebanyak 748.500 jiwa, sedangkan jumlah penduduk sebanyak 

938.433 jiwa. Realisasi tahun 2011 sebesar 81,93%  

dibandingkan tahun 2012 sebesar 77,23%, menurun 4,7%, 

sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 meningkat 

2,53%. Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 harapannya 

dapat tercapai sebesar 85%. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah peran serta masyarakat, peningkatan kerjasama lintas 

program dan lintas sektor dan kesadaran masyarakat untuk hidup 

sehat.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melaui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan 

lingkungan Sehat dengan kegiatan Pengkajian Pengembangan 
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Lingkungan Sehat. Bentuk dari kegiatan ini berupa PAM SIBM 

(rehab SGL), INAP sanitasi dan penyuluhan jamban sehat. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indilator sasararan ini adalah 

untuk mengukur cakupan jamban sehat di Kabupaten Bantul. 

2. Meningkatnya Cakupan Rumah Sehat.  

Target tahun 2013 sebesar 75% terealisir 65,9%, maka nilai 

capaian indikator sasaran sebesar 87,87% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah rumah sehat sebanyak 147.150 rumah, 

sedangkan jumlah rumah yg diperiksa sebanyak 223.279 rumah. 

Realisasi tahun 2011 sebesar 65,58% dibandingkan tahun 2012 

sebesar 60,74%, menurun sebesar 4,84%, sedangkan tahun 

2012 dibandingkan tahun 2013 meningkat sebesar 27,13%. Pada 

akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan dapat 

tercapai sebesar 85%. 

Meskipun realisasi indikator sasaran ini dengan kategori sangat 

berhasil, tetapi dalam kenyataannya di lapangan ditemuinya 

permasalahan-permasalahan dalam rangka peningkatan 

cakupan rumah sehat adalah kondisi masyarakat dan tingkat 

pendidikan yang rendah. Upaya untuk pemecahan permasalahan 

ini adalah dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat 

melalui kearifan lokal dan peningkatan kerjasama lintas program 

dan lintas sektor. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan 

Lingkungan Sehat dengan kegiatan Pengkajian Pengembangan 

lingkungan sehat. Bentuk dari kegiatan ini berupa papat Pleno I 

dan II serta pemicuan desa STBM. Pada akhir perencanaan 

RPJMD tahun 2015 cakupan rumah sehat diharapkan dapat 

tercapai sebesar 85%. 
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Maksud dilaksanakan pengukuran indilator sasaran ini adalah 

untuk mengukur prosentase rumah sehat dimana dengan rumah 

sehat diharapkan penyakit berbasis lingkungan dapat dicegah. 

3. Meningkatnya Cakupan Air Bersih.  

Target tahun 2013 sebesar 81%, terealisir 92,42%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 114,1% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah penduduk dengan akses air bersih 

sebanyak 867.300 penduduk. Realisasi tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 

2011 terealisir 81,02, tahun 2012 terealisir 88%, meningkat 

6,98%, sedangkan tahun 2013 terealisir 92,42%, meningkat 

4,42%. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat pola 

hidup bersih,sehat dan peningkatan kerjasama lintas program 

dan lintas sektor. Pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi 

cakupan air bersih diharapkan tercapai sebesar 90%. 

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Pengembangan Lingkungan 

Sehat dengan kegiatan Pengembangan kualitas air bersih. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan Rapat 

Pleno I dan II serta pemicuan desa Sanitasi Berbasis Masyarakat 

(STBM). 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasararan ini adalah 

untuk mengukur cakupan air bersih rumah tangga dimana air 

bersih merupakan kebutuhan dasar manusia. 

4. Pengembangan IPAL Komunal.  

Target tahun 2013 sebanyak 2 unit terealisir 5 unit, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 250% dengan ketegori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 9 unit, tahun 

2012 sebanyak 4 unit dan tahun 2013 sebanyak 5 unit, sehingga 

secara akumulasi pengembangan IPAL komunal sudah tercapai 
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sebanyak 17 unit pada tahun 2013, realisasi ini sudah melebihi 

dari target akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 yaitu sebanyak 

10 unit.  

Pengembangan IPAL komunal pada tahun 2013 sebanyak 5 unit 

tersebut yaitu Pembangunan Sanitasi Komunal di 5 wilayah  Jetis 

I, Jetis II, Dlingo, Karangtengah dan  Ringinharjo Bantul. Indikator 

sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah dengan kegiatan 

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

guna mengukur penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan 

limbah rumah tangga secara terpadu di Kabupaten Bantul. 

5. Penanganan Sampah.  

Target penanganan sampah tahun 2013 pada 17 Kecamatan 

terealisir 16 Kecamatan, maka nilai capaian indikator sasaran ini 

sebesar 94,12% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 penanganan sampah 

baru dapat menjangkau di 16 Kecamatan. Hal ini disebabkan 

jangkauan yang terlalu jauh dan animo masyarakat yang masih 

rendah terhadap pengelolaan sampah secara terpusat.  

Upaya pemecahan terhadap masalah ini adalah pengelolaan 

sampah secara mandiri oleh masyarakat. Selanjutnya pada akhir 

perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan penanganan 

sampah dapat mencakup di 17 Kecamatan. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana dengan kegiatan Penyediaan Kendaraan 

Dinas/Operasional. Bentuk dari kegiatan ini meliputi pengadaan 

alat berat/container 3 buah, pengadaan armada pengangkut 
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sampah yang terdiri 1 buah dump truck dan 1 buah motor roda 

tiga serta pengadaan gerobak sampah 20 buah. 

15. Sasaran 15 

Semua Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan  
Tabel III.19 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 15 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Prosentase penduduk 
yang memiliki jaminan 
kesehatan 

47,41% 62,08% 70% 96,64% 138,06 Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (1x92,5)/1)  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 15  = 92,5 

Pada sasaran 15 (lima belas) terdiri dari 1 (satu) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 15 (lima belas) sesuai hasil pengukuran 

kinerja sebagai berikut : 

1. Prosentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan.  

Target tahun 2013 sebesar 70% terealisir 96,64%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 138,06% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah penduduk yang memiliki kartu peserta 

jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar sebanyak 906.926 

penduduk. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator 

sasaran ini yaitu dukungan kuota sasaran dari provinsi dan 

kabupaten serta peningkatan jumlah jaminan kesehatan yang 

bersumber dari APBN/Jaminan Kesehatan Nasional Penerima 

Bantuan Iuran (JKN PBI). 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebesar 14,61%, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 

2013 meningkat sebesar 34,56%. Pada akhir RPJMD tahun 2015 
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diharapkan prosentase penduduk yang memiliki jaminan 

kesehatan mencapai sebesar 100% 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan 

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatanKemitraan 

pengobatan bagi pasien kurang mampu. Bentuk dari kegiatan ini 

berupa koordinasi TP Jamkesmas Kabupaten dengan PPK I, 

koordinasi TP Jamkesmas Kabupaten dengan PPK II/LS, 

Evaluasi Jaminan Kesehatan dan Bimbingan tehnis.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indilator sasararan ini 

adalahuntuk mengetahui jumlah penduduk yang telah memiliki 

jaminan kesehatan. 

16. Sasaran 16 

Meningkatnya Kualitas Pendidikan 
Tabel III.20 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 16 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Angka melek Huruf   91,30% 97,50% 90,74% 97,51% 107,46 Sangat 
Berhasil  

2. APK TK/PAUD 57,91% 58,72% 58,00% 98,80% 170,34 Sangat 
Berhasil 

3. APK SD/MI/PAKET A  92,39% 92,91% 105,15
% 

 

94,18 %  
 

89,57  
 

Sangat 
Berhasil  

4. APK SMP/MTS 87,96% 87,53% 99% 
 

87,86%  
 

 88,75  
 

Sangat 
Berhasil  

5 APK SMA/SMK 67,90% 71.04% 84,00% 71,13% 84,67
% 

Berhasil 

6 APM SD/MI 88,24% 80,87% 95,35% 
 

81,37%  
 

85,34  
 

Sangat 
Berhasil  

7. APM SMP/MTS 78,47% 67,02% 83,5% 
 

65,46%  
 

 78,40  
 

Berhasil 

8. APM  SMA/SMK 50,27% 51.57% 66,00% 53,79% 81,15 Berhasil  
9. Tingkat Kelulusan SD/MI 99,99% 100% 99,99% 

 
100,00

% 
 

100,01  
 

Sangat 
Berhasil 

10. Tingkat Kelulusan 
SMP/Mts 

99,16% 99,66% 97,5% 99,66%  
 

102,21  Sangat 
Berhasil 
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No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

11. Tingkat Kelulusan 
SMA/SMK 

99,70% 99.75% 98,25% 100% 101,78 Sangat 
Berhasil 

12. Nilai Nem Rata-Rata 
SD/MI 

7,30 
(nilai) 

7.62(nila
i) 

7,30 
(nilai) 

 7,77  
(nilai) 

106,44  
 

Sangat 
Berhasil 

13. Nilai Nem rata-rata 
SMP/MTS 

7,15(nila
i) 

6.79(nila
i) 

7,20 
(nilai) 

  6,39  
(nilai) 

 88,75  
 

Sangat 
Berhasil 

14 Nilai Nem rata-rata 
SMA/SMK 

7,53(nila
i) 

7.32(nilai
) 

7,31 
(nilai) 

6,49 
 (nilai) 

88,78 Sangat 
Berhasil 

15 Angka Putus Sekolah 
SD/MI 

0,04% 0,05% 0,01%  0,05%  
 

-300 Tidak 
Berhasil 

16 Angka Putus Sekolah 
SMP/MTs 

0,10% 0,11% 0,07%  0,11%  
 

42,85 Tidak 
Berhasil 

17. Angka Putus Sekolah 
SMA/SMK 

1,02% 0.75% 0,80% 0,52% 135% Sangat 
Berhasil  

18. Angka Rata-rata lama 
sekolah SD/MI  

6,10 
Tahun 

6,04 
Tahun  

6,22 
Tahun 

    6,04  
Tahun 

102,89  
 

Sangat 
Berhasil 

19. Angka rata-rata lama 
sekolah SMP/MTs 

3,01 
Tahun 

3,004 
Tahun  

3,01 
Tahun  

  3,004 
Tahun  

100,19  
 

Sangat 
Berhasil 

20 Angka rata-rata lama 
sekolah  SMA/SMK/MA 

3,01 
Tahun 

3.01 
Tahun 

3.01 
Tahun 

3,01 
Tahun  

100 Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = (15x92,5)/20)  = 69,38 
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)  = (3x77,5)/20  = 11,63 
Capaian Sasaran (Kategori tidak berhasil)  = (2x27,5)/20  =   2,75 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 16  = 83,76 

Pada sasaran 16 (enam belas) terdiri dari 20 (dua puluh satu) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

83,76 dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian 

indikator sasaran pada sasaran 16 (enam belas) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Angka Melek Huruf.  

Target tahun 2013 sebesar 90,34% terealisir 97,51%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 107,46% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat 

baca tulis sebanyak 655.296 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 

yang usia 15 tahun ke atas sebanyak 672.025 jiwa.  

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebesar 6,2%, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

terjadi peningkatan sebesar 0,01%. Pada akhir RPJMD tahun 

2015 diharapkan dapat tercapai 91,54%, target ini sudah tercapai 
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di tahun 2013 bahkan melampaui target. Faktor yang mendukung 

keberhasilan indikator sasaran ini adalah komitmen dari 

Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemberantasan buta huruf. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Pendidikan Nonformal dan TK 

dengan kegiatan Paket A keaksaraan. Kegiatan ini dalam rangka 

untuk pemberantasan buta huruf yang berdampak pada 

meningkatnya angka melek huruf.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui banyaknya penduduk yg melek huruf di 

Kabupaten Bantul. 

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD.  

Target tahun 2013 sebesar 58,00% terealisir 98,80%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 170,34% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah siswa jenjang TK/PAUD sebanyak 

115.000 siswa, sedangkan jumlah anak usia 0-6 tahun sebanyak 

116.397 jiwa. Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 

meningkat sebesar 0,81%, sedangkan tahun 2012 dibandingkan 

tahun 2013 meningkat 40,08%. Hal ini disebabkan adanya 

sosialisasi pentingnya PAUD dan kesadaran masyarakat yang 

meningkat akan pentingnya PAUD bagi anak balita.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) dengan kegiatan BOP, Peningkatan minat, bakat 

kreatifitas, penyediaan sarana dan lain-lain. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan, meningkatkan 

munculnya prestasi dan terpenuhinya fasilitas pendidikan. 

Pada akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka Partisipasi 

Kasar (APK) TK/PAUD dapat tercapai sebesar 60,00%. Maksud 

dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah Untuk 
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mengetahui tingkat partisipasi masyarakat yang bersekolah di 

TK/PAUD.  

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI.  

Target tahun 2013 sebesar 105,05% terealisir 94,18%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 89,57% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah siswa di jenjang SD/MI/Paket A 

sebanyak 76.573 siswa, sedangkan jumlah penduduk kelompok 

usia 7-12 tahun sebanyak 81.301 jiwa.  

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebesar 0,52%, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

meningkat sebesar 1,27%. Pada akhir RPJMD tahun 2015 

diharapkan dapat tercapai sebesar 105,3%. Hal yang 

mendukung adalah adanya komitmen dan kemauan orang tua 

untuk menyekolahkan anaknya di Bantul.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan Penilaian 

angka kredit pejabat fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis 

serta verifikasi data sertifikasi Guru dalam jabatan. Bentuk 

kegiatan ini adalah penilaian Angka Kredit bagi Guru, untuk 

diusulkan kenaikan pangkat bagi yang telah memenuhi 

persyaratandalam rangka peningkatan mutu pendidikan di 

Kabupaten Bantul. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu 

jenjang SD/MI. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak 

usia sekolah yang bersekolah. 

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts. 

Target tahun 2013 sebesar 99% terealisir sebesar 87,86% ,maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 88,75% dengan 
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kategori sangat berhasil. Jumlah siswa di jenjang 

SMP/MTs/Pkt.B dan SMP sebanyak 36.593 siswa, sedangkan 

jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 41.804 

jiwa.  

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 menurun sebesar 

0,43%, sedangkan realisasi pada tahun 2012 dibandingkan tahun 

2013 meningkat sebesar 0,33%. Sampai akhir RPJMD tahun 

2015 diharapkan realisasi APK SMP/MTS dapat tercapai sebesar 

99,75%. Faktor yang mendukug keberhasilan indikator sasaran 

ini adalah adanya komitmen dan kemauan orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya  di Bantul.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Peningkatan Kapasitas 

Sumbedaya  Aparatur dengan kegiatan Penilaian angka kredit 

pejabat fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis serta 

verifikasi data sertifikasi Guru dalam jabatan. Bentuk kegiatan ini 

adalah penilaian Angka Kredit bagi Guru, untuk diusulkan 

kenaikan pangkat bagi yang telah memenuhi persyaratandalam 

rangka  peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bantul.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu 

jenjang SMP/MTs. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak 

anak usia sekolah yang bersekolah. 

5. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK.  

Target tahun 2013 sebesar 84,00% terealisir sebesar 71.13%, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 84,67% dengan 

kategori berhasil. Jumlah siswa jenjang SMA/SMK/MA/PAKET C 

sebanyak 115.000 siswa, sedangkan jumlah penduduk kelompok 

usia 16-18 tahun sebanyak 116.397 jiwa.  
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Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebesar 3,14, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

meningkat sebesar 0,09%. Pada akhir RPJMD tahun 2015 

diharapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK dapat 

tercapai sebesar 85,00%. Adanya peran pemerintah dengan 

menggiatkan sosialisasi di masyarakat bahwa pendidikan di 

Kabupaten Bantul sudah berkualitas dengan dipenuhinya 

kebutuhan guru kompeten, sarana pembelajaran maupun inovasi 

di bidang pendidikan yang mengantarkan Bantul banyak meraih 

prestasi akademik maupun non akademik.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program  dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menengah 

dengan kegiatan BOP, Peningkatan minat bakat kreatifitas siswa 

dan guru, Lomba Kompetensi Siswa, penyediaan sarana 

pendidikan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator ini 

adalah Untuk mengetahui tinkat partisipasi anak yang bersekolah 

di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C. Semakin tinggi APK berarti 

semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang 

SMA/SMK/MA/Paket C. 

6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.  

Target tahun 2013 sebesar 95,35% terealisir 81,37%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 85,34% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang 

SD/MI/Paket A sebanyak 66.154 siswa, jumlah penduduk 

kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 81.301 jiwa.  

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 menurun sebesar 

7,46%, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

meningkat sebesar 0,5%. Pada akhir RPJMD tahun 2015 

diharapkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dapat tercapai 

sebesar 96,26%. Faktor yang mendukung keberhasilan ini 
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adalah adanya komitmen dan kemauan orang tua untuk 

menyekolahkan putra/putrinya di Bantul. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun dengan 

kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah dengan pengembangan kompentensi lulusan, 

pengembangan kurikulum, pengembangan proses 

pembelajaran, pengembangan PTK, pengembangan sarpras 

sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, 

pengembangan dan implementasi sistem penilaian. pembinanan 

minat bakat dan kreativitas dan pengembangan pengembangan 

budaya karakter, MBS, KTSP SD.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini untuk 

mengetahui banyaknya anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di 

suatu jenjang pendidikan. 

7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 

Target tahun 2013 sebesar 83.5% terealisir 65,46%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 78,40% dengan kategori 

berhasil. Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang 

SMP/MTs/Paket B sebanyak 27.366 siswa, sedangkan jumlah 

penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 41.804 jiwa.  

Realisasi tahun 2011 dibanding tahun 2012 menurun sebesar 

11,45%, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

menurun sebesar 1,56%. Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 

2015 diharapkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dapat 

tercapai sebesar 90,25%. Turunnya Angka Partisipasi Murni 

(APM) SMP/MTs ini disebabkan tidak semua orangtua siswa 

menyekolahkan anaknya di Bantul dan keinginan bekerja. Upaya 

pemecahannya adalah sosialisasi kepada penduduk Bantul di 

wilayah perbatasan untuk menyekolahkan anaknya di Bantul dan 
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dimungkinkan anak usia sekolah SMP ini sudah menduduki 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA/SMK). 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun dengan 

kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs. 

Kegiatan ini adalah dalam bentuk pengembangan kompentensi 

lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses 

pembelajaran, pengembangan PTK, pengembangan sarpras 

sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, 

pengembangan dan implementasi sistem penilaian. pembinanan  

minat bakat dan kreativitas serta penyebarluasan dan sosialisasi 

berbagai informasi tentang pendidikan dasar. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah menengah yang 

bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai di suatu 

daerah. 

8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK.  

Target tahun 2013 sebesar 66,00% terealisir 53,79%, maka nilai 

capaian indikator sasaran sebesar 81,5% dengan kategori 

berhasil. Jumlah siswa jenjang SMA/SMK usia 16-18 tahun 

sebanyak 23.817 siswa, sedangkan jumlah penduduk kelompok 

usia 16-18 tahun sebanyak 44.277 jiwa. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebesar 1,3%, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

meningkat sebesar 2,22%. Pada akhir perencanaan RPJMD 

tahun 2015 diharapkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK 

tercapai sebesar 68,00%. Guna mendukung APM ini digalakkan 

peran pemerintah dengan menggiatkan sosialisasi di masyarakat 

bahwa pendidikan di Kabupaten Bantul sudah berkualitas 

dengan dipenuhinya kebutuhan guru kompeten, sarana 
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pembelajaran maupun inovasi dibidang pendidikan yang 

mengantarkan Bantul banyak meraih prestasi akademik maupun 

non akademik.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui tingginya partisipasi siswa SMA dan sederajat 

termasuk Paket C terhadap pendidikan usia resmi (16-18 tahun). 

9. Tingkat Kelulusan SD/MI.  

Target tahun 2013 sebesar 99,99% terealisir 100,00%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100,01% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 

11.657 siswa, sedangkan jumlah siswa tingkat tertinggi pada 

jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 11.657 

siswa.  

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebesar 0,01%, sedangkan tahun 2012 dan tahun 2013 realisasi 

tetap sebesar 100%. Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 

2015 diharapkan Tingkat Kelulusan SD/MI tercapai sebesar 

99,99%, namun demikian di tahun 2013 realisasi sudah tercapai 

100%. Factor yang mendukung keberhasilan indicator ini adalah 

adanya dukungan dari seluruh pemangku pendidikan untuk 

sukses Ujian Nasional (UN). 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 Tahun 

dengan kegiatan Sukses UNAS melalui TPM dan Tryout serta 

pemberdayaan MKKS. Bentuk dari kegiatan ini yaitu penajaman 

bedah SKL UN, try out mulai dari tingkat kecamatan 2 kali , MKKS 

1 kali, tingkat kabupaten 1 kali dan tingkat propinsi 1 kali. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dari jenjang 

pendidikan tertentu di suatu daerah. 
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10. Tingkat kelulusan SMP/MTs.  

Target tahun 2013 sebesar 97,5% terealisir 99,66%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar  103,28 % dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah lulusan pada jenjang SMP/Mts. 

sebanyak 11.205 siswa, sedangkan jumlah siswa tingkat tertinggi 

pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 

11.243 siswa. Faktor yang mendukung keberhasilan indicator 

sasaran ini adalah dukungan dari seluruh pemangku pendidikan 

untuk sukses UN, disamping itu didukung pula adanya 

penyelenggaraan bedah SKL dan Tryout UN. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 Tahun 

dengan kegiatan Sukses UNAS melalui TPM dan Tryout serta 

pemberdayaan MKKS. Bentuk dari kegiatan ini yaitu penajaman 

bedah SKL UN, try out mulai dari tingkat kecamatan 2 kali , MKKS 

1 kali, tingkat kabupaten 1 kali dan tingkat propinsi 1 kali. 

Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Tingkat 

Kelulusan SMP/MTs dapat tercapai sebesar 99,5%. Namun 

demikian di tahun 2013 realisasi sudah tercapai 99,66%. Maksud 

dilaksanakan pengukuran ini adalah untuk mengetahui 

banyaknya siswa yang lulus dari jenjang pendidikan tertentu di 

suatu daerah. 

11. Tingkat Kelulusan SMA/SMK.  

Target tahun 2013 sebesar 98,25% terealisir sebesar 100% maka 

nilai capaian ini indikator sasaran ini sebesar 101,78% dengan 

kategori sangat berhasil. Jumlah lulusan pada jenjang 

SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 9.466 siswa, sedangkan 

jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA/ Paket 

C pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 9.466 siswa. 
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Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebesar 0,05%, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

meningkat sebesar 0,25%. Pada akhir perencanaan RPJMD 

tahun 2015 diharapkan Tingkat Kelulusan SMA/SMK 98,35%.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

karena mutu pendidikan di Bantul yang berkualitas serta 

kesiapan dalam menghadapi UN. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menengah 

dengan kegiatan Evaluasi hasil pendidikan Sukses UN. Kegiatan 

ini berupa Latihan mengerjakan UN. Maksud dilaksanakan 

pengukuran ini adalahuntuk mengetahui banyaknya siswa yang 

lulus dari jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ Paket C. 

12. Nilai NEM rata-rata SD/MI.  

Target tahun 2013 sebesar 7,30 terealisir sebesar 7,77 maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 106,44%  dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah NEM rata-rata sebesar 23,31 dengan 

jumlah mata pelajaran yang di UNkan sebanyak 3 mata 

pelajaran. Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 

meningkat sebesar 0,32, sedangkan tahun 2012 dibandingkan 

tahun 2013 meningkat sebesar 0,15. Pada akhir perencanaan 

RPJMD tahun 2015 diharapkan nilai NEM rata-rata SD/MI dapat 

tercapai 7,40, target ini telah terlampaui pada tahun 2013. 

Factor yang mendukung capaian indicator sasaran ini adalah 

adanya peningkatan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

semenjak kelas 4, 5 dan 6. Pengukuran indikator sasaran ini 

dengan maksud untuk mengetahui besaran nilai UASBN/UN tiap 

jenjang pendidikan di suatu daerah. 
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13. Nilai NEM rata-rata SMP/MTs.  

Target tahun 2013 sebesar 7,20 terealisir sebesar 6,39 maka nilai 

capaian indikator ini sebesar 88,75% dengan kategori sangat 

berhasil. Jumlah NEM rata-rata sebesar 25,56 dengan jumlah 

mata pelajaran yang di UNkan sebanyak 4 mata pelajaran. Faktor 

yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah 

proses KBM harus lebih ditingkatkan semenjak kelas 2 dan 3 

melalui bedah SKL. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 realisasi nilai nem 

rata-rata SMP/MTs menurun sebesar 0,36, sedangkan tahun 

2012 dibandingkan tahun 2013 menurun sebesar 0,4. Hal ini 

disebabkan karena tingkat kesulitan soal UNAS yang berbeda 

dan tingkat kejujuran siswa masih tinggi. Pada akhir perencanaan 

RPJMD tahun 2015 diharapkan nilai NEM rata-rata SMP/MTS 

tercapai sebesar 7,30. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun dengan kegiatan 

bedah SKL UN. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan 

evaluasi hasil Try Out mulai dari tingkat kecamatan, sehingga 

dapat ditentukan tingkat daya serap dan penambahan jam 

belajar/Les pada pelajaran yang masih dibawah rata-rata.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui besaran nilai UASBN/UN tiap jenjang 

pendidikan di suatu daerah. 

14. Nilai NEM rata-rata SMA/SMK.  

Target tahun 2013 sebesar 7,31 terealisir sebesar 6,49  maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 88,78% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 dibandingkan 

tahun 2012 menurun sebesar 0,21, sedangkan tahun 2012 

dibandingkan tahun 2013 menurun sebesar 0,83. Hal ini 
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disebabkan bobot UN yang tinggi. Upaya pemecahannya adalah 

penguasaan materi yang lebih lengkap sesuai kisi-kisi UN. Pada 

akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan nilai NEM 

rata-rata SMA/SMK tercapai sebesar 7,56. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menengah 

dengan kegiatan Sukses UN dan Evaluasi hasil pendidikan. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa latihan mengerjakan UN. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator ini adalah untuk 

mengetahui prestasi siswa dilihat dari NEM lulusan pada jenjang 

pendidikan tertentu di suatu daerah. 

15. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI.  

Target tahun 2013 sebesar 0,01% terealisir sebesar 0,05%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar -300% dengan 

kategori tidak berhasil. Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat 

dan jenjang SD/MI sebanyak 35 siswa dengan jumlah siswa pada 

tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran 

sebelumnya sebanyak 74.234 siswa. Realisasi tahun 2011 

dibandingkan tahun 2012 meningkat sebesar 0,01%, sedangkan 

realisasi tahun 2013 sama dengan tahun 2012. Pada akhir 

perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka Putus 

Sekolah (APS) SD/MI tercapai sebesar 0,01%.  

16. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs.  

Target tahun 2013 sebesar 0.07% terealisir sebesar 0,11%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 42,85% dengan 

kategori tidak berhasil. Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 

2012 meningkat sebesar 0,01%, sedangkan realisasi tahun 2013 

sama dengan tahun 2012. Pada akhir perencanaan RPJMD 

tahun 2015 diharapkan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS 

tercapai sebesar 0,05%. 

LAKIP |  

AKUNTABILITAS KINERJA 
190 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Kabupaten Bantul Tahun 2013 

Faktor yang menghambat ketidakberhasilan indikator sasaran 16 

dan 17 disebabkan motivasi sekolah anak rendah dan peran 

orang tua belum optimal. Upaya yang perlu dilakukan adalah 

dengan sosialisasi kepada 75 Pemerintah Desa dan beasiswa.  

Indikator sasaran 16 dan 17 dilaksanakan melalui 1 Program dan 

1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 Tahun 

dengan kegiatan pendataan anak putus sekolah dan pendataan 

anak usia sekolah yaitu dengan melaksanakan penjaringan data 

siswa rentan DO dan program sweepping melalui RT, Dukuh, 

Kades untuk dapat menemukan anak usia sekolah yang tidak 

bersekolah. Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk 

mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu 

daerah sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya. 

17. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK.  

Target tahun 2013 sebesar 0,80% terealisir sebesar 0,52% maka 

nila capaian indakator sasaran ini sebesar 135% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang 

SMA/SMK/MA sebanyak 232 siswa dengan jumlah siswa pada 

tingkat yang sama dan jenjang  SMA/SMK/MA pada tahun ajaran 

sebelumnya sebanyak 44.237 siswa. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 menurun sebesar 

0,27%, sedangkan realisasi Angka Putus Sekolah (APS) 

SMA/SMK tahun 2013 sama dengan tahun 2012. Pada akhir 

perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka Putus 

Sekolah (APS) SMA/SMK tercapai sebesar 0,70%. Faktor yang 

mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah siswa  

kesadaran bersekolah sudah meningkat. 

Indikator sasaran dilaksanakan melalui 1 Program dengan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menengah 

dengan kegiatan Retreivel (mengajak kembali sekolah dengan 
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memberikan subsidi), dimana dana retreivel bersumber pada 

dana APBD Premerintah DIY. Maksud dilaksanakan pengukuran 

indikator ini adalah untuk mengetahui jumlah siswa yang putus 

sekolah di suatu daerah sehingga dapat ditentukan cara 

penanggulanggannya. 

18. Angka rata-rata lama sekolah SD/MI.  

Target tahun 2013 selama 6,22 tahun terealisir 6,04 tahun, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 102,89% dengan 

kategori sangat berhasil. Jumlah siswa mengulang sebanyak 

3.054 siswa dengan jumlah murid keseluruhan sebanyak 74.565 

siswa sedangkan lama belajar siswa SD/MI selama 6 tahun. 

Target tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 menurun sebesar 

0,06, sedangkan realisasi tahun 2013 sama dengan tahun 2012. 

Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka 

Rata-rata lama sekolah SD/MI tercapai sebesar 6,18. Faktor yang 

mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah 

meningkatnya kemampuan Guru dalam proses kegiatan belajar 

mengajar sebagai dampak dari meningkatnya kesejahteraan 

Guru (tunjangan profesi).  

19. Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs.  

Target tahun 2013 selama 3,01 tahun terealisir sebesar 3,004 

tahun, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar  100,19% 

dengan kategori sangat berhasil. Jumlah siswa mengulang 

sebanyak 140 siswa, jumlah murid keseluruhan sebanyak 34.206 

siswa dengan lama belajar siswa SMP/MTs selama 3 tahun.  

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 menurun 0,006, 

sedangkan realisasi tahun 2013 sama dengan tahun 2012. Pada 

akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka rata-

rata lama sekolah SMP/MTs tercapai selama  3,01 tahun. Faktor 

yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah   
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meningkatnya kemampuan Guru dalam proses kegiatan belajar 

mengajar sebagai dampak dari meningkatnya kesejahteraan 

Guru (tunjangan profesi). 

Indikator sasaran point 18 dan 19 dlaksanakan melalui 1 Program 

Wajar 9 tahun dengan kegiatan tambahan jam belajar/Les Wajar 

9 tahun yaitu pendalaman materi berdasarkan kelompok yang 

tinggal kelas. Pengukuran indikator ini dilaksanakan guna  

mengetahui berapa lama suatu jenjang pendidikan dapat 

terselesaikan sampai lulus. 

20. Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK.  

Target tahun 2013 selama 3,01 tahun terealisir 3,01 tahun, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 

tercapai selama 3,01 tahun. Faktor yang mendukung 

keberhasilan indikator sasaran adalah penanaman kedisiplinan 

bagi siswa sehingga prestasi akademik siswa semakin 

meningkat. 

Indikator sasaran ini dilaksankan melalui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menengah 

dengan kegiatan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di 

sekolah. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 

2015 diharapkan Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK 

tercapai selama 3,01 tahun. Pengukuran indikator ini 

dilaksanakan untuk mengetahui lama belajar pada jenjang 

SMA/SMK/MA secara rata-rata per siswa.   
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17. Sasaran 17 

Meningkatnya Kualitas Perpustakaan  
Tabel III.21 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 17 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1  Jumlah koleksi buku  45.650 
Buku 

47.008 
Buku 

50.000 
buku 

56.152 
buku 

112 
 

Sangat 
Berhasil  

2. Jumlah pengunjung 
perpustakaan (termasuk 
perpustakaan keliling) 

47.707 
Orang 

108.432 
Orang 

49.000 
Orang 

175.202 
Orang  

358 Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = (2x92,5)/2  =  92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategi  17  =  92,5 

Pada sasaran 17 (tujuh  belas) terdiri dari 2 (dua) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 17 (tujuh belas) sesuai hasil pengukuran 

kinerja sebagai berikut: 

1. Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan.  

Target tahun 2013 sebanyak 50.000 buku, terealisir sebanyak 

56.152 buku, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

112% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 

dibandingkan tahun 2012 meningkat sebanyak 1.358 buku, 

sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 meningkat 

sebanyak 9.144 buku. Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 

2015 diharapkan jumlah koleksi buku di perpustakaan tercapai 

sebanyak 51.000 buku. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya peningkatan kemitraan dengan stakeholder 

perpustakaan dan adanya variasi koleksi buku. Maksud 

dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini untuk mengukur 
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sarana yang diperlukan untuk membentuk perpustakaan yang 

handal dan berkualitas. 

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan (termasuk perpustakaan 

keliling).  

Target tahun 2013 sebanyak 49.000 orang terealisir 175.202 

orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 358% 

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 

dibandingkan tahun 2012 meningkat sebanyak 60.725 orang 

sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 meningkat 

sebanyak 66.770 orang  atau sebesar 61,57%. Pada akhir 

perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah pengunjung 

perpustakaan (termasuk perpustakaan keliling) mencapai 

sebanyak 51.000 orang. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah karena masyarakat butuh akan eksistensi perpustakaan, 

metode layanan dengan menggunakan sistem otomatis, paket 

dan manual,lokasi layanan keliling bertambah sarana dan dan 

fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor 

sudah dilengkapi WiFi, ruangan ber AC, suasana nyaman serta 

tersedianya SDM Pengelola perpustakaan.  

Indikator sasaran point 1 dan 2 di atas dilaksanakan melalui 1 

Program dan 10 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program  

Pengembangan budaya baca baca dan pembinaan 

perpustakaan dengan kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengembangan minat dan budaya baca. Bentuk dari kegiatan 

ini adalah dengan melaksanakan lomba perpustakaan 

Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten. 

b. Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan 
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koordinasi Pengelola Perpustakaan Desa dan Komunitas se- 

Bantul. 

c. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan tingkat 

Kabupaten Bantul. Bentuk dari kegiatan ini adalah 

melaksanakan koordinasi perpustakaan umum 

Kabupaten/Kota se Pemerintah DIY. 

d. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan tingkat 

Pemerintah DIY. 

e. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah dengan melaksanakan Bantul Ekspo, 

Karnaval 17 Agustus Talkshow dan Kirab Hari jadi Kabupaten 

Bantul. 

f. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah melaksanakan pengadaan buku tahun 

2013 terdiri dari 1.349 judul dan 4.901 eksemplar. 

g. Pelayanan perpustakaan. Bentuk dari kegiatan ini adalah 

melaksanakan pelayanan perpustakaan di Kantor, 

perpustakaan keliling dan pelayanan perpustakaan sabtu dan 

minggu. 

h. Bimbingan tehnis pengelolaan perpustakaan. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah melaksanakan bimtek bagi pengelola 

perpustakaan Desa, Sekolah dan Komunitas. 

i. Lomba perpusatakaan umum/sekolah. 

j. Pendataan dan verifikasi bagi pengelola perpustakaan. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini untuk 

mengukur tinggi rendahnya minat baca masyarakat.   
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18. Sasaran 18 

Meningkatnya Sekolah Berkualitas. 
Tabel III.22 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 18 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Rasio ruang kelas – siswa 
SD/MI 

23 
Siswa 

22,83 
Siswa  

28 
Siswa 

    23,60  
Siswa 

115,71 Sangat 
Berhasil  

2. Rasio Ruang kelas - siswa  
SMP/MTS 

31 
Siswa 

28,25 
Siswa 

28 
Siswa 

23,40 
Siswa 

116,43 Sangat 
Berhasil 

3. Rasio Ruang kelas – 
siswa SMA/SMK 

34 
Siswa 

34 
Siswa  

32 
Siswa 

27 
Siswa  

115,62 Sangat 
Berhasil  

4. Rasio Guru – siswa SD/MI 14  
orang  

13,70 
orang 

12,9 
 

15,25 
orang  

81,78 Berhasil  

5. Rasio Guru – siswa 
SMP/MTS 

19 
orang  

10,89 
orang  

19,1 
orang  

12,07 
orang  

136,80 Sangat 
Berhasil  

6. Rasio Guru – siswa 
SMA/SMK 

9  siswa  9 siswa  9 siswa  
 

19  
siswa 

-11,11 Tidak 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)    = (4 x 92,5) / 6)  =  61,67 
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)                 = (1x 77,5)/6     =  12,92 
Capaian Sasaran (Kategori Tidak berhasil)       = (1x27,5)/6      =   4,58 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 18 =  79,17 

Pada sasaran 18 (delapan belas) terdiri dari 6 (enam) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

79,17 dengan kategori Berhasil. Selengkapnya nilai capaian 

indikator sasaran pada sasaran 18 (delapan belas) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Rasio Ruang Kelas - Siswa SD/MI.  

Target tahun 2013 sebanyak 28 siswa terealisir 23,60 siswa, 

maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 115,71% dengan 

kategori sangat berhasil. Jumlah siswa pada jenjang pendidikan 

tertentu (siswa SD/MI) sebanyak 76.573 dengan jumlah ruang 

kelas SD/MI sebanyak 3.245 ruang kelas.  

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 menurun 

sebanyak 0,17 siswa, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 

2013 realisasi rasio ruang kelas siswa meningkat sebanyak 0,07 

LAKIP |  

AKUNTABILITAS KINERJA 
197 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Kabupaten Bantul Tahun 2013 

siswa. Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan 

Rasio ruang kelas-siswa SD/MI tercapai sebesar 28 siswa. Factor 

yang mendukung capaian indicator sasaran ini adalah 

tersedianya dana yang optimal guna rehabilitasi ruang kelas yang 

rusak/pemeiliharaan. 

Indikator sasaran ini didukung melalui1 Program dengan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun dengan  

kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah dengan melaksanakan rehabilitasi ruang 

kelas dengan sumber dana DAK, APBN, APBD maupun 

swadaya, sebanyak 287 ruang kelas dan  28 perpustakaan. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui jumlah ruang kelas yang tersedia 

dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang 

pendidikan di suatu daerah.  

2. Rasio Ruang Kelas - Siswa SMP/MTs.  

Target tahun 2013 satu ruang kelas untuk 28 siswa terealisir 

23,40 siswa, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

116,43% dengan kategori sangat berhasil. Jumlah siswa pada 

jenjang pendidikan tertentu (siswa SMP/MTS) sebanyak 36.731 

siswa dengan ruang kelas SMP/MTS sebanyak 1.570 ruang 

kelas.  

Realisasi tahun 2011 menurun sebesar 2,75 siswa pada tahun 

2012, sedangkan pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

menurun sebesar 4,85 siswa. Pada akhir perencanaan  RPJMD 

tahun 2015 diharapkan Rasio ruang kelas – siswa SMP/MTs 

tercapai sebesar 28 siswa. 

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dengan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun dengan 

kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana. Bentuk dari 
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kegiatan ini adalah dengan melaksanakan Rehabilitasi ruang 

kelas dengan sumber dana DAK, APBN, APBD maupun 

swadaya, sebanyak 85 ruang kelas. 

Pengukuran indikator sasaran ini dilaksanakan dengan maksud 

untuk mengetahui jumlah ruang kelas yang tersedia 

dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang 

pendidikan di suatu daerah. 

3. Rasio Ruang Kelas – Siswa SMA/SMK.  

Target tahun 2013 sebanyak 32 siswa, terealisir 27 siswa, maka 

nilai capaian inidikator sasaran ini sebesar 115,62% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sama dengan 

tahun 2012, sedangkan realisasi tahun 2013 menurun sebesar 7 

siswa. Pada akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan Rasio ruang 

kelas – siswa SMA/SMK tercapai sebesar 32. Indikator sasaran 

ini tidak ada dukungan Program maupun kegiatan.  

Pengukuran indikator sasaran ini dilaksanakan dengan maksud 

untuk mengetahui jumlah ruang kelas yang tersedia 

dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang 

pendidikan di Kabupaten.  

4. Rasio Guru – Siswa SD/MI.  

Target tahun 2013 satu guru untuk 12,9 siswa terealisir sebanyak 

15,25 siswa, maka nilai capaian indkator sasaran ini sebesar 

81,78% dengan kategori berhasil. Jumlah siswa SD/MI sebanyak 

76.573 siswa dengan jumlah guru SD/MI sebanyak 1.570 guru.  

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 menurun sebesar 

0,3 siswa, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

meningkat sebanyak 1,55 siswa Pada akhir perencanaan 

RPJMD tahun 2015 diharapkan Rasio Guru – siswa SD/MI  

tercapai sebesar 12,5.  
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Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Manajemen Pelayanan 

Pendidikan dengan kegiatan Penataan dan pengangkatan Guru 

Tidak Tetap (GTT). Dengan adanya pengangkatan guru tidak 

tetap berdampak pada proses belajar mengajar yang efektif  dan 

suskesnya penerimaan peserta didik baru (PPDB). 

Pengukuran indikator sasaran ini dilaksanakan  dengan maksud 

untuk mengetahui jumlah guru yang tersedia dibandingkan 

dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang pendidikan di suatu 

daerah. 

5. Rasio Guru – Siswa SMP/MTs.  

Target tahun 2013 sebanyak 19,1 siswa, terealisir 12,07 siswa, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 136,80% dengan 

kategori sangat berhasil. Jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 

36.731 siswa dengan jumlah guru sebanyak 3.044 guru.  

Realisasi tahun 2011 dengan perbandingan satu guru untuk 19 

siswa, tetapi pada tahun 2012 realisasinya 1 guru untuk 10,89 

siswa berarti menurun sebanyak 8,11 siswa pada tahun 2012, 

sedangkan tahun 2013 1 guru untuk 12,07 siswa atau meningkat 

sebanyak 1,18 siswa pada tahun 2013. Pada akhir perencanaan  

RPJMD tahun 2015 diharapkan Rasio  Guru – siswa SMP/MTs 

tercapai sebesar 18,5 siswa. 

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Progam Manajemen Pelayanan 

Pendidikan dengan kegiatan Penataan dan pemerataan Guru 

PNS. Dengan adanya kegiatan penataan dan pemerataan guru 

PNS berdampak pada Proses Belajar Mengajar yang efektif dan 

efisien  dan suskesnya PPDB. 

Pengukuran indikator sasaran dilaksanakan dengan maksud 

untuk mengetahui jumlah guru yang tersedia dibandingkan 
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dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang pendidikan di suatu 

daerah. 

6. Rasio Guru – Siswa SMA/SMK.  

Target tahun 2013 sebanyak 1 guru untuk 9 orang terealisir 1 

guru untuk sebanyak 19 siswa, maka nilai capaian indikator 

sasaran ini sebesar -11,11 dengan kategori tidak berhasil. 

Realisasi tahun 2011 sama dengan tahun 2012 sebanyak 9 

orang, meningkat 10 siswa pada tahun 2013. Pada akhir RPJMD 

tahun 2015 diharapkan Rasio Guru – siswa SMA/SMK tercapai 

sebesar 9 juga. Indikator sasaran ini tercapai tanpa harus 

dukungan program dan kegiatan.  

Pengukuran indikator sasaran ini dilaksanakan dengan maksud 

untuk mengetahui rata-rata besarnya kelas di suatu daerah. 

19. Sasaran 19 

Meningkatnya Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal dan 
Informal 

Tabel III.23 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 19 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Jumlah lembaga 
pendidikan non formal 
yang aktif melaksanakan 
kegiatan  

33 buah 39 buah 37 buah 50 buah  135,15 Sangat 
Berhasil 

2. Jumlah lembaga 
pendidikan informal yang 
aktif melaksanakan 
kegiatan  

3 buah 1 buah 2 buah 2 buah  100 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 2 x 92,5 ) / 2  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 19   = 92,5 

Pada sasaran 19 (sembilan belas) terdiri dari 2 (dua) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator 
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sasaran pada sasaran 19 (sembilan belas) sesuai hasil pengukuran 

kinerja sebagai berikut : 

1. Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang Aktif 

Melaksanakan Kegiatan.  

Target tahun 2013 sebanyak 37 buah terealisir sebanyak 50 

buah, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 135,14% 

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 

dibandingkan tahun 2012 meningkat sebanyak 6 buah 

sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 meningkat 

sebanyak 11 buah lembaga.  

Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah 

lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan 

kegiatan dapat tercapai sebanyak 40 lembaga. Namun realisasi 

ini sudah tercapai bahkan melebihi target. Hal ini disebabkan 

meningkatnya kepedulian terhadap pendidikan non formal. 

Adapun jumlah lembaga sebanyak 50 lembaga tersebut sebagai 

berikut :  

Tabel III.24 
Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul  

Tahun 2013 

No Nama Lembaga/Alamat NILEK Lama NILEK 
Nasional 

1 LKP Perintis 
Jl. Sultan Agung No.8 Palbapang, Bantul 
55713 Tlp. 0274-367324 

04101.4.1.0001 
/34/35/99 

04101.1.0001 

2 LKP Popbayo 
Jl. KH. Wakhid Hasyim Gose, Bantul 55713 
Tlp. 0274-367379 

04101.3.1.0002 
/34 

04101.1.0002 
 

3 LKP SSC Intersolusi 
Jl. Jln Urip Sumoharjo No.28, Bantul Tlp. 
0274-367862 

04101.4.1.0003 
/19 

04101.1.0003 

4 LBB Sportif  
Jln Jend. Gatot Subroto Mandingan, Bantul 
55713 Tlp. 0274-7461515 

04101.2.1.0004 
/19 

04101.1.0004 

5 LKP Pandawa 
Jl. Gatot Subrata, Bantul 55713 Tlp. 0274-
7024663 

04101.4.1.0005 
/34 

04101.1.0005 

6 LBB Intisari Ilmu 
Jl. Wachid Hasyim 18, Bantul 55713 Tlp. 
0274-367780 

04101.4.1.0006 
/19 

04101.1.0006 
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No Nama Lembaga/Alamat NILEK Lama NILEK 
Nasional 

7 LKP Bahasa Korea (Hakindo) 
Jl. Wachid Hasyim, Bantul 55713 

04101.4.1.0007 
/14 

04101.1.0007 

8 LKP LPSDM Edo Com 
Jl. KH. Wachid Hasyim No.184 Palbapang, 
Bantul Tlp. 0274-3022267 Fax. 0274-
3022267 

04101.4.1.0008 
/31 

04101.1.0008 

9 LKP Sinar 
Nitipuran RT.07 No.211 Ngestiharjo 
Ksh.Bantul 55182 Tlp. 0274-376180 

04101.4.1.0009 
/35 

04101.1.0009 

10 LKP Top Training Centre 
Perum Soto Sawah Indah No.A-1 Jl. Soragan 
YK, Bantul 55281 Tlp. 0274-617459 

04101.4.1.0010 
/09/19 

04101.1.0010 

11 LKP Desanta  
Jl. Raya Wates No. 99 Bayeman Permai 
Estate Ngestiharjo, Bantul Tlp. 0274-580603 
Fax. 0274-581743 

04101.4.1.0011 
/31/54/58 

04101.1.0011 

12 LKP Quick English 
Jl. Ringroad Selatan, Nulis, Tamantirto, 
Kasihan Bantul Tlp. 0274-
6936220/08157921162 

04101.4.1.0012 
/09 

04101.1.0012 

13 LKP Seni Pengobatan Timur 
Jogonalan Lor 10R RT.04 
Tirtonirmolo,Kasihan, Bantul 55181 Tlp. 
0274-6804056/7159087/0856889118 

04101.4.1.0013 
/03/99 

04101.1.0013 

14 LKP Mitra Utama  
Jl. Ring Road Selatan Gg. Usaha No.1 
Wojo,Bangun Harjo,Sewon, Bantul 55187 
Tlp. 0274-375555/372512 Fax. 0274-373010 

04101.3.1.0014 
/46/99 

04101.1.0014 

15 LKP Bina Bakat Puspadanta 
Jl. Imogiri Timur Km.10 Kerto Rt.04 Rw.07 
Pleret Bantul Yogyakarta 55791 Tlp. 0274-
4415273/7440717 Fax. 0274-370799 

04101.3.1.0015 
/21/54/99 

04101.1.0015 

16 LKP Bayu Aji 
Bakulan Wetan, RT.08 Patalan JEtis, Bantul 
55781 Tlp. 08156888377 

04101.4.1.0016 
/03/99 

04101.1.0016 

17 LKP Chandra Dewi 
Tegal Sempu Catur Harjo Pandak, Bantul 
55761 Tlp. 081392377722 

04101.3.1.0017 
/67/68 

04101.1.0017 

18 LKP Mandiri 
Jl. Srandakan KM 21 Desa 
mangirah,Neimueri,Srandakan, Bantul 55762 
Tlp. 0274-7445022 

04101.4.1.0018 
/99 

04101.1.0018 

19 LKP Career Busana 
Jl. Wonosari Km 10,5 Karanganom Rt 01 
Sitimulyo Piyungan Bantul 55792 Tlp. 0274-
4353207 

04101.3.1.0019 
/35 

04101.1.0019 

20 LKP Nur Hidayah 
Jl. Imogiri Timur Km 11,5, Trimulyo Jetis , 
Bantul 55781 Tlp. 0274-6516387 

04101.3.1.0020 
/05/55 

04101.1.0020 

21 LKP Vista Stimky 
Jl. Janti Selatan, Kanoman No. 379, Rt 10, 
Rw 20 Banguntapan Bantul 55198 Tlp. 0274-
6877249 

04101.2.1.0021 
/31/24/01 

04101.1.0021 
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No Nama Lembaga/Alamat NILEK Lama NILEK 
Nasional 

22 LKP Nuricom 
Jl.Imogiri Timur Km. 15, Minggiran, Imogiri, 
Bantul 55782 Tlp. 0274-8215220 

04101.4.1.0022 
/31 

04101.1.0022 

23 LKP Jagotama 
Jl. Wonosari Km 6 Banguntapan Permai E12, 
Banguntapan Bantul Tlp. 0274-7447778 

04101.4.1.0023 
/34 

04101.1.0023 

24 LKP Star Training Club 
Jl. Janti 88A Banguntapan Bantul 55198 Tlp. 
0274-7132072 

04101.4.1.0024 
/09/19/99 

04101.1.0024 

25 LKP IPPI Yogyakarta 
Jl. Raya Janti No. 331 Gedongkuning, 
Banguntapan, Bantul Tlp. 0274-585835 

04101.4.1.0025 
/31 

04101.1.0025 

26 LKP Cendana Wangi 
Jl. Mantup RT 08, Baturetno, Banguntapan 
Bantul 55197 Tlp. 085743731856 

04101.3.1.0026 
/68 

04101.1.0026 

27 LKP Karir Jogjakarta 
Jl. BLPP No. 5 Gedong Kuning, Bantul 
55198 Tlp. 0274-412493 Fax. 0274-412493 

04101.2.1.0027 
/40 

04101.1.0027 

28 LKP Bina Sarana Informatika 
Jl. Raya Wates Km.3 No. 5 Griya Alvita 
Kalibayem Bantul 55182 Tlp. 0274-379490 

04101.4.1.0028 
/31 

04101.1.0028 

29 LKP Flamboyan 
Jl. KH Ali Maksum No. 85 Krapyak Kulon, 
Sewon, Bantul Tlp. 0274-372936 

04101.4.1.0029 
/35 

04101.1.0029 

30 LKP Kepak Sayap 
Wisma Gamues, Jl. Wonosari Km 11, 
Piyungan Bantul 55792 Tlp. 0274-9252280 

04101.4.1.0030 
/99 

04101.1.0030 

31 LKP SKB Bantul 
Jl. Imogiri Barat Km 7 Sewon Bantul 55187 
Tlp. 0274-4396012 Fax. 0274-4396012 

04101.4.1.0031 
/31/35/68/99 

04101.1.0031 

32 LKP An-Nisa' 
Tapen Rt 13, Argosari, Bantul 55752 Tlp. 
085743397161 

04101.2.1.0032 
/35/67 

04101.1.0032 

33 LKP Srikandi 
Peni, Palbapang, Bantul 55713 Tlp. 0274-
553902/081392704898 Fax. 0274-553902 

04101.4.1.0033 
/35/99 

04101.1.0033 

34 LKP An-Nur 
Jl.Pleret Km.2 Potoronon Banguntapan Tlp. 
0857110283294 

04101.3.1.0034 
/34/35 

04101.1.0034 

35 LKP Trans Ocean Floating Hotel Program 
Jl. Janti Tegal Dasar 292 Banguntapan 
Bantul Yogyakarta 55198 Tlp. 0274-6955292 
Fax. 0274-488327 

04101.2.1.0035 
/45/99 

04101.1.0035 

36 LKP An-Nisa 
Keputihan Rt.08, Timbulharjo, Sewon Bantul 
55186 Tlp. 0274-6463135 

04101.3.1.0036 
/35/99 

04101.1.0036 

37 LKP Agustin 
Jl. Makam Sewu, Ngeblak Rt.02 Wijirejo, 
Pandak Bantul 55760 Tlp. 0274-6515787 

04101.4.1.0037 
/67/68 

04101.1.0037 

38 LKP Mataram Centre 
Kalimundu, Gadingharjo Sanden, Bantul Tlp. 
0274-7866663/081328589452 

04101.4.1.0038 
/99 

04101.1.0038 
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No Nama Lembaga/Alamat NILEK Lama NILEK 
Nasional 

39 LKP Inka 
Jl. Glagah Baru Rt.05 Tamanan 
Banguntapan Bantul Tlp. 0274-2619594 

04101.4.1.0039 
/35 

04101.1.0039 

40 LKP Standart Prima 
Keongan Kidul Rt.05 Sabdodadi Bantul 
55715 Tlp. 0274-7419676 

04101.4.1.0040 
/34 

04101.1.0040 

41 LKP Yabbaiyo 
Jl. Karangbendo Kulon 277, Banguntapan, 
Banguntapan Bantul Yogyakarta Tlp. 0264-
7496326 Fax. 0274-7496326 

04101.2.1.0041 
/09 

04101.1.0041 

42 LKP Prima Cendikia 
Ketalo Gadingsari Sanden Bantul, 
Yogyakarta 55763 Tlp. 0274-6517578 

04101.4.1.0042 
/35/99/20 

04101.1.0042 

43 LKP PPM Medika Indotama 
Jl. Ringroad Timur No.43 Wonocatur Bantul 
Tlp. 0274-516993/0274-516992 

04101.4.1.0043 
/99 

04101.1.0043 

44 LKP LPKMI 
Jl. KH. Wachid hasyim 112 Sumuran 
palbapang Bantul 55713 Tlp. 0274-367494 

04101.4.1.0044 
/35 

04101.1.0044 
 
 

45 LKP Akreditas Mengemudi 
Stadion Sultan Agung Pagar Sewon Bantul 
Tlp. 0274-8376222 

04101.4.1.0045 
/34 

04101.1.0045 

46 LKP Indobank 
Jl. Gedong Kuning Selatan No.8 Bantul Tlp. 
0274-378092 Fax. 0274-415005/496002 

04101.4.1.0046 
/99 

04101.1.0046 

47 LKP LPM Dharmala 
Jl. Ringroad Timur No.61 A, Banguntapan 
Bantul Tlp. 0274-452213 Fax. 0274-452213 

04101.3.1.0047 
/99 

04101.1.0047 

48 LKP Smart Center Indonesia (SCI) 
Jl. Parangtritis Km. 6,5 Rt.04 Ngijo, 
Bangunharjo, Siwon Bantul Tlp. 
082138918943 

04101.4.1.0048 
/36 

04101.1.0048 

49 LKP Saraswati 
Gerjen 157 Pleret Pleret Bantul 55791 Tlp. 
0274-6875341 Fax. 02746472149 

04101.4.1.0049 
/61 

04101.1.0049 

50 LKP Al-Fath Course 
Pager Gunung I Sitimulyo, Piyungan Bantul 
55792 Tlp. 0274-9133086 

04101.3.1.0050 
/35 

04101.1.0050 

Sumber : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2014 

2. Jumlah Lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan 

kegiatan. 

Target tahun 2013 sebanyak 2 buah lembaga terealisir 2 buah 

lembaga, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% 

dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator sasaran 

ini adalah adanya peningkatan kepedulian dari masyarakat 

terhadap pendidikan informal.  
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Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 menurun 2 buah 

karena lembaga tersebut sudah tidak aktif lagi melaksanakan 

kegiatan, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

meningkat sebanyak 1 buah lembaga. Pada akhir tahun 

perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah lembaga 

pendidikan informal yang aktif sebanyak 2 lembaga dan ini sudah 

tercapai pada tahun 2013. 

Lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan kegiatan 

yaitu Home Schooling Ins KPI yang beralamat di Perum Griya 

Tamansari II, Blok M nomor 4 Srimartani Piyungan Bantul dan 

Home Schooling Group Khoiru Ummah yang beralamat di 

Sendang Rt 06 Tamantirto Kasihan Bantul..  

Maksud dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran ini untuk 

mengetahui lembaga informal yang aktif melakukan kegiatan. 

20. Sasaran 20 

Meningkatnya Prestasi Pemuda Kabupaten Bantul di Bidang 
Olah Raga secara Kuantitatif dan Kualitatif. 

Tabel III.25 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 20 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Jumlah perolehan emas 
melalui kompetisi POR 
PROP 2 tahun sekali 

8 
Medali 
Emas 

- 125 
medali 
emas 

108 
medali 
emas 

86,4 Sangat 
Berhasil  

2. Jumlah perolehan emas  
melalui Kompetisi olah 
raga  tingkat propinsi  
setahun sekali Pekan 
Olah Raga Pelajar (POP)  

49 
Medali 
Emas 

52 
medali 
emas 

49 
medali 
emas 

  

48 
medali 
eman 

97,96 Sangat 
Berhasil 

3. Paskibraka 8 Orang  
 

8 Orang 8 orang  
 

8 Orang 100 Sangat 
Berhasil 

4. Pemuda pelopor 2 Orang 2 Orang  2 Orang 3 Orang  150 Sangat 
Berhasil 

5. MTQ tingkat pelajar umum 9 
Medali 
emas  

 

16 
Medali 
emas  

 

15 
Medali 
emas  

 

9 Medali 
emas  

60 Cukup 
Berhasil  
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Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 4 x92,5 ) /5  = 74 
Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil)  = (1x62,5)/5 = 15,63 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 20  = 89,63 

Pada sasaran 20 (dua puluh) terdiri dari 5 (lima) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 89,63 

dengan kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian 

indikator sasaran pada sasaran 20 (dua puluh) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Jumlah Perolehan Emas melalui Kompetisi PorProp yang 

Dilaksanakan Setiap 2 Tahun Sekali.  

Target tahun 2013 jumlah perolehan emas melalui Kompetisi 

Pekan Olah Raga (POR) PROP sebanyak 125 emas terealisir 

108 emas, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

86,4% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung 

keberhasilan indikator sasaran ini adalah optimalnya  pembinaan 

dan pelaksanaan kompetisi, sarana prasarana olah raga dan 

rangsangan insentif bagi yang berprestasi.  

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2013 meningkat 

sebanyak 117 medali emas. Sampai akhir tahun RPJMD tahun 

2015 jumlah perolehan emas melalui kompetisi Por Prop yang 

dilaksanakan setiap 2 tahun sekali diharapkan dapat tercapai 

sebanyak 390 emas dan sampai dengan tahun 2013 realisasi 

perolehan emas sudah tercapai sebanyak 133 medali emas. 

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Pembinaan dan 

pemasyarakatan olah raga dengan kegiatan Penyelenggaraan 

Kompetisi Olah Raga. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan  

Pekan Olah Raga  DIY yang dlaksanakan setap 2 tahun sekali 

dan telah terlaksana di Kabupaten Gunung Kidul. Maksud 

dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengukur keberhasilan atlet tingkat Propinsi. 
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2. Jumlah Perolehan Emas melalui Kompetisi Olah Raga Tingkat 

Propinsi bagi Pelajar Setiap Setahun Sekali.  

Target tahun 2013 mentargetkan sebanyak 49 medali emas 

terealisir 48 emas, maka nilai capaian indikator sasaran ini 

sebesar 97,96% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang 

mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah optimalnya  

pembinaan dan pelaksanaan kompetisi, sarana prasarana olah 

raga dan rangsangan insentif bagi yang berprestasi.  

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebanyak 3 emas, sedangkan pada tahun 2012 dibandingkan 

tahun 2013 menurun sebanyak 3 medali emas. Perolehan emas 

melalui Kompetisi Olah Raga Tingkat Propinsi bagi Pelajar yang 

dilaksanakan setiap setahun sekali sampai dengan tahun 2013 

sudah mencapai sebanyak 149 emas dari target akhir RPJMD 

tahun 2015 sebanyak 245 medali emas 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembinaan dan 

pemasyarakatan olah raga dengan kegiatan Penyelenggaraan 

Kompetisi Olah Raga. Kegiatan ini berupa pelaksanaan Pekan 

Olah Raga (POR) pelajar se Kabupaten Bantul untuk mengikuti 

kompetisi Tingkat Propinsi dan yang berprestasi masuk ke tingkat 

Nasional dan Internasional dengan peserta dari pelajar seluruh 

Kecamatan yang berprestasi. Maksud dilaksanakan pengukuran 

indikator sasaran ini adalah untuk mengukur keberhasilan atlet 

tingkat Propinsi. 

3. Jumlah Pelajar yang Lolos Seleksi Paskibraka.  

Target tahun 2013 sebanyak 8 orang terealisir 8 orang, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi Jumlah pelajar yang lolos seleksi 

Paskibraka pada tahun 2011 hingga tahun 2013 dapat terealisir 
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sesuai target yaitu sebanyak 8 orang. Faktor yang mendukung 

keberhasilan indikator sasaran ini terpenuhinya persyaratan fisik, 

kecerdasan serta intensitas pembinaan.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan peran 

serta kepemudaan dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan 

dasar kepemimpinan. 

Kegiatan ini dalam rangka untuk menyiapkan pasukan pengibar 

bendera untuk HUT Kemerdekaan RI, baik untuk pelaksanaan di 

tingkat Kabupaten, DIY dan Nasional. Pada tahun 2013 

Kabupaten Bantul mengirimkan sebanyak 8 orang Paskibraka ke 

Pemerintah DIY. Adapun 8 orang tersebut yaitu Anyang Dyaning 

Putri  dari SMAN 1 Bantul, Nita Marlindasari dari SMAN 1 

Pajangan, Cindy Maydea dari SMAN 1 Sewon, Punto Bilowo dari 

SMAN 1 Sewon, M. Hasnan Habibi dari MAN Wonokromo, 

Mardiyanto Danu P dari SMAN 1 Sedayu dan Candra Aditya dari 

SMAN 3 Bantul. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

munculnya generasi muda dan pelajar dalam mengikuti kegiatan 

kepemudaan, bela negara dan partisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

4. Jumlah Pemuda Pelopor.  

Target tahun 2013 sebanyak 2 orang terealisir 3 orang, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 150% dengan kategori 

sangat berhasil.  Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah 

adalah adanya pengembangan jiwa kewirausahaan bagi kaum 

muda. Realisasi tahun 2011 dan tahun 2012 hanya mencapai 

sebanyak 2 pemuda pelopor sedangkan tahun 2013 meningkat 

menjadi 3 pemuda pelopor.  
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Ketiga pemuda pelopor tersebut adalah Erwanda Bayu Kuntani 

beralamat Karanggede RT 01 Gilangharjo Pandak Bantul, Juara 

1 Nasional Bidang Sosial Budaya, Wiwid Hestryada beralamat 

Pucung Wukirsari Imogiri Bantul, Juara 3 Nasional Bidang 

Teknologi Tepat Guna dan Didik Irawan beralamat Seyengan Rt 

07 Srihardono Pundong Bantul. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Peningkatan peran pemuda 

dengan kegiatan Pembinaan pemuda pelopor keamanan. Bentuk 

dari kegiatan ini adalah dengan Pelaksanaan atau rekruitmen, 

seleksi pemilihan pemuda pelopor tingkat Kabupaten, Propinsi 

DIY dan Nasional yang diselenggarakan oleh Kemenpora dan 

BPO Propinsi. Kegiatan ini dengan tujuan untuk memunculkan 

generasi muda dan pelajar dalam mengikuti kegiatan 

kepemudaan, bela negara dan dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan.  

5. MTQ Tingkat Pelajar Umum.  

Target tahun 2013 perolehan medali emas sebanyak 15 medali 

terealisir 9 medali emas, maka nilai capaian indikator sasaran ini 

sebesar 60% dengan kategori cukup berhasil. Faktor yang 

menghambat keberhasilan indikator sasaran ini adalah seleksi di 

tingkat kecamatan kurang optimal. Upaya yang  dilakukan adalah 

pembinaan terhadap para juara Kabupaten perlu peningkatan. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebanyak 9 medali emas, sedangkan tahun 2012 dibandingkan 

tahun 2013 menurun sebanyak 7 medali emas, sehingga 

perolehan medal emas sampai dengan tahun 2013 sudah 

mencapa sebanyak 34 medali emas dari target sebanyak 88 

medali emas pada  akhir RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2015. 
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Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yatu Program Pengembangan dan 

keserasian kebijakan pemuda dengan kegiatan Peningkatan 

keimanan dan ketakwaan pemuda. Kegiatan ini dalam bentuk 

kompetisi Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) pelajar umum se 

Kabupaten Bantul yang pada akhirnya akan diperoleh Kafilah 

untuk kompetisi di Tingkat Propinsi DIY. Maksud dilaksanakan 

pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan pelajar. 

21. Sasaran 21 

Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olah Ragawan 
Profesional  

Tabel III.26 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 21 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Cabang olah raga yang 
menjalankan kompetisi 
secara teratur 

15 
cabor 

21 
cabor 

20 37 185 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 1 x 92,5 ) / 1 )  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 21  = 92,5 

Pada sasaran 21 (dua puluh satu) terdiri dari 1 (satu)  indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar  92,5 

dengan kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian 

indikator sasaran pada sasaran 21 (dua puluh satu) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut :  

1. Cabang Olah Raga yang menjalankan Kompetisi secara Teratur. 

Target tahun 2013 sebanyak 20 cabang olah raga terealisir 

sebanyak 37 cabang olah raga, maka nilai capaian indikator 

sasaran ini sebesar 185% dengan kategori sangat berhasil. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 
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adalah adanya pembinaan yang intesif dari KONI Kabupaten 

Bantul. 

Program dan kegiatan yang khusus untuk kegiatan pemantauan 

terhadap cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara 

teratur di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh KONI Bantul.  

Adapun 37 cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara 

teratur antara meliputi Aeromodeling (FASI), Anggar (IKASI), 

Atletik (PASI), Angkat Besi, Berat,, Bina Raga (PABBSI), Balap 

Sepeda (ISSI), Billiard (POBSI), Bola Basket (PERBASI, Bola 

VoliI (PBVSI), Bridge (DABRIDA), Bulu tangkis (PBSI), Catur 

(PERCASI), Dansa (IODI), Dayung (PODSI), Gatebal 

(PERGATSI), Gulat (PGSI), Hockey (PHSI), Judo (PJSI), Karate 

(FORKI), Kempo (PERKEMI), Menembak (PERBAKIN), 

Panahan (PERPANI), Panjat Tebing (FPTI), Pencak Silat  (IPSI), 

Renang (PRSI), Senam (PERSANI), Sepak Bola  (PSSI), Sepak 

Takraw (PSTI), Sepatu Roda (PORSEROSI), Tarung Drajad 

(KODRAT, Taekwondo (PBTI), Tenis Lapangan (PELTI), Tenis 

Meja (PTMSI), Tinju (PERTINA), Berkuda (PORDASI), 

PERWOSI, NPC (NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE).  

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebanyak 6 cabang olahraga, sedangkan tahun 2012 

dibandingkan tahun 2013 meningkat sebanyak 16 cabang olah 

raga. Pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi cabang olahraga 

yang menjalankan kompetisi secara teratur diharapkan tercapai 

sebanyak 25 cabang olah raga. Maksud dilksanakan pengukuran 

indikator sasaran ini adalah untuk mengukur potensi  cabang olah 

raga di Kabupaten Bantul.   
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22. Sasaran 22 

Meningkatnya Kualitas Data Base dalam Format Digital di 
Semua Sektor. 

Tabel III.27 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 22 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Analisa dan perancangan 
data base terintegrasi 
semua sector 

- 25% 50% 50% 100 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 1 x 92,5 ) / 1 )  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 22   = 92,5 

Pada sasaran 22 (dua puluh dua) terdiri dari 1 (satu) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori Sangat berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada 

sasaran 22 (dua puluh dua) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai 

berikut : 

1. Analisa dan perancangan data base terintegrasi semua sector  

Target tahun 2013 sebesar 50% terealisir 50%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator 

sasaran ini adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

perencanaan.  

Kegiatan ini baru terlaksana pada tahun 2012. Realisasi tahun 

2012 dibandingkan tahun 2013 meningkat sebesar 25%. 

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Pengkajian dan Penelitian 

Bidang Informasi dan Komunikasi dengan kegiatan Pengkajian 

dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah dengan melaksanakan workshop TIK dengan 

peserta sebanyak 79 orang. 
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23. Sasaran 23 

Pengembangan Sistim Informasi yang berbasis Teknologi 
Informasi (TIK) 

Tabel III.28 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 23 

Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Prosentase penyusunan 
SOP pengembangan 
Sistim Informasi  

50% 100% - - - - 

2. Prosentase 
Pengembangan Pusat 
Data 

10% 50% 75% 75% 100 Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 1 x92,5 ) / 1  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 23  = 92,5 

Pada sasaran 23 (dua puluh tiga) terdiri dari 2 (dua)  indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 23 (dua puluh tiga) sesuai hasil pengukuran 

kinerja sebagai berikut : 

1. Prosentase penyusunan Standart Operasonal Prosedur (SOP) 

pengembangan Sistim Informasi.  

Pada tahun 2013 indikator sasaran ini tidak diukur lagi oleh 

karena sudah tercapai di tahun 2012  

Adapun wujud dari indikator sasaran ini adalah penyusunan SOP 

TIK, pada tahun 2011 telah mengeluarkan SOP dalambentuk  

Perbup yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2011 

tentang Pengembangan dan Pengelolaan TIK dan Perbup SOP 

TIK yang dikeluarkan pada tahun 2012 adalah Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas Elektronik (TNDE). Maksud dilaksanakan pengukuran 

indikator sasaran ini adalah memberikan Regulasi terhadap TI. 
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2. Prosentase Pengembangan Pusat Data.  

Target tahun 2013 sebesar 75% terealisir sebesar 75%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 10% meningkat 

sebesar 40% pada tahun 2012, sedangkan tahun 2012 

dibandingkan tahun 2013 meningkat sebesar 25%. Pada akhir 

RPJMD tahun 2015 realisasi Prosentase Pengembangan Pusat 

data diharapkan tercapai sebesar 100%.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan sarana 

dan prasarana aparat  dengan kegiatan Pengadaan peralatan 

dan perlengkapan kantor. Bentuk dari kegiatan ini adalah 

pengembangan sarana dan prasarana pusat data berupa: 

Perangkat/peralatan Jaringan Komputer. Maksud dilaksanakan 

pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengukur 

kemampuan kinerja SKPD berdasarkan kualitas data. 

24. Sasaran 24 

Tersedianya Informasi Melalui Media Masa Tepat Guna 
Tabel III.29 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 24 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Prosentase sosialisasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

5% 40% 60% 60% 100 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 1 x 92,5 ) /1  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 24  = 92,5 

Pada sasaran 24 (dua puluh empat) terdiri dari 1 (satu) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 24 (dua puluh empat) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 
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1. Prosentase Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

Target tahun 2013 sebesar 60% terealisir sebesar  60%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 meningkat 35% pada 

tahun 2012, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 

meningkat sebesar 20%. Pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi 

prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dapat tercapai sebesar 90%. 

Keberhasilan indikator sasaran didukung melalui 1 Program dan 

1 Kegiatan. Program tersebut yatu Program Kerjasama Informasi 

dengan Media Massa dengan kegiatan Penyebarluasan 

Informasi Pembangunan Daerah. Bentuk dari kegiatan ini adalah 

adanya  dukungan dan partisipasi melalui SMS Center, Web site, 

dan talkshow melalui radio. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

mengukur peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 

program kerja SKPD 

25. Sasaran 25 

Meningkatnya Jumlah DBKS. 
Tabel III.30 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 25 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Jumlah DBKS (Desa 
Binaan Keluarga Sakinah) 

45Desa 48 Desa 51 Desa 51 Desa 100 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) /1  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 25   = 92,5 

Pada sasaran 25 (dua puluh lima) terdiri dari 1 (satu) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada 
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sasaran 25 (dua puluh lima) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai 

berikut : 

1. Jumlah DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah).  

Target tahun 2013 sebanyak 51 Desa terealisir 51 Desa, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 

meningkat 3 Desa, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 

2013 terjadi peningkatan sebanyak 3 Desa. Sampai dengan 

tahun 2013 realisasi DBKS sudah mencapai sebanyak 51 Desa, 

diharapkan sampai dengan akhir perencanaan target di akhir 

perencanaan RPJMD yaitu sebanyak sebanyak 57 Desa.  

Desa yang mendapatkan binaan yaitu Desa Wonokromo 

Kecamatan Pleret, Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan dan 

Desa Donotirto Kecamatan Kretek. Faktor yang mendukung 

keberhasilan indikator sasaran ini karena adanya dukungan dari 

masyarakat dan semua stakeholder.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan 

pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan 

Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan 

lainnya. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur peningkatan DBKS. Dengan DBKS diharapkan 

semua pemeluk agama dapat menjalankan ibadah dengan aman 

dan nyaman.   
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26. Sasaran 26 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama 
Tabel III.31 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 26 
Pengukuran Kinerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Jumlah Da’i dan pemuka 
agama yang diberikan 
pembekalan masalah 
kerukunan umat beragama  

6.000 
orang 

6.050 
orang 

6.100 
Orang 

8.465  
Orang 

138,77 Sangat 
Berhasil 

2. Jumlah lembaga agama 
yang diberikan pembinaan 

35 
lembaga 

35 
lembaga 

35 
Lembag

a 

2 
Lembag

a  

5,71 Tidak  
Berhasil 

3 Peningkatan kerukunan 
hidup umat beragama   

100% 100% 90% 84% 93 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 2x 92,5 ) / 3  = 61,66 
Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil)     = (1x27,5) /3      =  9,16 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 26  = 70,82 

Pada sasaran 26 (dua puluh enam) terdiri dari 3 (tiga) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

70,82 dengan kategori berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada 

sasaran 26 (dua puluh enam) sesuai hasil pengukuran kinerja 

sebagai berikut : 

1. Jumlah Da’i dan Pemuka Agama yang Diberikan Pembekalan 

Masalah Kerukunan Umat Beragama.  

Target tahun 2013 sebanyak 6.100 orang terealisir 8.465 orang, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 138,77% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2012 meningkat 50 

orang dibandingkan tahun 2011, sedangkan tahun 2012 

dibandingkan tahun 2013 meningkat sebanyak 2.415 orang. 

Pada akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan dapat tercapai 6.200 

orang, target ini sudah terlampaui pada tahun ini. Faktor yang 

mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah dukungan 

dan kerelaan dai untuk mengikuti program pembinaan. 
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Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur peningkatan jumlah dai dan pemuka agama. 

Dengan bertambahnya jumlah dai dan pemuka agama maka 

pemahaman masyarakat tentang kerukunan umat beragama 

juga meningkat. 

2. Jumlah Lembaga Agama yang Diberikan Pembinaan.  

Target tahun 2013 sebanyak 35 lembaga terealisir 2 lembaga, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 5,71% dengan 

kategori tidak berhasil. Realisasi tahun 2011 dan tahun 2012 

tetap sebanyak 35 lembaga, namun tahun 2013 hanya terealisir 

sebanyak 2 lembaga saja. Diharapkan sampai dengan akhir 

RPJMD tahun 2015 terealisasir sebanyak 37 lembaga. 

Indikator sasaran pada point 1 dan 2 di atas dilaksanakan melalui 

1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program 

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan 

kegiatan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum 

keagaman. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran 

ini adalah untuk mengukur cakupan layanan dan bantuan bagi 

tempat ibadah, dengan adanya peningkatan fasilitas tempat 

ibadah maka akan meningkatkan kenyamanan umat dalam 

menjalankan ibadahnya. 

3. Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama.  

Target tahun 2013 sebesar 90% terealisir 84%, maka nilai 

capaian indikator sasaran sebesar 93% dengan kategori berhasil. 

Jumlah kegiatan FKUB tahun 2013 terealisir 10 kali dari target 12 

kali. Realisasi tahun 2011 dan tahun 2012 dapat tercapai 100%, 

tetapi pada tahun 2013 hanya tercapai sebesar 84% menurun 

16%. Hal ini disebabkan belum semua lapisan masyarakat 

mengerti fungsi dan peran FKUB, untuk itu dilakukan upaya 

sosialisasi tentang peran FKUB di masyarakat. 
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Peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama. Bentuk 

kegiatan ini meliputi terbentuknya FKUB pada tingkat 

Kecamatan, rakor FKUB membahas/memediasi upaya 

kerukunan umat beragama, penyuluhan tentang pentingnya 

kerukunan umat beragama demi kesatuan bangsa Indonesia dan 

pemberian rekomendasi pendirian tempat-tempat ibadah. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

mengatasi kasus kasus yang berkaitan dengan kerukunan umat 

beragama. 

27. Sasaran 27 

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Tabel III.32 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 27 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Pertumbuhan PDRB 
(ekonomi) 

5,27% 5,3** 5,66% 7,28% 75,62 Sangat 
Berhasil 

2. PDRB atas harga Konstan (Trilyun) 
4,177 

(Trilyun*
*) 

4,398 

4,420 
Trilyun 

4,944 
Trilyun 

118,86 Sangat 
Berhasil 

3. PDRB atas harga berlaku (Trilyun) 
10,026 

(Trilyun) 
** 

11,258 

12,570 
Trilyun 

13,551 
Trilyun 

107,80 Sangat 
Berhasil 

4. Penerimaan Daerah Rp.1.18
0.550.7
42.432,

00 

Rp.1,33
7,565,8
92,546,

00 

Rp.1.004.7
57.471.00
0 

Rp.1.50
3.865.4
65.664,
67 

150 Sangat 
Berhasil 

5. Pertumbuhan Investasi 
PMA  

10.863.
379,84 

(Rp). 
 

.193.62
8.931.7

72,00  
(Rp) 

565.882
.948.03 

 (Rp) 

249.626
.941.16

6 
(Rp) 

44,15 Tidak 
Berhasil 

6. Pertumbuhan Investasi 
PMDN 

200.172
.644.15

0,71 
(Rp). 

246.782
.863.73

9,00 
(Rp) 

183.983
.137.54

1.00 
(Rp) 

415.390
.993.96

5,89 
(Rp) 

225,77 Sangat 
Berhasil  

7 Pertumbuhan Investasi 
Masyarakat  

(Rp) 
.26.062.
560.802

,00 

(Rp) 
49.037.
459.830

,00 

41.759.
817.622 

187.515
.810.10

0 

450 Sangat 
Berhasil 
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No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

8 Inflasi 3,73% 4,13% 4,7% 7,59% 38,51 Tidak 
Berhasil 

9 Peningkatan kualitas SDM 
BUMD guna peningkatan 
kualitas pelayanan 
Investasi  

20 
Orang 

50 
Orang  

20 

Orang 

20 

Orang 
100 Sangat 

Berhasil  

10 Fasilitasi dan koordinasi 
kerjasama bidang 
Investasi  

6 BH - - - - - 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 8x 92,5 ) / 9  = 82,22 
Capaian Sasaran (Kategori  Tidak Berhasil)   = ( 1 x 27,5 ) / 9  =   3,05 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 27  = 85,27 

Pada sasaran 27 (dua puluh tujuh) terdiri dari 10 (sepuluh) 

indikator sasaran, tetapi 1 indikator tidak tercapai dikarenakan 

kegiatan pendukung untuk pencapaian indikator tersebut sudah tidak 

relevan sehingga pada sasaran 27 hanya terdiri dari 9 indikator 

sasaran. Selanjutnya  nilai rata-rata capaian sasaran pada sasaran 

27 tersebut tercapai sebesar 85,27 dengan kategori Berhasil. Nilai 

capaian indikator sasaran pada sasaran 27 (dua puluh tujuh) sesuai 

hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan PDRB (Ekonomi)  

Target tahun 2013 sebesar 5,66% terealisir sebesar 4,28% maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 75,62% dengan 

kategori berhasil. 

Realisasi Pertumbuhan PDRB (Ekonomi) pada tahun 2013 tidak 

mencapai target 100%, disebabkan terjadinya kontraksi 

pertumbuhan pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan 

penggalian, dan sektor listrik, gas dan air bersih sehingga 

pertumbuhan perekonomian Bantul mengalami perlambatan. 

Upaya pemecahannya adalah pengembangan program program 

intensifikasi sektor pertanian dalam rangka peningkatan kuantitas 

dan kualitas produktivitas.  
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Realisasi tahun 2011 sebesar 5,27% berarti terjadi peningkatan 

sebesar 0,03% pada tahun 2012, sedangkan tahun 2013 

menurun 1,02%. Pada akhir RPJMD tahun 2015 pertumbuhan 

PDRB diharapkan dapat tercapai sebesar 6,14%. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur tingkat PDRB di Kabupaten Bantul. 

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan.  

Target tahun 2013 sebesar 4,420 trilyun terealisir 4,640 trilyun, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 104,977% 

dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan realisasi 

tahun 2011 PDRB atas dasar harga konstan mencapai sebesar 

4,177 Trilyun, meningkat sebesar Rp.221 M pada tahun 2012 

menjadi 4,398 trilyun, sedangkan pada tahun 2013 terjadi 

peningkatan 0,242 trilyun jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya menjadi 4,640 Trilyun. Pada akhir RPJMD tahun 

2015 PDRB atas harga konstan dapat tercapai sebesar 4,78 

trilyun. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 

2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 disajikan sebagai 

berikut : 

Tabel III.33 
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 
Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 

No. Jenis Lapangan Usaha PDRB 2012 
(Rp juta 

PDRB 2013 
(Rp juta) 

1. Pertanian 941.793 969.910 
2 Pertambangan dan Penggalian 40.502 40.539 
3 Industri Pengolahan 707.192 715.653 
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 39.874 43.132 
5 Bangunan 514.803 538.336 
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 895.761 969.070 
7 Pengangkutan dan Komunikasi 337.604 357.152 
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No. Jenis Lapangan Usaha PDRB 2012 
(Rp juta 

PDRB 2013 
(Rp juta) 

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa 
perusahaan  

305.509 333.732 

9 Jasa - Jasa 615.785 672.852 

Total 4.398.823 4.640.376 

Sumber : Bappeda, 2014 

PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang 

dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun 

tertentu (menurut kesepakatan dipakai tahun dasar 2000) 

sebagai tahun dasar penghitungannya. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur peningkatan produk barang dan jasa di 

Kabupaten Bantul pada tahun 2013 berdasarkan harga tahun 

2000. 

3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.  

Target tahun 2013 sebesar 12,570 trilyun terealisir 12,716 trilyun, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 101,16% dengan 

kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 

realisasi PDRB atas dasar harga berlaku mencapai sebesar 

10,026 trilyun, berarti terjadi peningkatan sebesar 1,232 trilyun 

pada tahun 2012 menjadi sebesar 11,258 trilyun, sedangkan 

pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 1,458 trilyun jika 

dibanding dengan tahun sebelumnya menjadi 12,716 trilyun. Hal 

ini disebabkan meningkatnya peran dan kontribusi tiga sektor 

utama non pertanian yang selama ini menyusun perekonomian 

daerah yaitu : sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Target akhir RPJMD 

tahun 2015 PDRB atas harga berlaku dapat tercapai sebesar 

15,77  trilyun. 
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Indikator sasaran 1, 2 dan 3 dilaksanakan melalui 1 Program dan 

1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Penyusunan Indikator 

Ekonomi Daerah Berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

tahunan yang dilaksanakan bekerjasama dengan BPS Bantul 

dalam rangka untuk mengetahui pencapaian perkembangan 

ekonomi Bantul secara makro, yang meliputi Penyusunan PDRB 

Tahunan dan TW, PDRB Kecamatan, Inflasi dan Gini Ratio. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur peningkatan produk barang dan jasa di 

Kabupaten Bantul pada tahun t pada harga tahun berjalan. 

4. Penerimaan Daerah.  

Target tahun 2013 sebesar Rp.1.004.757.471.000,00 terealisir 

sebesar Rp.1.503.865.465.664,67 maka nilai capaian indikator 

sasaran sebesar 150% dengan kategori sangat berhasil. 

Realisasi tahun 2011 sebesar Rp.1.180.550.742.432,00 

meningkat Rp.157.015.150.114,00 pada tahun 2012 menjadi 

Rp.1,337,565,892,546,00, sedangkan pada tahun 2013 

meningkat Rp.166.299.573.119 dibandingkan tahun sebelumnya 

menjadi Rp.1.503.865.465.664,67. Target akhir RPJMD tahun 

2015 penerimaan daerah sebesar Rp.4.962.311.118.000,00. 

Keberhasilan dari indikator sasaran ini didukung oleh 1 Program 

dan 10 kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan antara lain: 

a. Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) 

b. Pengendalian PAD 

c. Pemberantasan cukai ilegal/Sosialisasi ketentuan dibidang 

Cukai & pemberantasan cukai ilegal 

d. Optimalisasi Pendapatan Daerah 
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e. Pelayanan Pajak Daerah. 

f. Pengelolaan pajak bumi dan bangun 

g. Pengelolaan arsip wajib pajak 

h. Pengembangan SIMPATDA 

i. Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang reintegrasi 

j. Penilaian Bangunan Khusus 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur penerimaan Daerah di Kabupaten Bantul. 

5. Pertumbuhan Investasi PMA  

Target tahun 2013 sebesar Rp.565.882.948.039,00  terealisir 

sebesar Rp.249.626.941.166,00, maka nilai capaian indikator 

sebesar 44,15% dengan kategori tidak berhasil. Hal ini 

disebabkan antara lain resesi global, infrastruktur  yang kurang 

yang kurang menunjang. Upaya pemecahannya adalah dibuat 

master plan, adanya legalitas terhadap kemudahan berinvestasi. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 meningkat 

sebesar Rp192.542.593.788,00, sedangkan pada tahun 2012 

dibandingkan tahun 013 terjadi peningkatan sebesar 

Rp.55.998.009.939.34,00. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur pertumbuhan investasi PMA di Kabupaten 

Bantul. 

6. Pertumbuhan Investasi PMDN.  

Target tahun 2013 sebesar Rp.183.983.137.541,00 terealisir 

sebesar Rp.415.390.003.965,89 maka nilai capaian indikator 

sasaran ini sebesar 225,77% dengan kategori sangat berhasil. 

Realisai tahun 2011 sebesar Rp.200.172.644.150,71 meningkat 

sebesar Rp.46.610.219.588,29 pada tahun 2012, menjadi 
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Rp.246.782.863.739,00. Sedangkan tahun 2013 mengalami 

peningkatan sebesar Rp.41.292.316.532.850,00 dari tahun 2012. 

Hal ini disebabkan antara lain kemudahan perijinan, Iklim investor 

yang kondusif dan terjalinnya kerjasama antara pemerintah, 

swasta dan masyarakat. Target akhir RPJMD tahun 2015 dapat 

tercapai sebesar Rp.191.059.412.062,00 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur pertumbuhan investasi PMDN di Kabupaten 

Bantul. Indikator sasaran pada point 5 dan 6 di atas dilaksanakan 

melalui 2 Program dan 7 kegiatan. Program tersebut meliputi : 

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

1) Koordinasi antar lembaga dalam Pengendalian 

Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA. Kegiatan ini  

dimaksudkan untuk mem.onitor dan mengevaluasi 

pelaksanaan investasi. 

2) Workshop Potensi Investasi. Kegiatan ini dalam bentuk 

melaksanakan koordinasi dengan investor dalam 

membahas permasalahan investasi.  

3) Misi investasi (Gelar  Potensi Investasi). Bentuk dari 

kegiatan ini adalah dalam rangka untuk memperkenalkan 

produk unggulan Kabupaten Bantul ke Luar Negeri. 

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

1) Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman 

Modal. Kegiatan ini adalah dengan maksud blueprint 

peluang investasi yang ada Piyungan. 

2) Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan 

Investasi. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan 

melaksanakan rapat dengan aparat pemerintah dalam 

menyamakan persepsi pelaksanaan investasi. 
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3) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan menyusun 

kawasan sebagai acuan untuk berinvestasi di Kabupaten 

Bantul. 

4) Pemetaaan dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan 

penyusunan peta untuk penyusunan Raperda Inisiatif 

7. Pertumbuhan Investasi Masyarakat.  

Target tahun 2013 sebesar Rp.41.759.817.622,00 terealisir 

sebesar Rp.187.515.810.100,00 maka nilai capaian indikator 

sasaran ini sebesar 450% dengan kategori sangat berhasil. 

Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah koordinasi yang 

baik dengan SKPD yang mempunyai kegiatan hibah dan bansos. 

Angka pertumbuhan investasi masyarakat sebesar  

Rp.187.515.810.100,00 disumbangkan oleh beberapa SKPD 

yaitu dari Bagian Adminstrasi Pembangunan, Kantor PMD, Dinas 

Sosial, Dinas Perindagkop dan Dinas Pertanian dan Kehutanan. 

Realisasi tahun 2011 dibandingkan 2102 terjadi peningkatan 

sebesar Rp.22.974.899.028,00, sedangkan realisasi tahun 2012 

dibandingkan tahun 2013 meningkat sebesar 

Rp.138.478.350.270,00. Pada akhir RPJMD tahun 2015 

diharapkan akumulatif capaian pertumbuhan investasi 

masyarakat sebesar Rp.208.990.324.656,00. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 14 Program 27 

Kegiatan, sebagai berikut : 

a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Membangun Desa dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan. Bentuk dari kegiatan ini adalah pemberian hibah 

dan bantuan sosial kepada masyarakat dalam hal 

pembangunan fisik dengan tujuan meningkatkan partisipasi 
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masyarakat dalam membangun desa khususnya 

pembangunan sarana umum yang bersifat fisik. 

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan dengan 

mengacu pada  Peraturan Bupati Bantul yaitu : 

1) Hibah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul  Nomor 78 

Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi 

Bantuan Hibah yang diubah beberapa kali dan terakhir 

dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1 Tahun 2013; 

2) Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi 

Bantuan Sosial yang diubah beberapa kali dan terakhir 

dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.2 Tahun 2013. 

Pada tahun 2013 dana hibah dan bantuan sosial sebesar 

Rp.3.500.000.000,00 untuk hibah dan Rp.1.500.000.000,00 

untuk bantuan sosial sedangkan realisasi pencairan 

sebanyak 1.455 proposal untuk hibah senilai 

Rp.3.208.000.000,00 dan bantuan sosial sebanyak 1464 

proposal senilai Rp.1.188.450.000,00 dan menghasilkan 

swadaya sebesar Rp.7.336.325.000,00 dengan perincian 

Rp.6.631.312.000,00 untuk hibah dan Rp.705.013.000,00 

untuk bantuan sosial, khususnya yang ditangani di Bagian 

Administrasi Pembangunan. 

b. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa dengan kegiatan sebagai berikut : 

1) Penunjang kegiatan TMMD. Kegiatan ini menghasilkan 

swadaya masyarakat sebesar Rp.170.000.000,00. 
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2) Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan LKD. 

Kegiatan ini menghasilkan swadaya masyarakat sebesar 

Rp.525.000.000,00. 

3) Penunjang Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat. Kegiatan ini menghasilkan swadaya 

masyarakat sebesar Rp.467.285.100,00. 

c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

1) Pemberdayaan Lanjut Usia Potensial. Kegiatan ini 

menghasilkan swadaya masyarakat sebesar 

Rp.40.000.000,00. 

2) Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana 

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Kegiatan ini 

menghasilkan swadaya masyarakat sebesar 

Rp.40.000.000,00. 

3) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak 

terlantar. Kegiatan ini menghasilkan swadaya masyarakat 

sebesar Rp.20.000.000,00. 

d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 

dengan kegiatan : 

1) Pemberdayaan PMKS. Kegiatan ini menghasilkan 

swadaya masyarakat sebesar Rp.135.000.000,00. 

2) Penjaringan kerja penanganan anjal gepeng dan penyakit 

sosial lainnya. Kegiatan ini menghasilkan swadaya 

masyarakat sebesar Rp.7.500.000,00. 

e. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya dengan 

kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian dan 

Pengawasan Bantuan Bagi Gakin. Kegiatan ini menghasilkan  

swadaya masyarakat sebesar Rp.750.000.000,00. 
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f. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah dengan kegiatan Penyelenggaraan 

Gelar Potensi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). 

Bentuk dari kegiatan ini adalah fasilitasi 8 UKM dalam rangka 

Hari Koperasi. 

g. Program pengembangan kualitas koperasi dengan kegiatan 

meliputi : 

1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan 

pelatihan perkoperasian. Bentuk kegiatan ini adalah 

bimtek dan pembinaan terhadap 40 Koperasi. 

2) Pembangunan sistem informasi perencanaan 

pengembangan perkoperasian. Bentuk dari kegiatan ini 

adalah pelaksanaan perencanaan di 9 kecamatan. 

3) Sosialisasi prinsip prinsip pemahaman perkoperasian. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah sosialisasi terhadap 30 

koperasi. 

4) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi 

berprestasi. Bentuk dari kegiatan ini adalah 

pemeringkatan terhadap 30 koperasi. 

5) Rintisan penerapan tehnologi sederhana/menejemen 

modern pada jenis usaha koperasi. Bentuk dari kegiatan 

ini adalah memberikan pengetahuan kepada 25 koperasi. 

6) Revitalisasi dan pembangunan koperasi. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah pengaktifan 10 koperasi. 

7) Lomba tangkas terampil. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 

rangka peningkatan koperasi. 

8) Sekolah pasar berbasis koperasi. Bentuk kegiatan ini 

adalah memberikan pengetahuan 2 pasar berkoperasi. 

9) Pendampingan bagi koperasi pengelola pasar. 

Program f dan g di atas menghasilkan swadaya masyarakat 

sebesar Rp.177.356.000.000,00. 
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h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Pengembangan 

pembenihan/pembibitan. Bentuk kegiatan ini adalah 

pendaftaran bawang merah varietas Crok Kuning dengan SK. 

No. 109/KPTS/SR.120/D.2.7/12/2013, pemurnian bawang 

merah crok kuning sebanyak 6 unit dan penangkaran 2 

kelompok. 

i. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

dengan kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktifitas 

Tanaman Hortikultura Peningkatan Produksi dan Produktifitas 

Tanaman Hortikultura. Bentuk kegiatan ini adalah 

pelaksanaan SL budidaya cabe besar, jamur, sayuran, SL 

GAP jamur dan pisang sosialisasi GAP SOP GHP, mengikuti 

PF2N. 

j. Program Peningkatan Produksi hasil perternakan dengan 

kegiatan Bimbingan dan Pemberdayaan Kelompok 

Pelaksanaan lomba kelompok ternak (sapi, kambing dan 

unggas) dan lomba petugas (dokter hewan dan inseminator) 

dan pembinaan kelompok ternak. 

k. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan 

kegiatan Pendampingan operasional pemeliharaan ternak 

kuda. Bentuk kegiatan ini adalah pembuatan kandang kuda 

dan umbaran di Parangtritis, Kretek serta operasional 

budidaya seperti obat-obatan dan bahan pakan 

l. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan 

Peneningkatan mutu genetik sapi. Bentuk dari kegiatan ini 

adalah pembelian semen beku sapi sejumlah 2.00 dosis 

straw, pembelian speculum dan inseminator gun sebanyak 3 

paket. 
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m. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan 

Sarana Pertanian dengan kegiatan Penyediaan dan 

Pengembangan prasarana dan sarana pertanian. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah pembangunan embung, jaringan irigasi, 

jalan pertanian Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP). 

n. Program Peningkatan produksi ternak dengan 

pendayagunaan sumberdaya lokal dengan kegiatan 

Pengembangan VPF Village Poultry Farming (Unggas). 

Bentuk dari kegiatan ini adalah pemberian ternak, pakan, 

obat-obatan, vitamin dan peralatan kepada 2 kelompok ternak 

itik 1 kelompok ternak dan bantuan administrasi kelembagaan 

6 kelompok ternak itik @Rp. 5.000.000,00. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan. 

8. Inflasi.  

Target tahun 2013 sebesar 4,70%, terealisir 7,59%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 38,51% dengan kategori 

sangat berhasil. Hal ini disebabkan adanya kestabilan harga dan 

kondisi perekonomian yang relatif stabil serta dukungan program 

kegiatan pemerintah daerah yang tepat dalam mengantisipasi 

gejolak dan disvaritas harga kebutuhan masyarakat. 

Realisasi tahun 2011 sebesar 3,73%, terjadi peningkatan 

sebesar 0,58% pada tahun 2012 menjadi sebesar 4,31%. 

Sedangkan tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 3,28% jika 

dibandingkan tahun 2012 menjadi 7,59%. Pada akhir RPJMD 

tahun 2015 diharapkan Inflasi dapat terealisir sebesar 4,42%.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Penyusunan Indikator 
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Ekonomi Daerah Berkelanjutan. Kegiatan ini untuk menghitung 

tingkat inflasi dilakukan survey secara sampling. Sampel meliputi 

pasar dan pedagang, dilakukan secara purposive random 

sampling. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat 

perkembangan harga barang. 

9. Peningkatan Kwalitas SDM BUMD guna Peningkatan Pelayanan 

Investasi.  

Target tahun 2013 sebanyak 20 orang terealisir 20 orang, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 20 orang terjadi 

peningkatan sebanyak 30 orang pada tahun 2012 menjadi 50 

orang, sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 30 

orang dibandingkan tahun 2012 menjadi 20 orang. Sampai 

dengan tahun 2013 realisasi peningkatan kualitas SDM BUMD 

telah tercapai sebanyak 90 orang. Pada akhir RPJMD tahun 2015 

diharapkan Peningkatan kwalitas SDM BUMD guna peningkatan 

pelayanan investasi dapat terealisir sebanyak 100 orang. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

karena terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan semua 

pihak yang terkait baik dari nara sumber, peserta, panitia 

penyelenggara maupun dengan daerah tempat study banding 

serta kerjasama yang baik dan strategis antar BUMD.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Promosi 

dan kerjasama investasi dengan kegiatan Peningkatan kualitas 

SDM guna peningkatan pelayanan investasi. Kegiatan ini berupa 

Workshop bagi Direksi dan karyawan BUMD. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

bahwa untuk peningkatan pelayanan dan kinerja BUMD perlu 

dilakukan pembianaan/pembekalan manajemen. 
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10. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Investasi. 

Tahun 2013 tidak melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan 

koordinasi kerjasama di bidang investasi, karena untuk target 

Badan Hukum sudah terkoordinir di kegiatan Fasilitasi dan 

Koordinasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga non 

pemerintah. 

28. Sasaran 28 

Mempermudah Akses dan Sarana Distribusi Pangan serta 
Akses Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian serta 
Perikanan dan Kelautan 

Tabel III.34 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 28 

Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Ketersediaan Pangan  2.870 
gr/kap/hr 

2.769 
gr/kap/hr 

3.650 
gr/kap/hr  

2.950 
gr/kap/hr 

81 Berhasil 

2 Desa Mandiri Pangan 13 Unit 18 Unit 12 unit 20 Unit 166 Sangat 
Berhasil 

3. Akses Pangan  3 unit 3% 7% 3% 42,87 Tidak 
Berhasil 

 4. PPH (Pola Pangan 
Harapan) 

90,6 
(nilai) 

91,8% 90 92,1 102 Sangat 
Berhasil 

 5. Konsumsi Ikan Perkapita 17,38 
Kg/Kapit
a/Tahun 

17,55 
Kapita/ 
Tahun 

23,55 
Kg/Kapit
a/Tahun 

19,67 
Kg/Kapit
a/Tahun 

83,5  
 

Berhasil 

 6. Saluran Irigasi dalam 
kondisi baik  

83,00% 85,50% 83.25% 88,35% 106,13 
 

Sangat 
Berhasil 

 7. Prosentase luasan DI yang 
terlayani air irigasi   

82,00% 84,00 
 

82,00% 87,02% 106,12 Sangat 
Berhasil 

 8. Pembangunan Bantul 
Ceed Centre 

4 
Komoditas 

4 
Komoditas 

5 
Komoditas 

4 
Komoditas 

80 Berhasil 

 9. Penanganan dalam 
rangka kestabilan harga 
jual hasil pertanian 
(program pasca panen) 
antara lain padi, kedelai, 
jagung, kacang tanah, 
cabe dan bawang merah)  

1 
Komodit

as 

1 
Komodita

s 

6 
komodit

as 

0 200 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 6 x 92,5 ) / 9  = 61,66 
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)              =  ( 3 x 77,5 ) / 9  = 25,83 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 28   = 87,49 
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Pada sasaran 28 (dua puluh delapan) terdiri dari 9 (sembilan) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

87,49 dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 28 (dua puluh delapan) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Ketersediaan Pangan.  

Target tahun 2013 sebesar 3.650 gr/kap/hr terealisir 2.950 

gr/kap/hr, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 81% 

dengan kategori berhasil. Realisasi tahun 2011 dibanding 

dengan tahun 2012 menurun sebesar 101 gr/kap/hr, sedangkan 

pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 meningkat sebesar 

181 gr/kap/hr. Pada akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah 

ketersediaan pangan diharapkan tercapai sebesar 3.650 

gr/kap/hr. 

Faktor yang menghambat sehingga nilai capaian indikator 

sasaran tidak terealisir 100% adalah adanya alih fungsi lahan 

pertanian menjadi non pertanian, kebiasaan pola tanam petani 

yang tidak menguntungkan serta target yang tinggi melebihi 

target nasional yang hanya sebesar 2.200 gr/Kap/Hr. Upaya 

pemecahan terhadap permasalahan ini adalah dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan yang belum 

maksimal.  

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. 

Progam tersebut yaitu Program Peningkatan ketahanan pangan 

pertanian/perkebunan dengan kegiatan : 

a. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Kegiatan 

ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang keanekaragaman pangan di kabupaten 

bantul. Bentuk kegiatan ini berupa lomba cipta menu, rapat 

koordinasi serta perjalanan dinas ke lapangan.  
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b. Ketersediaan pangan. Kegiatan ini merupakan 

pendampingan dari Kegiatan APBN untuk mendukung 

pencapaian SPM Ketahanan Pangan. 

Tujuan dari pengukuran indikator ini adalah untuk mengetahui 

ketersediaan pangan bagi rakyat sehingga dapat diketahui 

kondisi pangan dimasyarakat. 

2. Desa Mandiri Pangan.  

Target tahun 2013 sebanyak 12% terealisir 20%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 166% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 dibandingkan tahun 2012 

terjadi peningkatan sebanyak 2%, terjadi kenaikan sebesar 

16,6% pada tahun 2013. Sampai dengan tahun 2013 jumlah 

ketersedian pangan telah tercapai sebanyak 20% dari target di 

akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 16%. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya peningkatnya kemampuan kelompok afinitas. 

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Peningkatan ketahanan pangan 

pertanian/perkebunan dengan kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengembangan Desa mandiri pangan. Kegiatan ini 

merupakan pendampingan dari Kegiatan APBN. Kegiatan ini 

berupa rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, 

penghargaan ketahanan pangan, perjalanan dinas dalam 

daerah.  

b. Penanganan Daerah Rawan Pangan. Kegiatan ini merupakan 

kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM Ketahanan 

Pangan. Kegiatan ini berupa rapat koordinasi, pelatihan 

pengolahan pangan dan perjalanan dinas untuk monitoring 

dan evaluasi 
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Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui desa-desa tersebut apakah masyarakat sudah 

mampu membeli pangan secara cukup bagi kebutuhan tubuh 

baik secara kualitas maupun kuantiitas. 

3. Akses Pangan.  

Target tahun 2013 sebanyak 7% terealisir sebesar 3%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 42,85% dengan kategori 

tidak berhasil. Realisasi tahun 2011 dan 2012 tetap, sedangkan 

pada tahun 2013 yaitu sebesar 3%. Target di akhir RPJMD tahun 

2015 sebanyak 13%. 

Faktor yang menghambat adalah kegiatan ini dilakukan dengan 

dana dari Propinsi untuk 3 (tiga) desa saja karena propinsi 

menganggap 3 desa sudah mencukupi maka selanjutnya tidak 

akan ada penambahan kecuali ada perubahan kebijakan. 

Sedangkan dari BK PPP Kabupaten Bantul sendiri hanya 

melaksanakan kegitan berupa pendampingan dan pemantauan 

saja. Kegiatan Akses Pangan ditujukan untuk mendekatkan 

akses pangan ke desa yang aksesibiitas pangannya rendah.  

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui bahwa daerah rawan (minus) pangan dalam 

menyedikan cadangan pangan bagi masyarakat. 

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Peningkatan ketahanan pangan 

pertanian/perkebunan dengan kegiatan : 

a. Ketersediaan Informasi Pasohan Harga dan Akses Pangan di 

Daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendukung 

pencapaian SPM Ketahanan Pangan. Kegiatan ini ditujukan 

untuk mengetahui jumlah pasokan dan harga komoditas, 

disajikan dalam periode mingguan yang meliputi komidtas 
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beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, 

minyak goreng, gula pasir dan cabe merah.  

b. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM 

Ketahanan Pangan. Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui 

data harga dan pasokan pangan dalam rangka untuk 

mengatasi terjadinya lonjakan harga.  

4. PPH (Pola Pangan Harapan).  

Target tahun 2013 sebesar 90% terealisir sebesar 92,1% maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 102% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 terhadap tahun 2012 

mengalami kenaikan sebesar 0,97% menjadi sebesar 91,8%, 

sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,32 % 

dibanding tahun 2012. Sampai dengan tahun 2013 PPH (Pola 

Pangan Harapan) mencapai 92.1% dari target di akhir RPJMD 

tahun 2015 sebanyak 90,5 % sehingga telah melampaui target 

akhir RPJMD. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 

diversifikasi pangan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 

Program dan 4 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program 

Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan 

kegiatan : 

a. Penyusunan Pola Pangan Harapan. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui pola Pangan Harapan di 

Kabupaten Bantul. Kegiatan ini berbentuk pengambilan data, 

analisa data, rapat koordinasi, penyusunan laporan dan 

perjalanan dinas. 

b. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM 
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Ketahanan Pangan. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

adalah sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi 

tentang situasi pangan dan gizi yang meliputi tiga aspek yaitu 

aspek ketersediaan pangan, aspek aksesibilitas pangan dan 

aspek pemanfaatan pangan. Bentuk kegiatan meliputi 

pengambilan data dari ketiga aspek tersebut, Analisis data, 

pembuatan peta rawan pangan, rapat koordinasi, perjalanan 

dinas dan penyusunan laporan SKPG. 

c. Kawasan Rumah Tangga Pangan Projo Taman Sari. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendukung 

pencapaian SPM Ketahanan Pangan. Tujuan dari kegiatan ini 

adalah penyediaan sumber pangan di tingkat keluarga. 

Kegiatan berupa bantuan bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan 

untuk kelompok, sekolah lapang, gerakan makan B2SA, 

Apresiasi, rapat koordinasi, sekolah lapang untuk kelompok 

dan siswa SD. 

d. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Kegiatan 

ini merupakan kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM 

Ketahanan Pangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

penyediaan sumber pangan di tingkat keluarga. Kegiatan 

berupa bantuan bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan untuk 

kelompok, sekolah lapang, gerakan makan B2SA, Apresiasi, 

rapat koordinasi, sekolah lapang untuk kelompok dan siswa 

SD. 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui konsumsi pangan terutama energi dan protein 

sesuai dengan kebutuhan bagi tubuh (seseorang). 

5. Konsumsi Ikan Perkapita.  

Target tahun 2013 sebanyak 23,55 Kg/Kapita/Tahun terealisir 

19,67 Kg/Kapita/Tahun, maka nilai capaian indikator sasaran ini 
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sebesar 83,5% dengan kategori berhasil. Realisasi tahun 2011 

dibandingkan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,17 

Kg/Kapita/Tahun sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 

2013 mengalami kenaikan sebesar 2,12 Kg/Kapita/Tahun. Target 

di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 25,96 Kg/Kapita/Tahun. 

Faktor yang menghambat keberhasilan realisasi indikator 

sasaran sehingga tidak tercapai 100% dikarenakan :  

• Untuk menghitung konsumsi ikan adalah produksi tangkap 

dan budidaya, padahal target produksi sangat tinggi, 

sehingga angka konsumsi ikan pun tinggi juga;  

• Jumlah penduduk yang dipakai adalah proyeksi untuk tahun 

2013 

• Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang 

memadai bagi kelompok pengolah dan pemasar ikan;  

• Kurangnya kegiatan promosi pemasaran ikan;  

• Belum terbentuk jaringan pasar yang mampu menyerap 

hasil-hasil produksi sesuai kebutuhan. 

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini 

adalah dengan melakukan :  

• Revisi/konsiliasi data target  produksi tangkap dan budidaya 

yang tertuang di RPJMD;  

• Peningkatan hasil olahan ikan; 

• Pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan;  

• Penyebarluasan/kampanye/sosialisasi mengkonsumsi ikan 

di masyarakat;  

• Meningkatkan pelatihan teknis kelautan dan perikanan 

kepada pengolah/pemasar ikan. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 2 

Kegiatan. Program tersebut yaitu : 

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan 

kegiatan Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan.  
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b. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, 

dengan kegiatan Penyuluhan peningkatan konsumsi hasil 

perikanan 

6. Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik.  

Target tahun 2013 sebesar 83,25% terealisir sebesar 88,35%, 

maka nlai capaan indikator sasaran ini sebesar 106,13% dengan 

kategori sangat berhasil. Saluran kondisi baik sepanjang 

365.336,01 sedangkan jumlah panjang saluran primer-sekunder 

sepanjang 413.509,91 m. 

Realisasi tahun 2011 terhadap tahun 2012 mengalami kenaikan 

sebesar 3,01%, sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan 

sebesar 3,02% menjadi 87, dari target di akhir RPJMD tahun 

2015 sebanyak 84%. Jadi realisasi tersebut sudah melebihi target 

di akhir RPJMD. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah Komitmen pejabat dan petugas lapangan dalam 

memanfaatkan potensi yang ada. Tujuan pengukuran  indikator 

sasaran ini adalah meningkatkan pelayanan pada masyarakat 

petani. 

7. Prosentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi.  

Target tahun 2013 sebesar 82% terealisir 87,02%, makan nilai 

capaian indicator sasaran ini sebesar 106,12% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 terhadap tahun 2012 

mengalami kenaikan sebesar 2,43% di tahun 2012, berarti 

sampai dengan tahun 2012 prosentase luasan DI yang terlayani 

air irigasi terealisir sebesar 84,00%, dari target di akhir RPJMD 

tahun 2015 sebanyak 84 %. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya pemanfaatan potensi air yang ada secara efektif 

dan efisien. Realisasi capaian mencapai 84% diperoleh dari Luas 
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lahan yang terairi dengan baik sebanyak 13.551,72Ha dibagi 

dengan jumlah total lahan sebanyak 16.133,00Ha dikalikan 

100%, sehingga realisasi tercapai 84%. 

Indikator sasaran pada point 6 dan 7 di atas dilaksanakan melalui 

1 Program dan 6 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program 

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan 

Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan sebagai berikut : 

a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi. Kegiatan 

dimaksudkan untuk memperoleh data Indek kekrtitisan air 

untuk air baku dan irigasi di kawasan Imogiri, Piyungan, 

Pundong dan Kretek. Desain Rehabilitasi DI. Karangploso 

Kiri, Jaringan pembuang di Kawasan rawan banjir Desa 

Srihardono dan Panjangrejo dan Jaringan pembuang di 

kawasan rawan banjir Desa Tirtohargo.  

b. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun. 

Kegiatan dimaksudkan untuk Operasional dan Pemeliharaan 

Jaringan dan bangunan irigasi agar dapat tetap berfungsi 

baik. Fokus pelaksanaan pada daerah irigasi kewenangan 

kabupaten, serta irigasi desa yang sangat memerlukan 

penanganan. Pekerjaan utama untuk kegiatan OP adalah 

rehabilitasi pintu air, Rehabilitasi bangunan pelengkap, 

pemasangan alat ukur debit, pielscale, dan afvour pembuang, 

dan berupa penggantian pintu, Rehabilitasi bendung, rumah 

pelindung, saluran penguras dan papan operasi daerah irigasi 

dan Rehabilitasi gorong gorong saluran irigasi serta 

operasional.  

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK). 

Tujuan dari kegiatan ini adalah menfungsikan kembali saluran 

dan bangunan yang mengalami kerusakan melalui 

pelaksanaan rehabilitasi.  
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d. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP). 

Kegiatan dimaksudkan untuk memberdayakan Lembaga 

Pengelola Irigasi (LPI) termasuk di dalamnya komisi irigasi, 

GP3A/P3A, dan unsur yang terkait dengan irigasi yang ada di 

kabupaten Bantul, dengan harapan dapat meningkatkan 

peran Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)  

meningkat partisipasinya dalam pengelolaan irigasi di tingkat 

jaringan primer-sekunder. Selain pemberdayaan Lembaga 

Pengelola Irigasi (LPI). 

e. Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana Penguatan 

Infrastruktur dan Prasarana Daerah-DPIPD). Kegiatan 

dimaksudkan untuk memperbaiki dan membuat bangunan 

baru untuk mengembalikan fungsi dan meningkatkan kualitas 

saluran irigasi. 

f. Pengembangan Jaringan Irigasi. Kegiatan dimaksudkan 

untuk memperbaiki dan membuat bangunan baru untuk 

mengembalikan fungsi dan meningkatkan kualitas saluran 

irigasi. 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah meningkatkan 

produktifitas petani. 

8. Pembangunan Bantul Ceed Centre.  

Target tahun 2013 sebanyak 5 komoditas terealisir sebanyak 4 

komoditas, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 80% 

dengan kategori berhasil. Jumlah komoditas yang dikembangkan 

penangkarannya sebanyak 4 komoditas yaitu padi, shorgum, 

sapi dan ayam, pencapaian ini tetap dari tahun 2011 sampai 

tahun 2013. Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 5 

komoditas. 

Faktor yang penghambat keberhasilan indikator sasaran ini 

karena Untuk mengembangkan benih yang unggul/bersertifikat 
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diperlukan prosedur yang ketat dengan biaya yang tidak sedikit. 

Sedang solusi yang di harapkan adalah Dukungan pemerintah 

untuk mengembangkan Balai Benih Pembantu dan kelompok 

penangkar benih. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 3 Program 4 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu : 

a. Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan 

dengan kegiatan Pengelolaan aset dinas penghasil PAD. 

Proses pembuatan benih terus berlangsung setiap bulan, 

terus menerus ada kegiatan dan tidak boleh terputus akan 

terjadi kerawanan benih. UPT BBP Barongan sebagai UPT 

pelayanan publik bertanggung jawab pada ketersediaan 

benih agar para petani bisa menanam benih sesuai dengan 

pola tanam sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Bantul 

tercapai. 

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Pengembangan 

perbenihan/perbibitan. Tahun ini dilakukan penyusunan 

proposal pendaftaran varietas baru Bawang Merah Crok 

Kuning sesuai SK Menteri Pertanian No. 

109/Kpts/SR.120/D.2.7/12/2013. Ciri utama varietas Crok 

Kuning ini adalah warna daun hijau kekuningan, terdapat 

lingkaran putih kekuningan pada pangkal umbi. 

Keunggulannya adalah produktivitas tinggi dan ukuran umbi 

besa 

c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan terdiri dari 2 

kegiatan yaitu Peningkatan mutu genetik sapi berupa 

pengadaan semen beku sapi sebanyak 2000 straw, 

pengadaan insemination gun dan pengadaan speculum. 

Kegiatan pembibitan dan perawatan ternak (Penetasan ayam 
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buras) berupa belanja bibit ternak (telur, bahan kimia 

penetasan, alat perlengkapan penetasan, pemeliharaan alat 

pengolahan bermesin (mesin tetas) dan operasional 

penetasan. 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan kebutuhan lokal 

akan ketersediaan benih pertanian yang unggul dan berkualitas 

serta mengembangkan pusat perbenihan. 

9. Penanganan dalam rangka Kestabilan Harga Jual Hasil 

Pertanian (Program Pasca Panen) antara lain padi, kedelai, 

jagung, kacang tanah, cabe dan bawang merah).  

Target tahun 2013 sebanyak 6 komoditas terealisir 0 komoditas, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 200% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi di tahun 2011 dan tahun 2012 

tetap yaitu sebesar 1 komoditas, sedangkan di tahun 2013 ada 

peningkatan karena tidak ada komoditas yang perlu 

mendapatkan penanganan, tahun ini telah melampaui target di 

akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 6 komoditas.. 

Faktor yang mendukung keberhasilan inidikator sasaran ini 

disebabkan harga relatif stabil, sehingga tidak terlalu 

membutuhkan penanganan harga jual. 6 komoditas tersebut di 

atas antara lain padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabe dan 

tembakau harganya sudah relatif stabil jadi tidak perlu adanya 

intervensi dari pemerintah.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program 2 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu : 

a. Program Penigkatan Pemasaran hasil Produksi 

Pertanian/perkebunan dengan kegiatan Promosi atas hasil 

produksi pertanian/perkebunan unggul daerah. Pelaksanaan 

kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan pameran Bantul 
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Expo selama 7 hari, pada tanggal 24-31 Agustus 2013 dan 

Bantul Agro Expo yang dilaksanakan pada 27-29 November 

2013.  

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Penanganan Pasca 

Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian. Keluaran dari 

kegiatan ini adalah terselenggaranya bimbingan teknis 

penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 

dari komoditas garut di tiga kelompok 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui kinerja dalam menjaga kestabilan harga 6 komoditas 

utama pertanian daerah sehingga mencegah kerugian di pihak 

petani.  

 

29. Sasaran 29 

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya. 
Tabel III.35 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 29 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Jumlah produksi perikanan 
budi daya 

10.450 
ton  

10.980,
67 

51.282 
ton 

11.806,
936 

23,0  Tidak 
berhasil 

2. Jumlah produksi perikanan 
tangkap 

992 ton 1.150  
Ton 

1.643 
ton 

1.202,1
4 

73,2  Berhasil 

3. Jumlah Pokdakan 
(kelompok budi daya) 

577 klp  740 
kelmpok   

410 
Kelmpk 

815 
kelmpok 

198,8  Sangat 
Berhasil 

4. Produktifitas Gabah Kering 
Pungut (GKP) 

74,18 
Kw/ha 

78,19 
kw/ha 

76,5 
kw/ha 

76,02 
kw/ha 

99,37 Sangat 
Berhasil 

5. Produktifitas jagung (pipil 
kering) 

59,30 
Kw/ha 

54,91 
kw/ha 

53,45 
kw/ha 

56,59 
kw/ha 

105,87 Sangat 
Berhasil 

6. Produktifitas kedelai 
(wose) 

14,16 
Kw/ha 

16,51 
kw/ha 

15,5 
kw/ha 

15,6 
kw/ha 

100,65 Sangat 
Berhasil 

7. Produktifitas kacang tanah  
(wose) 

10,83 
Kw/ha 

12,65 
kw/ha 

10,3 
kw/ha 

14,28 
kw/ha 

138,64 Sangat 
Berhasil 

8. Produktifitas bawang 
merah 

13,32 
Ton/ha 

11,9 
ton/ha 

10,24 
ton/ha 

13,22 
ton/ha 

129,10 Sangat 
Berhasil 
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No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

9. Produktifitas cabe merah  6,10 
Kw/ha 

5,1  8,16 5,49 67,28 Cukup 
Berhasil 

10 Produktifitas Pisang 17,00 
Kg/phon 

12 
Kg/phon 

25,5 
Kg/phon 

11 
Kg/phon 

43,14 Tidak 
Berhasil 

11 Produktifitas Jamur tiram 3,05 
Kg/m2 

5,36 
Kg/m2 

12,15 
Kg/m2 

10,14 
Kg/m2 

83,46 Berhasil 

12 Produktifitas tebu (hablor 
gula) 

47,13 
Kw/ha 

56,17 50,72 40,15 79,16 Berhasil 

13 Produktifitas kelapa 
(kopra) 

15,78 
Kw/ha 

16,1 20 16,13 80,65 Berhasil 

14 Produktifitas tembakau 
(rajang kering) 

6,97 
Kw/ha 

7,54 6,66 13,31 199,85 Sangat 
Berhasil 

15 Produktifitas jambu mete 
(glondong mete) 

0,26 
Kw/ha 

1,69 3,82 0,28 7,33 Tidak 
Berhasil 

16 Produktifitas daging 
(kambing, sapi, domba 
dan unggas) 

11.231.
147Kg 

10.378.
083 

11.414.
739 

12.549.
141 

109,94 Sangat 
Berhasil 

17 Produktifitas telur(ayam 
dan itik) 

5.902.7
42 

5.198.9
18 

6.717.2
58 

6.601.4
60 

98,28 Berhasil 

18 Produksi susu (sapi perah  
dan kambing PE) 

262.705 
Liter 

253.148 300.000 250.166
,800 

83,39 Sangat 
Berhasil 

19 Populasi sapi potong 59.789 
ekor 

84.423 56.252 51.142 90,92 Sangat 
Berhasil 

20 Populasi sapi perah 192 
ekor 

230 225 156 69,33 Tidak 
Berhasil 

21 Populasi kambing 60.671 
Ekor 

66.081 66.333 74.462 112,25 Sangat 
Berhasil 

22 Populasi Domba 38.110 
ekor 

 

43.563 35.474 52.085 146,83 Sangat 
Berhasil 

23 Populasi Ayam buras  595.685 
ekor 

638.655 548.215 719.652 131,27 Sangat 
Berhasil 

24 Populasi ayam ras petelur 624.482 
Ekor 

649.903 761.895 689.988 90,56 Sangat 
Berhasil 

25 Populasi ayam ras 
pedaging 

811.947 
ekor 

844.999 757.204 897.117 118,48 Sangat 
Berhasil 

26 Populasi itik 164.810 
Ekor 

177.587 236.599 185.735 78,50 Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 15 x 92,5 ) /26  =  53,36 
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)             = (   6 x 77,5 ) /26   =  17.86 
Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil)   = (   1 x 62,5 ) /26   =   6,25 
Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil)   = (   4 x 27,5 ) /26   =   4,23 

Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 29  = 81.7 

Pada sasaran 29 (dua puluh sembilan) terdiri dari 26 (dua 

puluh enam) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian 
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sasaran sebesar 81,7 dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai 

capaian indikator sasaran pada sasaran 29 (dua puluh sembilan) 

sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Jumlah Produksi Perikanan Budi Daya. 

Target tahun 2013 sebanyak 51.282 ton terealisir 11.806,936 ton, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 23,0% dengan 

kategori tidak berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 10.450 

Kw/ha terjadi penurunan sebesar 4,83% yaitu sebesar 10.980,67 

pada tahun 2012, sedang di tahun 2013 meningkat sebesar 

826,266 menjadi 11.806,936 ton. Berarti sampai dengan tahun 

2013 jumlah produksi perikanan budi daya terealisir sebanyak 

11.806,936 ton dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 

232,290 ton.  

Indikator sasaran ini tidak terealisir sesuai target dikarenakan :  

o Sarpras pengembangan usaha budidaya belum memadai 

khususnya air yang tercemar yang menyebabkan faktor 

kematian ikan masih tinggi;  

o Masih kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan 

informasi teknis pembudidayaan seperti padat penebaran, 

teknik pemberian pakan, perawatan dan pengontrolan kolam 

serta pengendalian hama penyakit;   

o Target yang terlalu tinggi yang telah ditetapkan oleh 

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KPP). 

Upaya pemecahan terhadap permasalahan ini :  

o Adanya revisi/konsiliasi data target  produksi yang tertuang 

di RPJMD;  

o Pengembangan budidaya ikan air tawar dan peningkatan 

kemampuan pembudidaya melalui pelatihan;  
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o Peningkatan pemberian bantuan subsidi dan fasilitas untuk 

bidang usaha budidaya dan pemantauan kesehatan ikan 

dan lingkungan budidaya;  

o menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program 

Pengembangan Budidaya Perikanan dengan Kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Pengawasan Penyakit Ikan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memantau wabah penyakit ikan. Sasaran yang di pantau 

adalah 16 Pokdakan dan RTP Perikanan di Kabupaten 

Bantul.  

b. Pelatihan Budidaya dan Perbenihan. Kegiatan Pelatihan 

Budidaya dan Perbenihan dilaksanakan dalam rangka 

mendukung Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

pada Tahun Anggaran 2013. 

c. Demplot Budidaya Udang Vaname. Kegiatan ini bertujuan 

untuk melakukan percontohan pembuatan kolam dan sarana 

prasarananya di bidang budidaya udang vaname. 

Sasarannya adalah kelompok pemula dengan komoditas 

budidaya udang vaname dan sudah ditentukan. 

d. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan 

sarana dan prasarana budidaya ikan dengan memberikan 

bantuan hibah Sapras budidaya ikan ke Kelompok 

Pemudidaya Ikan. 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengukur 

keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dalam 

peningkatkan produksi. 
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2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap. 

Target tahun 2013 sebanyak 1.643 Ton terealisir  1.202,14 ton, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar  73,2% dengan 

kategori berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 992 ton, pada  

tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 15,9 % menjadi 1.150 Ton 

sedangkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 50,14 ton, 

berarti sampai dengan tahun 2013 jumlah produksi perikanan 

tangkap terealisir sebanyak 1.202,14 ton dari target di akhir 

RPJMD tahun 2015 sebanyak 8.168 ton. 

Indikator ini tidak terealisir 100% dikarenakan cuaca ekstrem dan 

gelombang tinggi sehingga nelayan tidak berani melaut serta 

masih adanya nelayan yang melakukan eksploitasi di titik 

penebaran benih. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah 

dengan : 

o Mengoptimalkan kapal 30 GT yang baru diterima DKP dari 

pusat, dan penambahan sarpras penangkapan;  

o Pelatihan penangkapan ikan 

o Pembangunan infrastruktur;  

o pendampingan lingkungan akibat hasil eksploitasi;  

o Adanya revisi/konsiliasi data target produksi dalam RPJMD;  

o Penambahan stokikan terutama dilakukan pada jenis-jenis 

ikan bernilai ekonomis tinggi;  

o melibatkan pokwasmas (kelompok pengawas masyarakat) 

di PU dan laut untuk memberantas penangkapan ikan yang 

tidak ramah lingkungan.   

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Program 

Pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan : 

a. Fishing Ground PMT (Pemetaan). Kegiatan ini bertujuan . 

Pendugaan pemodelan fishing ground mengalami kendala 

karena resolusi citra sebesar lebih kurang 4 km per piksel 
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kurang mendukung untuk analisa daerah cakupan yang 

sempit. Selain itu, banyaknya tutupan awan pada data citra 

yang digunakan menyebabkan banyaknya data klorofil dan 

suhu permukaan laut di lokasi kegiatan tidak dapat 

didugamelaksanakan kajian informasi kelautan 

(oseanografis) dengan menggunakan analisa data 

penginderaan jauh multi waktu untuk mendukung 

pengembangan pemodelan distribusi daerah potensi ikan 

(fishing ground) di perairan selatan Kabupaten Bantul 

b. Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kegiatan ini 

merupakan muara dari rantai dingin sebelum sampai ke 

tangan konsumen dan TPI mempunyai fungsi yang lebih 

kompleks diantaranya memberikan jaminan harga lelang 

yang kompetitif. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) jenis 

yaitu klasikal dan studi banding.  

c. Pengawasan pemanfaatan kapal BIB. Kegiatan bertujuan 

mengawasi pelaksanaan pengelolaan kapal serta 

Mengevaluasi kinerja dan tingkat pemanfaatan kapal BIB 

3. Jumlah Pokdakan (kelompok budidaya). 

Target tahun 2013 sebanyak 410 Pokdakan terealisir 815 

kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 198% 

dengan kategori sangat berhasil. Realisai tahun 2011 sebesar 

577 kelompok, mengalami kenaikan sebesar 28,2 % mejadi 

sebesar 740 Kelompok pada tahun 2012. Sedangkan tahun 2013 

terjadi kenaikan sebesar 75 kelompok manjadi 815 kelompok, 

sehingga sampai dengan tahun 2013 Jumlah Pokdakan 

(kelompok budidaya) terealisir sebanyak 815 kelompok dari 

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 450 kelompok. 

Pencapaian tahun 2013 telah melampaui target di akhir RPJMD. 
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Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah berkembangnya usaha budidaya perikanan yang 

menguntungkan dan difasilitasi dengan banyaknya bansos 

sapras budidaya serta adanya PUMP Budidaya, maka makin 

banyak masyarakat yang tertarik untuk berusaha dibidang 

budidaya perikanan.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program 

Pengembangan budidaya perikanan dengan kegiatan : 

a. Evaluasi Pokdakan dan UPR. Kegiatan ini meliputi evaluasi 

pada kelompok pembudidaya ikan dan Unit Pembenih Rakyat. 

Pemenang I dari masing-masing evaluasi menjadi wakil 

Kabupaten Bantul untuk evaluasi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Hasil Evaluasi Pokdakan Nila berhasil mengirim 

Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Lestari, Pelem, Baturetno, 

Banguntapan mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 

Evaluasi tingkat Nasional 

b. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan. 

Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya 

Ikan meliputi kegiatan workshop bagi pokdakan penerima 

bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan dari 

sumber dana APBD I/APBD II/APBN dan pembinaan 

kelompok 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengukur 

keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilihat 

dari peningkatan produksi perikanan yang bertujuan untuk 

meningkatkan produksi 

4. Produktifitas Gabah Kering (GKP). 

Target tahun 2013 sebanyak 76,5 Kw/ha terealisir 76,02 Kw/ha, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 99,37% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 terjadi kenaikan 
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sebesar 5,4%, menjadi 78,19 pada tahun 2012 sedang di tahun 

2013 terjadi penurunan sebesar 2.17 Kw/ha. Berarti sampai 

dengan tahun 2013 Produktifitas Gabah Kering (GKP) terealisir 

sebanyak 76,02 Kw/ha dari target di akhir RPJMD tahun 2015 

sebanyak 77,50 KW/ha. 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan pangan 

pertanian melalui pemenuhan target produktifitas gabah kering 

pungut (GKP). 

5. Produktifitas jagung (pipil kering). 

Target tahun 2013 sebanyak 53,25 Kw/ha terealisir 56,59 Kw/ha, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 105,87% dengan 

kategori sangat berhasil. Dibanding dengan tahun 2011 

Produktifitas jagung (pipil kering) sebesar 59,30 Kw/ha sehingga 

terjadi penurunan sebesar 7,4% menjadi 54,91 Kw/ha pada tahun 

2012, sedangkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 1,68 

Kw/ha, berarti sampai dengan tahun 2013 Produktifitas jagung 

(pipil kering) terealisir sebanyak 56,59 Kw/ha dari target di akhir 

RPJMD tahun 2015 sebanyak 53,80 KW/ha sehingga sudah 

melebihi target di akhir RPJMD. Faktor penentu keberhasilan 

indikator ini adalah Petani menggunakan benih swadaya yang 

berkualitas.  

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan pangan 

pertanian melalui pemenuhan target produktifitas jagung pipil 

kering 

6. Produktifitas kedelai (wose).  

Target tahun 2013 sebanyak 15,5 Kw/Ha terealisir sebanyak 15,6 

Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100,65 

% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 
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14,16  Kw/ha mengalami kenaikan sebesar 2,35% menjadi 16,51 

Kw/ha pada tahun 2012, sedangkan ditahun 2013 terjadi 

penurunan sebesar 0.91Kw/ha di banding tahun 2012. Berarti 

sampai dengan tahun 2013 Produktifitas kedelai (wose) terealisir 

sebanyak 15,6 Kw/ha dari target di akhir RPJMD tahun 2015 

sebanyak 16,00 Kw/ha. Faktor penentu keberhasilan indikator ini 

adalah Petani menggunakan benih swadaya yang berkualitas 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untukmengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan 

pangan pertanian melalui pemenuhan target produktifitas 

kedelai. 

7. Produktifitas kacang tanah (wose).  

Target tahun 2013 sebanyak 10,3. Kw/Ha terealisir sebanyak 

14,28 Kw/Ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

138,64 % dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 

sebesar 10,83 Kw/Ha sehingga terjadi kenaikan sebesar 16,68% 

menjadi 12,65 Kw/ha pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 

2013 terjadi kenaikan sebesar 1,63 Kw/Ha menjadi 14,28 Kw/Ha. 

Berarti sampai dengan tahun 2013 Produktifitas kacang tanah  

(wose) terealisir sebanyak 14,28 Kw/Ha dari target di akhir 

RPJMD tahun 2015 sebanyak 10,48 Kw/ha. Pencapaian ini telah 

melampaui target di akhir RPJMD. Faktor penentu keberhasilan 

indikator ini adalah adanya cuaca yang mendukung 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan pangan 

pertanian melalui pemenuhan target produktifitas kacang tanah.  

8. Produktifitas Bawang Merah.  

Target tahun 2013 sebanyak 10,24 Ton/Ha terealisir 13,22 

Ton/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

129,10% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 

LAKIP |  

AKUNTABILITAS KINERJA 
254 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Kabupaten Bantul Tahun 2013 

sebesar 13,32 mengalami penurunan sebesar 10,5% menjadi 

11,9 pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 terjadi 

kenaikan sebasar 1,32 Ton/ha menjadi sebesar 13,22 ton/ha di 

banding tahun 2012. Berarti sampai dengan tahun 2013 

Produktifitas bawang merah terealisir sebanyak 13,22 ton/ha dari 

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 10,35 Kw/ha 

sehingga pencapaian ini telah melampauai target di akhir 

RPJMD.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah Curah hujan yang tidak terlalu tinggi mendukung untuk 

pertumbuhan bawang merah. Indikator sasaran sasaran ini 

dilaksanakan melalui 4 Program dan 8 Kegiatan. Program 

tersebut yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan : 

1) Penyusunan data base produksi pangan (analisa data 

statistik). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data 

statistik pertanian yang akurat. Pendataan dilakukan oleh 

Mantri tani di masing-masing kecamatan. 

2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi 

pertanian. Tujuan dari kegiatan ini dalah mengatur dan 

mengawasi distribusi pupuk bersubsidi pada 55 pengecer. 

3) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk 

pertanian (Pendampingan Agropolitan Kebun Buah 

Mangunan). Kebun Buah Mangunan terletak di desa 

Mangunan Dlingo yang merupakan daerah perbukitan yang 

tandus dan marjinal dengan luas tanah 23,34 Ha. 

4) DAK pertanian/Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, 

peternakan untuk mendukung ketahanan pangan. Kegiatan ini 

merupakan salah satu upaya mendukung  upaya pencapaian 

Surplus Beras 10 Juta Ton. 
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5) Percepatan pembangunan pertanian dan perkebunan. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan hibah bagi 

kelompok ternak dan kelompok tani tanaman pangan agar 

kegiatan pertanian dan peternakan yang mereka tekuni dapat 

berjalan optimal. 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi hortikultura 

melalui pemenuhan target produktifitas bawang merah 

9. Produktifitas Cabe Merah.  

Target tahun 2013 sebanyak 8,16 Kw/ha terealisir 5,49 Kw/ha, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 67,28 % dengan 

kategori cukup berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 6,10 

Kw/ha menurun 16,3% menjadi 5,1 kw/ha pada tahun 2012 

sedangkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 0,39 Kw/ha 

dibanding dengan tahun 2012. Sampai dengan tahun 2013 

Produktifitas cabe merah terealisir sebanyak 5,1 Kw/ha dari 

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 8,24 Kw/ha 

Indikator sasaran ini tidak mencapai target 100% dikarenakan 

panen tidak panjang rata-rata hanya 5 kali karena petani ingin 

segera ganti tanaman. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini 

adalah untuk mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi 

hortikultura melalui pemenuhan target produktifitas cabe merah 

10. Produksi Pisang.  

Target tahun 2013 sebanyak 25,5 Kg/Pohon terealisir 11,00 

Kg/pohon, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

43,14% dengan kategori tidak berhasil. Realisai tahun 2011 

sebesar 17,00 menurun sebesar 41% pada tahun 2012, 

sedangkan pada tahun 2013 menurun 1,00 Kg/pohon 

dibandingkan tahun 2012, berarti sampai dengan tahun 2012 
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produksi pisang terealisir sebanyak 11,00 Kg/pohon dari target di 

akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 30.00 Kg/pohon.  

Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan tanaman 

pisang di Bantul varietasnya bermacam-macam, kebanyakan 

varietas pisang berukuran kecil (Uter) sehingga produktifitas 

kecil. Tujuan pengukuran  indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi hortikultura 

melalui pemenuhan target produktifitas pisang. 

11. Produksi Jamur Tiram.  

Target tahun 2013 sebanyak 12,15 Kg/m2 terealisir 10,14 Kg/m2, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 83,46% dengan 

kategori berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 3,05 mengalami 

kenaikan sebesar 75,7% ditahun 2012 sedang tahun 2013 terjadi 

kenaikan sebesar 4,78 Kg/m² dibandingkan tahun 2012, berarti 

sampai dengan tahun 2013 produksi jamur tiram terealisir 

sebanyak 5,36 Kg/m² dari target di akhir RPJMD tahun 2015 

sebanyak 12,20 Kg/m². 

Faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan indikator sasaran 

ini adalah Ukuran baglog yang digunakan petani berbeda-beda 

sehingga mempengaruhi hasil produksinya, serta berpengaruh 

dalam pengambilan data produk. Tujuan pengukuran  indikator 

sasaran ini adalah untuk mengetahui kinerja dalam 

meningkatkan produksi hortikultura melalui pemenuhan target 

produktifitas jamur tiram. 

Indikator sasaran pada point 9 sampai dengan 11 di atas  

dilaksanakan melalui 1 Program dan 3 Kegiatan. Program 

tersebut yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan : 

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (operasional petroganik). 
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Kegiatan operasional petroganik ini tidak telepas dari aturan 

yang dikeluarkan oleh PT Petrokimia Gresik sebagai BUMN 

yang ditunjuk untuk memproduksi dan memasarkan pupuk 

Petroganik dan Universitas Padjajaran Bandung selaku 

penguji mutu hasil (Laboratorium mutu), bahwa untuk 

melakukan pengujian mutu hasil sekurang-kurangnya pihak 

mitra(pabrik Petroganik) harus memproduksi sebanyak 300 

ton. Pada tahun ini analisa pupuk dilakukan tiap 500 ton 

sebanyak 1 kali dan analisa ke lab petrokimia gresik sebanyak 

4 kali 

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Realisasi fisik berupa 

Pemeliharaan Stasiun Agribisnis (STA), Pemeliharaan Silo 

jagung, Pelaksanaan Pendampingan PUAP, Pelaksanaan 

APPOP dan terlaksananya operasional gudang bawang 

merah. 

c. Pengembangan Unit Pengelolaan Jasa Alat (UPJA) Mesin 

Pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan 

UPJA (Unit Pengelola Jasa Alat) Mesin Pertanian. 

12. Produktifitas Tebu (hablor gula).  

Target tahun 2013 sebanyak 50,72 Kw/ha terealisir 40,15 Kw/ha, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 79,16 % dengan 

kategori berhasil. realisasi tahun 2011 sebesar 47,13 Kw/ha 

mengalami kenaikan sebesar 19,18% di tahun 2012 sedangkan 

pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 16,02 kw/ha, berarti 

sampai dengan tahun 2013 produktifitas tebu (hablor gula) 

terealisir sebanyak 56,17 Kw/ha dari target di akhir RPJMD tahun 

2015 sebanyak 51,36 Kw/ha sehingga sudah melebihi target di 

akhir RPJMD.. 
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Faktor yang menjadi kendala dari keberhasilan indikator sasaran 

adalah karena cuaca ektrim. Tujuan pengukuran  indikator 

sasaran ini adalah untuk mengetahui kinerja dalam 

meningkatkan produksi perkebunan melalui pemenuhan target 

produktifitas tebu. 

13. Produktifitas Kelapa (kopra).  

Target tahun 2013 sebanyak 20 Kw/ha terealisir 16,13 Kw/ha, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 80,65% dengan 

kategori berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 15,78 mengalami 

kenakan sebesar 2% pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 

2013 mengalami peningkatan sebesar 0.03 kw/ha jika 

dbandingkan dengan tahun 2012, berarti sampai dengan tahun 

2013 Produktifitas kelapa (kopra) terealisir sebanyak 16,13 

Kw/ha dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 20,50 

Kw/ha..  

Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan target 

terlalu tinggi, sedangkan target Nasional sebesar 15 kw/ha jauh 

di bawah dari target Kabupaten Bantul. Tujuan pengukuran  

indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui kinerja dalam 

meningkatkan produksi perkebunan melalui pemenuhan target 

produktifitas kelapa. 

14. Produktifitas Tembakau (rajang kering).  

Target tahun 2013 sebanyak 6,66 Kw/ha terealisir 13,31 Kw/ha, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 117,26% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 ebesar 6,97 

mengalami kenaikan sebesar 17,2% menjai 7,54 kw/ha pada 

tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 mengalami kenaikan 

sebesar 5,77 Kw/ha menjadi 13,31 Kw/ha jika dibanding dengan 

tahun 2012, berarti sampai dengan tahun 2012 Produktifitas 

tembakau (rajang kering) terealisir sebanyak 7,54 Kw/ha dari 
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target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 6,75 Kw/ha 

sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah tahun ini petani banyak menanam tembakau paiton 

berdasarkan permintaan pabrik rokok yang produktivitasnya 

tinggi selain itu cuaca mendukung bagi pertumbuhan tanaman 

tembakau. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi perkebunan 

melalui pemenuhan target produktifitas tembakau 

15. Produktifitas Jambu Mete (glondong mete).  

Target tahun 2013 sebanyak 3,83 Kw/ha terealisir 0,28 Kw/ha, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 7,33% dengan 

kategori tidak berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 0,26 

mengalami kenaikan sebesar 550% menjadi 1,69 kw/ha pada 

tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan 

sebesar 1,41 kw/ha menjadi 0,28 Kw/ha, berarti sampai dengan 

tahun 2013 produktifitas jambu mete (glondong mete) terealisir 

sebesar 0,28 Kw/ha dari target di akhir RPJMD tahun 2015 

sebesar 4,35 Kw/ha.. 

Hambatan yang ditemui pada indikator sasaran ini pada point 15 

ini sehingga tidak tercapai 100% dikarenakan pengaruh cuaca, 

saat berbunga terkena hujan deras sehingga rontok. Tujuan 

pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui 

kinerja dalam meningkatkan produksi perkebunan melalui 

pemenuhan target produktifitas jambu mete.  

Indikator sasasaran pada point 12, 13, 14 dan 15 di atas 

dilaksanakan melalui 1 Program dan 9 kegiatan. Program 

tersebut yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan sebagai berikut : 
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a. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 

(Pendampingan peningkatan produksi tanaman pangan). 

Pengembangan tanaman pangan difokuskan kepada aspek 

ketersediaan pangan, dimana operasional program 

pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan 

rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya 

usaha-usaha bidang tanaman pangan yang mampu 

menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan nilai 

tambah.  

b. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan. Kegiatan 

ini berupa rapat koordinasi pengelolaan kebun-kebun di BPP 

se Kabupaten Bantul, Pembelian bahan non kimia/organik, 

pupuk dan sebagainya serta Pembelian alat-alat 

perlengkapan untuk budidaya tanaman pangan dan 

hortikultura di BPP.  

c. Pembuatan pemurnian benih tembakau rakyat. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah memperoleh benih tembakau yang 

bermutu/berkualitas (kemurnian, keseragaman daya 

kecambah). Kebutuhan bibit tembakau untuk petani 

tembakau varietas kedu sili Bantul yang dulunya masih 

membeli bibit asalan (beli di luar daerah Bantul yang tidak 

berkualitas) sekarang sudah dapat dipenuhi dari petani 

tembakau Bantul. Rencana tahun 2013 ini adalah pelepasan 

Varietas tembakau Kedu Sili. Hingga saat ini masih dalam 

proses persiapan melengkapi syarat-syarat untuk pelepasan 

varietas.  

d. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah untuk melatih para petani untuk 

menciptakan bibit unggul pertanian khususnya hortikultura. 

Kegiatan ini meliputi Pelatihan GAP Hortikultura KT Taniwaris 
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dan KT Kamasutra Bambanglipuro dan Pembelian alat-alat 

perlengkapan (polibag, saprodi).  

e. Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan 

pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinir 

pelaksanaan perencanaan program pembangunan pertanian.  

f. Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

populasi tanaman buah-buahan di 16 kelompok 

tani/kelompok organisasi masyarakat dengan penyediaan 

18.768 batang bibit buah-buahan.  

g. Pengembangan agribisnis tembakau. Kegiatan ini 

dilaksanakan berupa pelatihan petani tembakau sebanyak 5 

paket.  

h. Pengembangan pupuk organik. Tujuan dari kegiatan ini 

adalah untuk pengembangan pupuk organik limbah pasar 

dengan melaksanakan pelatihan pembuatan pupuk organik. 

Pengembangan pupuk organik bertujuan agar petani tidak 

tergantung pada pupuk kimia, sehingga unsur hara tanah 

dapat terpelihara. Selain itu pemanfaatan limbah pasar dapat 

mengurangi limbah pasar di Bantul. Diharapkan setelah 

pelatihan peserta dapat membuat pupuk organic sendiri dan 

mengaplikasikannya dalam budidaya pertanian sehingga 

dapat meningkatkan produksi pertanian. 

i. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman 

Hortikultura. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 

produksi dan produktivitas Tanaman Hortikultura.  

16. Produktifitas Daging (kambing, sapi, domba dan unggas).  

Target tahun 2013 sebanyak 11.414.739 Kg terealisir 12.549.141 

Kg, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 109,94% 

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 
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11.231.147 Kg menurun sebesar 2% menjadi 10.378.083 Kg 

pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan 

sebesar 2.171.058 kg menjadi 12.549.141 Kg, berarti sampai 

dengan tahun 2013 produktifitas daging (kambing, sapi, domba 

dan unggas) terealisir sebesar 12.549.141 Kg Kg dari target di 

akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 12.276.330 kg. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah peningkatan populasi ternak penghasil daging. Tujuan 

pengukuran  indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui 

ketersediaan pangan produk hewani dalam hal produksi daging 

(kambing, sapi, domba, dan unggas) daerah. 

17. Produktifitas Telur (ayam dan itik).  

Target tahun 2013 sebanyak 6.717.258 Kg terealisir 6.601.460 

Kg, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 98,28% 

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 

5.902.742 terjadi penurunan sebesar 11.9% menjadi 5.198.918 

Kg pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 mengalami 

kenaikan sebesar 1.402.542 Kg menjadi 6.601.460 Kg 

dibandingkan tahun 2012. Berarti sampai dengan tahun 2013 

Produktifitas telur (ayam dan itik) terealisir sebesar 6.601.460 Kg 

dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 7.734.459 kg.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya minat masyarakat untuk usaha ternak ayam dan 

itik. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui ketersediaan pangan produk hewani dalam hal 

produksi telur (ayam dan itik) daerah. 

18.  Produksi Susu (sapi perah dan kambing PE).  

Target tahun 2013 sebesar 300.000 liter terealisir 250.166,800 

liter, maka nilai capaian sebesar 93,76% dengan kategori sangat 

berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 262.705 terjadi kenaikan 
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sebesar 3,6% menjadi 253.148 liter pada tahun 2012 sedangkan 

pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 2.981,2 liter jika 

dinadingkan tahun 2012 menjadi 250.166,800 liter. Berarti 

sampai dengan tahun 2013 produksi susu (sapi perah dan 

kambing PE) terealisir sebesar 250.166,800 liter dari target di 

akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 330.000 liter.  

Faktor yang menghambat keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah menurunnya populasi sapi perah. Tujuan pengukuran  

indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui ketersediaan 

pangan produk hewani dalam hal produksi susu (sapi perah, 

kambing PE).  

19. Populasi Sapi Potong.  

Target tahun 2013 sebanyak 56.252 ekor terealisir 51.142 ekor, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar dengan 90,92% 

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 

59.789 terjadi peningktan sebesar 41% menjadi 84.423 ekor 

pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan 

sebesar 33.281 ekor jika dibandingkan tahun 2012 menjadi 

51.142 ekor. Berarti sampai dengan tahun 2013 Populasi sapi 

potong terealisir sebanyak 51.142 ekor dari target di akhir 

RPJMD tahun 2015 sebanyak 58.301 ekor. 

Faktor yang menghambat pencapaian indikator sasaran ini 

adalah adanya Harga sapi yang tinggi membuat peternak 

kesulitan mengembangkan usaha. Tujuan pengukuran  indikator 

sasaran ini adalah untuk mengetahui kinerja pembangunan 

peternakan dalam hal peningkatan jumlah populasi sapi potong 

daerah. 

20. Populasi Sapi Perah.  

Target tahun 2013 sebanyak 225 ekor terealisir 156 ekor, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 69,33% dengan 
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kategori tidak berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 192 terjadi 

peningkatan sebesar 19,7% menjadi 230 ekor pada tahun 2012 

sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 74 ekor 

dibandingkan tahun 2012 menjadi 156 ekor. Berarti sampai 

dengan tahun 2013 Populasi sapi perah terealisir sebanyak 156 

ekor dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 300 ekor.  

Faktor yang menghambat pencapaian indikator sasaran ini 

adalah Harga sapi yang tinggi membuat peternak kesulitan 

mengembangkan usaha. Tujuan pengukuran indikator sasaran 

ini adalah untuk mengetahui kinerja pembangunan peternakan 

dalam hal peningkatan jumlah populasi sapi perah daerah. 

21. Populasi Kambing.  

Target tahun 2013 sebanyak 66.333 ekor terealisir 74.462 ekor, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 112,25% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 60.671 

terjadi peningkatan sebesar 8,9% menjadi 66.081 ekor pada 

tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 

8.381 ekor dibandingkan tahun 2012 menjadi 74.462 ekor. Berarti 

sampai dengan tahun 2013 Populasi kambing terealisir sebanyak 

74.462 ekor dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 

76.300 ekor.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya dukungan program dari APBN dan minat 

masyarakat. Tujuan pengukuran  indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal 

peningkatan jumlah populasi kambing daerah.  

Indikator sasasaran pada point 16, 17, 18,19, 20 dan 21 di atas 

dilaksanakan melalui 1 Program dan 6 kegiatan. Program 

tersebut yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Ternak dengan kegiatan sebagai berikut : 
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a. Pendataan masalah peternakan. Target kegiatan ini adalah 

koordinasi data statistik masalah peternakan.  Kegiatan ini 

bertujuan untuk mendata masalah-masalah peternakan, 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar upaya 

penanggulangan maupun pencegahan terhadap masalah 

tersebut. 

b. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular 

ternak. Kegiatan ini berupa Pengambilan dan Pemeriksaan 

spescimen di Lab keswan, Pengambilan dan pengiriman 

specimen ke BBV Wates, Desinfeksi di pasar-pasar unggas 

dan perkandangan, Sosialisasi penyakit hewan senamyal 10 

kali, Pengadaan bahan kimia lab keswan 1 paket, Pengadaan 

desinfektan sebanyak 70 liter, Pengadaan peralatan lab 

kesan, Cetak leaflet penyakit hewan menular sebanyak 3 judul 

@ 1.000 lembar, Koordinasi kesehatan hewan dan Surveilens 

penyakit hewan. 

c. Pengawasan Kesmavet dan Pemeriksaan Hewan Qurban. 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pengawasan peredaran 

daging, Pemeriksaan kesehatan hewan di tempat penjualan 

hewan urban, Sosialisasi peduli pangan asal hewan yang 

aman sehat utuh dan halal, Sosialisasi pemotongan hewan 

qurban bagi takmir masjid/panitia, Apresiasi kesejahteraan 

hewan, Bimbingan kesehatan masyarakat veteriner, 

Pemantauan dan pemeriksaan hewan qurban di tempat 

pemotongan hewan qurban, Pemeriksaan sampel daging dan 

susu masing-masing 240 sampel, Pengadaan peralatan 

laoratorium kesmavet, Pengadaan peralatan/alas 

pemotongan hewan qurban, Cetak leaflet kesmavet, 

Pengawasan peredaran produk peternakan, Pengawasan 

tempat penjualan hewan qurban dilakukan menjelang Hari 

Raya Idul Adha, Pengawasan pemotongan hewan. 
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d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan. Kegiatan yang 

dilaksanakan meliputi BImbingan dokter hewan praktek 1 kali 

diikuti 25 orang dokter hewan, Bimbingan peredaran obat 

hewan 1 kali diikuti 20 orang pengusaha depo obat hewan, 

Penyusunan buku saku petugas medis veteriner sebanyak 

100 buah, Pengadaan obat-obatan, Pengadaan peralatan 

medis veteriner, Cetak blanko surat ijin dokter hewan praktek, 

Cetak leaflet penyakit hewan, Koordinasi kesehatan hewan, 

Pengawasan peredaran obat hewan, Pengawasan pelayanan 

kesehatan hewan, Pengawasan kesehatan hewan 

e. Optimalisasi UPT Puskeswan. Kegiatan yang dilaksanakan 

meliputi Pengobatan penyakit cacing hati, Pengadaan ATK 

untuk 10 Puskeswan, Pengadaan peralatan kebersihan dan 

bahan pembersih, Pengadaan obat-obatan untuk Puskeswan, 

Belanja air untuk Puskeswan, Belanja listrik untuk 

Puskeswan, Cetak leaflet, Belanja penggandaan, Koordinasi 

kesehatan hewan di UPT Puskeswan, Pengadaan pakaian 

kerja lapangan, Pengawasan pelayanan kesehatan hewan, 

Rapat koordinasi regional di Jakarta, Pemeliharaan bangunan 

gedung tempat kerja meliputi 4 Puskeswan dan pengadaan 

serta pemasangan 2 unit pompa air, Pengadaan instalasi lirik, 

Pengadaan kelengkapan intalasi telepon, serta 

Pembangunan pagar kantor UPT Puskeswan di Bakulan. 

f. Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis RPH. Kegiatan ini meliputi 

Pengadaan ATK untuk UPT Rumah Potong Hewan, 

Pengadaan peralatan kebersihan kantor, Belanja listrik UPT 

Rumah Potong Hewan untuk 2 unit RPH, Koordinasi 

pemotongan hewan, Pengawasan pemotongan hewan, 

Pembangunan penampungan kotoran RPH Pleret, 

Pembangunan saluran drainase RPH Pleret, serta Rehab 

ringan RPH Pleret. 
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22. Populasi Domba.  

Target tahun 2013 sebanyak 35.474 ekor terealisir 52.085 ekor, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 146,83% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 38.110 

terjadi peningkatan sebesar 14,3% menjadi 43.563 ekor pada 

tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan 

sebesar 8.522 jika dibandingkan tahun 2012 menjadi 52.085 

ekor. Berarti sampai dengan tahun 2013 populasi domba 

terealisir sebanyak 52.085 ekor dari target di akhir RPJMD tahun 

2015 sebanyak 40.804 ekor sehingga sudah melebihi target di 

akhir RPJMD.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya dukungan program dari APBN dan  minat 

masyarakat. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal 

peningkatan jumlah populasi domba daerah 

23. Populasi Ayam Buras.  

Target tahun 2013 sebanyak 548.215 ekor terealisir 719.652 

ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 131,27% 

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 

595.685 terjadi peningkatan sebesar 7,2% menjadi 638.655 ekor 

pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi 

peningkatan sebesar 80.997 ekor jika dibandingan tahun 2012 

menjadi 719.652 ekor. Berarti sampai dengan tahun 2013 

populasi ayam buras terealisir sebanyak 719.652 ekor dari target 

di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 558.138 ekor sehingga 

sudah melebihi target di akhir RPJMD.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya dukungan program dari APBN dan minat 

masyarakat. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah 
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untuk mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal 

peningkatan jumlah populasi ayam buras daerah. 

24. Populasi Ayam Ras Petelur.  

Target tahun 2013 sebanyak 761.895 ekor terealisir sebanyak 

689.988 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

90,56% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 

sebesar 624.482 terjadi peningkatan sebesar 4,07% menjadi 

649.903 ekor pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 

terjadi peningkatan sebesar 40.085 ekor jika dibandingkan tahun 

2012 menjadi 689.988 ekor. Berarti sampai dengan tahun 2013 

populasi ayam ras petelur terealisir sebanyak 689.988 ekor dari 

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 890.321 ekor.  

Indikator sasaran tidak mencapai target 100% dikarenakan 

peternak menurun, menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak 

ada dana/tidak ada kegiatan khusus ayam ras petelur penyakit, 

pakan mahal, harga jual produk fluktuatif, pencemaran 

lingkungan. Upaya yang dilakukan adalah Pembuatan kandang 

kelompok tidak berada dalam pemukiman (jika memungkinkan) 

atau sanitasi kandang harus lebih diperhatikan. Tujuan 

pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui 

kinerja pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah 

populasi ayam ras petelur daerah. 

25. Populasi Ayam Ras Pedaging.   

Target tahun 2013 sebanyak 757.204 ekor terealisir 897.117 

ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 118,48% 

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 

811.947 terjadi peningkatan sebesar 4,07% menjadi 844.999 

ekor pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi 

peningkatan sebesar 52.118 ekor jika dibandingkan dengan 

tahun 2012 menjadi 897.117 ekor. Berarti sampai dengan tahun 
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2013 populasi ayam ras pedaging terealisir sebanyak 897.117 

ekor dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 790.888 

ekor sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD D.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya dukungan program dari APBN dan minat 

masyarakat.  

26. Populasi Itik.  

Target tahun 2013 sebesar 236.599 ekor terealisir 185.735 ekor, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 78,50% dengan 

kategori berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 164.810  terjadi 

peningkatan sebesar 7,7% menjadi 177.587 ekor pada tahun 

2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningakatan sebesar 

8.148 ekor dibandingkan tahun 2012 menjadi 185.735 ekor. 

Berarti sampai dengan tahun 2013 populasi itik terealisir 

sebanyak 185.735 ekor dari target di akhir RPJMD tahun 2015 

sebanyak 272.703 ekor.  

Indikator sasaran tidak mencapai target 100% dikarenakan 

peternak menurun, menimbulkan pencemaran lingkungan. 

Upaya yang dilakukan adalah Pembuatan kandang kelompok 

tidak berada dalam pemukiman (jika memungkinkan) atau 

sanitasi kandang harus lebih diperhatikan, mencarikan 

dukungann dana dari  APBN dan APBD propinsi. Tujuan 

pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui 

kinerja pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah 

populasi ayam ras pedaging daerah.  

Indikator sasasaran pada point 22, 23, 24, 25, dan 26 di atas 

dilaksanakan melalui 1 Program dan 4 kegiatan. Program 

tersebut yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

dengan kegiatan antara lain: 
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a. Penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak. Kegiatan ini 

berupa Pengambilan sampel pakan ternak dari poultry, 

pedangan pakan, produsen dan pabrik pakan, Uji lab sampel 

pakan di UGM serta Monitoring dan evaluasi. 

b. Bimbingan dan pemberdayaan kelompok. Kegiatan ini 

meliputi Evaluasi kelompok ternak kambing, Evaluasi 

kelompok ternak sapi, Evaluasi kelompok ternak unggas, 

Lomba petugas inseminator, Lomba  dokter hewan dan 

Pembinaan kelompok ternak 

c. Pendampingan operasional  dana revolving bantuan ternak 

sapi. Pembinaan kelompok ternak penerima dana revolving 

(untuk pembelian sapi modal pengembangan usaha) yang 

berjumlah sekitar 109 kelompok yang tersebar di 17 

kecamatan 

d. Pendampingan Operasinal Bantuan Hibah Peternakan. 

Koordinasi dan verifikasi kelompok calon penerima kegiatan 

hibah peternakan tahun 2013 sebanyak 531 kelompok 

dengan hasil sekitar 90% tidak lolos verifikasi atau tidak layak 

dan hanya 10%nya yang layak untuk mendapatkan hibah 

peternakan. 

e. Pendampingan Operasional Ternak Kuda. Terlaksananya 

pembuatan kandang kuda dan umbaran di Parangtritis, 

Kretek serta operasional budidaya seperti obat-obatan dan 

bahan pakan.   
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30. Sasaran 30 

Terkendalinya Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian 
Tabel III.36 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 30 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Konversi lahan  0,4% 0,14% 0,2% 0,187% 106,50 Sangat 

Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 1 x 92,5 ) /1 = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 30  = 92,5 

Pada sasaran 30 (tiga puluh) terdiri dari 1 (satu) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 30 (tiga puluh)sesuai hasil pengukuran kinerja 

sebagai berikut : 

1. Konversi Lahan.  

Target tahun 2013 sebesar 0,2% terealisir 0,187%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 106,50% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 0,4% maka terjadi 

peningkatan sebesar 35% menjadi 0,14% pada tahun 2012 

sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 0,047% 

dibandingkan tahun 2012 menjadi 0,187%. Berarti sampai 

dengan tahun 2013 konversi lahan terealisir sebanyak 0,187% 

dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 1.05%. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya kesadaran dari masyarakat dan adanya kebijakan 

pemerintah yang mendukung indikator tersebut. Indikator 

sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 2 Kegiatan, 

sebagai berikut : 
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a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

dengan kegiatan Sertifikasi Lahan Pertanian tujuannya untuk 

mengendalikan alih fungsi lahan. Pelaksanaan kegiatan ini 

adalah untuk pembiayaan sertifikasi lahan pertanian dengan 

bekerjasama dengan BPN. Tanah yang telah disertifikasi 

nantinya tidak dapat dialihfiungsikan menjadi lahan non 

pertanian. Target kegiatan untuk tahun ini sebanyak 60 

bidang. Lokasi tahun ini adalah di kelompok Tani Tri 

Tirtomulyo, Dusun Nogosari, Sumberagung, Jetis, Bantul. 

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / 

Perkebunan dengan kegiatan Updating Data Luas Lahan 

Pertanian. Kegiatan ini diusulkan pada anggaran APBD 

Perubahan atas adanya surat dari Kementerian Pertanian 

untuk pelaksanaan updating lahan pertanian. 

Terealisasinya updating lahan sawah di Kabupaten Bantul 

tahun 2013 untuk mendukung rencana penyusunan Perda 

dan Perbup LP2B. 

Permasalahan yang dihadapi adalah alokasi anggaran terlalu 

mepet dengan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun sehingga 

pekerjaan menjadi kurang maksimal. Anggaran terlalu kecil 

untuk pemetaan lahan se Kabupaten Bantul. Pelatihan untuk 

petugas updating dalam pengunaan alat kurang maksimal. 

Kondisi hujan menghambat pekerjaan. Solusi yang diharapkan 

adalah kegiatan yang akan dating alokasi anggaran di awal 

tahun tidak di anggaran perubahan agar perencanaan lebih 

matang Perlunya refreshing pelatihan penggunaan alat. Tujuan 

pengukuran  indikator sasaran ini adalah untuk menunjukkan 

kinerja dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian produktif 

ke non pertanian. 
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31. Sasaran 31 

Meningkatnya Program Usaha Tani dan Aktifitas Kelembagaan 
Petani dan Penyuluh  

Tabel III.37 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 31 

Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Peningkatan aktifitas 
kelembagaan petani 

16 
kelompok 

34 
kelompok 

26 
kelompok 

41 
kelompok 

158 Sangat 
Berhasil 

2. Peningkatan kualitas 
penyuluh 

73 
orang 

70 
orang 

73 
orang 

63 
orang 

86 Sangat 
Berhasil  

3 Peningkatan kapasitas 
SDM P3A dalam 
pengelolaan irigasi 

8 
Kelompok 

315 
Kelompok 

292 
kelompok 

329 
Kelompok 

112,67 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)    = ( 3 x 92,5 ) / 3  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 31  = 92,5 

Pada sasaran 31 (tiga puluh satu) terdiri dari 3 (tiga) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada 

sasaran 31 (tiga puluh satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan aktifitas kelembagaan petani.  

Target tahun 2013 sebanyak 26 kelompok terealisir 41 kelompok, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 158% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 16 

kelompok terjadi peningkatan sebesar 31,25% menjadi 34 

kelompok pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi 

peningkatan sebasar 7 kelompok dibandingkan tahun 2012 

menjadi 41 kelompok. Berarti sampai dengan tahun 2013 

peningkatan aktifitas kelembagaan petani terealisir sebanyak 41 

kelompok dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 37 

kelompok sehingga sudah melampui target akhir RPJMD.  
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Faktor yang mendukung keberhasilan ini antara dilakukannya 

pembinaan kelompok, dilakukannya lomba penghargaan 

kelompok dan petani berprestasi, dilakukannya penilaian klas 

kelompok, dilakukannya pelatihan petani dalam dan kelompok 

tani peningkatan SDM petani. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 2 

Kegiatan yaitu : 

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan 

Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk Pembinaan Pengembangan 

Kelembagaan Petani penyuluh serta meningkatkan 

kesejahteraan petani. Bentuk kegiatan ini berupa Rapat 

Koordinasi dalam rangka pembinaan peningkatan 

kelembagaan petani dan pembinaan pelaksanaan lomba 

penyuluh dan kelompok, tersusunnya registrasi kelompok tani 

sebanyak 803 kelompok yang telah di SK Ka BKP3, menyewa 

tempat dalam rangka untuk memasarkan olahan pangan lokal 

yang terletak di Bejen Bantul dan pengadaan lemari etalase 

yang digunakan untuk menempatkan contoh hasil olahan 

kelompok untuk dipromosikan. 

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan 

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku 

Agribisnis. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

akses pemasaran produk segar dan olahan pertanian, 

perikanan dan kehutanan. Disamping itu kegiatan ini juga 

dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan para pelaku 

utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan. 

Bentuk kegiatan meliputi Bantul Expo, Fasilitasi Outlet 

Pangan Lokal dan Temu Usaha. 
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2. Peningkatan kualitas penyuluh.  

Target tahun 2013 sebanyak 73 orang terealisir 63 orang, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 86%  dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 73 orang maka 

terjadi penurunan sebesar 4,10 menjadi 70 orang pada tahun 

2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 7 

orang dibandingkan tahun 2012 menjadi 63 orang, berarti sampai 

dengan tahun 2013 peningkatan kualitas penyuluh terealisir 

sebanyak 63 orang dari target di akhir RPJMD tahun 2015 

sebanyak 74 orang.  

Indikator sasaran tidak mencapai target 100% dikarenakan 

berkurangnya jumlah penyuluh karena telah pensiun. Upaya 

yang dilakukan adalah mengusulkan penambahan tenaga 

penyuluh.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

kesejahteraan petani dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan. Bentuk kegiatannya 

yaitu melaksanakan rapat koordinasi, melaksanakan rembug tani 

sebagai bahan pra Penyusunan Programa Kecamatan, rapat 

atau pertemuan penyusunan Program Penyuluhan Tingkat 

Kecamatan, rapat/pertemuan Program Penyuluhan tingkat 

Kabupaten. 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk Untuk 

mengetahui peningkatan kualitas penyuluh. 

3. Peningkatan Kapasitas SDM P3A dalam Pengelolaan Irigasi.  

Target tahun 2013 sebanyak 292 kelompok terelisir 315 

kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

107,88 dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 

sebesar 8 kelompok maka terjadi peningkatan pada tahun 2012 

LAKIP |  

AKUNTABILITAS KINERJA 
276 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Kabupaten Bantul Tahun 2013 

sebanyak 315 kelompok, jika dibandingkan tahun 2013 terjadi 

peningkatan 14 orang menjadi 329 orang. Sampai dengan tahun 

2013 peningkatan kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi 

terealisir sebanyak 329 kelompok dari target di akhir RPJMD 

tahun 2015 sebanyak 292 kelompok sehingga sudah melebihi 

target akhir RPJMD. Faktor yang mendukung keberhasilan ini 

kesadaran petani membentuk kelompok P3A. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Program Peningkatan 

Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Pelatihan dan 

bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat 

guna (Pendampingan WISMP). Pendampingan WISMP ini 

bertujuan untuk memberdayakan petani pemakai air melalui 

peningkatan kelembagaan (GP3A) kemampuan dan 

partisipasinya dalam pengelolaan air. 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk  

Mengetahui kinerja dinas dalam peningkatan kapasitas SDM P3A 

dalam pengelolaan irigasi 

32. Sasaran 32 

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ekonomi antara lain 
Pasar, Terminal, Jalan dan lain-lain 

Tabel III.38 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 32 

Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Prosentase panjang 
jaringan jalan beraspal 
dalam kondisi baik 

95,710 95,4 % 
 

92 % 93,007
% 

101 Sangat 
Berhasil 

2. Prosentasi peningkatan 
penyediaan simpul 
transportasi  

- - - - - - 

3 Prosentase keselamatan 
lalu lintas  (rambu)  

20% 19,6 20% 26,44% 132,20 Sangat 
Berhasil 
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No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

4 Prosentase keselamatan 
lalu lintas (marka) 

20% 16,8 20% 15,63% 78,15 Berhasil 

5 Prosentase keselamatan 
lalu lintas  (APPIL) 

- 25 20% 25% 125 Sangat 
Berhasil 

6 Daya angkut angkutan 
umum 

1.531.0
94 

Set/Ora
ng 

1.068.4
80 

1.763.0
22 

Orang/ 
thn 

1.343.5
20 
org/thn 

76,21 Berhasil 

7 Load Factor penumpang 
angkutan umum 

0,29% 0,2 % 0,7 % 0,39 55,71 Cukup 
Berhasil 

8 Jumlah TPA sampah 
dengan systim sanitary 
landfill 

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 Sangat 
Berhasil 

9 Kondisi setiap pasar dalam 
keadaan baik  

20% 43,75% 75 % 56,25% 75 Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)   = ( 4x 92,5)/8  = 46,25 
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)                = ( 3 x 77,5)/8 = 29,06 
Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil)    = (1 x 62,5)/8  =   7,81 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 32   = 83,12 

Pada sasaran 32 (tiga puluh dua) terdiri dari 9 (sembilan) 

indikator, tetapi 1 (satu) indikator sasaran yang belum ada kegiatan 

untuk mengukur capaian indikator tersebut. Selanjutnya nilai rata-

rata capaian sasaran pada sasaran ini sebesar 83,12 dengan 

kategori berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada 

sasaran 32 (tiga puluh dua) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai 

berikut : 

1. Prosentase Panjang Jaringan Jalan Beraspal dalam Kondisi 

Baik.  

Target tahun 2013 sebesar 92% terealisir sebesar 93,007 maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 101% dengan kategori 

sangat berhasil. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 

607.125 km, sedangkan total panjang jalan kabupaten 652.775 

km. 

Realisasi tahun 2011 sebesar 95,71% terjadi penurunan sebesar 

0,31% di tahun 2012 menjadi 95,4% sedangkan pada tahun 2013 

terjadi penurunan sebesar 2,39% jika dibanding tahun 2012 
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menjadi 93,007%. Berarti sampai dengan tahun 2013 prosentase 

panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik terealisir 

sebesar 93,007%. Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 

94%.  

Keberhasilan indikator sasaran ini karena adanya dukungan 

tersedianya dana yang mencukupi. Indikator dilaksanakan 

melalui Program Rehab/Pemeliharaan jembatan dengan 

kegiatan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan. Bentuk 

kegiatan ini berupa Penanganan pemeliharaan jalan kabupaten 

68 ruas jalan sepanjang 102,27km tersebar diseluruh kabupaten 

bantul dengan skala prioritas. 

2. Prosentas Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi.  

Pada tahun 2013 belum ada kegiatan untuk mengukur capaian 

indikator sasaran tersebut karena masih sebatas kajian oleh 

Bappeda Kabupaten Bantul.  

3. Prosentase Keselamatan Lalu Lintas (rambu lalu lintas).  

Target tahun 2013 mentargetkan sebesar 20% terealisir 26,44%, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 132,20%% 

dengan kategori sangat berhasil. Jumlah rambu yang yang 

terpasang tahun 2013 sebanyak 229 buah, sedangkan jumlah 

rambu yang dibutuhkan sebanyak 866 buah. Faktor yang 

mendukung keberhasilan indikator ini adalah adanya dukungan 

dana DAK 

Realisasi tahun 2011 sebesar 20% terjadi penurunan sebesar 2% 

ditahun 2012 menjadi 19,6% sedang pada tahun 2013 terjadi 

kenaikan sebesar 6,8 % jika dibandingkan tahun sebelumnya 

menjadi 26,44%. Berarti sampai dengan tahun 2013 prosentase 

fasilitas keselamatan lalu lintas  (rambu lalu lintas) terealisir 

sebesar 19,6%. Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 20 
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% sehingga capaian tahun 2013 telah melampaui target akhir 

RPJMD.  

Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program 

dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengamanan 

dan pengendalian Lalu Lintas dengan kegiatan pengadaan 

rambu lalu lintas. Bentuk dari kegiatan berupa dilaksanakannya 

pengadaan Rambu Lalu Lintas sebanyak 229 unit yg meliputi 217 

unit rambu lalu lintas dan 12 unit RPPJ. 

Untuk tahun 2013, lokasi pemasangan rambu antara lain di ruas 

jalan Simpang empat Karangturi, Simpang tiga Kantor Pos Pleret, 

Simpang tiga Gereja Klodran, Simpang empat Bejen, Simpang 

empat Polsek Bantul - Simpang empat Kweden, Komplek 

Perkantoran Kabupaten Bantul, Depan Pasar Bantul, Simpang 

empat Wojo - Simpang empat Sudimoro, Simpang empat 

Sudimoro - Simpang empat Pasar Barongan, Simpang tiga 

Jembatan Padokan - Simpang tiga Cemplung, Simpang tiga 

Sempalan Pundong - Simpang empat Pasar Pundong, Simpang 

tiga Tugu Lilin - Simpang tiga Notawang, Simpang tiga Notawang 

- Simpang tiga Kalirandu, Simpang tiga Kalirandu - Simpang 

empat Kaliasem, Simpang empat Kaliasem - Simpang empat 

Krebet, Lapangan Paseban, Depan Pasar Seni Gabusan, Dusun 

Cegokan, Hutan Wanagama Mangunan, Dusun Lanteng Siluk, 

Pasar Imogiri, Jembatan Srandakan, Simpang empat 

Sumberagung, Simpang empat SMA 1 Sewon, Simpang empat 

Bantul Warung, Gilangharjo. Sedangkan RPPJ dipasang di 

Simpang empat Jembatan Merah, Simpang empat Palbapang, 

Simpang tiga Jodog, Simpang empat Sudimoro, Simpang empat 

Barongan, Simpang tiga Bawuran, Simpang tiga Segoroyoso, 

Simpang tiga Ponegaran, Dana untuk pelaksanaan kegiatan ini 

berasal dari APBN melalui DAK dan APBD. 
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Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memenuhi 

kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa rambu lalu 

lintas dan RPPJ dengan harapan akan meminimalisir terjadinya 

kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya akan terwujud 

ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan  lalu lintas. 

Tujuan pengukuran  indikator sasaran ini adalah untuk mengukur 

kinerja dinas dalam menyediakan rambu lalulintas yang 

memadai. 

4. Prosentase Keselamatan Lalu Lintas (marka jalan).  

Target tahun 2013 sebesar 20% terealisir 15,63%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 78,15% dengan kategori 

berhasil. Jumlah marka yang terpasang pada tahun 2013 

sebanyak 630 marka jalan, sedangkan jumlah marka yang 

dibutuhkan sebanyak 4.030 marka jalan. 

Realisasi tahun 2011 sebesar 20% maka terjadi penurunan 

sebesar 16% di tahun 2012 menjadi 16,8% sedangkan pada 

tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 1,17% jika di bandingkan 

tahun 2012 menjadi 15,63%. Berarti sampai dengan tahun 2013 

prosentase keselamatan lalu lintas (marka jalan) terealisir 

sebesar 15,63%. Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 

20%. 

Faktor penghambat indikator sasaran ini sehingga tidak tercapai 

100% karena kenaikan harga bahan baku. Upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan ini adalah untuk anggaran tahun 

2013 telah dinaikkan 10% sebagai antisipasi adanya kenaikan 

harga bahan baku. 

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Pengamanan dan pengendalian 

lalu lintas dengan kegiatan pengadaan marka jalan. Bentuk dari 
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kegiatan ini adalah pekerjaan yang dilaksanakan berupa 

pengadaan marka jalan sepanjang 630 m.  

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memenuhi 

kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa marka jalan 

dengan harapan akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan 

lalu lintas dan pada akhirnya terwujud ketertiban, kelancaran, 

kenyamanan dan keamanan lalu lintas.  

Untuk tahun 2013 lokasi pelaksanaan pengadaan marka jalan 

antara lain Pasar Bantul, Alun - alun Bantul, Rumag Dinas Bupati 

(Bejen - Kweden), Arah Pasar Pundong, S4 Paker - S3 Sayegan, 

Pasar Pleret - Pasar Jambidan. Dana untuk pelaksanaan 

kegiatan ini berasal dariAPBN melalui DAK. 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengukur 

kinerja dinas dalam menyediakan marka jalan  yang memadai 

5. Prosentase Keselamatan Lalu Lintas (APPIL).  

Target tahun 2013 sebesar 20% terealisir 25 maka nilai capaian 

indikator sasaran ini sebesar 98% dengan kategori sangat 

berhasil. Jumlah APILL yang terpasang tahun 2013 sebanyak 1 

buah, sedangkan jumlah APILL yang dibutuhkan sebanyak 4, 

buah, berarti sampai dengan tahun 2013 prosentase 

keselamatan lalu lintas (APPIL) terealisir sebesar 25%. Target di 

akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 20% sehingga pencapaian ini 

telah melampaui target akhir tahun RPJMD.  

Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program 

dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengamanan 

dan pengendalian lalu lintas dengan kegiatan Pengadaan APILL. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa Pengadaan APILL 

sebanyak 1 unit.  

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memenuhi 

kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa Alat Pemberi 
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Isyarat Lalu Lintas dengan harapan dapat mengurangi terjadinya 

kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya terwujud ketertiban, 

kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas. Untuk tahun 

2013 lokasi pelaksanaan di Simpang Empat Universitas PGRI. 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengukur 

kinerja dinas dalam menyediakan APILL lalu lintas yang 

memadai.. 

6. Daya Angkut Angkutan Umum.  

Target tahun 2013 sebanyak 1.763.022 orang/tahun terealisir 

1.343.520 orang/tahun, maka nilai capain indikator sasaran ini 

sebesar 76,21% dengan kategori berhasil. Realisasi tahun 2011 

sebesar 1.531.094 maka terjadi penurunan sebesar 30,2% di 

tahun 2012 menjadi 1.068.480 orang/tahun sedangkan pada 

tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 275.040 orang/jika 

dibandingkan tahun 2012 menjadi 1.343.520 orang/tahun. Berarti 

sampai dengan tahun 2013 daya angkut angkutan umum 

terealisir sebesar 1.343.520 orang/tahun. Target di akhir RPJMD 

tahun 2015 sebesar 1.763.022 orang/tahun. 

Faktor penghambat indikator sasaran ini sehingga tidak tercapai 

100% karena pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi, 

pelayanan angkutan umum yang belum memenuhi standar 

pelayanan umum, berkurangnya jumlah angkutan umum yang 

melayani dikarenakan keterbatasan BOK, rute/trayek angkutan 

umum yang belum dapat menjangkau wilayah sesuai kebutuhan 

masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan ini adalah manajemen penataan dan pemerataan 

trayek angkutann umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum 

tersentuh oleh angkutan umum, melaksanakan sosialisasi 

kepada penyelenggara angkutan umum baik pengusaha 

angkutan maupun awak angkutan agar senantiasa meningkatkan 

pelayanannya, melakukan manajemen penataan dan 
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pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan 

yang belum tersentuh oleh angkutan umum. 

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan.  

Program tersebut yaitu  Program Peningkatan pelayanan 

angkutan dengan kegiatan Fasilitasi perijinan di bidang 

perhubungan. Bentuk kegiatan ini  meliputi : pembinaan, 

pengendalian dan pengawasan manajemen penyelenggaraan 

kegiatan baik pelayanan angkutan umum, parkir maupun 

terminal. 

Tujuan pengukuran  indikator sasaran ini adalah sebagai focus 

pelayanan dan optimalisasi jaringan angkutan dalam melayani 

pergerakan orang dan barang. 

7. Load Factor Penumpang Angkutan Umum.  

Target tahun 2013 sebesar 0,7% teralisir 0,39%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 56,26% dengan kategori 

cukup berhasil. Jumlah penumpang pada tahun 2013 sebanyak 

1.343.520 orang, sedangkan kapasitas sebanyak 3.411.450 

orang. 

Realisasi tahun 2011 sebesar 0,29% maka terjadi penurunan 

sebesar 31% di tahun 2012 menjadi 0,2 % sedangkan pada tahun 

2013 terjadi peningkatan menjadi 0,39%. Target di akhir RPJMD 

tahun 2015 sebesar 0,7%  

Faktor yang menghambat keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi, 

pelayanan angkutan umum yang belum memenuhi standar 

pelayanan umum, berkurangnya jumlah angkutan umum yang 

melayani dikarenakan keterbatasan BOK, rute/trayek angkutan 

umum yang belum dapat menjangkau wilayah sesuai kebutuhan 

masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan ini dengan melakukan manajemen dan 
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pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan 

yang belum tersentuh oleh angkutan umum, melaksanakan 

sosialisasi kepada penyelenggara angkutan umum baik 

pengusaha angkutan maupun awak angkutan agar se nantiasa 

meningkatkan pelayanannya, melakukan manajemen penataan 

dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat 

kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

pelayanan angkutan dengan kegiatan Pengumpulan dan analisis 

data base pelayanan transportasi. Kegiatan ini diadakan dengan 

maksud melengkapi data base Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bantul terkait dengan data base kajian kinerja lalu lintas dan 

kajian kinerja angkutan umum (load factor). 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah survey load factor, yang 

bertujuan mengetahui tingkat pelayanan angkutan umum yang 

beroperasi. Hasil kajian diharapkan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam menentukan angkutan umum yang tepat 

sehingga pada akhirnya terwujud ketertiban, kelancaran dan 

kelayakan angkutan umum. 

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini sebagai alat 

control/pengawasan terhadap penyediaan jasa angkutan dan 

dasar penentu pengembangan dan perencanaan transportasi. 

8. Jumlah TPA Sampah Dengan Systim Sanitary Landfill.  

Target tahun 2013 sebanyak 1 unit terealisir  sebanyak 1 unit, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sampai tahun 

2013 tetap, yaitu 1 unit. Sampai dengan tahun 2013 jumlah TPA 

sampah dengan systim sanitary landfill terealisir sebanyak 1 unit. 

Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 1 unit. 
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Dukungan keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan 

melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu 

Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 

dengan kegiatan kerjasama pengelolaan sampah antar daerah. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah merupakan kerjasama antara 

kabupaten/kota (Kartamantul) dalam rangka penanganan 

sampah secara terpadu di wilayah Yogyakarta dengan systim 

sanitary landfill (urug dengan tanah) yang berlokasi di Kecamatan 

Piyungan Bantul. Adapun dana operasional berasal dari sharing 

antara 3 kabupaten/kota.  

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengukur 

kinerja organisasi dalam penyediaan sarana pengelolaan 

sampah di Kabupaten Bantul. 

9. Kondisi Setiap Pasar dalam Keadaan Baik.  

Target tahun 2013 sebesar 75% terealisir sebesar 56,25% maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 75% dengan kategori 

berhasil. Kondisi pasar dalam keadaan baik sebanyak 9 Pasar 

(Dlingo, Niten, Klithikan, Piyungan, Imogiri, Pijenan, Jejeran, 

Bantul dan Pleret), sedangkan jumlah keseluruhan Pasar 

sebanyak 16 Pasar. 

Realisasi tahun 2011 sebesar 20% maka terjadi peningkatan 

sebesar 118,75% di tahun 2012 menjadi 43,75% sedangkan 

pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 12,5% jika 

dibandingkan tahun 2012 menjadi 56,25%. Target di akhir 

RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 100% (16 pasar).  

Realisasi indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan 

banyaknya kepentingan dan kurangnya kesadaran masyarakat 

dlm mewujudkan pasar higeinis. Upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan ini adalah dengan Sosialisasi dan 

pemberian pemahaman hakekat pasar bersih. 
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Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 program dan 4 

Kegiatan. Program tersebut yaitu : 

a. Program peningkatan sarana dan prasarana pasar dengan 

kegiatan : 

1) Pemeliharaan dan rehab pasar. Untuk mewujudkan 

kondisi pasar yang bersih, rapi dan menarik untuk 

dikunjungi, yang pada akhirnya masyarakat dapat lebih 

tertarik berbelanja di pasar tradisional, maka dibutuhkan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara 

terintegrasi. 

2) Pembangunan pasar pedesaan. Kegiatan ini bertujuan 

Menyediakan fasilitas perdagangan dan Meningkatkan 

kenyamanan pengguna pasar. 

b. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dlm negeri 

dengan kegiatan : 

1) Revitalisasi pasar tradisional. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan daya saing pedagang pasar tradisional 

dalam menghadapi perdagangan bebas. 

2) Pendampingan penataan pasar. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan fungsi/ daya guna pasar tradisional 

agar bermanfaat secara optimal bagi pedagang, 

pengelola, dan pengunjung pasar 

Tujuan pengukuran  indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui 

adanya peningkatan kondisi fisik pasar berdasarkan standar 

kebersihan/kriteria pasar.   
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33. Sasaran 33 

Meningkatnya Unit-Unit Usaha Industri Kecil dengan 
Mengoptimalkan Penggunaan Bahan Baku Lokal, Inovasi 
Produk, Akses Permodalan serta Perluasan Jangkauan 
Pemasaran 

Tabel III.39 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 33 

Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Fasilitasi dan pembinaan 
unit usaha ber – TDI  

61 Unit 121 Unit 50 Unit 161 Unit 322 Sangat 
Berhasil 

2. Fasilitasi dan pembinaan 
unit usaha ber –IUI 

12 Unit 11 Unit 18 Unit 14 Unit 77,77 Berhasil 

3 Fasilitasi dan pembinaan 
unit usaha ber – SIUP 

125 Unit 127 Unit 18 Unit 92 Unit 511,11 Sangat 
Berhasil 

4 Fasilitasi dan pembinaan  
unit usaha ber TDP 

125 Unit 491 Unit 18 Unit 140 Unit 777,77 Sangat 
Berhasil  

5 Fasilitasi dan pembinaan  
unit usaha ber TDG 

14 Unit 16 Unit 18 Unit 20 Unit 111,1 Sangat 
Berhasil 

6 Peningkatan kapasitas 
SDM UKM 

240 
Orang 

285 
Orang 

270 
Orang 

300 
Orang 

111,11 Sangat 
Berhasil 

7 Fasilitasi pembinaan IRT 25 Unit 25 Unit 80 Unit 80 Unit 100 Sangat 
Berhasil 

8 Fasilitasi peningkatan 
koperasi ber Badan Hukum 
(BH) 

15 
Koperas

i 

8 
Koperas

i 

10 
Koper

asi 

8 
Koperasi 

80 Berhasil 

9 Meningkatnya penyerapan 
modal UKM  

120 Unit 291 Unit 92 Unit 92 Unit 100 Sangat 
Berhasil 

10 Peningkatan promosi 
melalui  pameran 

8 
Kegiatan 

8 
Kegiatan 

8 
Kegiatan 

9 
Kegiatan 

112,50 Sangat 
Berhasil 

11 Peningkatan kualitas pasar 
tradisional 

- 3 Unit 3 Unit 1 Unit 33,34 tidak 
Berhasil 

12 Peningkatan ketrampilan  
pelaku usaha 
Eksport/pemasokan produk 
Eksport.  

- 30 Unit 40 Unit 40 Unit 100 Sangat 
Berhasil 

13 Monitoring Evaluasi dan 
pelaporan pameran produk 
UMKM 

4 keg 30 keg 3 keg 3 keg 100 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)   = ( 10 x 92,5) / 13  = 71,15 
Capaian Sasaran (Kategori  Berhasil)              = ( 2 x 77,5) /13  = 11,92 
Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil)     =  ( 1 x 27,5 ) /13  =   2,11 
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Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 33  = 85,18 

Pada sasaran 33 (tiga puluh tiga) terdiri dari 13 (tiga belas ) 

indikator sasaran. Nilai rata-rata capaian sasaran pada sasaran ini 

sebesar 85,18 dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai capaian 

indikator sasaran pada sasaran 33 (tiga puluh tiga) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut: 

1. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – TDI.  

Target tahun 2013 sebanyak 50 unit terealisir 161 unit, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 322% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 61 unit terjadi 

peningkatan sebesar 98,36% di tahun 2012 menjadi 121 unit 

sedangkan pada tahun 2013 meningkat 40 unit menjadi 161 unit. 

Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 60 unit, 

capaian tahun 2013 telah melampaui target. Faktor yang 

mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah 

penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, bintek, booklet, leaflet, 

workshop, seminar yang dilakukan kepada pelaku usaha yang 

akan memohon ijin. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini 

adalah untuk mengetahui peningkatan unit usaha ber- TDI 

2. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – IUI.  

Target tahun 2013 sebanyak 18 unit terealisir sebanyak 14 Unit, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 77,77 % dengan 

kategori berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 12 unit terjadi 

penurunan sebesar 8,3% di tahun 2012 menjadi 11 Unit, 

sedangkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 3 unit 

menjadi 14 Unit. Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 

sebanyak 22 unit.  

Realisasi indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan 

Rendahnya SDM pelaku usaha dan tidk tahu arti pentingnya 

perijinan, kurangnya persyaratan dalam mengajukan ijin sesuai 
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peraturan. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan unit usaha ber- IUI. 

3. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – SIUP.  

Target tahun 2013 sebanyak 18 unit terealisir sebanyak 92 unit, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 511,11% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 125 unit 

terjadi peningkatan sebesar 1,6% di tahun 2012 menjadi 127 unit 

sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 35 unit 

menjadi 92 unit. Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 

sebanyak 22 unit sehingga pencapaian tahun 2013 telah 

melampaui target akhir RPJMD.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah Penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, bintek, booklet, 

leaflet, workshop, seminar  yang dilakukan kepada pelaku usaha 

yang akan memohon ijin. Tujuan pengukuran  indikator sasaran 

ini adalah untuk mengetahui peningkatan unit usaha ber- SIUP. 

4. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – TDP.  

Target tahun 2013 sebanyak 18 unit terealisir sebanyak 140 unit, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 777,77% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 125 unit 

terjadi peningkatan sebesar 292,8% di tahun 2012 menjadi 491 

unit sedangkan tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 351 unit 

dibandingkan tahun 2012 menjadi 140 unit. Target di akhir 

RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 22 unit sehingga 

pencapaian tahun 2013 sudah melebihi target akhir RPJMD.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, bintek, booklet, 

leaflet, workshop, seminar yang dilakukan kepada pelaku usaha 

yang akan memohon jin. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini 

adalah untuk mengetahui peningkatan unit usaha ber- TDP 
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5. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – TDG.  

Target tahun 2013 sebanyak 18 unit terealisir 20 unit, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 111,1% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 14 unit terjadi 

peningkatan sebesar 14,28% di tahun 2012 menjadi 16 unit 

sedangkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 4 unit 

dibandingkan dengan tahun 2012 menjadi 20 unit. Target di akhir 

RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 22 unit.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah Penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, bintek, booklet, 

leaflet, workshop, seminar yang dilakukan kepada pelaku usaha 

yang akan memohon ijin. Tujuan pengukuran  indikator sasaran 

ini adalah mengetahui peningkatan unit usaha ber- TDG. 

6. Peningkatan Kapasitas SDM UKM.  

Target tahun 2013 sebanyak 270 orang terealisir 300 orang, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 111,11% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 240 orang 

terjadi peningkatan 45 orang tahun 2012 menjadi 285 orang jika 

sedangkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 15 orang 

menjadi 300 orang. Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 

sebanyak 300 orang, telah tercapai pada tahun 2013.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya dana yang memadai, informasi terjangkau, 

sosialisasi dan penyuluhan yang intensif. Tujuan pengukuran  

indikator sasaran ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM 

berkualitas dan mempunyai daya saing.  

7. Fasilitasi Peningkatan IRT.  

Target tahun 2013 sebanyak 80 unit terealisir 80 unit, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 dan tahun 2012 tetap 
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sebanyak 25 unit, sedangkan pada tahun 2013 terjadi 

peningkatan sebesar 55 unit menjadi 80 unit. Target di akhir 

RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 100 unit.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya dana yang memadai, informasi terjangkau, 

sosialisasi dan penyuluhan yang intensif. Tujuan pengukuran 

indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui Terwujdnya 

peningkatan unit usaha ber- IRT.  

Indikator sasaran pada point 1 sampai 7 diatas dilaksanakan 

melalui 7 Program dan 17 Kegiatan. Program tersebut yaitu : 

a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 

Kompetitif, terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 

1) Memfasilitaasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi 

UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalin 

kemitraan antara UKM dan pengusaha Besar bagi 30 

UKM dibidang makanan untuk dapat bermitra dengan 

Sriboga.  

2) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. Kegiatan ini 

dalam rangka untuk mengembangkan ekonomi lokal 

sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-

masing kecamatan. Kegiatan ini juga berdasarkan usulan 

dari masing-masing desa yang kemudian menjadi 

kegiatan pelatihan melalui program OVOP dengan 

melaksanakan pelatihan dan memberikan bantuan 

pealatan pada 5 kecamatan yaitu kecamatan Kasihan, 

Sedayu, kretek, Dlingo dan Piyungan 

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi 

UMKM, terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 

1) Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah 

bagi UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan untuk identifikasi 
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dan melakukan monitoring terhadap KUKM dari anggaran 

yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD 

Kabupaten. 

2) Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka fasilitasi bagi 

UMKM untuk menjual produknya kepada masyarakat. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Bantul melalui Dinas Perindagkop mengadakan pasar 

rakyat, sekaligus untuk membantu masyarakat kurang 

mampu untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga 

murah. Dalam kegiatan ini diadakan pembagian paket 

sembako bagi keluarga kurang mampu 

c. Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif, terdiri dari 2 

kegiatan yaitu : 

1) Fasilitasi pengembangan UKM. Kegiatan ini berupa 

pemberian fasilitasi terhadap UKM baik itu terkait 

pelatihan, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 8 kali 

dengan sasaran 240 orang dan masing-masing angkatan 

sebanyak 30 orang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 

memfasilitasi UKM dalam hal permodalan, pemasaran 

dan jaringan usaha. 

2) Fasilitasi Pendampingan Kemasan Produk. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam rangka memberikan nilai tambah 

terhadap hasil prodak IKM, agar prodak tersebut 

mempunyai daya saing, dan jika prodak tersebut prodak 

olahan maka diiharapkan akan memberikan keamanan 

terhadap konsumen pemakainya. 

d. Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah, terdiri 

dari 7 kegiatan yaitu : 
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1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Kegiatan ini dalam 

rangka memonitor dana bergulir PIK, untuk mengetahui 

kesanggupan dari peminjam terhadap dana bergulir yang 

dipinjamkan. 

2) Operasional Asistensi Bidang Perijinan. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam rangka pelayanan perijinan bidang 

industri, dalam bentuk Rekomendasi Persetujuan Prinsip 

terhadap sebanyak 20  perusahaan yang mengajukan. 

3) Penguatan Kelembagaan Pokmas Pengelola Mesin 

Pupuk Organik. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka 

untuk menguatkan kelembagaan dalam bentuk pelatihan 

terhadap 20 orang pengelola mesin pupuk organik, agar 

supaya setelah diberi pelatihan dapat mengoperasikan 

mesin pupuk yang diberi oleh Kementerian Perindustrian 

TA 2013, dan mesin tersebut dapat memberikan nilai 

tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sekitar. 

4) Pembinaan Pemberdayaan Industri Kecil. Pada tahun 

2013 dilaksanakan pelatihan dan pemberian bantuan 

peralatan sebanyak 8 kali kepada 160 perajin melalui 

kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat, 

penguatan kelembagaan melalui pelatihan dan 

penambahan modal bagi masyarakat dan Industri kecil 

Menengah. Hasil akhir yang ingin diperoleh adalah 

pertumbuhan IKM, penguatan kelembagaan dan 

penyerapan tenaga kerja demi meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat. 

5) Lomba Desain Geplak dan kemasan. Kegiatan ini dalam 

rangka untuk memberikan nilai tambah dari produk olahan 
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makanan berupa geplak dari sisi bentuk geplaknya dan 

kemasannnya. Kegiatan ini banyak diikuti oleh peserta 

dan 10 orang masuk sebagai vinalis. 

6) Pelatihan Radiologi UPT Gerabah Kasongan. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan 

pengetahuan terhadap pengelola Radiologi UPT Gerabah 

Kasongan, setelah diberikan alat untuk menguji kwalitas 

gerabah, diharapkan akan menaikkan penjualan produk-

produk gerabah yang ada di Kasongan. 

7) Pendaftaran Motif Batik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 

rangka untuk memberikan pengakuan terhadap  motif 

batik yang didaftarkan, supaya ada perlindungan terhadap 

motif batik tersebut. 

e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi 

UMKM, terdiri dari 2 kegiatan : 

1) Penyelenggaraaan Pembinaan Industri Rumah 

Tangga,IKM. Kegiatan ini diperuntukkan bagi Industri 

makanan dan minuman. Kegiatan ini diikuti oleh 60 IKM 

makanan dan minuman. Hasil yang diiharapkan melalui 

kegiatan ini adalah Industri rumah tangga dan IKM yang 

telah mengikuti pembinaan dan memenuhi persyaratan 

akan memperoleh sertifikat P-IRT, sehingga produk yang 

di olahnya benar benar memenuhi standar kesehatan dan 

semakin laku di pasaran. 

2) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga 

dan UKM. Kegiatan ini diperuntukkan bagi Industri 

makanan dan minuman. Kegiatan ini diikuti oleh 60 IKM 

makanan dan minuman. Hasil yang diiharapkan melalui 

kegiatan ini adalah Industri rumah tangga dan IKM yang 

telah mengikuti pembinaan dan memenuhi persyaratan 
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akan memperoleh sertifikat P-IRT, sehingga produk yang 

di olahnya benar benar memenuhi standar kesehatan dan 

semakin laku di pasaran. 

f. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

dengan kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Industri Kecil. 

Kegiatan ini merupakan fasilitasi bagi IKM agar dapat lebih 

termotivasi untuk mengembangkan usahanya serta dapat 

membantu IKM untuk melakukan promosi produk 

kerajinannya. Promosi dilakukan melalui event Bantul Ekspo. 

g. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi 

KUKM dengan kegiatan Pelatihan Proses produksi dan 

Fasilitasi Pemasaran Produk UKM. Kegiatan ini dilaksanakan 

bagi 30 UKM gerabah di Pundong dan Kasongan. Keluaran 

yang diperoleh adalah terselenggaranya pendampingan bagi 

40 UKM gerabah serta keberlangsungan pelaksanaan OVOP 

(One Village One Product) di Pundong dan Kasongan. 

Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan 

produktivitas perajin, memberikan nilai tambah bagi produk 

serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas. 

8. Fasilitasi Peningkatan Koperasi ber – BH.  

Target tahun 2013 sebanyak 10 koperasi  terealisir 8 koperasi, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 80% dengan 

kategori berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 15 koperasi 

menurun sebesar 46,6% di tahun 2012 menjadi sebanyak 8 

koperasi sedangkan pada tahun 2013 sama dengan tahun 2012 

yaitu sebanyak 8 koperasi. Target di akhir RPJMD tahun 2015 

sebesar sebanyak 30 unit koperasi.  

Realisasi indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan 

ada koperasi yang mengajukan BH hanya sekedar untuk 

memperoleh fasilitas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
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permasalahan ini adalah prinsip kehati-hati andalam pemberian 

legalitas BH sesuai aturan dan harus benar dicek ke lapangan 

ketika ada koperasi yang mengajukan BH dari sisi usahanya, 

anggotanya dan laian-lain. Tujuan pengukuran indikator sasaran 

ini adalah untuk mengetahui tercapainya peningkatan 

kesejahteraan koperasi dan angggota. 

9. Meningkatnya Penyerapan Modal UKM.  

Target tahun 2013 sebanyak 92 unit terealisir sebanyak 92 unit, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun  2011 sebesar 120 unit 

terjadi peningkatan sebesar 142,5% di tahun 2012 menjadi 291 

unit, sedangkan tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 199 unit 

menjadi 92 unit. Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 

sebanyak 100 unit. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini 

untuk mengetahui banyaknya UKM yang menyerap modal 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, bintek, booklet, 

leaflet, workshop, seminar yang dilakukan kepada pelaku usaha 

yang akan mengajukan kredit.  

10. Peningkatan Promosi Melalui Pameran.  

Target tahun 2013 sebanyak 8 kegiatan terealisir 9 kegiatan, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 112,50% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 dan tahun 2012 

jumlahnya tetap sebanyak 8 kegiatan, sedangkan pada tahun 

2013 terjadi peningkatan sebanyak 1 kegiatan menjadi 9 

kegiatan. Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 

8 Kegiatan sehingga pencapaian tahun 2013 sudah memenuhi 

target akhir RPJMD.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

karena terjalinnya kerjasama antar instansi terkait dan terjalinnya 
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kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat. 

Selain itu juga adanya sosialisasi, penyuluhan, pembinaan 

kepada pelaku usaha karena banyaknya pelaku usaha yang 

menginginkan mengikuti pameran tetapi sangat sedikit sekali 

yang terakomodir sehingga harus selektif dalam memilih yang 

prospektif dan berpotensi tinggi. Tujuan pengukuran indikator 

sasaran ini adalah untuk mengetahui tercapainya peningkatan 

penjualan produk melalui pameran. 

Indikator sasaran pada point 8, 9 dan 10 atas dilaksanakan 

melalui 4 Program dan 13 Kegiatan. Program tersebut yaitu : 

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

dengan kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi 2013. 

Kegiatan ini dalam rangka menarik investor supaya 

menanamkan investasinya ke Kabupaten Bantul, dengan 

memberikan peluang/produk unggulan yang ada di 

Kabupaten Bantul melalui pameran 3 kali (Pameran AITIS 

(Apkasi International Trade And Investment Summit) 

bertempat di JIExspo, Pameran Investrade Expo 2013, 

bertempat di Nagoyahill, Batam dan Pameran Bali Titex Trade 

Invesment, bertempat di Galeriamall, Bali).  

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi 

UMKM dengan kegiatan Penyelenggaraan Gelar Potensi 

Koperasi, UKM. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka 

pameran hari koperasi. Dalam kegiatan ini Disperindagkop 

memfasilitasi 8 KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) 

untuk mengikuti pameran dalam rangka Hari Koperasi Tingkat 

Nasional. 

c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

dengan kegiatan kegiatan yaitu Fasilitasi terhadap Industri 

Kecil dan Menengah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 
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Dekranas Kabupaten Bantul. Berbagai kegiatan yang 

dilakukan antara lain fasilitasi bagi perajin untuk mengikuti 

pameran Extra Faganza di Kementerian Perindustrian RI  

Jakarta dengan peserta empat UKM produk keramik dan 

batik, bambu dan tas serta pameran Bantul Expo dengan 

peserta 7 UKM produk batik, lurik, tas, kayu batik,pigura, peci, 

minyak vco. Selain itu berbagai kegiatan pembinaan 

dilakukan oleh Dekranas untuk meningkatkan produktivitas 

perajin, nilai tambah produk, dan peningkatan pemasaran. 

d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi terdiri 

dari 10 kegiatan, yaitu : 

1) Peningkatan sarana & prasarana pendidikan dan 

pelatihan perkop. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan kualitas dan pemahaman pengurus 

koperasi baru dan para anggota yang menjadi pengurus, 

serta melakukan pendidikan perkoperasian bagi 

anggotanya. Kegiatan ini bertujuan agar perkoperasian 

benar-benar dipahami oleh anggotanya dan pengurusnya 

sehingga koperasi berjalan sesuai dengan AD dan ART 

Koperasi. 

2) Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan 

Pengembangan Perkoperasian. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada 9 kecamatan dengan melibatkan 

stakeholder yang ada pada masing-masing kecamatan 

agar benar-benar bertangungjawab dalam pembangunan 

koperasi. 

3) Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi. 

Kegiatan ini dilaksanakan di 30 koperasi syariah yang ada 

di Bantul agar koperasi syariah benar-benar 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan AD/ART koperasi 
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syariah, serta memberikan pemahaman kepada koperasi 

dan anggotanya agar memahami tentang prinsip-prinsip 

syariah. 

4) Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi 

Berprestasi. Keluaran dari kegiatan ini adalah 

terwujudnya kegiatan pemeringkatan koperasi. Kegiaan 

ini bertujuan untuk dapat mewujudkan peningkatan 

kualitas dan kinerja koperasi sehingga diharapkan 

koperasi di Bantul akan menjadi koperasi yang 

berprestasi. 

5) Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen 

Modern pada JenisUsaha Koperasi. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan 

pelatihan terhadap koperasi dan meningkatnya kinerja 

koperasi dengan memberikan software koperasi untuk 

kelembagaan koperasi dan laporan keuangan. Sehingga 

dengan kegiatan ini diharapkan koperasi dapat secara 

cepat menyajikan laporan sesuai kebutuhan baik kepada 

anggotanya atau kepada pihak luar yang membutuhkan, 

kegiatan ini juga memberikan software aplikasi tentang 

koperasi. 

6) Revitalisasi dan pembangunan Koperasi. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam rangka untuk mendorong gerakan 

koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi pelaku 

utama ekonomi dan mengaktifkan kembali bagi koperasi 

yang kurang aktif sehingga kedudukan koperasi sebagai 

badan hukum menjadi sehat, kuat dan mandiri dan 

berdaya saing. 

7) Lomba Tangkas Trampil. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 

rangka mempersiapkan kader-kader muda koperasi dan 
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menyebarluaskan idiologi usaha yang berbentuk koperasi 

dan berbasis kewirausahaan dikalangan generasi 

muda/siswa sehingga terbentuk generasi muda/siswa 

yang mempunyai wawasan kewirausahaan berbasis 

koperasi. 

8) Sekolah Pasar Berbasis Koperasi. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan 

pengetahuan perkoperasian dan tata cara penelolaan 

perkoperasian bagi unsur-unsur pasar yang terdiri dari 

pedagang, suplier, tukang kebersihan, tukang keamanan, 

juru parkir dll dan pengelola koperasi seperti pengurus 

koperasi, pimpinan koperasi pengelola pasar.Dalam 

pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan Pustek 

UGM. 

9) Pendampingan bg Kop. PengelolaPasar. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan 

pengetahuan, ketrampilan dasar pengelolaan koperasi 

pasar sehingga pengurus memahami struktur organisasi 

dalam pengelolaan koperasi dan peningkatan pelayanan 

pada anggota koperasi. 

10) Pelatihan Koperasi wanita dan Koperasi tani. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan 

pengetahuan, ketrampilan peserta dalam manajemen 

organisasi, keuangan berbasis akutansi sehingga 

pengurus memahami struktur organisasi, tugas dan 

tanggungjawab, struktur pengendalian intern dan tatacara 

membuat laporan keuangan. 

11. Peningkatan Kualitas Pasar Tradisional.  

Target tahun 2013 sebanyak 3 unit usaha terealisir 1 unit usaha 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 33,34% dengan 
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kategori tidak berhasil. Realisasi tahun 2012 sebanyak 3 unit 

maka pada tahun 2013 terjadi penurunan sebanyak 2 unit. Target 

di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 5 unit. Realisasi 

indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan 

keterbatasan dana. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini 

adalah untuk mengetahui terwujudnya pasar tradisional yang 

dapat bersaing di pasar bebas. 

12. Peningkatan Ketrampilan Pelaku Usaha Export/Pemasokan 

Produk Export.  

Target tahun 2013 sebanyak 40 orang terealisir 40 orang, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2012 terhadap tahun 2013 

mengalami kenaikan sebesar 10 orang manjadi sebanyak 40 

orang. Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 70 orang. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

karena adanya data potensi pelaku ekport dan komodite yang 

diekspot. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

mengetahui terwujudnya peningkatan ketrampilan pelaku usaha. 

13. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pameran Prodak UMKM.  

Target tahun 2013 sebanyak 3 kegiatan terealisir 3 kegiatan, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 4 

kegiatan mengalami peningkatan sebanyak 26 kegiatan pada 

tahun 2012 yaitu 30 kegiatan, sedangkan pada tahun 2013 terjadi 

menurun 27 kegiatan menjadi 8 kegiatan. Target di akhir RPJMD 

tahun 2015 sebesar sebanyak 20 kegiatan. Tujuan pengukuran 

indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui perkembangan 

UMKM yang ada. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator 

sasaran ini karena adanya Data potensi pelaku ekport dan 

Komodite yang dieksport.  
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Indikator sasaran pada point 11,12 dan 13 di atas  dilaksanakan 

melalui 4 Program dan 6 Kegiatan. Program tersebut yaitu : 

a. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan 

kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan. Keluaran yang 

dihasilkan adalah pembangunan infrastruktur pedesaan 

Pasar Janten. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan 

kualitas pasar tradisional di pedesaan. Peningkatan kualitas 

pasar tradisional senantiasa dilakukan, sesuai dengan target 

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Saat ini yang 

sangat berat dihadapi oleh pasar tradisional adalah 

tumbuhnya mini market/toko modern, bertambahnya jumlah 

pedagang dari waktu ke waktu, dan masih banyaknya para 

pemilik modal swasta (rentenir) yang beroperasi di pasar. 

Upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan 

membatasi berkembangnya toko modern di Kabupaten Bantul 

dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar.  

b. Program Pembangunan Gedung dengan kegiatan 

Pembangunan Gedung. Kegiatan dalam rangka untuk 

mengakomodir keinginan warga, untuk mempromosikan 

produk batik, di Pijenan, Wijirejo, Pandak. 

c. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor, terdiri dari 

2 kegiatan yaitu :  

1) Pengembangan Informasi Peluang Pasar perdagangan 

luar negeri. Kegiatan dalam rangka untuk 

mempromosikan produk-produk hasil dari KUKM dalam 

bentuk promosi melalui pameran di Thailand. 

2) Pelatihan Kelancaran Export  dan Import. Kegiatan dalam 

rangka untuk memperluas pengetahuan para pelaku dan 
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calon pelaku import agar dapat mengetahui tata cara dan 

prosedur dalam rangka import. 

d. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perda 

gangan dengan 2 kegiatan antara lain : 

1) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa. 

Kegiatan dalam rangka untuk memantau peredaran 

barang dan jasa dalam rangka perlindungan kepada 

konsumen. 

2) Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi. 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk memonitor dan 

mengendalikan/manajemen ketersediaan dalam 

pendistribusian BBM. 

34. Sasaran 34 

Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa 
Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian 

Tabel III.40 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 34 

Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Jumlah Desa Wisata 24 Desa 26 Desa 22 
Desa 

33 Desa 150 Sangat 
berhasil  

2. Jumlah peristiwa budaya  136 event 
budaya  

133 
event 

budaya 

132 
event 
buday

a 

135 event 
budaya 

102,27 Sangat 
berhasil 

3 Jumlah kelompok 
kesenian 

805 
Kel 

1.050 Kel  715 Kel 1.025 Kel 148,31 Sangat 
berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 3 x 92,5 ) /3 = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 34  = 92,5 

Pada sasaran 34 (tiga puluh empat) terdiri dari 3 (tiga) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator 
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sasaran pada sasaran 34 (tiga puluh empat) sesuai hasil pengukuran 

kinerja sebagai berikut : 

1. Jumlah Desa Wisata.  

Target tahun 2013 sebanyak 22 Desa wisata terealisir 33 Desa 

Wisata, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 150%  

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 

24 Desa Wisata terjadi peningkatan sebanyak 2 Desa Wisata 

pada tahun 2012 menjadi 26 desa wisata sedangkan pada tahun 

2013 terjadi peningkatan sebanyak 7 desa wisata menjadi 33 

desa wisata. Target perencanaan akhir RPJMD tahun 2015 yang 

diharapkan terealisir sebanyak 26 Desa Wisata.  

Dengan penambahan jumlah Desa Wisata ini akan meningkatkan 

khasanah obyek-obyek wisata di Kabupaten Bantul untuk 

menarik wisatawan ke Bantul. Realisasi jumlah Desa Wisata  

sebanyak 33 Desa sebagai berikut :  

Tabel III.41 
Desa Wisata Tahun 2013 

No Desa Wisata Kecamatan Tanggal 
Pembentukan Kategori Keterangan 

1 Kebonagung Imogiri 30 September 
2000 

Pertanian Mandiri 

2 Krebet Pajangan 14 Oktober 2000 Kerajinan batik 
kayu 

Mandiri 

3 Wukirsari Imogiri 10 September 
2008 

Kerajinan batik 
berpewarna alami 

Mandiri 

4 Tembi Sewon 2008 Aneka kerajinan Mandiri 
5 Kasongan Kasihan 2 Mei 2008 Kerajinan 

gerabah 
Mandiri 

6 Karangtengah Imogiri 2008 Budidaya ulat 
sutera & pewarna 
alami 

Mandiri 

7 Manding Bantul 2 Juli 2008 Kerajinan kulit Mandiri 
8 Puton Jetis 2008 Alam & perikanan Mandiri 
9 Jagalan Banguntapan 2010 Kawasan Cagar 

Budaya 
Mandiri 

10 Candran Imogiri 2008 Museum tani Mandiri 
11 Lopati Srandakan 27 Nopember 

2007 
Kuliner Berkembang 

12 Kalibuntung Pundong Agustus 2011 Kehidupan 
pedesaan 

Berkembang 
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No Desa Wisata Kecamatan Tanggal 
Pembentukan Kategori Keterangan 

13 Parangtritis Kretek 2008 Alam pantai & 
kuliner 

Berkembang 

14 Kuwaru Srandakan 29 Juni 2000 Alam pantai & 
kuliner 

Berkembang 

15 Goa Cemara Sanden 2010 Alam pantai & 
kuliner 

Berkembang 

16 Guwosari Pajangan 15 Oktober 2000 Cagar budaya & 
kerajinan kayu 

Berkembang 

17 Panjangrejo Pundong 24 Mei 2008 Kerajinan 
gerabah 

Berkembang 

18 Trimulyo Jetis 2009 Alam pedesaan & 
kerajinan batik 

Berkembang 

19 Kiringin, Canden Jetis 11 Maret 2008 Budidaya jamu 
herbal 

Berkembang 

20 Tirtosari Kretek 2009 Kuliner Tumbuh 
21 Seloharjo Pundong 2009 Kegiatan seni 

budaya 
Tumbuh 

22 Imogiri Imogiri 2008 Kegiatan budaya Tumbuh 
23 Pantai Baru Srandakan 2011 Alam pantai & 

pendidikan 
Tumbuh 

24 Gilangharjo Pandak 2011 Alam pedesaan & 
pendidikan 

Tumbuh 

25 Wunut Sriharjo Imogiri 2012 Alam Perbukitan 
Seribu & budaya 

Tumbuh 

26 Sendangsari Pajangan 2013 Alam, Kerajinan, 
kuliner 

Tumbuh 

27 Mangir Pajangan 2013 Sejarah  Tumbuh 
28 Santan Pajangan 2013 Kuliner & 

kerajinan 
tempurung kelapa 

Tumbuh 

29 Kalakijo Pajangan 2013 Kuliner Tumbuh 
30 Laguna Depok Parangtritis 2013 Outbond, kuliner Tumbuh 
31 Mangunan Imogiri 2013 Kerajinan kayu, 

anyaman bambu 
dll. 

Tumbuh 

32 Pithisari Sanden 2013 Area persawahan 
dan kebun buah 
naga 

Tumbuh 

33 Rejosari Dlingo 2013 Wisata alam, 
terasering, air 
terjun 

Tumbuh 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui peningkatan dan pengembangan jumlah Desa 

Wisata di Kabupaten Bantul. 
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2. Jumlah Peristiwa Budaya.  

Target tahun 2013 sebanyak 132 event budaya terealisir 

sebanyak 135 event budaya atau tercapai sebesar 102,27%, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat 

berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 136 event budaya 

mengalami penurunan sebanyak 3 event budaya pada tahun 

2012 menjadi 133 event budaya, sedangkan tahun 2013 terjadi 

kenaikan sebanyak 2 event budaya menjadi 135 event budaya. 

Pada akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah peristiwa 

budaya diharapkan tercapai sebanyak 140 peristiwa budaya. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui peningkatan dan pengembangan jumlah 

Peristiwa Budaya. 

3. Jumlah Kelompok Kesenian. 

Target tahun 2013 sebanyak 715 kelompok kesenian terealisir 

1.025 kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

148,31% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 

sebanyak 805 kelompok kesenian terjadi peningkatan sebanyak 

245 pada tahun 2012 menjadi 1.050 kelompok, sedangkan pada 

tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 25 kelompok menjadi 

1.025 kelompok. Target di akhir tahun RPJMD karena tercapai 

sebanyak 1.050 kelompok kesenian. Maksud dilaksanakan 

pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan dan pengembangan jumlah Desa Budaya. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada 

point 1, 2 dan 3 di atas karena adanya intensifikasi fasilitasi dan 

komunikasi dengan pelaku seni budaya serta pemberdayaan 

Organisasi Seni Budaya di Kabupaten Bantul dalam 

menggerakkan minat masyarakat untuk melestarikan seni 

budaya daerah. 
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Indikator sasaran pada point 1,2 dan 3 di atas dilaksanakan 

melalui 3 Program dan 3 Kegiatan, yaitu : 

a. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan 

Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah., dengan 

kegiatan : 

1) Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini 

adalah untuk mengetahui peningkatan dan 

pengembangan jumlah Desa Budaya, 

2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

pengembangan Nilai Budaya, 

3) Pemberian Dukungan penghargaan dan Kerjasama di 

Bidang Budaya. 

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah dengan 

kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan 

Kekayaan Budaya. Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi 

penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat di 

Kabupaten Bantul. 

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan 

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Kegiatan 

ini dalam bentuk pelaksanaan seleksi seni budaya yang akan 

diikutsertakan dalam lomba dan festival seni budaya ke 

tingkat Propinsi dan Nasional. Kegiatan yang dilaksanakan 

antara lain Gelar Seni Pertunjukan dan Parade Tari 

Nusantara. Dan untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan, Tim 

Kesenian Kab Bantul berhasil menjadi Juara I dan mewakili 

Propinsi DIY ke Tingkat Nasional.   
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35. Sasaran 35 

Meningkatnya Pengunjung Jumlah Obyek Wisata. 
Tabel III.42 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 35 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Meningkatnya kunjungan  
wisata nusantara  

1.738.808 
Orang 

2.340.0
81 

Orang  

1.649.
462 

Orang 

2.153.404 
Orang 

130,55 
 

Sangat 
Berhasil  

2. Meningkatnya kunjungan  
wisata mancanegara  

17.654 
Orang 

16.497 
Orang 

16.661 
Orang 

2.153 
Orang 

12,92 Tidak  
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  =  ( 1 x 92,5 ) /2  = 46,25 
Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil)     =  ( 1 x 27,5 ) /2  = 13,75 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 35  =  60 

Pada sasaran 35 (tiga puluh lima) terdiri dari 2 (dua) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 60 dengan 

kategori cukup berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada 

sasaran 35 (tiga puluh lima) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya Kunjungan Wisata Nusantara.  

Target tahun 2013 sebanyak 1.649.462 orang terealisir 

2.153.404 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

130,55% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 

sebanyak 1.738.808 orang, meningkat sebanyak 601.273 orang 

atau sebesar 25,69% pada tahun 2012 menjadi 2.340.081 orang 

sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan sebanyak 

186.677 orang jika dibandingkan dengan tahun 2012 menjadi 

2.153.404 orang. Pada akhir perencanan RPJMD tahun 2015 

diharapkan kunjungan wisata nusantara dapat tercapai sebanyak 

1.909.459 orang.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah : 
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• Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik 

destinasi wisata. 

• Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai 

alternatif tujuan wisatawan. 

• Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan 

pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku 

kepentingan dalam promosi pariwisata 

2. Meningkatnya Kunjungan Wisata Mancanegara.  

Target tahun 2013 sebanyak 16.661 orang terealisir sebanyak 

2.153 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

12,92% dengan kategori tidak berhasil. Realisasi tahun 2011 

sebanyak 17.654 orang mengalami penurunan sebanyak 1.786 

orang atau sebesar 10,11% pada tahun 2102 menjadi 16.497 

orang, sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan sebanyak 

14.344 orang menjadi 2.153 orang. Pada akhir perencanaan 

RPJMD tahun 2015 diharapkan kunjungan wisata mancanegara 

dapat tercapai sebanyak 19.287 orang. 

Indikator sasaran pada point 1 dan 2 di atas dilaksanakan melalui 

2 Program dan 8 Kegiatan. Program tersebut yaitu: 

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan 

kegiatan : 

1) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 

Pemasaran Pariwisata. Kegiatan ini merupakan Kegiatan 

peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pemasaran pariwisata berupa kegiatan advertorial di 

media massa cetak. 

2) Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata. 

Kegiatan ini berupa penyelenggaraan pagelaran 

mahakarya Batik 2013 di Rumah Budaya Tembi dan 
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pendampingan pemberdayaan Putra-Putri Bantul di 

Denpasar Bali. 

3) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan 

Luar Negeri. Kegiatan ini berupa kunjungan Java Promo 

ke Penang Malaysia dan Bangkok Thailand; travel dialog 

ke Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, 

Purbalingga dan Denpasar Bali; pameran di Gelar Wisata 

Budaya Nusantara di Jakarta; pameran di Majapahit 

Travel Fair di Surabaya; pameran di Bantul Expo; 

pencetakan materi promosi; press release bersama media 

massa cetak dan elektronik; penyelenggaraan fam trip 

komisariat daerah lanjut usia  ke Obyek Wisata Waduk 

Sermo Kulon Progo. 

4) Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan 

pemasaran pariwisata. penyelenggaraan lomba foto 

wisata/budaya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut 

diharapkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten 

Bantul dapat dipromosikan secara lebih luas. 

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan 

kegiatan antara lain: 

1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan. Kegiatan ini 

dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata 

dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata.. 

2) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 

Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kegiatan ini dalam 

bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek 

wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran, 

Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan 

selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan 

juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD 

dari sektor retribusi pariwisata.  
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3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 

Obyek Wisata. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan 

rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata sehingga 

dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi 

wisatawan yang pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten 

Bantul. 

4) Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan. Kegiatan ini 

dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi 

pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan 

keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh 

asuransi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

Untuk mengukur tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Bantul. 

36. Sasaran 36 

Meningkatnya Jumlah Investasi Kepariwisataan 
Tabel III.43 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 36 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Naiknya PAD pariwisata 5.335.241.2
50,00 (Rp) 

8.640.795.
116,00 
(Rp) 

 

4.654.15
6.675 
(Rp) 

9.120.764
.368 (Rp) 

195,97
% 

Sangat 
Berhasil 

2. Jumlah usaha pariwisata 14 unit  52 unit 15 unit 21 unit 140% Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 2 x92,5 ) / 2  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 36  = 92,5  

Pada sasaran 36 (tiga puluh enam) terdiri dari 2 (dua) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator 
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sasaran pada sasaran 36 (tiga puluh enam) sesuai hasil pengukuran 

kinerja sebagai berikut:  

1. Naiknya PAD Pariwisata.  

Target tahun 2013 sebesar Rp.4.654.156.675,- terealisir sebesar 

Rp.9.120.764.368,-, maka nilai capaian indikator sasaran ini 

sebesar 195,97% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi 

tahun 2011 sebesar Rp.5.335.241.250,-, meningkat 

Rp.3.305.553.866,- atau sebesar 61,96% pada tahun 2012 

menjadi Rp.8.640.795.116,- sedangkan pada tahun 2013 terjadi 

peningkatan sebesar Rp.479.969.252,- dibandingkan tahun 2012 

menjadi Rp.9.120.764.368,-. Pada akhir RPJMD tahun 2015 

harapannya dapat tercapai sebesar Rp.5.387.768.120,-. Maksud 

dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan PAD Pariwisata. 

2. Jumlah Usaha Pariwisata.  

Target tahun 2013 sebanyak 15 unit terealisir 21 unit, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 140% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 jumlah unit usaha 

pariwisata terealisir sebanyak 14 unit, mengalami peningkatan 

sebanyak 38 unit atau sebesar 271,42% pada tahun 2012, 

sedang pada tahun 2013 menurun sebesar 31 unit jika 

dibandingkan dengan tahun 2012 menjadi 21 unit. Sampai akhir 

RPJMD tahun 2015 harapannya dapat tercapai 75 unit usaha 

pariwisata.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada 

point  1 dan 2 di atas sebagai berikut : 

• Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi 

pariwisata. 

• Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku Pariwisata di 

Obyek Wisata. 
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• Fasilitasi kemudahan dalam pelayanan investasi bidang 

pariwisata 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui peningkatan investasi kepariwisataan. 

37. Sasaran 37 

Berkembangnya Kawasan APY, Pantai Selatan 
Tabel III.44 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 37 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Pengembangan kawasan 
KPY 

5 Paket 4 Paket 5 
Paket 

4 Paket 80 Berhasil  

2. Pengembangan kawasan 
pantai selatan  

5 paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100 Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 1 x 92,5 ) /2  = 46.25 
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)  = ( 1 x 77,5 ) /2  = 38,75 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 37  = 85 

Pada sasaran 37 (tiga puluh tujuh) terdiri dari 2 (dua) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 85 dengan 

kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada 

sasaran 37 (tiga puluh tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja 

sebagai berikut : 

1. Pengembangan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta 

(APY).  

Target tahun 2013 sebanyak 5 paket terealisir 4 paket, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 80% dengan kategori 

berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 5 paket, tahun 2012 

sebanyak 4 paket, capaian ini sama dengan tahun 2013. Sampai 

dengan tahun 2013 telah tercapai sebanyak 11 paket. Target 

akrir RPJMD pada tahun 2015 mencapai sebanyak 25 Paket. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah koordinasi secara intensif sehingga dapat menyelesaikan 
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dan mengantisipasi masalah yang timbul dalam pembangunan 

wilayah di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang 

diwadahi dalam Sekber Kartamantul yang ada di Propinsi yang 

menangani masalah administrasi batas daerah, sampah, irigasi 

dan transportasi. Sekber yang ini bertugas memfasilitasi sesuai 

permasalahan yang berkembang. 

Perlu diketahui Kabupaten Bantul secara adminstratif berbatasan 

dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, di kawasan 

perbatasan tersebut sering muncul permasalahan lintas batas, 

yang perlu disinergikan dan perlu dikomunikasikan antar 

lintas/daerah. Forum kerjasama perbatasan tersebut dalam 

bentuk sekretariat bersama antara Yogyakarta, Sleman dan 

Bantul (Sekber Kartamantul) yang sekretariatnya berada di 

Propinsi DIY. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi 

pengendalian pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengendalikan penggunaan 

dan pemanfaatan ruang dan  mengkoordinasikan pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur kawasan sehingga ada keterpaduan 

penggunaan dan pemanfaatan ruang dan infrastruktur kawasan. 

Sebagian wilayah Kabupaten Bantul (Kecamatan Sewon, 

Banguntapan dan Kasihan) merupakan penyangga Kawasan 

Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang berbatasan dengan kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Di wilayah  tersebut sering 

muncul permasalahan lintas batas, khususnya sarana prasarana 

perkotaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu 

diadakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta program 

daerah yang berbatasan, untuk itu telah dibentuk forum 

kerjasama dalam bentuk sekretariat bersama antara Yogyakarta. 
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Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur jumlah kegiatan yang dilakukan guna 

mendukung kawasan KPY pada tahun 2012. 

2. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan.  

Target tahun 2013 sebanyak 4 paket terealisir 4 paket, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 5 paket, 

menurun pada tahun 2012 menjadi 4 paket sedangkan pada 

tahun 2013 capaiannya sama dengan tahun 2013. Sampai 

dengan tahun 2013 telah tercapai sebanyak 13 paket dan 

diharapkan pada tahun 2015 tahun kelima perencanaan dapat 

terealisir sebanyak 23 paket. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

karena adanya sinkronisasi dan kolaborasi dengan stakeholder 

yang mempunyai komitmen untuk pemanfatan inovasi dalam 

pembangunan antara lain dari unsur kementeriaan, perguruan 

tinggi dan masyarakat.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program perencanaan 

pembangunan daerah dengan kegiatan Pengembangan 

Kawasan Pantai Selatan. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan 

merupakan pendampingan kegiatan-kegiatan di pantai selatan 

termasuk persiapan pembangunan energi baru kapasitas 50 MW. 

4 bidang kegiatan yang dilaksanakan adalah 

pertanian/kehutanan, perikanan, tataruang, energi. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk menghitung jumlah kegiatan yang dilakukan untuk 

mendukung pengembangan kawasan Pantai Selatan pada tahun 

2013. 
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38. Sasaran 38 

Meningkatnya Ketrampilan Pencari Kerja 

Tabel III.45 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 38 

Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Pelatihan bagi pencaker 588 
Orang 

1.152 
Orang 

960 
Orang 

1.472 
Orang 

153 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori  Tidak Berhasil)  = (1x92,5)/1  = 92,5  
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis  = 92,5 

Pada sasaran 38 (tiga puluh delapan) terdiri dari 1 (satu) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 38 (tiga puluh delapan) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Pelatihan bagi Pencaker.  

Target tahun 2013 sebanyak 960 orang terealisir 1.472 orang, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 153% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 588 

orang mengalami peningkatan sebanyak 564 orang pada tahun 

2012, sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 

320 orang menjadi 1.472 Orang. Sedangkan harapan pada akhir 

perencanan RPJMD yaitu tahun 2015 pelatihan bagi pencaker 

sebanyak 1.120 orang. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah Komitmen dari Pemerintah Kabupaten untuk melatih para 

pencari kerja agar tercipta tenaga kerja yang berkualitas. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan yaitu Program Peningkatan kualitas dan produktifitas 

tenaga kerja dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi 
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pencari kerja. Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan secara 

Institusioanal di BLK. Selain di BLK mengingat bahwa sebagian 

besar angkatan kerja tinggal di pedesaan jauh dari pusat/BLK 

maka pelatihan dilaksanakan melalui Sistim Pelatihan Keliling 

(MTU) yaitu sistim pelatihan yang dapat memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara optimal. 

Realisasi Tahun 2013 meliputi : Pelatihan ketrampilan MTU  

berbasis masyarakat sebanyak 44 Paket (704 orang) dan 

pelatihan Institusional berbasis kompetensi sebanyak 18 paket 

(228 orang) berasal dari sumber dana APBD. Sedangkankan dari 

dana APBN (Dekonsentrasi) sebanyak 30 paket (480 orang) 

untuk pelatihan institusional di BLK. Keseluruhan sebanyak 92 

paket dengan peserta jumlah yang dilatih sebanyak  1472 orang. 

Pelatihan ketrampilan dilaksanakan guna menyiapkan tenaga 

trampil bagi pencari kerja agar memiliki daya saing dalam 

memasuki dunia kerja. Kegiatan pelatihan ketrampilan selain 

belajar di kelas juga termasuk pemagangan purna latihan (on the 

job training) sehingga menambah pengalaman dan tidak gagap 

masuk dunia kerja. Kebutuhan yang begitu besar akan pelatihan 

ketrampilan mendorong SKPD untuk semaksimal mungkin 

mengusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. 

Meskipun terjadi peningkatan dengan tahun sebelumnya, namun 

masih banyak peminat yang belum bisa diikutkan dalam 

pelatihan. Meskipun pelatihan bagi pencaker terjadi peningkatan 

dengan tahun sebelumnya, namun masih banyak peminat yang 

belum bisa diikutkan dalam pelatihan. Dengan begitu banyaknya 

peminat/pendaftar, diadakan seleksi bagi pendaftar. Bagi yang 

memenuhi persyaratan mendapatkan prioritas.  

Untuk pelatihan berbasis masyarakat diutamakan bagi kelompok 

keluarga miskin, penganggur, diajukan oleh pemerintah desa 

setempat, pendidikan minimal SD, sedangkan pelatihan berbasis 
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kompetensi diutamakan bagi yang telah mempunyai ketrampilan 

khusus dan tinggal memoles serta meningkatkan ketrampilannya 

supaya bisa bersaing di dunia kerja 

Maksud dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran ini 

adalah untuk meningkatkan besaran tenaga kerja yang 

mendapatkan pelatihan.  

39. Sasaran 39 

Meningkatnya Lapangan Pekerjaan 
Tabel III.46 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 39 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 Jumlah angkatan kerja 505.786 
orang 

530.068 
Orang  

489.500 
Orang  

522.558 
Orang  

106,75 Sangat 
Berhasil 

2 Penempatan tenaga kerja 2.164 
orang 

2.503 
Orang  

2.500 
Orang 

2.019 
Orang 

80,76 Berhasil 

3 Perluasan kerja 300 orang 672 
Orang 

400 
orang 

530 
orang 

132,5 Sangat 
Berhasil 

4 Tingkat pengangguran 5.8 % 5,3% 6,1 % 5,01 % 117.87 Sangat 
Berhasil 

5 Prosentase yang bekerja 
terhadap angkatan kerja 

94.2% 94,7% 93,9 % 94,99 % 101,16 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (4 x 92,5 ) /5  = 74 
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)  =(1 x 77,5 ) /5  = 15,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 39  = 89,5 

Pada sasaran 39 (tiga puluh sembilan) terdiri dari 5 (lima) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

89,5 dengan kategori Sangat Berhasil. Nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 39 (tiga puluh sembilan) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Jumlah Angkatan Kerja.  

Target tahun 2013 sebanyak 489.500 orang terealisir 522.558 

orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 106,75% 

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 
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505.786 orang meningkat sebanyak 24.282 orang pada tahun 

2012 menjadi 530.068 orang, sedangkan tahun 2013 menurun 

sebanyak 7.510 dibandingkan tahun 2012 menjadi 106,75 orang. 

Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah 

angkatan kerja dapat tercapai sebanyak 498.500 orang.  

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Pengembangan 

data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan penyusunan dan 

pengumpulan data. Kegiatan ini berupa pengumpulan data 

ketenagakerjaan yang diperoleh dari Desa-Desa dengan 

melakukan survey dan menyebar quisioner yang diisi oleh 

perangkat desa yang membidangi. Data yang dihasilkan berupa 

data ketenagakerjaan seperti penduduk, usia kerja, angkatan 

kerja, penganggur, jumlah yang bekerja dan sector lain. Data ini 

sebagai dasar pembuatan kebijaksanaan dan penentuan 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran ini adalah 

untuk mengukur perkiraan tingkat partisipasi angkatan kerja. 

2. Penempatan Tenaga Kerja.  

Target tahun 2013 sebanyak 2.500 orang terealisir sebanyak 

2.019 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

80,76% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 

sebanyak 2.164 orang, mengalami kenaikan sebesar 339 orang 

menjadi 2.503 orang, sedangkan pada tahun 2013 terjadi 

penurunan sebesar 181 orang jika dibandingkan dengan tahun 

2012 menjadi 2.019 orang. Target akhir RPJMD tahun 2015 

sebanyak 3.000 orang. 

Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan banyak 

perusahaan yang menutup usahanya dan minat kerja ke luar 

negeri berkurang. Upaya pemecahan terhadap masalah ini 
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adalah Job Canvasing/pencarian lowongan dan sosialisasi ke 

perusahaan lebih digalakkan.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

kesempatan kerja dengan kegiatan Penempatan pencari kerja.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur besaran pencari kerja yang ditempatkan. 

3. Perluasan Kerja.  

Target tahun 2013 sebanyak 400 orang terealisir 530 orang, 

maka nilai capaian ini sebesar 132,5% dengan kategori  sangat 

berhasil. Target tahun 2011 realisasi perluasan kerja dapat 

tercapai sebanyak 300 orang, sedangkan tahun 2013  mengalami 

penurunan sebanyak 142 orang menjadi 530 orang. Pada akhir 

RPJMD tahun 2015 diharapkan tercapai sebanyak 400 orang. 

Namun demikian realisasi perluasan kerja di akhir perencanaan 

RPJMD sudah tercapai di tahun 2013 bahkan melebihi target.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran adalah 

kerjasama yang baik dengan pengguna tenaga kerja dan 

Komitment dari pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperluas 

kesempatan kerja.  

4. Tingkat Pengangguran.  

Target tahun 2013 sebanyak 6.1% terealisir 5.01% maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 117,87 % dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah pengangguran pada tahun 2013 

sebanyak 26.188 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja pada 

sebanyak 522.558 orang. Realisasi tahun 2011 terjadi 

peningkatan sebesar 0,5% pada tahun 2012, sedangkan pada 

tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 0,29% jika dibandingkan 

dengan tahun 2012 menjadi 5,01%.  
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Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur prosentase pengangguran dari angkaatan kerja. 

5. Prosentase yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja.  

Target tahun 2013 sebesar 93.9% terealisir 94.99%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 101,16 % dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2013 

sebanyak 426.729 orang, sedangkan jumlah penduduk angkatan 

kerja sebanyak 522.558 orang. 

Realisasi tahun 2011 sebesar 94.2% berarti terjadi peningkatan 

sebesar 0,5% pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 

terjadi peningkatan sebesar 0,29 jika dibandingkan dengan tahun 

2012 menjadi 94,99%. Pada akhir RPJMD tahun 2015 

diharapkan tercapai sebesar 94,00 dan ini sudah tercapai di 

tahun 2013 dengan pencapaian sebesar 94,7%. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada 

point 4 dan 5 di atas adalah perhatian yang tinggi terhadap 

pengurangan pengangguran dengan berbagai macam 

program/kegiatan. Indikator sasaran pada point 1 sampai dengan 

5 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan . 

Program tersebut yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

dengan kegiatan : 

a. Penempatan pencari kerja. Tujuan program ini adalah 

memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya terutama bagi 

tenaga  pencari kerja baik melalui penempatan ke perusahaan 

dalam dan luar negeri maupun bekerja secara wirausaha 

menjadi entrepreneur. Pencapaian target penempatan  

melalui AKL, AKAD dan AKAN sebanyak 2019 orang, meliputi 

penempatan AKL sejumlah 1437 orang, penempatan AKAD 

sejumlah 426 orang dengan daerah tujuan paling banyak ke 

Batam, selebihnya ke Ketapang Kalbar, dan AKAN sejumlah 
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156 orang dengan daerah tujuan kebanyakan ke Malaysia 

selebihnya ke Amerika. 

b. Pemberdayaan Tenaga kerja melalui Padat Karya, TTG, 

WUB. Perluasan Kerja mampu menyerap 365 tenaga kerja, 

meliputi : 

1) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 

kewirausahaan berbasis masyarakat (wirausaha baru). 

Perluasan kerja dilakukan dengan melalui kegiatan 

pembinaan tenaga kerja mandiri yaitu Pengembangan 

Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan 

Kewirausahaan Berbasis Masyarakat. Kegiatan yang 

dilaksanakan adalah menciptakan tenaga kerja yang 

mampu bekerja secara mandiri menjadi wirausaha baru 

atau pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan 

managerial dan ketrampilan teknis pemula usaha dan 

usaha mikro. 

Dilaksanakan di Keputren Desa Pleret Kecamatan Pleret 

dengan usaha pengembangan dan pengolahan makanan. 

Sasaran adalah kelompok muda berjumlah 15 orang. 

2) Sistem padat karya. Perluasan Kerja Sistem Padat Karya 

(melalui dana APBD) dilaksanakan sebanyak 46 Paket 

yang terbagi dalam Padat karya produktif sebanyak 16 

paket dan Padat karya infrastruktur sebanyak 30 paket. 

Untuk padat karya produktif melibatkan 15 orang setiap 

paket yang dapat bekerja secara berkelanjutan, dan 44 

orang setiap paket yang bekerja sementara. Sedangkan 

untuk padat karya infrastruktur melibatkan 44 orang yang 

bekerja sementara. 

3) Penciptaan wirausaha baru melalui terapan teknologi 

tepat guna. Sasaran kegiatan adalah pencari kerja 
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terutama angkatan kerja muda lulusan minimal SLTP 

yang memiliki bakat, minat dan motivasi yang tinggi untuk 

memasuki dunia usaha sebagai lapangan kerja utama. 

Sasarannya adalah kelompok muda berjumlah 15 orang 

untuk masing-masing paket. 

4) Pemberdayaan masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri 

Terdidik (TKMT). Pelatihan yang dilaksanakan terdiri dari 

Pelatihan Teknisi HP, Las, Bengkel, Processing dan 

menjahit. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok tenaga 

terdidik berjumlah 20 orang, dilaksanakan melalui dana 

APBN. 

40. Sasaran 40 

Meningkatnya Keamanan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Tabel III.47 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 40 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Jumlah Serikat Pekerja 62 
perushn 

53 
Perushn  

55 

Perushn 

35 

Perushn 

63 Cukup 
Berhasil 

2. Jumlah Peraturan 
Perusahaan  

172 
perushn 

168 
Perushn  

173 

Perushn 

98 

Perushn 

56,65 Cukup 
Berhasil 

3 Jumlah Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) 

47 
perushn 

34 
Perushn 

52 

Perushn 

11 

Perushn 

21,15 Tidak 
Berhasil  

4 Jumlah Lembaga 
Kerjasama  (LK) Bipartit 

52 
perushn 

65 
Perushn 

70 

Perushn 

62 

Perushn 

88,57 Sangat 
Berhasil 

5 Angka sengketa kerja per 
tahun 

185 kasus 36 
kasus  

75 

kasus 

75 

kasus 

100 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) /5  = 18,5 
Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil)  = ( 2 x 62,5 ) /5  = 25 
Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1 x 27,5 ) /5  =   5,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 40  = 49 

Pada sasaran 40 (empat puluh) terdiri dari 5 (lima) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 49 dengan 
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kategori tidak berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 

40 (empat puluh) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Jumlah Serikat Pekerja.  

Target tahun 2013 sebanyak 55 perusahaan terealisir 35 

perusahaan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

63% dengan kategori cukup berhasil. Realisasi tahun 2011 

mencapai 62 perusahaan, mengalami penurunan sebanyak 10 

perusahaan pada tahun 2012 menjadi 53 perusahaan, 

sedangkan tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 18 perusahaan 

dibandingkan tahun 2012 menjadi 35 perusahaan. Hal ini 

disebabkan adanya penutupan beberapa perusahaan di 

Kabupaten Bantul. Jumlah Serikat Pekerja di akhir perencanaan 

RPJMD pada tahun 2015 diharapkan tercapai sebanyak 60 

perusahaan  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur jumlah Serikat Pekerja di Kabupaten Bantul. 

2. Jumlah Peraturan Perusahaan.  

Target tahun 2013 sebanyak 173 perusahaan terealisir 98 

perusahaan, maka nilai capaian indikator ini sebesar 56,65% 

dengan kategori sangat berhasil. Indikator ini tidak terealisasai 

100% karena kurangnya pembinaan dan kurangnya tenaga 

fungsional. Sedangkan solusi yang diharapkan untk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah meningkatkan pembinaan dan 

menambah jumlah tenaga fungsional.  

Realisasi tahun 2011 sebanyak 172 perusahaan, menurun 

sebanyak 4 perusahaan pada tahun 2012 menjadi 168 

perusahaan, sedangkan pada tahun 2013 menurun sebesar 70 

perusahaan dibandingkan tahun 2012 menjadi 98 perusahaan. 

Hal ini disebabkan adanya penutupan beberapa  perusahaan di 

Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD  
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tahun 2015 jumlah Peraturan Perusahaan diharapkan tercapai  

sebanyak 183 Peraturan perusahaan. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur jumlah peraturan perusahaan. 

3. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB).  

Target tahun 2013 sebanyak 55 perusahaan terealisir 11 

perusahaan, maka nilai capaian indikator ini sebesar 21,15 % 

dengan kategori tidak berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 

47 perusahaan, menurun sebanyak 13 Perusahaan pada tahun 

2012 menajadi 34 perusahaan, sedangkan pada tahun 2013 

menurun sebanyak 23 perusaahaan dibandingkan tahun 2012 

menjadi 11 perusahaan. Hal ini disebabkan adanya penutupan 

beberapa perusahaan di Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada 

akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 jumlah Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) diharapkan tercapai sebanyak 57 Perusahaan 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur jumlah perjanjian kerja bersama di Kabupaten 

Bantul. 

4. Jumlah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit.  

Target tahun 2013 sebanyak 70 perusahaan terealisir sebanyak 

62 perusahaan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

88,57% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 

sebanyak 52 perusahaan meningkat sebanyak 13 perusahaan 

pada tahun 2012 menjadi 65 perusahaan, sedangkan pada tahun 

2013 terjadi penurunan sebanyak 2 perusahaan dibandingkan 

tahun 2012 menjadi 62 perusahaan. Pada akhir RPJMD tahun 

2015 diharapkan realisasi jumlah Lembaga Kerjasama (LK) 

Bipartit dapat tercapai sebanyak 80 perusahaan.  

Indikator point 1 sampai 4 tidak tercapai 100% ini di karenakan 

kurangnya pembinaan dan kurangnya tenaga fungsional, sedang 
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solusi yang diharapkan dari permasalahan tersebut adalah 

meningkatkan pembinaan dan menambah jumlah tenaga 

fungsional. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran 

ini adalah untuk mengukur jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit di 

Kabupaten Bantul. 

5. Angka Sengketa Kerja per Tahun.  

Target tahun 2013 sebanyak 75 kasus terealisir 75 kasus, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100 % dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 185 kasus 

berarti terjadi penurunan sebanyak 149 kasus pada tahun 2012 

sebanyak 36 kasus, sedangkan tahun 2013 terjadi penurunan 

sebanyak 39 kasus dibandingkan tahun 2012 menjadi 75 kasus. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini 

adalahuntuk mengukur besaran kasus yang ada di perusahaan 

di Kabupaten Bantul. Faktor yang mendukung keberhasilan 

indikator sasaran pada point 1 sampai dengan 5 di atas adalah 

komitmen terhadap penyelesaian sengketa pekerja pengusaha 

dalam rangka memberikan kesejahteraan dan perlindungan 

kepada pekerja. 

Indikator sasaran point 1 sampai 5 dilaksanakan melalui 1 

Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program 

perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan dengan 

kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan 

hubungan Industrial. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan 

pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dan melakukan 

mediasi untuk menyelesaikan semua pengaduan yang masuk ke 

Disnakertrans apabila terjadi perselisihan hubungan industrial 

secara cepat, tepat, dan murah sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004). 

Kasus yang ditangani biasanya kasus yang tidak bisa 
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diselesaikan secara Bipartit antara pekerja dan pengusaha. 

Selama tahun 2013 kasus perselisihan hubungan industrial 

sebanyak 38 kasus yang melibatkan 242 orang yang meliputi 

kasus PHK dan  perselisihan hak/kepentingan. Sasaran kegiatan 

adalah perusahaan, tenaga kerja dan Serikat Pekerja (SP).  

41. Sasaran 41 

Terjaminnya Hak-Hak Pekerja 
Tabel III.48 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 41 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Kepesertaan jamsostek 18.956 
Orang  

20.003 
Orang 

20.400 20.673 101,34 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat  Berhasil)  = ( 1x92,5) / 1  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 41  = 92,5 

Pada sasaran 41 (empat puluh satu) terdiri dari 1 (satu) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 41 (empat puluh satu) sesuai hasil 

pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kepesertaan Jamsostek.  

Target tahun 2013 sebanyak 20.400 orang terealisir sebanyak 

20.673  orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

101,34% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 

sebanyak 18.957 orang, terjadi peningkatan sebanyak 1.046 

orang pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 terjadi 

peningkatan sebanyak 670 orang dibandingkan tahun 2012 

menjadi 20.673 orang. Pada akhir perencanaan RPJMD tahun 

2015 diharapkan dapat tercapai sebanyak 21.800 orang. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya Komitmen yang tinggi untuk membentuk SP, PP, 
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PKB, LK Bipartit, dan untuk meningkatkan kepesertaan 

Jamsostek juga dalam menangani perselisihan Hubungan 

Industrial dalam rangka memberikan kesejahteraan dan 

perlindungan kepada pekerja. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program 1 Program 

dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perlindungan 

pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan 

Fasilitasi peyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengukur besaran pekerja yang menjadi program jamsostek.  

42. Sasaran 42 

Terciptanya Penempatan Transmigran 
Tabel III.49 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 42 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Jumlah transmigran yang 
ditempatkan  

75 KK 80 KK 100 KK 53 KK 53% Tidak 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil)   = ( 1 x 27,5  ) /1 )  = 27,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 42   = 27,5 

Pada sasaran 42 (empat puluh dua) terdiri dari 1 (satu) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

27,5 dengan kategori tidak berhasil. Nilai capaian indikator sasaran 

pada sasaran 42 (empat puluh dua) sesuai hasil pengukuran kinerja 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Jumlah Transmigran yang Ditempatkan.  

Target tahun 2013 sebanyak 100 KK terealisir 53 KK, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 53% dengan kategori tidak 

berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 75 KK, meningkat 5 KK 
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pada tahun 2012  menjadi 80 KK, sedangkan tahun 2013 

menurun sebanyak 27 KK menjadi 53 KK. Pada akhir RPJMD 

tahun 2015 diharapkan jumlah transmigran yang ditempatkan 

sebanyak 100 KK. 

Realisasi pada indikator sasaran ini tidak tercapai 100% hal ini 

disebabkan adanya pembatalan dari daerah penempatan yang 

disebabkan lokasi penempatan trans belum siap untuk ditempati 

dan Quota sudah ditentukan oleh Pusat. Upaya yang perlu 

dilakukan adalah terhadap permasalahan ini adalah MOU antar 

daerah lebih detail, monitoring cek lokasi lebih diintensifkan dan 

pendekatan ke Pusat. 

Indikator sasaran ini dilaksanlkan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program transmigrasi umum 

dengan kegiatan pengarahan dan penempatan transmigrasi. 

Kegiatan bertujuan memindahkan penduduk miskin yang 

mempunyai minat di bidang pertanian untuk ditempatkan di 

kawasan transmigran di wilayah Luar Jawa. 

Adapun penempatan transmigrasi tahun 2013 sebanyak 53 KK 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Gajah Mati Sumatera Selatan sejumlah 13 KK (42 jiwa), 

b. TL Siong Kalimantan Tengah sejumlah 15 KK (49 jiwa), 

c. Padalere Sulawesi Tenggara sejumlah 5 KK (18 jiwa), 

d. Tanah Abang Sumatera Selatan sejumlah 5 KK (18 jiwa), 

e. Judnganti Sumatera Selatan  sejumlah 10 KK (26 jiwa), 

f. Lt. Talang Sulawesi Selatan sejumlah 5 KK (16 jiwa). 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

Untuk mengukur besaran transmigran yang ditetapkan 
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43. Sasaran 43 

Menyatukan Pemahaman Program PUG dan Perlindungan 
Anak di semua Lapisan Masyarakat, Organisasi Pemerintahan 
dan Lembaga Kemasyarakatan 

Tabel III.50 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 43 

Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Indeks pembangunan 
gender 

64,00% 71,33% 66 % 71,71 % 108 Sangat 
Berhasil  

2. Penurunan kekerasan 
terhadap anak dan 
perempuan 

7,8% 103,4% 6,30% 30% 461 Sangat 
Berhasil  

3 Peningkatan perempuan 
dalam berbagai bidang.  

8,90% 48% 12% 28,24% 235,33 Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 3 x 92,5 ) /3 = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 43  = 92,5 

Pada sasaran 43 (empat puluh tiga) terdiri dari 3 (tiga) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

92,5 dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian 

indikator sasaran pada sasaran 43 (empat puluh tiga )sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Indeks Pembangunan Gender.  

Target tahun 2013 sebesar 66 % terealisir sebesar 71,71%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 108% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 64,00% menurun 

sebesar 7,33% pada tahun 2012 menjadi 71,33%, sedangkan 

tahun 2013 meningkat sebesar 0,39% menjadi 71,71%. Hal ini 

disebabkan berkurangnya kesenjangan pembangunan manusia 

antara laki-laki dan perempuan. Pada akhir RPJMD tahun 2015 

diharapkan Indeks Pembangunan Gender (PG/GDI) tercapai 

sebesar 72,50%. 
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Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 8 

Kegiatan. Program tersebut yaitu : 

a. Keserasian kebijakan peningkatan lalu lintas anak dan 

perempuan, dengan kegiatan sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan 

Gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak. Sosialisasi bagi 100 orang tokoh masyarakat ini 

dilaksanakan dengan materi PUG, KDRT dan 

Perlindungan Anak.  

2) Koordinasi forum terpadu perlindungan Perempuan dan 

anak. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wahana 

pertemuan bagi anggota tim pemberdayaan perempuan. 

Output kegiatannya adalah untuk memantapkan sesama 

anggota jejaring 

b. Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender 

dan anak, dengan kegiatan : 

1) Advokasi dan KIE PUG dan Anak. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman para 

pemangku kebijakan terkait program dan kegiatan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

2) Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan anak. Kegiatan ini merupakan wadah 

koordinasi rutin bagi semua pihak yang terlibat dalam 

mewujudkan Kabupaten Bantul Layak Anak. 

3) Penguatan kelembagaan PUG dan Anak. Kegiatan ini 

diwujudkan melalui dukungan bagi kelompok kegiatan 

perempuan dan anak di seluruh wilayah Bantul. 

4) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan 

perlindungan perempuan dan perlindungan anak. 

Kegiatan ini merupakan pengembangan wilayah 
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percontohan berupa desa sadar gender layak anak bagi 

masyarakat. 

5) Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak. 

Kegiatan ini menghasilkan buku data pilah gender dan 

anak yang merupakan keluaran dari forum pengelola data 

gender yang telah dibentuk di Kabupaten Bantul. 

6) Monitoring Evaluasi dan pelaporan Organisasi 

Perempuan. Kegiatan ini bertujuan memantau dan 

membina organisasi perempuan melalui kegiatan 

pertemuan rutin. 

2. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan.  

Target tahun 2013 sebesar 6,30 %, terealisir 30%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 461% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

pada tahun 2013 sebanyak 155 kasus, jumlah kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) pada tahun 2012 sebanyak 120 kasus, 

sedangkan tahun 2011 sebanyak 61 kasus.  

Indikator sasaran ini dikategorikan sangat berhasil, karena 

diasumsikan bahwa dengan meningkatnya jumlah kasus 

kekerasan itu semakin baik, oleh karena dari sisi korban berani 

melapor adanya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan 

dengan telah meningkatnya kesadaran/pemahaman masyarakat 

tentang tindak kekerasan anak dan perempuan yang dapat 

berakibat hukum. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 5 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program peningkatan kualitas 

hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan : 

a. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Daerah. 

Kegiatan ini berupa Pemantauan dan verifikasi pelaksanaan 

kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 
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adalah seluruh capaian dari pelaksanaan PUG, 

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan 

dan anak. Tujuan pemantauan untuk memperoleh gambaran 

yang utuh tentang kondisi pelaksanaan pembangunan 

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan 

perlindungan anak di pusat dan daerah. 

b. Sosialisasi Sistim Pencatatan dan Pelaporan KDRT. Tindak 

kekerasan merupakan permasalahan yang cukup kompleks 

dan merupakan ancaman nyata baik fisik, verbal maupun 

emosional yang menyebabkan kerugian atau dampak 

negative yang serius bagi korban maupun lingkungan 

sosialnya. Pelatihan selama 2 hari dilaksanakan dengan 

peserta berjumlah 30 dari FPK2PA Kabupaten Bantul. 

Adapun materi pelatihan mencakup identifikasi kasus, 

penanganan dan mekanisme rujukan. Fasilitator pelatihan 

berasal dari unsur pemerintah dan swasta yang memiliki 

kompetensi dibidangnya. 

c. Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak 

kekerasan. Kegiatan ini mencakup pertemuan rutin koordinasi 

forum dengan peserta seluruh anggota yang terdiri dari 

berbagai unsur pendamping korban KDRT. Dalam pertemuan 

tersebut dilakukan pengkajian penanganan kasus dan tindak 

lanjut yang diperlukan, termasuk penelusuran kasus terlapor. 

Pendampingan juga dilaksanakan melalui kegiatan ini berupa 

penanganan medis, trauma healing dan konseling. 

d. Sarasehan peningkatan peran perempuan dalam 

pengambilan keputusan. Kegiatan ini dalam upaya 

meningkatkan pengetahuan dan kapasitas perempuan di 

sektor publik; tujuannya untuk meningkatkan peran serta 

perempuan dalam pembangunan. 
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e. Fasilitas penguatan kelembagaan PUG dan Anak. Kegiatan 

ini dalam rangka sebagai sebagai pendukung kegiatan 

perempuan dan anak pada even kegiatan yang sesuai. 

Tujuannya untuk mengenang terwujudnya PUG dan PUHA 

(Pengarusutamaan Hak Anak). 

f. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah. 

Kegiatan ini dalam bentuk pertemuan rutin tim Forum 

Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) dan gugus tugas 

trafficking; Tujuannya untuk meningkatkan anggota forum 

dalam menyelesaikan kasus. 

3. Peningkatan perempuan dalam berbagai bidang.  

Target tahun 2013 sebesar 12% terealisir sebesar 28,24%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 235,33% dengan 

kategori sangat berhasil. Jumlah pekerja perempuan yang 

bekerja di lembaga sosial, pemerintah dan swasta pada tahun 

2013 sebanyak 260.156 orang.  

Realisasi tahun 2011 sebesar 8,90%  meningkat sebesar 31,9% 

pada tahun 2012 menjadi 48%, sedangkan pada tahun 2013 

menurun sebesar 19,76% menjadi sebesar 28,24. Hal ini 

disebabkan paradigma lama pemahaman gender. Pada akhir 

RPJMD tahun 2015 reaIisasi peningkatan perempuan dalam 

berbagai bidang diharapkan tercapai sebesar 13%. Namun target 

ini sudah tercapai di tahun 2013 bahkan sudah melebihi target. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 6 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Peran 

Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam 

mengelola usaha. Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan 

ketrampilan ekonomi produktif perempuan dalam mengelola 
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usaha yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan 

ekonomi perempuan. 

b. Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan anak. 

Kegiatan ini merupakan wujud dukungan pada kegiatan-

kegiatan perempuan di lini lapangan. Untuk meningkatkan 

perjuangn kaum perempuan dalam memperjuangkan haknya. 

c. Fasilitasi hak partisipasi anak. Kegiatan ini adalah dukungan 

bagi Forum Anak Bantul dalam melaksanakan aktivitas 

tahunannya. 

d. Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW). GOW 

merupakan wadah kegiatan semua organisasi perempuan di 

Kabupaten Bantul. 

e. Penyuluhan membangun keluarga berwawasan Gender. 

Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan 

bagi semua agar tindak kekerasan dapat diminimalisir. 

f. Pemberdayaan lembaga yang berbasis Gender. Kegiatan ini 

berupa penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 

dan anak ini dilaksanakan dengan mendayagunakan sumber 

daya manusia yang dimiliki, sarana-prasarana, dan dana. 

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya 

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengetahui peran serta perempuan diukur dari partisipasi.   
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44. Sasaran 44 

Meningkatnya Partisipasi Kompetensi Ketrampilan Organisasi 
Pemerintah, Masyarakat dan Individu 

Tabel III.51 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 44 

Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Pelatihan ketrampilan 
usaha ekonomi 
masyarakat pedesaan 

75 Desa 75 Desa 75 Desa 75 Desa 100 Sangat 
Berhasil  

2. Fasilitasi jumlah 
partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan 
desa 

75 kali 75 kali 90 kali 97 kali 105 Sangat 
Berhasil 

3 Jumlah desa yang 
diberikan sosialisasi 
peningkatan kualitas LKD 

75 Desa 75 Desa 75 Desa 75 Desa 100 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 3 x92,5 ) / 3  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 44  = 92,5 

Pada sasaran 44 (empat puluh empat) terdiri dari 3 (tiga) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

92,5 dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian 

indikator sasaran pada sasaran 44 (empat puluh empat) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan.  

Target tahun 2013 sebanyak 75 Desa, terealisir 75 Desa, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi dari tahun 2011 sampai tahun 2013 

tercapai di 75 Desa. Pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi juga 

diharapkan tercapai sebanyak 75 Desa.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya semangat kewirausahaan dari masyarakat. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan 

Lembaga ekonomi pedesaan dengan kegiatan sebagai berikut:  
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a. Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). Pelaksanaan kegiatan ini berupa : 

1) Bintek Pengelolaan UED-SP Kab Bantul Tahun 2013. 

Tujuannya untuk memberikan pedoman bagi pengelola 

UED-SP dalam mengelola administrasi dengan baik dan 

jujur, peserta sebanyak 75 orang terdiri dari : Pengelola 

UED-SP. 

2) Bintek pengelola Pasar Desa Kab Bantul Tahun 2013. 

Tujuan untuk memberikan pengertian  bahwa Pasar Desa 

memberi manfaat yaitu tersedianya tempat bagi 

masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, 

peserta sebanyak 51 orang terdiri dari : lurah desa 24 

orang (Lurah yang wilayahnya ada Pasar Desa), dan 

Pengelola pasar desa sebanyak 27 orang. 

3) Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK Kab Bantul Tahun 

2013. Tujuannnya untuk peningkatan usaha ekonomi 

keluarga melalui usaha kelompok/ perorangan UP2K-PKK 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan keluarga, peserta sebanyak 75 Orang 

terdiri dari Ketua Pengelola UP2K-PKK Desa. 

b. Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan. 

Kegiatan ini berupa Rapat Persiapan pelatihan Ketrampilan 

Home Industri dan Pelatihan ketrampilan Home Industri 

(Berbasis Teknologi Tepat Guna Kab Bantul Tahun 2013). 

Tujuan pelatihan adalah untuk membentuk kemandirian 

dalam masyarakat baik aspek ekonomi sosial budaya 

maupun teknologi. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur keberhasilan ekonomi pembangunan. 
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2. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam membangun desa.  

Target tahun 2013 memfasilitasi 90 kali terealisir 98 kali, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 108,8% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sama dengan 

tahun 2012, sedangkan tahun 2013 meningkat sebanyak 23 kali 

menjadi 98 kali. Pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi 

diharapkan tercapai sebanyak 90 kali.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 5 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

partisipasi  dalam pembangunan desa dengan kegiatan : 

a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan 

program dan kebijakan publik (Musren Kecamatan). Kegiatan 

ini berupa Pembukaan Musrenbang Kecamatan yang 

dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 2013 Jam 09.00 di 

Pendopo Kec Sewon dilanjutkan musrenbang ke 17 

kecamatan. 

b. Musrenbang Desa. Kegiatan ini berupa pelaksanaan 

musrenbang Desa yang dilaksanakan di 75 Desa di 

Kabupaten Bantul. 

c. Penyelenggaraan lomba desa. 

d. Penunjang kegiatan TMMD. 

e. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan LKD. Bulan Bakti 

Gotong Royong Masyarakat dan LKD rutin diadakan setiap 

tahun yang berlangsung selama 1 (satu) bulan penuh.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur perencanaan pembangunan. 
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3. Jumlah Desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas 

LKD.  

Target tahun 2013 sebanyak 75 Desa terealisir 75 Desa, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Sosialisasi peningkatan kualitas LKD terus 

dilaksanakan pada 75 desa mulai tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2013. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 

dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan 

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan : 

a. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat 

(Profil Desa). Wujud kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi 

Informasi bagi Masyarakat berupa penyusunan dan 

pendayagunaan Profil Desa, melakukan monitoring dan 

evaluasi ke 75 desa, sekaligus melakukan pendampingan dan 

bimbingan teknis. Berbagai sarana perangkat lunak dan 

perangkat keras telah dimiliki oleh semua desa yang ada di 

Kabupaten Bantul, hanya saja yang menjadi kendala adalah 

dari sisi SDM/operatornya yang sebagian belum menguasai 

IT.  

b. Pemberdayaan lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan 

(PAB-LP).  

Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran ini adalah 

untuk mengukur terciptanya lembaga pemberdayaan masyarakat 

yang berkualitas.   
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45. Sasaran 45 

Meningkatnya Kesejahteraan PMKS/Tuna Sosial serta 
Tertanganinya Korban NAPZA dan Penduduk Usia Lanjut 

Tabel III.52 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 45 

Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Cakupan layanan bagi 
Lanjut Usia (Lansia)  

190 
Orang 

330 
Orang  

190 
orang 

60 
Orang 

32 Tidak 
Berhasil 

2. Cakupan penanganan 
para penyandang cacat 

572 
Orang 

398 428 
orang 

538 
Orang 

125 Sangat 
Berhasil 

3 Peningkatan penyuluhan 
P4GN 

250 
Orang 

270 
Orang 

250 
Orang 

3.000 
Orang 

1.200 Sangat 
Berhasil 

4 Peningkatan program 
BSK untuk anggota 
masyarakat 

3.000 
Orang 

-  - - - 

5 Bimbingan mental sosial 
bagi PMKS 

100 
Orang 

160 
Orang 

25 
Orang 

190 
Orang 

760 Sangat 
Berhasil 

6 Fasilitasi pembinaan anak 
yatim 

1.700 
Orang 

1.700 
Orang 

1.500 
Orang 

1.700 
Orang 

133 Sangat 
Berhasil 

Capaian sasaran ( Kategori sangat berhasil)  = (4x92,5)/5 = 74,00 
Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil)    = (1x27,5)/5 =   5,50 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 45 = 79,50 

Pada sasaran 45 (empat puluh lima) terdiri dari 6 (enam) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

79,50 dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 45 (empat puluh lima) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia).  

Target tahun 2013 sebanyak 190 orang terealisir 60 orang, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 32% dengan kategori 

tidak berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 190 orang 

meningkat sebanyak 140 orang atau sebesar 73,68% pada tahun 

2012 menjadi 330 orang, sedangkan pada tahun 2013 menurun 

270 orang menjadi 60 orang. Pada akhir RPJMD tahun 2015 

LAKIP |  

AKUNTABILITAS KINERJA 
341 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Kabupaten Bantul Tahun 2013 

diharapkan realisasi cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia) 

dapat tercapai 950 orang. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pelayanan dan 

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan 

Pemberdayaan Lanjut Usia Potensial. Kegiatan ini adalah dalam 

bentuk memberikan pembinaan pada kelompok lansia potensial 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

mengukur cakupan pelayanan program pemberdayaan lansia. 

2. Cakupan penanganan para penyandang cacat.  

Target tahun 2013 sebanyak 428 orang terealisir 538 orang, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 125% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 572 

orang,menurun 144 orang atau sebesar 25,17% pada tahun 2012 

menjadi 398 orang, sedangkan tahun 2013 meningkat 140 orang 

menjadi 538 orang. Pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi 

cakupan penanganan para penyandang cacat diharapkan dapat 

tercapai sebanyak 2.140 orang.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah tingginya semangat Penca untuk melaksanakan Usaha 

Sosial Ekonomis Produktif (USEP) dan mampu mandiri. Indikator 

sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . 

Program tersebut yaitu Program Pembinaan Para Penyandang 

Cacat dan Eks Trauma dengan kegiatan Pendampingan program 

nasional JS Paca dan JS LU. Bentuk dari kegiatan ini Pemberian 

sosialisasi tentang maksud, tujuan, manfaat dan kriteria 

penerima JS Paca dan JSLU kepada keluarga penerima bantuan 

tersebut. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

mengukur cakupan pelayanan program pemberdayaan lansia. 
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3. Peningkatan penyuluhan P4GN.  

Target tahun 2013 sebanyak 250 orang terealisir 3.000 orang, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar  1.200% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 250 

orang meningkat 20 orang atau sebesar 8% pada tahun 2012 

menjadi 270 orang, sedangkan pada tahun 2013 meningkat 

sebanyak 2.730 orang menjadi 3.000 orang. Pada akhir RPJMD 

tahun 2015 diharapkan dapat tercapai sebanyak 1.250 orang, 

tahun 2013 telah melampaui target akhir RPJMD tersebut. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk meminta 

penyuluhan dari pemerintah kabupaten. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur penanganan dalam menekan angka  

penyalahgunaan NAPZA.  

4. Peningkatan program BSK untuk anggota masyarakat.  

Pada tahun 2013 mentargetkan sebanyak 3.000 orang tidak 

terealisir, oleh karena BSK ditangani oleh masing-masing SKPD 

yang membidangi. 

5. Bimbingan mental sosial bagi PMKS.  

Target tahun 2013 sebanyak 25 orang terealisasi 190 orang, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 760% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 100 

orang meningkat sebanyak 60 orang atau sebesar 60% pada 

tahun 2012 menjadi 160 orang, sedangkan pada tahun 2013 

meningkat sebanyak 30 orang menjadi 190 orang 

Indikator sasaran point 3 dan 5 ini dilaksanakan melalui 1 

Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program 

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, gepeng, 

LAKIP |  

AKUNTABILITAS KINERJA 
343 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Kabupaten Bantul Tahun 2013 

PSK, napza dan penyandang sosial lainnya dan kelompok anti 

napza) dengan kegiatan Pemberdayaan PMKS. Bentuk dari 

kegiatan ini adalah dengan Pelatihan ketrampilan dan pemberian 

alat perlengkapan usaha bagi 5 jenis PMKS (napi, WRSE,waria, 

ODHA,gepeng). Selain itu juga Pembentukan kelompok anti 

NAPZA, penyuluhan P4GN bagi pelajar dan generasi muda. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk  mengukur jumlah PMKS yang ditangani. 

6. Fasilitasi pembinaan anak yatim.  

Target tahun 2013 sebanyak 1.500 orang terealisir s 1.700 orang, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 113 % dengan 

kategori sangat berhasil.  Pembinaan anak yatim dari tahun 2011 

sampai tahun 2013 terealisasi sebanyak 1.700 orang per tahun. 

Pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi fasilitasi pembinaan 

anak yatim dapat tercapai sebanyak 8.500 anak. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah dukungan masyarakat dan stakeholder terkait untuk 

memfasilitasi anak yatim selain itu semangat dan partisipasi anak 

yatim sangat tinggi. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 

Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program 

Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan 

Fasilitasi Anak Yatim Piatu. Bentuk dari kegiatan ini adalah 

pemberian motivasi, uang saku dan perlengkapan sekolah pada 

anak yatim/piatu di 17 kecamatan. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur peningkatan anak yatim yang diberi santunan.   
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46. Sasaran 46 

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Khususnya 
Masyarakat Miskin 

Tabel III.53 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 46 

Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Tingkat kemiskinan turun 2,79% 15,69% 11 % 14,24 % 129,45 Sangat 
Berhasil  

2. Membaiknya Indek Gini 0,2445, 0.2351** 0,2458 
% 

0,2495 98,49 Sangat 
Berhasil 

3 Data base keluarga miskin  51Skor 
nilai 

51 Buku 51 Buku 51 Buku 100 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)   = ( 3 x 92,5 ) /3   = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 46  = 92,5 

Pada sasaran 46 (empat puluh enam) terdiri dari 3 (tiga) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

92,5 dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian 

indikator sasaran pada sasaran 46 (empat puluh enam) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Tingkat Kemiskinan Turun.  

Target tahun 2013 sebesar 11% terealisir 14,24 % maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 129,45% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah KK miskin tahun 2013 sebanyak 

39.39.424 KK dengan jumlah keseluruhan KK sebanyak 276.804 

KK. Realisasi tahun 2011 sebanyak 2,79%, tahun 2012 sebanyak 

15,69% sedangkan pada tahun 2013 terealiser sebanyak 14,24 

%. Sedangkan jumlah KK miskin tahun 2012 sebanyak 40.551 

KK dengan jumlah keseluruhan KK sebanyak 273.563 KK dkali 

100%. Secara riil jumlah KK miskin pada tahun 2013 menurun 

sebanyak 1.127 KK dari tahun 2012. Pada akhir RPJMD di tahun 

2015 diharapkan tingkat kemiskinan tercapai sebesar 9,5%. 
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Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah dengan penggalakan berbagai program dan kegiatan 

dalam rangka penurunan kemiskinan di Kabupaten Bantul. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 3 Program dan 4 

Kegiatan, sebagai berikut : 

a. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil 

dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya 

dengan kegiatan :  

1) Promosi hasil usaha GAKIN.  

Kegiatan ini berupa fasilitasi kepada kelompok-kelompok 

UPPKS dari keluarga miskin untuk memamerkan hasil 

produknya selama 10 hari. Dari pameran produk tersebut 

masyarakat mengetahui hasil produksi kelompok UPPKS 

dan terjadi transaksi. Jumlah kelompok keluarga miskin 

anggota UPPKS yang difasilitasi mengikuti Bantul Expo 

ada 34 kelompok. 

2) Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin 

Kegiatan ini berupa bimbingan manajemen usaha dengan 

peserta 34 orang dari kelompok-kelompok usaha mikro 

yang telah mendapatkan akses permodalan dari 

pemerintah. Materi pelatihan meliputi manajemen usaha, 

administrasi sederhana, pengemasan yang benar, cara-

cara memperoleh ijin usaha, dan pemasaran produk. 

Hasil dari kegiatan ini berupa peningkatan kemampuan 

manajerial yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan 

keluarga miskin 

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial 

dengan kegiatan pendampingan program layanan bagi 

keluarga miskin dan PMKS. Hasil dari kegiatan ini adalah 

penyediaan data sasaran untuk jaminan kesehatan bagi 
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keluarga miskin dan rawan miskin. Rincian data alokasi 

peserta Jamkesos sebanyak 101.864 jiwa dan peserta 

Jamkesda sebanyak 211.000 jiwa. Dapat dikatakan bahwa 

kepesertaan Jamkesos dan Jamkesda telah melindungi 

semua penduduk miskin di 17 kecamatan bahkan telah 

meluas ke penduduk yang membutuhkan pelayanan life 

saving (ginjal, jantung, gila stroke, tumor), pamong desa, 

kader kesehatan, GTT/PTT, dan lain-lain.  

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi 

usaha Mikro kecil dan menengah, dengan kegiatan 

pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi 

usaha kecil menengah. Bentuk dari kegiatan ini berupa 

pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi 

usaha mikro kecil menengah. Monitoring kegiatan 

Pemberdayan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) yang 

dilakukan setiap enam bulan sekali di 17 kecamatan. Maksud 

dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk 

mengukur perkembangan keluarga miskin 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur perkembangan keluarga miskin 

2. Membaiknya Indek Gini.  

Target tahun 2013 sebesar 0,2458 % terealisir sebesar 0,2495, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 98,49% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 0,2445 

menurun sebesar 0,0095% pada tahun 2012 menjadi sebesar 

0.2351%, sedangkan tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 

0,0144% menjadi 0,2495%. Pada akhir RPJMD tahun 2015 

diharapkan realisasi Indek Gini tercapai sebesar 0,2454%. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah karena pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor yang 
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menyerap tenaga kerja banyak dan berpendapatan rendah 

seperti perdagangan, industri pengolahan dan jasa.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan penyusunan Indikator 

Ekonomi Daerah Berkelanjutan. Kegiatan ini untuk menyusun 

Indeks gini digunakan metode survei pendapatan rumah tangga 

dan penduduk di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul, dengan 

sampel 686 rumah tangga. Survei dilakukan untuk memperoleh 

nilai barang yang dikonsumsi masyarakat. 

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

untuk mengukur indek gini di Kabupaten Bantul. 

3. Data base keluarga miskin.  

Target tahun 2013 sebanyak 51 buku terealisir 51 buku, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi data base keluarga miskin dari tahun 

2011 sampai tahun 2013 tercapai sebanyak 51 buku. Faktor yang 

mendukung keberhasilan penyusunan data base keluarga miskin 

adalah adanya partisipasi lini dilapangan. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan 

data/informasi/ statistik daerah dengan kegiatan : 

a. Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daerah 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendataan yang dilakukan 

oleh kader IMP dengan dukungan para toga dan toma di 75 

desa dan 17 kecamatan dengan sasaran seluruh keluarga 

dan anggota keluarganya yang bertempat tinggal di wilayah 

Kabupaten Bantul dengan parameter indikator yang tertuang 

dalam SK Bupati Nomor 21 A tahun 2007. Data yang 
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diperoleh adalah data basis keluarga menurut klasifikasinya 

yaitu Gakin, Gawankingakin sekali dan ga tidak miskin 

b. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik  daerah 

Data pilah yang disusun berdasarkan jenis kelamin diperlukan 

untuk mengidentifikasi perbedaan keadaan baik kondisi, 

kemajuan maupun perubahan berdasarkan indikator tertentu. 

Data pilah dapat juga digunakan sebagai bahan pencermatan 

hasil intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik 

perempuan dan laki-laki berdasarkan akses, partisipasi, 

kontrol, manfaat dan dampak pada kondisi tertentu.  

Selain itu, data pilah juga dapat berfungsi sebagai informasi 

yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan pembangunan. Data pilah meliputi 

kondisi laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, 

kesehatan dan sosial ekonomi.  

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

tersediannya data sasaran pragmatis dan data system informasi 

program kemiskinan. 

47. Sasaran 47 

Meningkatnya Kualitas Keluarga. 
Tabel III.54 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 47 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Prosentase keluarga 
dengan jumlah anak 
kurang dari 3 

21,92% 25,23% 3,2 
 

- - Sangat 
Berhasil 

2. Prosentase keluarga pra 
sejahtera dibandingkan  
dengan jumlah total 
keluarga 

41,22% 39% 29,16 38 125 Sangat 
Berhasil  

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 1 x 92,5) /1 = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 47   = 92,5 
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Pada sasaran 47 (empat puluh tujuh) terdiri dari 2 (dua) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

92,5 dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian 

indikator sasaran pada sasaran 47 (empat puluh tujuh) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Prosentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3.  

Target tahun 2013 sebesar 3,2% akan tetapi indikator ini tidak 

dapat diukur karena data jumlah keluarga dengan jumlah anak 

kurang dari tiga yang sebelum-sebelumnya didapat dari BKKBN 

DIY pada tahun ini data tersebut tidak dapat diperoleh sehingga 

indikator sasaran tersebut tidak dapat di ukur.  

2. Prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan dengan jumlah 

total keluarga. 

Target tahun 2013 sebesar 29,16% terealisir sebesar 38% maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 130,31% dengan 

kategori sangat berhasil. Jumlah keluarga pra sejahtera 

sebanyak 56.281 KK, jumlah KK Sejahtera 1 sebanyak 50.510 

KK sedangkan jumlah keseluruhan keluarga sebanyak 276.804 

KK.  

Realisasi tahun 2011 sebesar 41,22%, menurun sebesar 2,2% 

pada tahun 2012 menjadi 39%, sedangkan tahun 2013 menurun 

sebesar 1% menjadi 38%. Pada akhir RPJMD tahun 2015 

diharapkan prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan 

dengan jumlah total keluarga mencapai sebesar 27,09%. Faktor 

yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melaui 1 Program dan 1 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penyediaan Informasi 

Data Mikro dengan kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga..  
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Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah 

mengukur keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. 

48. Sasaran 48 

Mantapnya Penanganan Bencana 
Tabel III.55 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 48 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Peningkatan relokasi 
tanah longsor   

- -   - - 

2. Penambahan dan 
pemeliharaan sarana 
prasarana dan peralatan 
evakuasi, rambu 
evakuasi.  

6 Unit 100% 20% 100% 500 Sangat 
Berhasil 

3 Penambahan rambu-
rambu bahaya, pengeras 
suara di sepanjang pantai 
dan togor EWS 

- 10 Unit 7 unit  50 unit 714 Sangat 
Berhasil 

4 Peningkatan kualitas SDM 
tenaga penanggulangan 
bencana 

300 
Orang 

810 
Orang 

50 
orang 

5.327 
orang 

10.654 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = (3 x 92,5) /3  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 48  = 92,5 

Pada sasaran 48 (empat puluh delapan) terdiri dari 4 (empat) 

indikator, tetapi baru terealisir 3 indikator sasaran yang dilaksanakan 

di tahun 2013. Nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada 

sasaran 48 (empat puluh delapan) sesuai hasil pengukuran kinerja 

sebagai berikut : 

1. Peningkatan relokasi tanah longsor.  

Pada tahun 2013 indikator sasaran ini belum dilaksanakan, dan 

kemungkinan akan di laksanakan pada tahun yang akan datang.  

2. Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan 

evakuasi, rambu evakuasi.  
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Target tahun 2013 sebanyak 20% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 500% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah sarana prasarana, peralatan evakuasi, 

rambu evakuasi sebanyak 5 unit, sedangkan jumlah target 

penambahan sarana prasarana, peralatan evakuasi sebanyak 20 

% (5 unit). Realisasi tahun 2011 sebesar 6 unit, di tahun 2012 

terealisir 100%, sedangkan pada tahun 2013 tidak terjadi 

perubahan nilai capaian dari tahun sebelumnya yaitu 100%. 

Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 100%.  

3. Penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di 

sepanjang pantai dan togor EWS.  

Target tahun 2013 sebanyak 7 unit terealisir 50 unit, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 714% dengan kategori 

sangat berhasil. Indikator ini baru dilaksanakan mulai tahun 2012. 

Tahun 2012 penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara 

di sepanjang pantai dan togor EWS terealisir sebanyak 7 unit 

sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebanyak 43 

unit menjadi 50 unit. Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 

28 unit. Capaian tahun 2013 telah melampaui target akhir tahun 

RPJMD.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator adalah teknologi 

yang digunakan berupa teknologi lokal dan untuk penempatan 

peralatan ini sebagian dititipkan di masjid-masjid sekitar sehingga 

ada penghematan pada beberapa peralatan. 

Indikator sasaran 2 dan 3 ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 

1 Kegiatan. Program tersebut adalah program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan pengadaan 

peralatan dan perlengkapan kantor. Bentuk kegiatan ini berupa 

pembelian gergaji mesin/chain saw, generator, pompa air, papan 

rambu larangan, radio VHF dan Radio VHF RIG (Base Station). 
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Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk mengurangi Jumlah 

kecelakaan laut karena masih kurangnya rambu-rambu dan 

peringatan melaui pengeras suara. 

4. Peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana.  

Target tahun 2013 sebanyak 50 orang terealisir 5.327 orang, 

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 10.654% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebanyak 300 

orang mengalami peningkatan sebesar 170% pada tahun 2012 

menjadi 810 orang, sedangkan tahun 2013 meningkat sebanyak 

4.517 orang menjadi 5.327 orang. Target peningkatan kualitas 

SDM tenaga penanggulangan bencana terealisir pada akhir 

RPJMD tahun 2015 sebanyak 250 orang.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

karena adanya beberapa kegitan yang juga mendapat suport dari 

BPBD dan BNPB. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 

Program dan 6 Kegiatan, yaitu : 

a. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan tehnis. Kegiatan 

ini berupa pelatihan teknis PUSDALOPS yang di ikuti 

sebanyak 12 orang dan pelatihan tanggap darurat peserta 

diikuti sebanyak 135 orang. 

b. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam dengan kegiatan : 

1) Pengembangan Budaya sadar bencana. Bentuk kegiatan 

ini berupa workshop budaya sadar bencana dengan 

peserta dari dunia usaha yang ada diwilayah kabupaten 

Bantul dan sekitarnya dengan peserta 30 orang. 

2) Fasilitasi dan koordinasi Teknis Penanggulangan 

Bencana. Bentuk kegiatan ini berupa pelatihan 
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penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca) dengan 

peserta adalah anggota FPRB sebanyak 50 orang. 

3) Bimtek penanggulangan bencana. Kegiatan ini berupa 

pelatihan dasar untuk pelaku penanggulangan bencana 

dengan peserta 70 orang 

4) Pengembangan Desa Siaga Bencana. Bentuk kegiatan ini 

berupa pengembangan dua desa diwilayah pesisir selatan 

sebagai kawasan rawan bencana Tsunami. 

5) Peningkatan ketrampilan dan Kualitas penanguakangan 

bencana. Bentuk kegiatan ini berupa pelatihan relawan 

selama 2 hari dengan peserta 50 orang. 

6) Gladi Posko. Bentuk kegiatan ini berupa simulasi/drill 

tsunami di tiga desa (Srigading, Gadingharjo dan 

Tirtohargo) di ikuti oleh SKPD terkait dengan jumlah 

peserta 5.000 orang 

Tujuan pengukuran indikator ini adalah meningkatkan kualitas SDM 

bagi pelaku penanganan penanggulangan bencana. 

49. Sasaran 49 

Mantapnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Publik 
Tabel III.56 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 49 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Peningkatan jalur evakusi 1,8 km 2,32 km 2 Km 2,1  Km 105 Sangat 
Berhasil 

2. Jumlah sarana evakuasi - 1 unit 1 unit 2 unit 200 Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 2 x92,5) / 2  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 49  = 92,5 

Pada sasaran 49 (empat puluh sembilan) terdiri dari 2 (dua) 

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 

92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator 
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sasaran pada sasaran 49 (empat puluh sembilan) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Peningkatan Jalur Evakuasi.  

Target tahun 2013 sepanjang 2 km terealisir 2,1 km, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 105% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sepanjang 1,8 km, tahun 

2012 sepanjang 2,32 km, sedangkan tahun 2013 terealisasi 2,1 

km sehingga pada sampai akhir tahun 2013 terakumulasi 

sepanjang 5,9 km. Pada akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan 

pembangunan jalur evakuasi  sepanjang 10 km. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

karena optimalnya anggaran yang tersedia. Keberhasilan 

indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. 

Program tersebut yaitu Program Pembangunan Infrastruktur 

Pedesaan dengan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Pedesaan. Bentuk dari kegiatan ini adalah pembangunan jalan 

lingkar di Pleret 0,7 km, Imogiri 0,7 km dan Pundong 0,7 km. 

Maksud dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran ini 

adalah untuk mengukur kinerja organisasi dalam penyedian 

akses/jalur evakuasi yang memadai. 

2. Jumlah Sarana Evakuasi.  

Target tahun 2013 sebanyak 1 unit terealisir 2 unit, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 200% dengan kategori 

sangat berhasil. Kegiatan ini dimulai pada tahun 2012 dengan 

realisasi 1 unit sarana evakuasi. Tahun 2013 mengalami 

kenaikan sebanyak 1 unit menjadi 2 unit. Faktor yang mendukung 

keberhasilan indikator sasaran ini karena optimalnya anggaran 

yang tersedia. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembangunan 
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Gedung Kantor dengan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah Pembangunan Gedung 

Pertemuan Banguntapan dan Pembangunan Pendopo 

Kecamatan Imogiri. 

Maksud dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran ini 

adalah mengukur kinerja organisasi  dalam penyedian sarana 

evakuasi yang memadai. 

50. Sasaran 50 

Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan SDA, Perlindungan 
Fungsi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati 

Tabel III.57 
Evaluasi Pencapaian Sasaran 50 

Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Tingkat kerusakan akibat 
penggalian dan 
penambangan turun 

9,60 Ha 5.25 Ha 5 Ha 3.30 Ha 134 Sangat 
Berhasil 

2. Prosentase jumlah 
pengaduan masyarakat 
akibat adanya dugaan 
pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan 
hidup yang ditindaklanjuti 

100% 100% 80 % 100% 125 Sangat 
Berhasil 

3 Informasi status 
kerusakan lahan 

59,95% 75,41 % 40 % 100% 250 Sangat 
Berhasil 

4 Pencegahan pencemaran 
udara dari sumber tidak 
bergerak 

62,5% 75 % 75% 100% 133,33 Sangat 
Berhasil 

5 Pencegahan pencemaran 
air 

85,71% 85,71 % 70 % 100 142,85 Sangat 
Berhasil 

6 Rasio Ruang Terbuka 
Hijau per satu wilayah  

20,77% 26,98% 35% 26,98% 77,08 Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 5 x 92,5 ) /6  = 77,08 
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)  = ( 1 x 77,5 ) /6 = 12,91 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 50  = 89,99 

Pada sasaran 50 (lima puluh) terdiri dari 6 (enam) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 89,99 

dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian 
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indikator sasaran pada sasaran 50 (lima puluh) sesuai hasil 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Tingkat Kerusakan Akibat Penggalian dan Penambangan Turun.  

Target tahun 2013 mentargetkan sebesar 5 ha terealisir sebesar 

3,30 ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 134% 

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 seluas 

9,60 ha terdapat peningkatan sebesar 82,85% di tahun 2012 

menjadi 5,25 ha, sedangkan tahun 2013 terjadi peningkatan 

sebesar 1,95% menjadi seluas 3,30 Ha. Target di akhir RPJMD 

tahun 2015 seluas 3 Ha. Faktor yang mendukung berhasilan 

indikator sasaran ini adalah meningkatnya tingkat kesadaran 

pemerintah dan pengawasan, pengendalian dilaksanakan 

dengan baik.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 3 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembinaan dan 

Pengawasan Bidang Pertambangan dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan 

Galian C. Kegiatan penyusunan regulasi mengenai kegiatan 

penambangan bahan galian C, bentuk kegiatan ini adalah 

menyusun draft raperda tentang kegiatan penambangan 

mineral di Kabupaten Bantul. 

b. Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan 

Galian C. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

pengetahuan sebagian masyarakat (tokoh, masyarakat, 

perangkat desa) tentang aturan  pertambangan serta aturan 

yang berkaitan dengan Sumber Daya Air.  Sasaran sosialisasi 

terutama warga di sekitar penambangan, warga yang 

mempunyai bangunan di sekitar jaringan irigasi, serta warga 
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yang mempunyai potensi permasalahan dengan bidang 

Sumber Daya Air. 

c. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan 

Galian C. Kegiatan ini dimaksudkan  untuk mengendalikan 

penambangan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun 

oleh penambang berijin agar efek buruk pada lingkungan 

dapat diminimalisir. Kegiatan ini meliputi monitoring 

penggalian tanah urug, monitoring penambangan pasir ilegal 

serta monitoring penambangan batu putih. Selain monitoring 

juga dilaksanakan pemasangan papan rambu larangan 

penambangan dan pembuangan sampah di sekitar badan 

sungai. Melalui kegiatan ini penambangan disekitar bangunan 

vital jauh berkurang. 

d. Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang 

Pertambangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh 

data volume dan jenis  hasil tambang rakyat yang ada di 

Kabupaten Bantul. Sasaran dari kegiatan ini adalah produksi 

tambang rakyat di kecamatan-kecamatan. 

e. Reklamasi Lahan Penambangan Rakyat. Kegiatan ini 

diwujudkan dengan pembuatan talud penguat tebing di Desa 

Parangtritis Kecamatan Kretek. Tujuan kegiatan ini adalah 

tereklamasinya bekas tambang rakyat dan terkendalinya 

lahan rawan longsor. 

2. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya 

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 

ditindak lanjuti.  

Target tahun 2013 sebesar 80% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 125% dengan kategori 

sangat berhasil. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya 

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 
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ditindaklanjuti sebanyak 22 pengaduan, sedangkan jumlah 

pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup pada kurun 

waktu 1 tahun sebanyak 22 pengaduan. Realisasi tersebut sama 

dengan realisasi di tahun 2011, 2012 dan 2013 yaitu sebesar 

100%. Target jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya 

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 

ditindak lanjuti di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 100%. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program pengendalian 

pencemaran dan perusakan LH dengan kegiatan fasilitasi 

penyelesaian sengketa LH, dengan kegiatan : 

a. Fasilitasi penyelesaian sengketa LH. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan ketaatan masyarakat akan aturan hukum 

serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan 

kesehatan lingkungan sekitar serta toleransi antar warga 

masyarakat. Selain itu tersusunnya leaflef tentang Biopori, 

audio visual serta kalender yang dimanfaatkan untuk  

penyebarluasan informasi bidang lingkungan. 

b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku 

usaha/pembangunan lingkungan dan menurunnya 

pencemaran lingkungan. Hasil dari kegiatan ini adalah 

sosialisasi peraturan tentang pengelolaan air limbah, ijin 

gangguan, BPO / B3  dan penyusunan dokumen lingkungan 

dengan jml peserta 121 orang serta pemantauan di 15 

usaha/kegiatan. 

3. Informasi Status Kerusakan Lahan.  

Target tahun 2013 sebesar 40% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 250% dengan kategori 

sangat berhasil. Luas lahan 432,344 Ha yang diperuntukkan 
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untuk produksi biomassa, tanah seluas 432,344 Ha sudah dapat 

diinformasikan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi 

biomassa.  

Realisasi tahun 2011 sebesar 59,95% berarti ada peningkatan 

sebesar 25,78% di tahun 2012 sebesar 75,41%, sedang pada 

tahun 2013 terealisasi sebesar 100%.TaArget di akhir RPJMD 

tahun 2015 sebesar 50%, target ini telah terlampaui target dari 

akhir RPJMD. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 5 Program dan 6 

Kegiatan. Program tersebut yaitu : 

a. Program Perlindungan dan konservasi SDA dengan kegiatan 

Pengendalian kerusakan hutan dan lahan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menguji kualitas tanah (1 kali) di 10 lokasi 

dengan sampling di 6 kecamatan dengan 10 parameter uji 

yaitu di Kecamatan Kretek, Bambanglipuro, Sanden, Pandak 

dan Sedayu serta tersusunnya laporan Status Kerusakan  

Lahan Untuk Biomassa. 

b. Program dengan kegiatan Pengelolaan keanekaragaman 

hayati. Kegiatan ini menyusun buku keanekaragaman hayati 

(flora fauna) sebanyak 8 eksemplar. 

c. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup dengan kegiatan Peningkatan pengelolaan 

kawasan pertambangan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengendalian dampak lingkungan akibat dari kegiatan 

penambangan. Wujud kegiatan ini adalah sosialisasi terhadap 

penambang sebanyak 40 orang serta monitoring di lokasio 

penambangan. 

d. Program Perlindungan dan konservasi SDA dengan kegiatan 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan 

konservasi SDA (Kalpataru). Kegiatan ini bertujuan untuk 
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meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

SDA. Wujud kegiatan ini adalah evaluasi Kalpataru Tingkat 

DIY dalam 4 Kategori, dan peningkatan prestasi warga di 

bidang lingkungan. dengan hasil : Juara III untuk Penyelemat 

Lingkungan, Juara II untuk Pengabdi Lingkungan, Juara II 

untuk Pembina Lingkungan, dan Juara III untuk Perintis 

Lingkungan. 

e. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan 

LH dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH. 

Kegiatan ini berupa memonitoring dan mengevaluasi program 

kegiatan yang dilaksanakan oleh BLH yang terdiri dari 9 

program kegiatan sebanyak 4 kali. Tersusun dlm 12 

eksemplar buku. 

4. Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak.  

Target tahun 2013 sebesar 75% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 133,33% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh dari 8 usaha 

kesemuanya sudah memenuhi persyaratan administrasi dan 

tehnis.  

Realisasi tahun 2011 sebesar 62,5%, mengalami peningkatan 

sebesar 20% di tahun 2012 menjadi 75%, sedangkan tahun 2013 

terealisir sebesar 100% atau mengalami peningkatan 25% dari 

tahun sebelumnya. Berarti sampai dengan tahun 2013 

pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak telah 

terealisasi sebanyak 100% dari target di akhir RPJMD tahun 2015 

sebesar sebanyak 100%, sehingga sudah memenuhi target dari 

akhir tahun RPJMD.  

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 3 Program dan 3 

Kegiatan. Program tersebut yaitu : 
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a. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup dengan kegiatan Koordinasi penilaian langit 

biru. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kualitas udara 

ambient dan sumber pencemar industri dalam mendukung 

SPM. Wujud kegiatan ini adalah pengawasan di usaha 

penghasil emisi di 8 lokasi, pemantauan emisi sumber 

bergerak, terpantaunya kualitas udara di 6 titik yaitu pasar 

Piyungan, perempatan Ketandan, Depan Brimob, 

Perempatan Jejeran, Klodran, Madukismo serta buku laporan 

sebanyak 10 eksemplar. 

b. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup dengan kegiatan Pemantauan kualitas 

lingkungan (penerapan manajemen limbah industri hasil 

tembakau dan kawasan tanpa asap rokok  (Cukai). Hasil dari 

kegiatan ini adalah terpantaunya kualitas lingkungan (air, 

tanah dan udara) 2 kali di 3 industri rokok, dan terlaksananya 

pengujian kualitas tanah (1 titik), udara (2 titik) dan air (3 titik), 

pembangunan 4 unit tempat merokok di kantor kecamatan 

Banguntapan, Kasihan, Sewon dan Komplek Pasrasamya 

serta penyusunan buku laporan sebanyak 8 eksemplar. 

c. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup dengan kegiatan Peningkatan peringkat 

kinerja perusahaan (Propper). Pelaksanaan penilaian dan 

pembinaan di bidang penaatan hukum, pengelolaan limbah 

bahan beracun terhadap usaha/kegiatan sebanyak 2  usaha, 

serta pemberian penghargaan kepada 3 kegiatan usaha yang 

berhasil memperoleh penghargaan proper di tingkat nasional 

yaitu : 

1) PT Pertamina Depot Rewulu (Proper Biru). 

2) PT Samitex Sewon (Proper Biru). 

3) PT Madubaru (Proper Biru).  
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5. Pencegahan Pencemaran Air.  

Target tahun 2013 sebesar 70% terealisir 100%, maka nilai 

capaian indikator sasaran ini sebesar 142,8% dengan kategori 

sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar 100% diperoleh dari 

7 unit usaha kesemua usaha sudah memenuhi persyaratan 

adminstrasi dan tehnis.  

Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 Program dan 5 

Kegiatan.  Program tersebut yaitu: 

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH 

dengan kegiatan Koordinasi pengelolaan 

prokasih/superkasih. Kegiatan ini bertujuan untuk 

pemantauan kualitas air sungai dan SPM. Hasil dari kegiatan 

ini adalah pengadaan reagen kimia, pengujian kualitas air 

sungai (2 kali di 5 sungai, 15 titik), tersusunnya buku laporan 

kualitas air (10 eks) , dan monitoring sumber pencemar. 

b. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup dengan kegiatan Pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memanfaatkan limbah kotoran ternak sapi 

menjadi energi alternatif. Wujud kegiatan ini adalah 

pembangunan IPAL Biogas sebanyak 7 unit untuk Kecamatan 

Banguntapan (2), Pundong (2) dan Jetis (3). 

c. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup dengan kegiatan pengembangan kapasitas 

Laboratorium LH. Berupa pengadaan 1 paket bahan kimia 

(reagen) dan alat-alat pendukung kegiatan laboratorium 

lingkungan serta pengujian air, tanah dan udara dengan 27 

parameter uji. 

d. Program peningkatan pengendalian polusi dengan kegiatan 

pembangunan IPAL IKM. Pembangunan 1 unit IPAL untuk 
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kelompok IKM tahu/tempe KARYA TAMA Bogoran Bantul, 

Pengadaan 1 unit IPAL portable untuk kelompok IKM 

elektroplating di Jagalan, Banguntapan dan 1 unit IPAL 

portable untuk kelompok IKM batik di Wukirsari Imogiri. 

e. Program peningkatan pengendalian polusi dengan kegiatan 

Pembangunan Bioreaktor. Pembangunan 2 unit Bioreaktor 

untuk kelompok ternak di Desa Terong dan Desa Dlingo 

Kecamatan Dlingo. Tujuan dari kegiatan ini adalah penurunan 

tingkat pencemaran lingkungan, pemanfaatan kotoran ternak. 

6. Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatu Wilayah.  

Target tahun 2013 seluas 35% terealisir seluas 26,98%, maka 

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 89,93% dengan 

kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2011 sebesar 20,77% 

meningkat sebesar 6,21% di tahun 2012 menjadi seluas 29,98%, 

sedangkan tahun 2013 menurun sebesar 3% menjadi 26,98%. 

Target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 40%.  

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini 

adalah diberlakukan terhadap pengembang perumahan untuk 

menyediakan ruang terbuka hijau publik sebanyak 30% dari 

luasan yang dikembangkan.  

Indikator sasaran tersebut  dilaksanakan melalui 1 Program dan 

1 Kegiatan. Program tersebut adalah Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan Neraca 

Sumberdaya Alam Daerah (NSAD). Kegiatan ini memberikan 

informasi dan gambaran menyeluruh tentang luas, kondisi dan 

potensi  sumberdaya alam yang masih dapat didayagunakan 

untuk menunjang kesinambungan pembangunan daerah 

sehingga pengambilan hasil sumberdaya alam tidak melebihi 

guna menjaga kelestarian sumberdaya alam 
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51. Sasaran 51 

Terkelolanya Sumberdaya Hutan 
Tabel III.58 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 51 
Pengukuran Kinerja 

No Indikator Kinerja  Realisasi 
2011 

Realisasi 
2012 

Target 
2013 

Realisasi  
2013 

Nilai 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1. Pencegahan dan 
pengendalian kerusakan 
hutan dan lahan 

17 Kec. 17 Kec. 17 Kec 17 Kec 100% Sangat 
Berhasil 

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil)  = ( 1 x 92,5) /1  = 92,5 
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 51  = 92,5 

Pada sasaran 51 (lima puluh satu) terdiri dari 1 (satu) indikator 

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan 

kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator 

sasaran pada sasaran 51 (lima puluh satu) sesuai hasil pengukuran 

kinerja sebagai berikut : 

1. Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan.  

Target tahun 2013 sebanyak 17 Kecamatan terealisir 17 

Kecamatan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 

100% dengan kategori sangat berhasil. Pencegahan dan 

pengendalian kerusakan hutan dan lahan dari tahun 2011 sampai 

tahun 2013 terealisir pada 17 kecamatan, sesuai dengan target 

pada akhir RPJMD yaitu 17 kecamatan. Faktor yang mendukung 

keberhasilan indikator sasaran ini adalah sosialisasi ke 

masyarakat dan bimtek. 

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 3 

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan dengan kegiatan sebagai berikut : 

a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan 

rehabilitasi hutan dan lahan (DAK Bidang Kehutanan). 

Pelaksanaan kegiatan tahun 2013 meliputi perwujudan hutan 
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pantai seluas 20 Ha, huta rakyat seluas 250 Ham 

terpeliharanya hutan pantai I (2012) seluas 40 Ha, 

terpeliharanya hutan pantai II (2011) seluas 45 Ha, 

terpeliharanya hutan rakyat (2012) seluas 225 Ha, budidaya 

lebah madu 2 unit, bibit penghijauan lingkungan 1 paket, 

sarpras dan penyuluhan 1 paket dan sarpras pengamanan 

hutan 1 paket. 

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan 

dan lahan. Bentuk kegiatan ini mengikuti Lomba Penghijauan 

dan Konservasi Alam PKA Wana Lestari tingkat DIY dengan 

4 kategori, yaitu Kategori Kelompok Tani Hutan diwakili oleh 

kelompok tani Handini Sari Dusun Kaliurang, Argomulyo, 

Sedayu; Kategori Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) 

diwakili oleh SDN Gunting, Gilangharjo, Pandak; Kategori 

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) diwakili 

oleh kelompok Pemuda Pemudi Baros Tirtohargo Kretek dan 

Kategori Desa Peduli Kehutanan diwakili oleh desa Girirejo, 

Kecamatan Imogiri. 

c. Pembinaan Keterampilan Masyarakat di lingkungan daerah 

penghasil tembakau. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

meningkatkan ketrampilan masyarakat dan melaksanakan 

kegiatan konservasi lahan di sekitar sentra tembakau (daerah 

penghasil tembakau. Pelaksanaannya meliputi penanaman 

lahan bawah tegakan seluas 9 Ha, terbangunnya sumur 

resapan 13 unit, penanaman sempadan mata air 9 Ha, 

terbangunnta gully plug 2 unit dan pelatihan petani konservasi 

1 angkatan. 
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Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta 

simpulan rata-rata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok”, 

maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran 

dapat dijelaskan sasaran sebagai berikut : 

Tabel III.59 
Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2013   

No Sasaran Capaian 
Kinerja 

Skala Pengukuran Ordinal 
Sangat 

Berhasil Berhasil Cukup 
Berhasil 

Tidak 
Berhasil 

Di atas 
85   

70 s.d. 
85 

55 
s.d.70 < 55 

1. 

Meningkatnya Kapasitas dan 
Profesionalisme Aparat 
Pemerintah Daerah dan Desa 
serta Lembaga Pemerintah 
Daerah  

88         

2 
Meningkatnya Transparasi, 
Efektifitas dan Efisiensi 
Birokrasi  

88,41         

3 
Meningkatnya Kemampuan 
Pengelolaan Keuangan dan 
Kekayaan  Daerah 

92,5         

4 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik 90         

5 Penyingkatan Waktu 
Penyelesaian Ijin 62,5         

6 Penyingkatan Waktu 
Penyelesaian Pengaduan 92,5         

7 Meningkatnya Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) 92,5         

8 
Terciptanya Kepastian 
Hukum dan Ketertiban 
Masyarakat 

68,76         

9 
Meningkatnya Pemahaman 
Prinsip-Prinsip Dasar Hukum 
dan HAM 

40         

10 
Tersedianya Sarana Berupa 
Tanah untuk Pembangunan 
Fasilitas Kepentingan Umum 

27,5         

11 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Kesehatan 92,5         

12 Meningkatnya Derajad 
Kesehatan Masyarakat 76,79         

13 
Meningkatnya Desa Siaga 
Kategori Baik (Purnama dan 
Mandiri ) 

92,5         

14 
Meningkatnya Prosentase 
Rumah dan Lingkungan 
Sehat 

92,5         
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No Sasaran Capaian 
Kinerja 

Skala Pengukuran Ordinal 
Sangat 

Berhasil Berhasil Cukup 
Berhasil 

Tidak 
Berhasil 

Di atas 
85   

70 s.d. 
85 

55 
s.d.70 < 55 

15 Semua Penduduk Memiliki 
Jaminan Kesehatan 92,5         

16 Meningkatnya Kualitas 
Pendidikan 83,76         

17 Meningkatnya Kualitas 
Perpustakaan  92,5         

18 Meningkatnya Sekolah 
Berkualitas  79,17         

19 
Meningkatnya Jumlah 
Lembaga Pendidikan Non 
Formal dan Informal 

92,5         

20 

Meningkatnya Prestasi 
Pemuda Kabupaten Bantul 
Dibidang olah Raga secara 
Kuantitatif dan Kualitatif 

89,63         

21 
Meningkatnya Kualitas 
Pemuda dan Olah Ragawan 
Professional. 

92,5         

22 
Meningkatnya Kualitas Data 
Base dalam Format Digital di 
Semua Sektor. 

92,5         

23 

Pengembangan Sistim 
Informasi yang Berbasis 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK)  

92,5         

24 
Tersedianya Informasi 
Melalui Meda Masa Tepat 
Guna 

92,5         

25 Meningkatnya Jumlah DBKS 92,5         

26 
Meningkatnya kualitas 
pelayanan kehidupan 
beragama 

70,82         

27 Meningkatnya Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah 85,27         

28 

Mempermudah Akses dan 
Sarana Distribusi Pangan 
serta Akses Sarana dan 
Prasarana Produksi 
Pertanian serta Perikanan 
dan Kelautan 

87,49         

29 

Meningkatnya Produksi 
Bahan Pangan, Pertanian, 
Peternakan dan Perikanan 
serta  Agropolitan. 

81,7         

30 Terkendalinya Laju Alih 
Fungsi Lahan Pertanian 92,5         

31 Meningkatnya Program 
Usaha Tani dan Aktifitas 92,5         
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No Sasaran Capaian 
Kinerja 

Skala Pengukuran Ordinal 
Sangat 

Berhasil Berhasil Cukup 
Berhasil 

Tidak 
Berhasil 

Di atas 
85   

70 s.d. 
85 

55 
s.d.70 < 55 

Kelembagaan Petani dan 
Penyuluh 

32 

Meningkatnya Sarana dan 
Prasarana Ekonomi antara 
lain Pasar, Terminal, Jalan 
dan lain – lain 

83,12         

33 

Meningkatnya unit-unit usaha 
industri kecil dengan 
mengoptimalkan 
penggunaan bahan baku 
lokal, inovasi produk, akses 
permodalan serta perluasan 
jangkauan pemasaran.  

85,18         

34 

Meningkatnya Jumlah Desa 
Wisata, Desa Budaya, 
Peristiwa Budaya, 
Penghargaan Budaya, 
Kelompok Kesenian. 

92,5         

35 Meningkatnya Jumlah 
Pengunjung Obyek Wisata 60         

36 Meningkatnya Jumlah 
Investasi Kepariwisataan 92,5         

37 Berkembangnya Kawasan 
APY, Pantai Selatan 85         

38 Meningkatnya Ketrampilan 
Pencari Kerja. 92,5         

39 Meningkatnya Lapangan 
Pekerjaan  89,5         

40 
Meningkatnya Keamanan 
dan Perlindungan Tenaga 
Kerja 

49         

41 Terjaminnya Hak-hak Pekerja 92,5         

42 Terciptanya Penempatan 
Transmigrasi. 27,5         

43 

Menyatukan Pemahaman 
Program PUG dan 
Perlindungan Anak di semua 
Lapisan Masyarakat, 
Organisasi Pemerintahan dan 
Lembaga Kemasyarakatan  

92,5         

44 

Meningkatnya Partisipasi 
Kompetensi Ketrampilan 
Organisasi Pemerintah 
Masyarakat dan Individu. 

92,5         

45 
Meningkatnya Kesejahteraan 
PMKS/Tuna Sosial serta 
Tertanganinya Korban 

79,5         
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No Sasaran Capaian 
Kinerja 

Skala Pengukuran Ordinal 
Sangat 

Berhasil Berhasil Cukup 
Berhasil 

Tidak 
Berhasil 

Di atas 
85   

70 s.d. 
85 

55 
s.d.70 < 55 

NAPZA dan Penduduk Usia 
Lanjut 

46 
Meningkatnya Kesejahteraan 
Masyarakat Khususnya 
Masyarakat Miskin. 

92,5         

47 Meningkatnya Kualitas 
Keluarga 92,5         

48 Mantapnya Penanggulangan 
Bencana  92,5         

49 Mantapnya Pengelolaan 
Sarana dan Prasarana Publik 92,5         

50 

Terwujudnya Peningkatan 
Pengelolaan SDA, 
Perlindungan Fungsi 
Lingkungan dan 
Keanekaragaman Hayati 

89,99         

51 Terkelolanya Sumberdaya 
hutan  92,5         

Rata-rata capaian sasaran : 83,65         

C. Akuntabilitas Keuangan 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah 

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua 

kalinya  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta diikuti 

dengan perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan 

Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang 

dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem 

pengelolaan keuangan daerah.   

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan 
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merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya 

peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi 

pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.  

Selain kedua Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa 

peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan 

keuangan daerah, antara lain :  

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara 

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Darah  

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah 

terakhir kalinya dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk 

mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi 

berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, 

perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik 

utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan 

yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. 

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan 

penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas 

dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah 

yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen 

seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta 
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pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

dan manfaat untuk masyarakat. 

Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas 

keuangan dapat digambarkan sebagai berikut: 

APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2013 untuk anggaran 

pendapatan sebesar Rp.1.503.865.465.664,67 dan belanja sebesar 

Rp1.570.168.261.924,38 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar 

Rp66.302.796.259,71 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang 

berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan 

realisasi APBD Kabupaten Bantul TA 2013 untuk pendapatan sebesar 

Rp1.522.294.390.754,22  realisasi belanja Rp1.389.710.872.579,98  dan 

surplus pembiayaan Rp71.811.444.839,45 sehingga untuk Tahun 2013 

terdapat Silpa Rp204.394.963.013,69. 

Dari realisasi pendapatan sebesar Rp1.522. 294.390.754,22 Pos 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 

Rp.226.189.559.283,22 realisasi PAD ini melebihi target dari yang 

direncanakan sebesar Rp.205.407.209.787,07 atau melebihi target 

110,22%. 

Untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan Kabupaten 

Bantul dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki berupaya 

menggali dana pembangunan dari berbagai sumber dari sektor jasa, 

perdagangan, dan sektor sekunder lainnya. 

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
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2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan 

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 

daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan 

Negara. 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi pajak daerah 

kabupaten/kota. Dengan amanat undang-undang tersebut maka 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul mulai 1 Januari tahun 

2011 telah mulai melaksanakan pengelolaan BPHTB dan pajak 

daerah lainnya serta retribusi daerah dan telah 

diimplementasikan dalam regulasi daerah. 

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya 

good governance dalam pengelolaan keuangan dan barang 

daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, 

ditempuh dengan : 

1) Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan 

keuangan daerah;  

2) Membentuk kerjasama dengan instansi terkait untuk 

mengadakan pelatihan pelaksanaan pengelolaan keuangan 

daerah (SIMDA Keuangan);  

3) Mengikuti pelatihan dan workshop mengenai perkembangan 

peraturan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya; 
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4) Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari 

Pemerintah agar prediksi penerimaan daerah yang masuk 

ke dalam APBD makin realistis; 

5) Mengupayakan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah 

yang terintegrasi. 

6) Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor dan 

melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung-

jawabnya; 

7) Mengupayakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan Barang Daerah yang terintegrasi SIMDA 

Keuangan dan SIMBADA; 

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam 

pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan 

produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha 

Daerah (BLUD). Terbentuknya BLUD ini diharapkan dapat 

menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen 

keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat. 

b. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang 

Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan mengoptimalkan 

sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal 

daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan 

pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik 

masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana 
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perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.  

Adanya otonomi daerah diharapkan dapat memacu 

daerah menuju ke tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik 

yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal 

dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Perlu 

dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal 

dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah 

yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Beberapa 

strategi yang akan dilakukan untuk menutup terjadinya 

kesenjangan fiskal : 

1) Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

melalui langkah-langkah intesifikasi dan ekstensifikasi : 

a) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama 

ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) dan 

memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Secara umum, 

proses ini meliputi : 

• Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) 

sistem perpajakan dan retribusi daerah; 

• Penyempurnaan landasan hukum serta law 

enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi; 

• Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai 

kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah 

dan retribusi daerah; 

• Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemungutan pendapatan daerah; 

• Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit 

satuan kerja terkait; dan 

• Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah. 
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b) Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama 

ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi. Proses 

ini meliputi : 

• Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi 

pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan; 

• Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak 

BPHTB yang telah dilaksanakan pengelolaan mulai 

Januari 2011 dan PBB P2 yang akan didaerahkan. 

2) Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD melalui 

upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang 

dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan 

profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan 

BUMD. 

3) Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil 

perpajakan melalui kerjasama pusat dan daerah dalam 

menyerap basis pajak terkait. 

4) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang 

pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi. 

2. Target dan Realisasi Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, 

walaupun kontribusi PAD terhadap APBD saat ini masih rendah. 

Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan 

identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk 

mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan 

daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis 

penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-

rata total penerimaan. 
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Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi daerah 

adalah besarnya pendapatan daerah pada pos Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan 

kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat 

dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD 

merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di 

daerah. Dalam rangka memacu roda perekonomian masyarakat, 

Kabupaten Bantul menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif 

untuk obyek-obyek pungut tertentu. Dari hal ini diharapkan akan 

mampu memberi kontribusi terhadap pemerataan pendapatan 

masyarakat. Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah 

dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

Tabel III.60 

Perkembangan PAD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2013 

Tahun Target PAD Realisasi PAD APBD Proporsi 

2009 77.286.936.022,99 88.691.362.690,38 849.127.917.104,99 9,10% 

2010 89.015.027.964,59 81.646.839.293,07 992.649.725.261,43 8,97% 

2011 115.321.898.743,75 128.896.456.173,41 1.165.047.061.158,75 9,90% 

2012 141.624.239.103,47 166.593.145.905,50 1.302.131.101.144,47 10,88% 

2013 205.407.209.787,07 226.189.559.283,22 1.503.865.465.664,67 13,66% 
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014 

Dari tabel tersebut di atas terlihat adanya peningkatan 

realisasi PAD dan peningkatan proporsi pendapatan asli daerah 

terhadap APBD. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah ini 

diperoleh Rp.226.189.559.283,22 dari target 

Rp.205.407.209.787,07 atau capaiannya hingga 110,22% serta 

proporsi terhadap APBD mencapai 13,66%. Pendapatan Asli 

Daerah diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
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Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Tabel III.61 

Target dan Realisasi PAD TA 2013 

No PAD Target Realisasi Prosent
ase 

1 Pajak Daerah 64.487.000.000,00  83.232.017.500,00  36,76  
2 Retribusi Daerah 26.671.104.494,00  27.116.286.436,00  11,98  
3 Hasil 

Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 

9.508.075.667,00 9.508.075.666,00 4,20  

4 Lain-Lain PAD 104.741.029.626,00 106.333.179.680,86 47,06 

Total 205.407.209.787,00 226.400.771.218,00  
Sumber : DPPKAD, 2014 

Grafik III.1 
Proporsi PAD Dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2013 

 
 

b. Dana Perimbangan 

Dana Perimbangan menjadi salah satu komponen yang 

cukup penting bagi APBD Kabupaten Bantul. Dalam 4 (empat) 

tahun terakhir dana perimbangan Kabupaten Bantul mendapat 

alokasi dana sebagai berikut : 

Pajak Daerah
37%

Retribusi 
Daerah

12%

Hasil 
pengelolaan 

kekayaan 
daerah yang 
dipisahkan

4%

Lain-lain PAD
47%
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Tabel III.62  

Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Bantul  

Tahun 2009-2013 

Tahun Dana 
Perimbangan r (%) APBD Proporsi 

2009 668.488.989.539,37    849.127.917.104,99  78,73% 

2010 688.676.566.702,00  2,93% 992.649.725.261,43  69,38% 

2011 717.123.249.858,00  3,97% 1.165.047.061.158,75  61,55% 

2012 885.352.411.354,00  19,00% 1.302.131.101.144,47  67,99% 
2013 938.492.077.341,00 5,66% 1.503.865.465.664,67 62,41% 

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014 

Melihat alokasi selama dua tahun terakhir, Dana 

Perimbangan untuk Kabupaten Bantul naik dari 2.93 % pada 

periode 2009-2010 menjadi 3.97 % pada periode tahun 2010-

2011, namun pada tahun 2012 kenaikan dana perimbangan 19% 

dari tahun 2011 sedangkan untuk tahun anggaran 2013 turun 

menjadi 5,66%. Ini menandakan bahwa ketergantungan 

Kabupaten Bantul pada Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap 

APBD Kabupaten Bantul cukup besar dalam membiayai 

pembangunan Kabupaten Bantul. Adapun proporsi sumber-

sumber Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel dan gambar 

berikut : 

Tabel III.63  

Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2013 

Dana Perimbangan Target Realisasi Prosen
tase 

1 Bagi Hasil Pajak 
dan Bukan Pajak 

36.960.617.005,00 36.484.563.341,00 3,89% 

2 Dana Alokasi 
Umum 

854.810.634.000,00 854.810.634.000,00 91,08% 

3 Dana Alokasi 
Khusus 

47.196.880.000,00 47.196.880.000,00 5,03% 

Total 938.968.131.005,00 938.492.077.341,00  
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014   
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Grafik III.2  

Proporsi Sumber Dana Perimbangan Dalam APBD Kabupaten 

Bantul Tahun 2013 

 

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Sumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain 

Pendapatan yang sah yang terdiri atas penerimaan dari provinsi 

dan penerimaan dari pusat. Untuk lebih jelasnya perkembangan 

penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel III.64  
Perkembangan Dana Lain-Lain Yang Sah Kabupaten Bantul  

Tahun 2009-2013 

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014 

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam periode 

tahun 2009-2013 pendapatan dari Dana Lain-Lain Yang Sah 

Bagi Hasil 
Pajak dan 

Bukan 
Pajak

Dana 
Alokasi 
Umum

Dana 
Alokasi 
Khusus

Tahun Lain-lain Pendapatan 
yang Sah r (%) APBD Proporsi 

2009 124.969.436.200,00    849.127.917.104,99  14,72% 

2010 216.553.236.368,00  42,29% 992.649.725.261,43  21,82% 
2011 334.527.406.400,00  35,27% 1.165.047.061.158,75  28,71% 

2012 285.620.536.000,00  -17,12% 1.302.131.101.144,47  21,93% 
2013 357.612.754.130,00 20,13% 1.503.865.465.664,67 23,78% 
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mengalami fluktuatif, pada tahun 2009 sebesar 

Rp.124.969.436.200 atau 14,72% dari APBD,- menjadi 

Rp.285.620.536.000,- pada tahun 2012 atau 21,93% dari APBD 

sedangkan tahun 2013 menjadi 23,78% atau 

Rp.357.612.754.130, Sedangkan komponen yang paling besar 

dalam pendapatan dari Dana Lain-Lain Yang Sah berasal dari 

Tunjangan Profesi Guru yang semakin tahun semakin meningkat. 

Adapun proporsi sumbernya dapat dilihat pada table dan gambar 

berikut : 

Tabel III.65  
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah   

Tahun Anggaran 2013 
Lain-lain Pendapatan yang 

sah Target Realisasi Prose
ntase 

1 Pendapatan Hibah 11.605.280.000,00 4.931.948.900,00 1,38 

2 Bagi Hasil Pajak dr Prop 
dan Pemda lainya 72.478.228.872,60 77.299.389.230,00 21,62 

3 Dana Penyesuaian dan 
otonomi khusus  246.782.676.000,00 246.782.676.000,00 69,01 

4 Bantuan Keuangan dari 
Prop atau Pemda lainnya 28.623.940.000,00 28.598.740.000,00 8,00 

Total 359.490.124.872,60 357.612.754.130,00  
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014 

Grafik III.3  
Proporsi Sumber Dana Lain-Lain Pendapatan Yang Sah  

Dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2013 
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3. Pengelolaan Belanja Daerah 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja 

diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah 

dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak 

Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk 

meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan 

kepada masyarakat. 

a. Kebijakan Umum Belanja Daerah 

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan 

prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran 

yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan 

fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai 

potensi dan permaslahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi 

pada tahun depan. 

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, bahwa belanja daerah 

dibagi menurut kelompok belanja yang terdiri dari : 

1) Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak 

terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri 

dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, 

belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak 

terduga. 

2) Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan 
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untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

dengan arah peningkatan proporsi belanja publik yang 

didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur, yang 

terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan 

belanja modal. 

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan 

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan 

fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem 

jaminan sosial. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang 

direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang jelas untuk 

setiap indikator kinerjanya diikuti dengan peningkatan kinerja 

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

1) Prioritas penggunaan dana perimbangan 

a) Dana bagi hasil pajak: untuk mendanai perbaikan 

lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, 

pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan. 

b) Dana alokasi umum: untuk mendanai kebutuhan belanja 

pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan 

pelayanan dasar dan pelayanan umum. 

c) Dana alokasi khusus: untuk mendanai kebutuhan fisik, 

yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah 

(antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan 

lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. 

2) Kebijakan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Bunga, 

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan 

Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga) 

Dalam pengelolaan anggaran, belanja menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan 
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terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Belanja tidak langsung terdiri atas komponen belanja 

pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi 

hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, dengan 

rincian kebijakan penggunaan sebagai berikut : 

a) Belanja pegawai direncanakan untuk kebutuhan gaji dan 

tunjangan lainnya (gaji PNS) dan accres sebesar 2,5%, 

kebutuhan kekurangan kenaikan tunjangan tenaga 

kependidikan, adanya pengadaan CPNS baik dari tenaga 

honorer maupun dari umum, dan gaji sekretaris desa yang 

diangkat menjadi PNS; tambahan penghasilan PNS 

sesuai dengan Peraturan Bupati; penyediaan dana 

penyelenggaraan asuransi kesehatan; belanja DPRD 

yang dianggarkan untuk pembayaran penghasilan 

pimpinan dan anggota DPRD, termasuk untuk pemberian 

jasa pengabdian bagi pimpinan dan anggota DPRD; 

belanja gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah, 

termasuk belanja penunjang operasional kepala daerah 

dan wakil kepala daerah; uang perangsang PBB; 

kesejahteraan karyawan RSUD Panembahan Senopati; 

gaji pamong desa Jagalan dan Trimurti; dan belanja 

penunjang operasional pimpinan DPRD; 

b) Belanja bunga ditujukan untuk membayar bunga 

pinjaman; 

c) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi 

hasil pendapatan kepada pemerintah desa atau 

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah 

lainnya; 

d) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk 

menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum 
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atau khusus, bantuan kepada desa untuk pemerataan 

kemampuan keuangan; dan 

e) Belanja tidak terduga dianggarkan untuk belanja yang 

sifatnya darurat seperti adanya bencana alam dan 

bencana sosial serta mendesak untuk dilaksanakan. 

3) Belanja langsung terdiri atas komponen belanja pegawai, 

belanja barang dan jasa, dan belanja modal. 

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung 

digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang 

dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintahan daerah.  

Sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai 

manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringannya, dan aset tetap 

lainnya. Adapun strategi yang akan ditempuh dalam 

pengelolaan belanja daerah yaitu : 

a) Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi, 

dan sasaran RPJMD Tahun 2011-2015; 

b) Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan 

analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, 

dan standar pelayanan minimal. 

Berdasarkan kondisi proyeksi beban fiskal tersebut, 

pengelolaan belanja daerah perlu diarahkan pada 

memperbesar belanja langsung berupa program/kegiatan 
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dalam rangka pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar 

masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengurangan 

pengangguran, dan penyediaan infrastruktur publik, serta 

kegiatan yang mendukung revitalisasi perdesaan melalui 

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan belanja tidak 

langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu 

wujud reformasi birokrasi. Namun dengan adanya prediksi 

kenaikan gaji pegawai sebesar 5% setiap tahun maka hal ini 

akan mempengaruhi pula prediksi kenaikan belanja tidak 

langsung. Secara umum kebijakan belanja daerah harus 

diarahkan berdasarkan prinsi-prinsip sebagai berikut : 

a) Efisiensi dan efektivitas anggaran 

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik 

mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada 

masyarakat yang harapan selanjutnya adalah 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan 

kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan 

meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, 

terutama yang berhubungan langsung dengan 

kepentingan masyarakat. Dalam rangka efisiensi dan 

efektivitas anggaran diharapkan mempertimbangkan 

analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, 

dan standar pelayanan minimal. 

b) Ketepatan alokasi belanja menurut skala prioritas 

Penggunaan anggaran tahun 2011-2015 diprioritaskan 

untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan 

publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat serta pembangunan sektor-sektor yang 
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memiliki daya dukung tinggi pada pertumbuhan ekonomi 

daerah. 

c) Target pencapaian kinerja program 

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur 

dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi 

masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok, 

fungsi dan peran. 

b. Target dan Realisasi Belanja 

Sejak Tahun 2009 sampai tahun 2013 proporsi Belanja 

Tidak Langsung selalu lebih besar dibandingkan dengan Belanja  

Langsung. Hal ini disebabkan dalam Belanja Tidak Langsung 

terdapat pos belanja pegawai untuk gaji perangkat daerah dan 

tunjangan sertifikasi guru yang merupakan belanja yang wajib 

dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel III.66  

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bantul  

Tahun 2009-2013 

Tahun Belanja tidak 
Langsung r (%) Belanja Langsung Proporsi 

(%) 
2009 634.893.132.281,00 70,25 268.873.868.148,00 29,75 

2010 725.494.255.717,49 71,66 286.872.331.518,00 28,34 

2011 817.126.901.965,97 70,94 334.759.050.362,00 29,06 

2012 885.972.980.787,48 69,06 396.907.256.009,00 30,94 

2013 916.215.912.462,92 65,93 473.494.960.117,06 34,07 
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014 

Adapun Proporsi Belanja Tidak Langsung dengan Belanja 

Langsung dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2013 

dapat dilihat pada table gambar berikut : 
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Grafik III.4 

Proporsi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung 

(BL) dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2013 

 

Jika dilihat dari komposisinya, untuk Tahun anggaran 

2013 belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 

70,25% dari realisasi belanja daerah Kabupaten Bantul di tahun 

2013 dan sisanya sebesar 29,75% disumbangkan oleh belanja 

langsung. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing 

Belanja untuk Tahun Anggaran 2013, diuraikan sebagai berikut : 

Tabel III.67  
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 

(Sebelum diaudit oleh BPK-RI) 
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI 
 BELANJA 1.570.168.261.924,38  1.389.710.872.579,98  
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.038.779.837.738,38  916.215.912.462,92  
  1 Belanja Pegawai 934.697.924.499,00  852.127.417.397,00  
  2 Belanja Bunga 51.506.900,00  24.051.602,92  
  3 Belanja Subsidi -  -  
  4 Belanja Hibah 17.521.544.000,00  14.007.445.000,00  
  5 Belanja Bantuan Sosial 18.003.050.000,00  15.778.200.000,00  

  6 
Belanja Bagi Hasil kepada 
PemProp, Pemda dan Pem  
bawahan 

2.069.182.600,00  -  
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NO URAIAN ANGGARAN REALISASI 

  7 
Belanja Bantuan keul kpd 
PemProp,Pemda dan Pem 
bawahan 

40.524.621.500,00  34.103.008.463,00  

  8 Belanja Tidak Terduga 25.912.008.239,38  175.790.000,00  
          
 B. BELANJA LANGSUNG 531.388.424.186,00  473.494.960.117,06  
  1 Belanja Pegawai 106.224.560.325,00  94.968.987.656,00  
  2 Belanja Barang dan Jasa 228.175.726.657,00  193.313.646.614,06  
  3 Belanja Modal 196.988.137.204,00  185.212.325.847,00  
          
    Surplus (Defisit) (66.302.796.259,71) 132.583.518.174,24  

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014 

c. Kondisi Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang 

bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja 

daerah. Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Bantul dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel III.68  
Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Bantul  

Tahun 2009-2013 

Tahun Penerimaan  r (%) Pengeluaran r (%) 

2009 84.776.365.285,09    2.115.230.676,26    

2010 61.043.922.609,57  -38,88 446.230.676,26  -374,02 

2011 35.107.747.060,00  -73,88 4.115.230.676,26  89,16 

2012 62.686.562.399,89  43,99 13.271.230.676,26  68,99 

2013 113.940.333.809,71 181,76 47.637.537.550,00 358,95 
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014 

Selama tahun 2009-2013 Kabupaten Bantul mengalami 

defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang didapat 

dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih anggaran tahun lalu. 

Sedangkan untuk Pos pengeluaran pembiayaan digunakan 

untuk penyertaan modal, pengembalian pokok pinjaman dan 

pemberian piutang dana bergulir kepada masyarakat. 

Pertumbuhan tahun 2013 untuk penerimaan daerah dalam 
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pembiayaan sebesar 181,76%, sedangkan pengeluaran daerah 

dalam pembiayaan tahun 2013 sebesar 358,95%. Adapun untuk 

target dan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2013 sebagai 

berikut : 

Tabel III.69  
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bantul  

Tahun 2013 

URAIAN TARGET REALISASI 
PEMBIAYAAN     
PENERIMAAN DAERAH 113.940.333.809,71  110.873.731.065,71  
1 Sisa Lebih Perhitungan Th lalu 104.107.673.809,71  104.107.673.809,71  
2 Transfer ke Dana Cadangan -  -  
3 Penerimaan Piutang Daerah 9.832.660.000,00  6.766.057.256,00  
4 Penerimaan Pinjaman & Obligasi -  -  
5 Penjualan aset daerah yg 

dipisahkan -  -  
        
PENGELUARAN DAERAH 47.637.537.550,00  39.062.286.226,26  
1 Transfer Dana Cadangan -  -  
2 Penyertaan Modal 37.074.500.000,00  31.074.500.000,00  
3 Pembayaran Hutang Pokok yang 

jatuh tempo 181.037.550,00  181.036.226,26  
4 Pemberian Pinjaman Daerah 10.382.000.000,00  7.806.750.000,00  
SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN 66.302.796.259,71  71.811.444.839,45  

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014 

4. Permasalahan dan Solusi Keuangan Daerah 

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Permasalahan Utama Pendapatan Daerah 
Pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha belum 

sesuai dengan harapan, walaupun secara bertahap pertumbuhan 

ekonomi ada peningkatan namun belum secara signifikan 

meningkatkan pendapatan daerah. 
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Solusi Permasalahan Pendapatan Daerah 
• Penggalian sumber pendapatan baru dan potensi daerah 

yang dimungkinkan oleh undang-undang; 

• Peningkatan pola kerjasama dan kemitraan swasta dan 

masyarakat yang saling menguntungkan; 

• Penetapan target penerimaan pendapatan asli daerah 

berdasarkan perhitungan-perhitungan potensi riil yang 

berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan 

dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi 

masyarakat; 

• Memberdayakan dan meningkatkan peran perusahaan 

daerah agar lebih profesional. 

b. Belanja Daerah 

Permasalahan Belanja Daerah 
Mengingat keterbatasan jumlah anggaran, dalam tahun 

anggaran 2013 masih belum mampu membiayai secara 

menyeluruh program/kegiatan yang diharapkan.  

Solusi Permasalahan Belanja Daerah 
Solusi yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan 

program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen-dokumen 

perencanaan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA dan PPAS) dan yang 

berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat 
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BAB IV.  
PENUTUP 

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013, disimpulkan bahwa secara 

umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian 

kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 51 

(lima puluh satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 16 B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja 

Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 rata-rata telah tercapai 83,65 

atau telah direalisasikan dengan Berhasil. Tujuan penyusunan laporan ini 

adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun 

tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi 

instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan 

kebijakan yang ditetapkan 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah 

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, 

kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan 

yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 240 indikator 

sasaran, disimpulkan bahwa 178 (seratus tujuh puluh delapan) indikator 

sasaran atau sebanyak 74,17% dikategorikan sangat berhasil, 21 (dua 

puluh satu) indikator sasaran atau 8,75% dikategorikan berhasil, 11 

(sebelas) indikator sasaran atau 4,58% hanya mencapai kategori cukup 

berhasil, 19 (sembilan belas) indikator sasaran atau 7,92% hanya 

mencapai kategori tidak berhasil dan 11 (sebelas) indicator sasaran atau 
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4,58% tidak dilaksanakan. dalam pencapaian indicator sasaran. Dengan 

demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya 

belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak 

berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.  

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap 

beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul 

Tahun 2011 – 2015 khususnya untuk Tahun Anggaran 2013 sebagaimana 

dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 B Tahun 2011 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011 

– 2015, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator 

sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-

mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, 

karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun 

demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus 

menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari 
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LAMPIRAN I  
PENGHARGAAN DAN PIAGAM 

PENGHARGAAN KABUPATEN BANTUL 
TAHUN 2013 

1. “SWASTI SABHA WIWERDA”, Jasa Penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan, dasar : 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 439//Menkes/SK/XI/2013, 

tanggal 2013 

2. Penghargaan “ ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA” Kategori 

Pembina Ketahanan Pangan  Tahun 2013, Dari Dewan Ketahanan 

Pangan Pusat, diserahkan oleh wakil Presiden Boediono pada 

tanggal 29 November 2013 

3. Piagam Penghargaan “ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA” Juara 

I Kategori Pembina Ketahanan Pangan Tk. DIY Tahun 2013, Dari 

Dewan Ketahanan Pangan DIY, Nomor : 002/022/DKP/2013, 

tanggal 13 Agustus 2013 

4. Piagam Penghargaan, Juara II Apresiasi Bunda Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tk. DIY Tahun 2013, Dari Tim 

Penggerak PKK Tk. DIY, Nomor : 360/Pokja II/PKK DIY/IX/2013 

tanggal 16 Sept 2013 

5. Penghargaan Pelopor Pengembangan Usaha Kecil Menengah 2013 

6. Penghargaan Penyelenggara Penyedia Makanan Tambahan Anak 

Sekolah PMTAS Terbaik III Tingkat Nasional 2013 dari Kementerian 

Dalam Negeri 

7. Penghargaan “WAHANA TATA NUGRAHA” Penghargaan 

Keberhasilan dalam Penataan Transportasi Perkotaan dari 

Kementerian Perhubungan Tanggal 3 Oktober 2013 
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8. Penghargaan “KABUPATEN LAYAK ANAK PRATAMA”, dari 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 

Republik Indonesia 

9. “ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA” Tingkat Madya Tahun 2013, 

dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, 

sebagai Kepala Daerah Yang Memiliki Komitmen dalam Upaya 

mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

10. Piagam “ADIPURA” Dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, atas 

upaya terbaik dalam meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup 

Perkotaan, Tanggal 5 Juni 2013 

11. “DAMANDIRI AWARD” Penghargaan Yayasan Damandiri Tahun 

2013 

12. Piagam Penghargaan “ Millenium Development Goals (MDGs) 

Awards 2013 terkait atas keberhasilan Program Diversivikasi 

Pangan Lokal atau Nutrisi dalam Rangka Pemberdayaan 

Masyarakat Miskin, diperoleh di Bali 26 Maret Tahun 2013 

13. Piagam Penghargaan “Millenium Development Goals” (MDGs) 

Award 2013sebagai Runner Up dalam Kategori Pencegahan dan 

Penanggulangan HIV/Aids dan Penyakit Menular lainnya, diperoleh 

di Bali 26 Maret Tahun 2013 

14. Piagam Penghargaan “Millenium Development Goals” (MDGs) 

Award 2013 sebagai Runner Up dalam Kategori Layanan Air Bersih 

dan Sanitasi Terkait dengan Keberhasilan Program Sampah 

diperoleh di Bali 26 Maret Tahun 2013 

15.  Penghargaan Bintang Jasa Utama di Bidang Koperasi dan UKM dari 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Tanggal 23 Agustus 

2013 
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16. Penghargaan Innovative Government Awards (IGA) dari 

Kementerian Dalam Negeri terkait Semangat Melindungi Rakyat 

Bantul dari Jeratan Rentenir pada tanggal 24 Oktober 2013 

17. Penghargaan Reksaniyata atas Prestasi dalam Program menuju 

Indonesia Hijau (MIH) dari Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 

4 Desember 2013 

18. Juara I Kategori Kedaruratan Tingkat Nasional BPBD 

Kabupaten/Kota Tahun 2012 ,  8 Februari 2013 

19. Juara I Kategori Pencegahan Tingkat Nasional BPBD 

Kabupaten/Kota Tahun 2012, 5 Februari 2013 
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